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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas 

berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan laporan akhir ini dengan baik. 

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi atas 

pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi 

Sumatera Barat tahun 2024 dalam mengawasi Tahapan Pemilihan Tahun 2024. 

Penyusunan laporan ini tidak lepas dari dukungan seluruh pihak, baik 

internal Bawaslu Provinsi Sumatera Barat maupun eksternal yang telah 

berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan 

pengawasan Pemilihan di Sumatera Barat. Kami menyadari bahwa masih terdapat 

kekurangan dalam pelaksanaan tugas kami, namun laporan ini juga menjadi bukti 

dari upaya terus-menerus untuk meningkatkan kualitas pengawasan demi 

terciptanya Pemilihan yang lebih baik di masa yang akan datang. Harapan kami, 

laporan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi semua pihak, serta 

menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran dalam meningkatkan kualitas 

pengawasan Pemilihan di Provinsi Sumatera Barat. 

Atas nama Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, sekali lagi kami ucapkan 

terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang 

telah membantu penyusunan laporan ini. Segala kritik dan saran dari seluruh 

pembaca sangatlah kami harapkan untuk penyempurnaan dalam penyusunan 

laporan berikutnya.  

 Padang, Maret 2025 

BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT 

KETUA 

 

 

ALNI 
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BAB I PROFIL KELEMBAGAAN PENGAWAS PEMILU 

 

1.1 Profil Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum, Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan 

Pemillihan Umum, yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan 

Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu (DKPP). Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai 

pelaksana teknis penyelenggaraan Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum 

(Bawaslu) sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan Pemilu dan Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga yang bertugas 

menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu.  

Badan Pengawas Pemilu yang terdiri dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, 

Bawaslu Kabupaten/kota yang bersifat tetap dan Panwaslu Kecamatan, 

Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS yang bersifat ad-hoc 

yang bertugas mengawasi pelaksanaan penyelenggraan Pemilu sesuai dengan 

wilayah kerja masing masing.  

Untuk memastikan terselenggaranya Pemilu secara langsung, umum, 

bebas, rahasia jujur dan adil, serta dilaksanakannya Pemilu sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, pengawasan penyelenggaraan 

Pemilu di Provinsi Sumatera Barat dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera 

Barat beserta jajaran sekretariatnya. 

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 5 (lima) orang Pimpinan 

dan seorang Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, dengan 

rincian sebagai berikut: 
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PROFIL KETUA DAN ANGGOTA  

BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT 

 

 
Nama : ALNI S.H, M.Kn 

Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Masa 

Jabatan 2022 - 2027 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Tempat/Tanggal Lahir : Batusangkar, 5 Juli 1978 

Agama : Islam 

Alamat : Jorong Malintang, Nagari Lawang Mandahiling, 

Kec. Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar 

Riwayat Pendidikan : • SDN 3/77 Batusangkar 1985 – 1991 

• SMPN 1 Batusangkar 1991 – 1994 

• MAN 2 Batusangkar 1994 – 1997 

• Fakultas Hukum Unand 1997-2003 

• Magister S2 tahun 2007-2011 

Riwayat Pekerjaan : • Anggota KPU Kabupaten Tanah Datar 

periode 2003 – 2008 

• Anggota KPU Kabupaten Tanah Datar 

periode 2008 – 2013 

• Anggota KPU Kabupaten Tanah Datar 

periode 2013 – 2018 

• Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat 

periode 2017 – 2022 

• Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat 

periode 2022 – 2027 

Riwayat Organisasi : • Ketua muhadaroh mushollah muhamadiah. 

• Ketua osis man 2 batusangkar. 

• Anggota dewan legislatif mahasiswa 

hukum. 

• Ketua bidang lembaga kajian hukum dan 

politik. 

• Ketua komisariat himpunan mahasiswa 

islam (HMI) hukum universitas andalas 
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Nama : BENNY AZIZ, S.E. 

Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat 

Masa Jabatan 2022 - 2027 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi, 28 Februari 1969 

Agama : Islam 

Alamat : Komplek Pemda 134 Bukittinggi 

Riwayat Pendidikan : • SDN Inpres 6/75 Luak Anyir Bukittinggi 

• SMP Negeri 2 Bukittinggi 

• SMA Negeri 1 Bukittinggi 

• Program DIII Fakultas Ekonomi Universitas 

Andalas 

• S1 Fakultas Ekonomi Universitas Bung 

Hatta 

Riwayat Pekerjaan : • Anggota KPU Kota Bukittinggi 2018-2023 

• Anggota KPU Kota Bukittinggi 2013-2018 

• Jurnalis (Padang TV) 

• Jurnalis (SCTV) 

Riwayat Organisasi : • Mapala Unand 

• Pemuda Pancasila 

• Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia 

• Tim Peduli Kemanusiaan Iasma 1 

Bukittinggi 

• Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

Kelurahan Kubu Gulai Bancah Bukittinggi 

• IKAFE Universitas Andalas 

• Lembaga Keswadayaan Masyarakat 

Kelurahan Kubu Gulai Bancah Bukittinggi 
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Nama : MUHAMAD KHADAFI, S.Kom 

Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Masa 

Jabatan 2022 - 2027 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Geringging, 10 September 1982 

Agama : Islam 

Alamat : Koto Panjang RT/ RW 001/003 Kel Koto 

Panjang Kec. Payakumbuh Timur Propinsi 

Sumatera Barat 

Riwayat Pendidikan : Strata - 1 (S1) STMIK Jaya Nusa Padang Jurusan 

Sistim Informasi 

Riwayat Pekerjaan : • Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat 

Periode 2022-2027 

• Ketua Bawaslu Kota Payakumbuh Periode 

2018-2023 

• Ketua Kpu Kota Payakumbuh Periode 2013-

2018 

Riwayat Organisasi : • Sekretaris NU Kota Payakumbuh Tahun 

2014-2017 

• Sekretaris Gp Ansor Kota Payakumbuh 

Tahun 2013-2014 

• Presiden Mahasiswa Aim- Amik- Stmik Jaya 

Nusa Padang Tahun 2006-2009 

• Ketua Ikatan Mahasiswa Padang Pariaman 

Stmik Jaya Nusa Padang TahuN 2004-2005 

• Menteri Informasi Komunikasi Bem Jaya 

Nusa Padang Periode 2004-2005 

• Koordinator Mahasiswa Anti Korupsi Se 

Sumatera Tahun 2006-2007 

• Ketua Ikatan Mahasiswa Padang Pariaman 

Kota Padang Tahun 2006-2008 

• Pimpinan Umum Tabloid Info Klik Tahun 

2006-2009 
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• Sekretaris Ikatan Mahasiswa Padang 

Pariaman Kota Padang Tahun 2005-2006 

• Ketua SISPALA (Siswa Pencinta Alam) 

Periode 1999-2001 

• Ketua Osis Smk Elektronika Indonesia 

Bukittinggi Masa Khidmat 1999-2001 

 

 
Nama : VIFNER, S.H, M. H 

Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Masa 

Jabatan 2023 - 2028 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Tempat/Tanggal Lahir : Pariaman, 17-10-1975 

Agama : Islam 

Alamat : Kampung Dalam Nagari Campago Kec. V Koto 

Kampung Dalam, Pariaman. 

Riwayat Pendidikan : • SD Inpres Sasak Padang Manis Kec. V Koto 

Kp.Dalam, 1998 

• MTsN Padusunan Pariaman, Tamat Tahun 1991 

• MAN Koto Baru Padang Panjang, Tamat Tahun 

1994 

• S1 HUKUM Univ. EKASAKTI Padang, 

Tamat Tahun 2000 

• S2 HUKUM UNAND Padang, Tamat Tahun 

2017 

Riwayat Pekerjaan : • Divisi Advokasi UNFRELL Sumbar, Tahun 

1999 

• Divisi Advokasi di Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat dan Pelestarian Lingkungan 

(LPMPL) Sijunjung, Tahun 2001 

• Manager CV. Cyntia Bogor, Tahun 2002 

• HRD di PT. Showa Ghiko Indonesia, Tahun 

2003 

• Field  Fasilitator  pada  Yayasan  Totalitas  

Padang,Tahun 2005 



LAPORAN AKHIR PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 

6 
 

• Anggota KPU Kab. Padang Pariaman, Periode 

2008- 2013 

• Ketua KPU Kab. Padang Pariaman Periode 

2013-2018 

• Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat 

Periode 2017-2022 

• Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat 

Periode 2023-2028 

Riwayat Organisasi : • Ketua Ikatan Pemuda Pelajar Piaman (IPPIA) 

KotBaru Padang Panjang, Tahun 1993 

• Pengurus Presidium Mahasiswa UNES, Tahun 

1998 

• Wakil Ketua Dewan Kesenian Kota Pariaman, 

Tahun 2005 

• Sekretaris KNPI Kab. Padang Pariaman, 

Periode 2009- 2012 

• Presidium KAHMI Kab/Kota Pariaman, 

Periode 2010- 2015 

• Bendahara Kwartir Cabang 0305 Gerakan 

Pramuka Kab. Padang Pariaman, Periode 2011-

2016 

• Ketua DPD KNPI Kab. Padang Pariaman, 

Periode 2013-2016 

• Ketua MPI-KNPI Kabupaten Padang Pariaman 

Periode 2016-2017 

• Dewan Pakar Majelis Daerah KAHMI 

Kabupaten Padang Pariaman dan Kota 

Pariaman, Periode 2015- 2017 

• Ketua Dewan Pengarah Gerakan Masyarakat 

Sadar Demokrasi (GEMAR Demokrasi) Kab. 

Padang Pariaman 
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Nama : FEBRIAN BARTEZ, S.I.P. 

Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Masa 

Jabatan 2023 - 2028 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Tempat/Tanggal Lahir : Salimpaung, 8 Februari 1987 

Agama : Islam 

Alamat : Jorong Babusslam, Kenagarian Pasie Laweh, 

Kec. Sungai Tarab, Kab. Tanah Datar, Prov. 

Sumatera Barat 

Riwayat Pendidikan : • SDN 03 Babussalam Pasie Laweh 

• SMPN 2 Sungai Tarab 

• SMAN 2 Sungai Tarab 

• Universitas Andalas, Fakultas Ilmu Sosial 

Ilmu Politik 

Riwayat Pekerjaan : • ASN pada Bagian Organisasi Setda 

Kabupaten Solok Selatan, Provinsi 

Sumatera Barat 2014-2018 

• ASN pada Bagian Organisasi Setda 

Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera 

Barat 2018-2023 

• Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat 

Periode 2023-2028 

Riwayat Organisasi : • Ketua Majelis Permusyawaratan Kelas 

SMAN 2 Sungai Tarab 

• Komisaris GMNI Komisariat FISIP 

UNAND 

• Ketua Ikatan Mahasiswa Pasie Laweh 

(IMAPA) 

• Ketua Cabang GMNI Cabang Padang 

• Bendahara Persatuan Alumni (PA) DPD 

Sumatera Barat 

• Pengurus KAN Nagari Pasie Laweh 

• Pengurus Masjid Babussalam Nagari Pasie 

Laweh 

• Ketua TPA Mushalla Baitul Ikhsan Nagari 

Pasie Laweh 
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Nama : KARNALIS KAMARUDDIN, S.H, M.Si. 

Jabatan : Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera 

Barat  

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Tempat/Tanggal Lahir : Padang/13  Agustus 1968 

Agama : Islam 

Alamat : Komplek Pemda Gurun Lawas No.148, Padang 

Riwayat Pendidikan : • S 1 Universitas Bung Hatta Padang 

• S2 Universitas Gajah Mada 

• S3 Kandidat Doktor Universitas Andalas  

Riwayat Pekerjaan : • 2017 - sekarang Kepala Sekretariat Badan 

Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat 

• 2015 – 2017 Sekretaris Badan Penelitian 

Dan Pengembangan Pemprov Sumatera 

Barat 

• 2012 – 2015 Kepala Bidang Pengembangan 

Destinasi Dan Daya Tarik Wisata 

• 2012 – 2012 Kepala Sub Bidang Sarana 

Perekonomian 

• 2008 – 2012 Kepala Sub Bidang Produksi 
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Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan 

pada Rapat Pleno, bahwa telah menetapkan dalam musyawarah:  

1. Alni, SH, M. Kn 

Sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat 

2. Benny Aziz, SE 

✓ Sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat 

✓ Sebagai Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa 

✓ Sebagai Wakil Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat 

3. Muhamad Khadafi, S.Kom 

✓ Sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat 

✓ Sebagai Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas 

✓ Sebagai Wakil Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa 

4. Vifner, SH, MH 

✓ Sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat 

✓ Sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggagaran dan Data 

Informasi 

✓ Sebagai Wakil Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas 

5. Febrian Bartez , S.IP 

✓ Sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat 

✓ Sebagai Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat 

✓ Sebagai Wakil Koordinator Divisi Penanganan Pelanggagaran dan Data 

Informasi 

 

Adapun pembagian dan penetapan Koordinator Wilayah kerja, sebagai 

berikut: 

A. Koordinator Wilayah : Benny Aziz, SE 

 Wakil Koodidnator Wilayah : Muhamad Khadafi, S.Kom 

 Wilayah : 1. Kota Bukittinggi 

2. Kota Payakumbuh 

3. Kabupaten 50 Kota 

4. Kabupaten Pasaman 

5. Kabupaten Pasaman Barat 
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B. Koordinator Wilayah : Muhamad Khadafi, S.Kom 

 Wakil Koodidnator Wilayah : Vifner, SH, MH 

 Wilayah : 1. Kota Pariaman 

2. Kabupaten Padang Pariaman 

3. Kabupaten Agam 

4. Kabupaten Mentawai 

 

C. Koordinator Wilayah : Vifner, SH, MH 

 Wakil Koodidnator Wilayah : Febrian Bartez, S.IP 

 Wilayah : 1. Kota Padang 

2. Kota Solok 

3. Kabupaten Solok 

4. Kabupaten Pesisir Selatan 

5. Kabupaten Solok Selatan 

 

D. Koordinator Wilayah : Febrian Bartez, S.IP 

 Wakil Koodidnator Wilayah : Benny Aziz, SE 

 Wilayah : 1. Kota Padang Panjangh 

2. Kota Sawahlunto 

3. Kabupaten Tanah Datar 

4. Kabupaten Sijunjung 

5. Kabupaten Dharmasraya 

 

1.2 Profil Kesekretariatan 

Selain itu, untuk mendukung kelancaran administrasi dan operasional 

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta wewenang kepada Bawaslu 

Provinsi Sumatera Barat didukung oleh jajaran Sekretariat yang dikepalai oleh 

Kepala Sekretariat Karnalis Kamaruddin, SH, M.Si. 
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Gambar 1 Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat 

 

Bahwa dari struktur organisasi diatas, untuk mendukung kelancaran 

administrasi dan operasional dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu 

Provinsi Sumatera Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024 didukung oleh 

jajaran Sekretariat yang berjumlah 50 ( lima puluh ) orang dengan rincian 

sebagai berikut: 
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Tabel 1 Jumlah Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat 

STRUKTURAL PNS PPPK PPNPN TEKNIS 
TENAGA 

PENDUKUNG 

5 18 7 10 10 

Tabel 2 Rincian Pengawai Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat 

RINCIAN PEGAWAI  

NO STRUKTURAL PENDIDIKAN 

1 Kasek S2 

2 Mafral S2 

3 Eriyanti S1 

4 Roza Molina S2 

5 Nurelida D3 

PNS 

1 Wisandra Novita S1 

2 Uci Seprima Yanti S1 

3 Efli Letsunanda  D3 

4 Kurniawan Pakpahan S1 

5 Dinka Farisi S1 

6 Monica Triani Faizal S1 

7 Putri Handayani Utami S1 

8 Rinto Amarta Wiguna S1 

9 Prima Nugraha S1 

10 Maya Rizky Perdana S2 

11 Saiful Bahri S1 

12 Arinia Mariza Della S1 

13 Ocha Komala Dewi S1 

14 Rhomaida Ambarwati S1 

15 Willy Fitri Pratami S1 

16 Nada Hani Al Fordaus D3 

17 Zahra Utriza Mufidah D3 

18 Muhammad Earvin Q S1 

PPPK 

1 Rizki Rahmadhani S1 

2 Rahmad Afrianando S1 

3 Intan Steffany, P S1 

4 Firmansyah S1 

5 Hendi Rizal S1 

6 Hidayati Sri Afni S1 

7 Bunga Bendang Sari S1 
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PPNPN TEKNIS 

1 Herry Fernanda S1 

2 Riri Afriyeni S1 

3 Cuprianto S1 

4 Dicky Oktavian S1 

5 Gusmadya S1 

6 Rintan Rozalia SMA 

7 Rahmat Hidayat S1 

8 Taufik Firdaus S1 

9 Sentot Rianda S1 

10 Rima Musdela S1 

PPNPN TENAGA PENDUKUNG 

1 Alfian Dinata SMA 

2 Fadli Yossandi SMA 

3 Angga Renaldo SMA 

4 Hadomuan Mimanda SMA 

5 Riki Rikardo SMP 

6 Santroklai B SMP 

7 Novriamon SMA 

8 Decky Novalendri SMA 

9 Rifal Ramadhan SMA 

10 Oki Risaldi SMA 

 

Diagram 1. Tingkat Pendidikan Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera 

Barat 

 

8%

62%

8%

18%

4%

TINGKAT PENDIDIKAN 
SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT

S2 S1 D3 SMA SMP
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1.3 Sarana dan Prasarana  

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) tidak terlepas dengan 

memperhatikan kebutuhan akan sarana dan prasarana yang akan digunakan 

untuk menujang jalannya tugas dan fungsi pegawai. Pelaksanaan kegiatan yang 

dilakukan secara terencana dan sistemik akan memberikan kontribusi langsung 

terhadap peningkatan kualitas perencanaan dan mendukung ketersediaan 

sarana dan prasarana di lingkungan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota 

Sumatera Barat. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana di 

lingkungan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota Sumatera Barat harus dilandasi 

oleh suatu kebijakan, strategi dan  program yang komprehensif dan terpadu. 

Dalam hal sarana yang berupa Gedung kantor, hingga tahun 2022 

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat masih  merupakan pinjam pakai dengan 

universitas terbuka, karena Bawaslu Provinsi Sumatera Barat belum memiliki 

kantor sendiri.. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berencana meminta hibah 

kantor yang digunakan pada saat itu, dikarenakan gedung kantor tercatat 

sebagai asset Universirtas Terbuka dan tanah Gedung tercatat sebagai asset 

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sehingga Bawaslu Provinsi Sumatera 

Barat meminta Universitas Terbuka untuk menghibahkan Gedung tersebut ke 

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 

menghibahkan tanah dan bangunan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. 

Pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan  

serah terima tanah dan bangunan ke Bawaslu dengan luas tanah 1.200 m2 dan 

luas bangunan 600 m2, selanjutnya Bawaslu melakukan pemindahan tanganan 

asset ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. 

Selanjutnya dalam hal prasarana yang berupa PC/laptop/notebook, di 

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terdapat 60 (enam puluh), Unit PC dengan, 

22 (dua puluh dua) unit Laptop dengan 38 (tiga puluh delapan). 2 (dua) unit 

infocus dengan kondisi baik. Sedangkan untuk peralatan kantor lainnya, 

terdapat kurang lebih 100 (Seratus) Unit peralatan dengan berbagai jenis dan 

fungsi baik berupa TIK maupun nonTIK. Serta kendaraan operasional 

sebanyak 6 (enam) unit dengan rincian Kendaraan Operasional Roda 4 
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sebanyak 12 unit dan  Kendaraan Operasional Roda 2 sebanyak 1 unit. 

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mendapatkan 2 (dua) unit kendaraan 

operasional Gakkumdu dengan status sewa.  

 

1.4 Konsep Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia  

Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a 

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 Tentang 

Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas 

Pengawas Pemilihan meliputi bimbingan teknis, penyediaan wadah konsultasi, 

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan/atau fasilitasi. 

1. Bimbingan Teknis 

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah melakukan beberapa 

kegiatan Peningkatan Kapasitas dalam bentuk Bimbingan Teknis kepada 

Jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota meliputi penguatan kapasitas berupa 

peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengawas Pemilu dalam 

penyelenggaraan Pengawasan dan pembentukan karakter pengawas 

Pemilu dalam penyelenggaraan Pengawasan. 

2. Penyediaan Wadah Konsultasi 

Penyediaan wadah konsultasi sebagaimana dimaksud dalam 

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 

Tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan 

Tugas Pengawas Pemilihan Umum yaitu merupakan sarana pelaksanaan 

konsultasi oleh pengawas Pemilu kepada pengawas Pemilu satu tingkat di 

atasnya yang dilaksanakan dengan ketentuan:  

a. Konsultasi dilakukan terhadap permasalahan yang tidak dapat 

diselesaikan oleh pengawas Pemilu untuk kepentingan pelaksanaan 

tugas Pengawasan; dan  

b. Hasil konsultasi dituangkan dalam bentuk tertulis dan dicatatkan 

dalam buku hasil konsultasi oleh pengawas Pemilu satu tingkat di 

atasnya. 

Pelaksanaan konsultasi dalam penyediaan wadah konsultasi 

sebagaimana dimaksud diatas dilakukan berdasarkan Peraturan Bawaslu 

yang mengatur mengenai tata kerja dan pola hubungan pengawas Pemilu 
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yaitu Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 

tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum. 

3. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud 

dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 

2020 Tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap 

Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum dilaksanakan oleh 

Bawaslu untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan keahlian 

seluruh tingkatan pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan Pengawasan.  

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud  

dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan dalam tahapan Pemilu 

atau Pemilihan dan nontahapan pemilu atau Pemilihan, hasil supervisi dan 

pemantauan pelaksanaan tugas pengawas Pemilu dan temuan, evaluasi, 

dan/atau hasil pengkajian yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, 

Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan. 

4. Fasilitasi 

Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan 

Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum Fasilitasi 

dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota 

untuk memberikan kemudahan dan bantuan yang dibutuhkan oleh 

pengawas Pemilu dan/atau memudahkan pelaksanaan tugas pengawas 

Pemilu. Fasilitasi sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dalam bentuk:  

a. Pemberian bantuan hukum;  

b. Pelaksanaan pendampingan hukum;  

c. Pemberian atau penyusunan modul;  

d. Penyusunan alat kerja Pengawasan;  

e. Penyusunan buku saku; dan/atau  

f. Bentuk fasilitasi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas 

pengawas Pemilu. 
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1.5 Pencapaian Kelembagaan  

Bahwa pada Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum 

Tahun 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah secara maksimal dalam 

menjalankan Tugas, Kewenangan serta Kewajiban dalam Pelaksanaan 

Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan 

Perundang-undangan. 

Dalam Pencapaian Kelembagaan, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat 

telah menerima/ meraih beberapa penghargaan yang diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

1. Satker Terbaik dalam Penyusunan Laporan Keuangan  

2. Bawaslu Award dalam Tata Kelola Kesekretariatan Terbai Pertama 

3. Terbaik III dalam capaian indicator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)  

4. Predikat Informatif dari Bawaslu maupun Komisi Informasi Provinsi 

Sumatera Barat 

5. Juara 3 Karya Video Terbaik Tahun 2023 

6. Pengelolaan Kehumasan Terbaik Tingkat Provinsi Tahapan Pemilu Tahun 

2024 

7. Terbaik IV Evaluasi SAKIP 

8. Penghargaan panwaslu kecamatan terbaik 1 tingkat nasional pada 

pembuatan video simulasi penyelesaian sengketa antarpeserta (PSAP) 

 

1.6 Gambaran Wilayah  

Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memiliki 19 Kabupaten/ Kota. 

Masing-masing Kabupaten/ Kota dibagi ke dalam tipe A dan tipe B. 

Pembagian  tipe A dan tipe B dibagi berdasarkan beberapa aspek salah satunya 

luas wilayah dan kerawanan Pemilu. Tipe A dan Tipe B juga menentukan 

jumlah ketersedian Pegawai pada masing-masing Kabupaten/Kota. 

Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau 

Sumatera dengan ibu kota Padang. Provinsi Sumatera Barat terletak sepanjang 

pesisir barat Sumatera bagian tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah 

timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. 

Dari utara ke selatan, provinsi dengan wilayah seluas 42.012,89 km² ini 
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berbatasan dengan empat provinsi, yakni Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan 

Bengkulu.  

Sumatera Barat adalah rumah bagi etnis Minangkabau, walaupun wilayah 

adat Minangkabau sendiri lebih luas dari wilayah administratif Provinsi 

Sumatera Barat saat ini. Pada akhir tahun 2023, jumlah penduduk Provinsi 

Sumatera Barat mencapai 5.750.326 jiwa dengan mayoritas beragama Islam. 

Sumatera Barat terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota dan terdiri dari 179 

kecamatan dengan pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di 

seluruh kabupaten. 

Sumatera Barat terletak di pesisir barat di bagian tengah pulau Sumatera 

yang terdiri dari dataran rendah di pantai barat dan dataran tinggi vulkanik yang 

dibentuk oleh Bukit Barisan. Provinsi ini memiliki daratan seluas 42.297,30 

km² yang setara dengan 2,17% luas Indonesia. Dari luas tersebut, lebih dari 

45,17% merupakan kawasan yang masih ditutupi hutan lindung. Garis pantai 

provinsi ini seluruhnya bersentuhan dengan Samudra Hindia sepanjang 

2.420.357 km dengan luas perairan laut 186.580 km². Kepulauan Mentawai 

yang terletak di Samudra Hindia termasuk dalam provinsi ini. Seperti daerah 

lainnya di Indonesia, iklim Sumatra Barat secara umum bersifat tropis dengan 

suhu udara yang cukup tinggi, yaitu antara 22,6 °C sampai 31,5 °C. Provinsi 

ini juga dilalui oleh Garis khatulistiwa, tepatnya di Bonjol, Kabupaten 

Pasaman.  

Sumatera Barat merupakan salah satu daerah rawan gempa di Indonesia. 

Hal ini disebabkan karena letaknya yang berada pada jalur patahan Semangko, 

tepat di antara pertemuan dua lempeng benua besar, yaitu Eurasia dan Indo-

Australia. Oleh karenanya, wilayah ini sering mengalami gempa bumi. Gempa 

bumi besar yang terjadi akhir-akhir ini di Sumatra Barat di antaranya adalah 

Gempa bumi 30 September 2009 dan Gempa bumi Kepulauan Mentawai 2010. 

Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang Gubernur yang dipilih 

dalam pemilihan secara langsung bersama dengan wakilnya untuk masa 

jabatan 5 tahun. Gubernur selain sebagai pemerintah daerah juga berperan 

sebagai perwakilan atau perpanjangan tangan pemerintah pusat di wilayah 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Gubernur
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_daerah
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provinsi yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 

2004 dan Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2010. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023 mencatat bahwa 

mayoritas penduduk Sumatra Barat menganut agama Islam yakni, 97,56%. 

Sebagian lagi menganut agama Kristen Protestan sebanyak 1,54% dan agara 

Katolik sebanyak 0,84% yang sebagian besar berada di Kabupaten Kepulauan 

Mentawai. Sebagian kecil beragama Budha, yakni 0,06%, merupakan 

keturunan Tionghoa yang berada di kota, seperti kota Padang, Bukittinggi, 

Payakumbuh, Padang Panjang dan Solok. Sementara pemeluk agama Hindu 

dan kepercayaan, kurang dari 0,001%. 

Pada Bab I Pasal 1 angka 6 dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan 

Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum yang dimaksud dengan Peserta Pemilu adalah partai politik 

untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD 

kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan 

calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk 

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pada tahun 2022 sudah ditetapkan Partai 

Poltik Peserta Pemilu yang akan maju di Pemilihan serentak tahun 2024. 

Terdapat 18 Partai Politik yang ditetapkan yaitu, Partai Keadilan Sejahtera, 

Partai Perindo, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Bulan Bintang, 

Partai Nasdem, Pertai Kebangkitan Nusantara, Partai Garuda Perubahan 

Indonesia, Partai Demokrat, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Hati 

Nurani Rakyat, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Kebangkitan Bangsa, 

Partai Solidaritas Indonesia, Partai Golkar, Partai amanat Nasional, Partai 

Persatuan Bangsa, Partai Buruh dan Partai Ummat. 

  

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Undang-undang
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Peraturan_pemerintah
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BAB II PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN 

DAFTAR PEMILIH 

2.1. PERSIAPAN PENGAWASAN 

A. Kerawanan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih 

Bawaslu Provinsi  Sumatera Barat dalam tahapan Penyusunan Daftar 

Pemilih melakukan pemetaan kerawanan pada tahapan ini, adapun kerawanan 

pada Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih adalah Sebagai berikut: 

Tabel 3 Kerawanan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih 

NO KERAWANAN BENTUK KERAWANAN 

1 Basis Data. a. Program perekaman data penduduk/ KTP-E 

oleh Pemerintah belum sepenuhnya selesai 

sehingga mempengaruhi kualitas data Pemilih. 

b. Penyusunan basis yang data yang tidak akurat. 

c. Data yang bermasalah (ketidakcocokan dan 

ketidaklengkapan elemen data). 

d. Jajaran Pengawas Tidak Mendapatkan data 

DP4 

2 Pemilih yang 

memenuhi syarat 

(MS) tidak terdaftar 

dalam Daftar 

Pemilih 

a. Warga yang telah memenuhi persyaratan 

sebagai Pemilih namun belum memiliki 

dokumen kependudukan KTP-E/Biodata 

Kependudukan; 

b. Warga yang telah pensiun dari keanggotaan 

TNI/ POLRI. 

c. Penduduk pindahan yang telah memenuhi 

syarat domisili dan memiliki KTP-E.  

d. Pemilih yang berada di penjara lembaga 

pemasyarakatan & rumah sakit. 

e. Pemilih yang tinggal di daerah perbatasan. 
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NO KERAWANAN BENTUK KERAWANAN 

f. Pemilih yang bekerja/ studi diluar kota tetapi 

terdapat kemungkinan pulang untuk 

menggunakan hak pilihnya. 

g. Pemilih pemula. 

3 Pemilih yang tidak 

memenuhi syarat 

(TMS) masih 

terdaftar dalam 

Daftar Pemilih. 

a. Pemilih belum berumur 17 (tujuh belas)  tahun/ 

Pemilih di bawah umur dan belum pernah 

kawin.  

b. Pemillih yang telah meninggal dunia 

c. Pemilih yang telah pindah domisili. 

d. Pemilih yang tidak dikenal orang dan 

keberadaannya di daerah yang bersangkutan  

e. Warga yang masih aktif menjadi anggota TNI/ 

POLRI. 

f. Pemilih yang bukan penduduk setempat dan 

tidak memiliki KTP-E atau identitas 

kependudukan setempat. 

g. Pemilih yang telah dicoret (TMS) tapi muncul 

kembali pada saat rekapitulasi dan penetapan 

Daftar Pemilih. 

4 Proses Coklit a. Pantarlih melakukan coklit tidak mendatangi 

Pemilih secara langsung. 

b. Pantarlih tidak melakukan coklit/ melimpahkan 

tugasnya kepada orang lain (joki). 

c. Pantarlih dalam bertugas tidak memakai atribut 

dan melaksanakan coklit dengan cara sambilan 

sehingga pelaksanaan coklit tidak optimal dan 

terkesan dilalaikan. 
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NO KERAWANAN BENTUK KERAWANAN 

d. Pantarlih melakukan coklit pada jam sibuk 

kerja, sehingga banyak Pemilih yang tidak 

dapat ditemui. 

e. Pantarlih mencoklit tidak sesuai prosedur. 

5 Pemilih terdaftar 

lebih dari sekali. 

a. Pemilih ganda antar TPS/ Kelurahan/ 

Kecamatan. 

6 

Sidalih KPU 

a. Sidalih tidak dapat diakses/ maintenance. 

b. Data Pemilih tidak bisa di input ke dalam 

Sidalih sehingga mengakibatkan berbedanya 

data rekap manual tingkat Kelurahan dan 

Kecamatan dengan data rekap Sidalih tingkat 

Kota. 

7 

Akses data Pemilih 

a. KPU yang tidak terbuka/ tidak memberikan 

akses kepada Bawaslu 

b. Data yang disampaikan kepada Bawaslu 

merupakan data berbintang (Tanpa NIK dan 

BNBA) 

Sumber: Hasil Pemetaan Kerawanan oleh Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas 

 

B. Perencanaan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih 

Bawaslu Provinsi Sumatera barat sebelum melakukan kegiatan 

pengawasan, terlebih dahulu membuat perencanaan pengawasan agar 

terciptanya fokus pengawasan yang jelas dan terarah. Perencanaan 

pengawasan ini dituangkan dalam kelender pengawasan yang memuat 

waktu pelaksanaan pengawasan, apa yang menjadi fokus pengawasan dan 

strategi yang digunakan dalam pengawasan.  

Selain itu, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat juga melaksanakan rapat 

koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota terkait dengan pengawasan 

pada masa tahapan Penyusunan Daftar Pemilih. 
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Adapun perencanaan pengawasan yang dibuat Bawaslu Provinsi 

Sumatera Barat sebagai berikut: 

Tabel 4 Kalender Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih 

NO 

Kegiatan 

Pengawasan 

Sub-Tahapan 

Waktu 

pelaksanan 
Strategi pengawasan 

Pelaksana 

Pengawasan 

1 Pemetaan TPS 

dan Penyusunan 

bahan 

Pencocokan dan 

Penelitian oleh 

KPU 

Kabupaten/Kota 

dibantu oleh 

PPK dan PPS 

25 Mei-23 

Juni 2024 

- Melakukan Koordinasi 

dengan KPU Provinsi 

- Analisis/ pencermatan data. 

- Melakukan koordinasi dan 

konsolidasi dengan 

Stakeholder 

- Memberikan rekomendasi 

dan saran perbaikan. 

 

- Bawaslu 

Provinsi 

Sumatera 

Barat 

- Bawaslu 

Kabupaten/

Kota 

- Panwascam 

- PKD 

2 Pencocokan dan 

peneilitian  

24 Juni-24 

Juli 2024 

- Melakukan Koordinasi 

dengan jajaran KPU di 

Provinsi Sumatera Barat; 

- Memetakan Kerawanan 

Pencocokan dan Penelitian; 

- Melakukan Pengawasan 

Melekat; 

- Memberikan rekomendasi 

dan saran Perbaikan 

- Bawaslu 

Provinsi 

Sumatera 

Barat 

- Bawaslu 

Kabupaten/

Kota 

- Panwascam 

- PKD 

2 Penyusunan 

Daftar Pemilih 

Sementara 

(DPS) 

25 Juli-11 

Agustus 

2024 

- Melakukan Koordinasi 

dengan KPU Provinsi 

Sumatera Barat 

- Melakukan Pemetaan 

Kerawanan; 

- Melakukan Pengawasan 

Melekat 

- Bawaslu 

Provinsi 

Sumatera 

Barat 

- Bawaslu 

Kabupaten/

Kota 
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NO 

Kegiatan 

Pengawasan 

Sub-Tahapan 

Waktu 

pelaksanan 
Strategi pengawasan 

Pelaksana 

Pengawasan 

- Analisis/ pencermatan data. 

- Melakukan koordinasi dan 

konsolidasi dengan 

Stakeholder; 

- Memberikan rekomendasi 

dan saran perbaikan. 

 

3 Penyusunan 

DPSHP 

18 Agustus-

13 

September 

2024  

- Melakukan Koordinasi 

dengan KPU Provinsi 

Sumatera Barat 

- Membuat Pemetaan 

Kerawanan; 

- Melakukan Pengawasan 

Melekat 

- Analisis/ pencermatan data. 

- Melakukan koordinasi dan 

konsolidasi dengan 

Stakeholder 

- Memberikan rekomendasi 

dan saran perbaikan. 

- Bawaslu 

Provinsi 

Sumatera 

Barat 

- Bawaslu 

Kabupaten/

Kota 

 

4 Rekapitulasi 

dan Penetapan 

DPT 

14-21 

September 

2024 

- Melakukan Koordinasi 

dengan KPU Provinsi 

Sumatera Barat 

- Membuat Pemetaan 

Kerawanan; 

- Melakukan Pengawasan 

Melekat 

- Analisis/ pencermatan data. 

-Bawaslu 

Provinsi 

Sumatera 

Barat 

-Bawaslu 

Kabupaten/K

ota 
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NO 

Kegiatan 

Pengawasan 

Sub-Tahapan 

Waktu 

pelaksanan 
Strategi pengawasan 

Pelaksana 

Pengawasan 

- Melakukan koordinasi dan 

konsolidasi dengan 

Stakeholder 

- Memberikan rekomendasi 

dan saran perbaikan. 

5 Pengumuman 

DPT 

22 

September 

2024 

- Melakukan Koordinasi 

dengan KPU Provinsi 

Sumatera Barat 

- Analisis/ pencermatan data. 

- Melakukan koordinasi dan 

konsolidasi dengan 

Stakeholder 

- Memberikan rekomendasi 

dan saran perbaikan. 

- Bawaslu 

Provinsi 

Sumatera 

Barat 

- Bawaslu 

Kabupaten/

Kota 

 

Sumber: Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas 

 

2.2.Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilihan 

2.2.1. Pencegahan 

a. Pencegahan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih 

Berdasarkan Undang –undang Nomor 1 tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi 

Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga 

atas Undang –undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, 

Bawaslu Provinsi bertugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan. 



LAPORAN AKHIR PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 

26 
 

Adapun pencegahan yang dilakukan dalam tahapan pemutakhiran data 

Pemilih dan penyusunan Daftar Pemilih sebagai berikut: 

Tabel 5 Bentuk Pencegahan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih 

NO 
KEGIATAN 

PENGAWASAN 
PENCEGAHAN YANG DILAKUKAN 

1 Penyusunan 

Daftar Pemilih  

a. Menyampaikan Surat Imbauan Baik secara tertulis 

maupun tidak tertulis; 

b. Melakukan Supervisi dan Monitoring pengawasan 

dalam proses coklit. 

c. Menginventarisir permasalahan yang terjadi 

selama proses coklit berdasarkan dua sisi yaitu dari 

sisi permasalahan yang dihadapi Pantarlih dalam 

pelaksanaan coklit dan dari sisi permasalahan 

kinerja Pantarlih. 

d. Masukan dan tanggapan pada pleno DPT terkait 

Pemilih potensial; 

e. Koordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Barat 

terkait penduduk yang belum rekam  KTP-E. 

f. Membentuk posko Bawaslu Kawal Hak Pilih. 

g. Melakukan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih; 

h. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif; 

i. Rekomendasi kepada KPU Provinsi Sumatera 

Barat terkait hasil pengawasan pencermatan data 

pemilih  

Sumber: Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas 
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Tabel 6 Kegiatan Pencegahan Berupa Rapat Koordinasi Bersama  Bawaslu 

Kabupaten/Kota dan Stakeholder 

No 
Jenis kegiatan 

Pencegahan 
Pihak terkait Tujuan 

1 Rapat Kerja Teknis 

Pengawasan 

Pemutakhiran Dan 

Penyusunan Daftar 

Pemilih Pada Pemilihan 

Serentak Tahun 2024 

Di Provinsi Sumatera 

Barat 

Bawaslu 

Kabupaten/Kota 

Persiapan Pelaksanaan 

Pengawasan DPS  

Tingkat Provinsi 

2 Rapat di Kantor 

Konsolidasi Data Hasil 

Pengawasan 

Rekapitulasi dan 

Penetapan DPT tingkat 

Kabupaten/Kota di 

Provinsi Sumatera 

Barat Pada Pemilihan 

Serentak Tahun 2024 

Bawaslu 

Kabupaten/Kota 

Persiapan Pelaksanaan 

Pengawasan DPT  

Tingkat Provinsi 

Sumber: Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas 

b. Aktivitas Pengawasan 

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, pada tahapan Penyusunan Daftar 

Pemilih membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data 

Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Gubernur Dan 

Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali 

Kota Tahun 2024 melalui Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan 

Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 33/PM.00.01/K.SB/05/2024 Tentang 

Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan 

Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, 
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Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 

pada tanggal 2 Mei 2024. 

1. Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih: 

a. Pembentukan Pantarlih: 

Tabel 7 Data Jumlah Pantarlih Yang Telah Terbentuk 

Kabupaten/ 

Kota 
Kecamatan 

Jumlah 

Kelurahan/ 

Desa 

Jumlah 

TPS 

Jumlah 

Pantarlih yang 

Sudah 

Terbentuk 

L P L+P 

Kota Solok 
Lubuk Sikarah 7 64 53 72 125 

Tanjung Harapan 6 53 5 98 103 

Kab. Solok 

Selatan 
Sangir 4 87 26 108 134 

Sungai Pagu 11 53 13 90 103 

Koto Parik Gadang 

Diateh 4 58 9 70 79 

Sangir Jujuan 5 27 4 45 49 

Sangir Batang Hari 7 40 9 46 55 

Pauh Duo 4 39 5 48 53 

Sangir Balai Janggo 4 41 14 38 52 

Kab. Tanah 

Datar 

TANJUANG BARU 2 33 3 41 44 

SALIMPAUANG 6 57 3 58 61 

SUNGAI TARAP 10 76 11 87 98 

SUNGAYANG 5 44 9 48 57 

LINTAU BUO UTARA 5 98 16 108 119 

LINTAU BUO 4 47 2 56 58 

PADANG GANTIANG 2 32 5 35 40 

TANJUNG EMAS 4 43 12 142 154 

LIMA KAUM 5 87 14 97 111 

PARIANGAN 6 42 10 49 59 

RAMBATAN 5 84 14 88 102 

BATIPUH SELATAN 4 31 6 31 37 

BATIPUH 8 76 7 76 83 

X KOTO 9 94 12 111 123 

Kab. Agam Tanjung Mutiara 4 62 16 80 96 

Lubuk Basung 5 169 17 218 235 

Tanjung Raya 10 107 14 105 119 

Matur 6 53 10 50 59 
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Kabupaten/ 

Kota 
Kecamatan 

Jumlah 

Kelurahan/ 

Desa 

Jumlah 

TPS 

Jumlah 

Pantarlih yang 

Sudah 

Terbentuk 

L P L+P 

IV Koto 7 55 17 61 78 

Banuhampu 7 91 18 88 106 

Ampek Angkek 7 108 16 115 131 

Baso 8 66 5 100 105 

Tilatang Kamang 3 75 10 99 109 

Palupuh 5 49 12 38 50 

Palembayan 9 95 26 78 104 

Sungai Pua 5 49 11 65 76 

Ampek Nagari 4 74 10 71 81 

Candung 3 74 12 67 79 

Kamang Magek 5 55 9 59 68 

Malalak 4 25 7 23 30 

Kab. 

Pasaman 

Barat 

Talamau 7 94 29 65 94 

Sungai Beremas 1 52 65 18 83 

Sungai Aur 7 83 20 64 84 

Sasak Ranah Pasisia 4 38 10 30 40 

Ranah Batahan 7 61 8 75 83 

Pasaman 17 127 55 203 258 

Luhak Nan Duo 9 90 35 88 123 

Lembah Melintang 9 83 23 140 163 

Koto Balingka 6 74 14 60 74 

Kinali 17 126 51 182 233 

Gunung Tuleh 7 48 19 45 64 

Kota Padang 

padang selatan 12 101 32 138 170 

padang timur 10 122 32 189 221 

padang barat 10 74 13 105 118 

padang utara 7 92 31 132 163 

lubuk kilangan 7 84 18 143 161 

lubuk begalung 15 184 38 323 361 

nanggalo 6 98 105 55 160 

bungus teluk kabung 6 47 11 66 77 

pauh 9 103 24 146 170 

koto tangah 13 325 102 437 539 

kuranji 9 252 83 319 402 

Sipora Utara 6 29 12 25 37 



LAPORAN AKHIR PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 

30 
 

Kabupaten/ 

Kota 
Kecamatan 

Jumlah 

Kelurahan/ 

Desa 

Jumlah 

TPS 

Jumlah 

Pantarlih yang 

Sudah 

Terbentuk 

L P L+P 

Kab. 

Kepulauan 

Mentawai 

Sipora Selatan 7 26 19 10 29 

Siberut Barat Daya 3 25 16 9 25 

Siberut Selatan 5 29 20 13 33 

Siberut Tengah 3 19 17 10 27 

Siberut Utara 6 19 24 6 25 

Siberut Barat 3 19 16 8 24 

Pagai Utara 3 26 20 6 26 

Sikakap 3 39 23 17 40 

Pagai Selatan 4 36 32 7 39 

Kab. Padang 

Pariaman 

BATANG ANAI 8 90 20 135 155 

LUBUK ALUNG 9 84 20 104 124 

2X11 ENAM 

LINGKUNG 3 35 12 47 59 

2X11 KAYUTANAM 4 51 11 77 88 

ENAM LINGKUNG 5 39 6 56 62 

NAN SABARIS 9 51 9 124 133 

SINTUK TOBOH 

GADANG 5 32 6 55 61 

ULAKAN TAPAKIS 8 40 15 48 63 

V KOTO 8 45 17 56 73 

V KOTO TIMUR 4 35 15 29 44 

VII KOTO 12 79 12 88 100 

PATAMUAN 6 38 15 36 51 

PADANG SAGO 6 22 3 23 26 

IV KOTO AUR 

MALINTANG 5 44 18 44 62 

SUNGAI GERINGGING 4 73 34 62 96 

SUNGAI LIMAU 4 66 27 58 85 

BATANG GASAN 3 21 11 21 32 

Kota 

Sawahlunto 

Barangin 10 33 7 52 59 

Talawi 11 30 4 55 59 

Lembah Segar 11 29 5 35 40 

Silungkang 5 16 4 27 31 

Kab. 

Sijunjung 

KAMANG BARU 11 84 25 129 154 

SIJUNJUNG 9 92 12 140 152 

LUBUK TAROK 6 39 2 44 46 
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Kabupaten/ 

Kota 
Kecamatan 

Jumlah 

Kelurahan/ 

Desa 

Jumlah 

TPS 

Jumlah 

Pantarlih yang 

Sudah 

Terbentuk 

L P L+P 

KUPITAN 4 22 2 39 41 

KOTO VII 7 65 14 98 112 

SUMPUR KUDUS 11 55 17 63 80 

IV NAGARI 5 24 1 46 47 

TANJUNG GADANG 9 63 8 68 76 

Kab. 

Pasaman 

BONJOL 5 51 9 70 79 

LUBUK SIKPAING 13 101 25 112 137 

TIGO NAGARI 5 52 11 71 82 

DUA KOTO 7 73 26 56 82 

PANTI 4 71 21 74 95 

RAO 5 42 19 54 73 

MAPAT TUNGGUL 

SELATAN 2 25 10 20 30 

MAPAT TUNGGUL  4 21 11 16 27 

RAO UTARA 3 26 12 22 34 

PADANG GELUGUR 4 71 27 66 93 

SIMPANG ALAHAN 

MATI 4 23 4 28 32 

RAO SELATAN 6 48 11 56 67 

Kab. Lima 

Puluh Kota 

SITUJUAH LIMO 

NAGARI 5 39 8 58 66 

HARAU 11 85 19 140 159 

LAREH SAGO 

HALABAN 8 68 18 100 118 

PAYAKUMBUH 7 58 12 95 107 

MUNGKA 5 43 4 76 80 

PANGKALAN KOTO 

BARU 6 46 10 72 82 

BUKIK BARISAN 5 44 11 61 72 

GUGUAK 5 59 13 97 110 

GUNUANG OMEH 3 24 5 37 42 

LUAK 4 43 7 76 83 

SULIKI 6 29 11 36 47 

AKABILURU 7 48 12 82 94 

KAPUR IX 7 45 5 77 82 

Kota 

Bukittinggi 
Guguak Panjang 7 75 17 131 148 

Aur Birugo Tigo Baleh 8 45 17 72 89 
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Kabupaten/ 

Kota 
Kecamatan 

Jumlah 

Kelurahan/ 

Desa 

Jumlah 

TPS 

Jumlah 

Pantarlih yang 

Sudah 

Terbentuk 

L P L+P 

Mandiangin Koto Selayan 9 86 34 138 172 

Kota 

Payakumbuh 

Payakumbuh Barat 17 77 14 138 152 

Payakumbuh Utara 9 45 5 85 90 

Payakumbuh Timur 9 42 5 79 84 

Payakumbuh Selatan 6 18 1 34 35 

Lamposi Tigo Nagori 6 17 5 29 34 

Kab. 

Dharmasraya 

Sembilan Koto 4 23 4 24 28 

Pulau Punjung 6 72 12 113 125 

Sitiung 4 50 18 66 84 

Timpeh 5 33 9 40 49 

Padang Laweh 4 13 8 10 18 

Tiumang 4 23 11 30 41 

Koto Baru 4 57 9 85 94 

Koto Salak 5 30 18 36 54 

Sungai Rumbai 4 36 11 68 79 

Koto Besar 7 55 10 69 79 

Asam Jujuhan 5 21 6 23 29 

Kota Padang 

Panjang 

Padang Panjang Timur 8 38 5 69 74 

Padang Panjang Barat 8 57 6 93 99 

Kab. Pesisir 

Selatan 

Koto XI Tarusan 23 110 19 129 148 

Bayang 17 96 14 101 115 

Bayang Utara 6 32 7 25 32 

IV Jurai 20 95 19 135 154 

Batang Kapas 10 64 10 100 110 

Sutera 12 117 16 145 161 

Lengayang 9 125 12 186 198 

Ranah Pesisir 10 76 10 85 95 

Linggo Sari Baganti 16 98 12 118 130 

Airpura 10 36 6 43 49 

Pancung Soal 10 48 2 75 77 

Basa Ampek Balai Tapan 10 33 8 36 44 

Ranah Ampek Hulu 

Tapan 10 37 2 43 45 

Lunang 10 38 19 55 74 

Silaut 10 35 12 31 43 

Kab. Solok Pantai Cermin 2 68 8 60 68 
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Kabupaten/ 

Kota 
Kecamatan 

Jumlah 

Kelurahan/ 

Desa 

Jumlah 

TPS 

Jumlah 

Pantarlih yang 

Sudah 

Terbentuk 

L P L+P 

Lembah Gumanti 4 125 22 163 185 

Payung Sekaki 3 27 3 26 29 

Lembang Jaya 6 66 12 63 75 

Gunung Talang 8 122 10 134 144 

Bukit Sundi 5 57 6 68 74 

IX Koto Sungai Lasi 9 31 7 26 33 

Kubung 8 134 11 160 171 

X Koto Singkarak 8 86 10 86 96 

X Kota Diatas 9 61 8 55 63 

Junjung Sirih 2 28 6 30 36 

Hiliran Gumanti 3 42 9 45 54 

Tigo Lurah 5 28 7 26 33 

Danau Kembar 2 48 13 52 65 

Kota 

Pariaman 

Pariaman Selatan 16 35 4 51 55 

Pariaman Utara 17 40 7 65 72 

Pariaman Tengah 22 52 17 77 94 

Pariaman Timur 16 35 6 53 59 
                          Sumber: Hasi Pengawasan 
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c. TPS Lokasi Khusus: 

Tabel 8 Data TPS Lokasi Khusus Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat 

N

O 

  

KABUPATEN/K

OTA 

  

KECAMATAN 

  

DESA/KELURAH

AN/NAGARI 

  

NAMA LOKASI 

KHUSUS 

  

JUML

AH 

TPS 

LOKAS

I 

KHUS

US 

  

NO 

TPS 

  

PEMILIH 

  
 

LAPAS

/RUTA

N 

  
RELOK

ASI 

BENCA

NA 

  
DAERA

H 

KONFLI

K 

  
LOKASI 

LAINNY

A 

KET 

  

L P L+P 

1 2     3 4   5 6 7 8 9 10 11   

1 
PESISIR 

SELATAN 
IV JURAI PAINAN 

RUTAN KELAS 

IIB PAINAN 
1 901 142 11 153 X         

2 SOLOK 
LEMBAH 

GUMANTI 

ALAHAN 

PANJANG 

LAPAS KLAS 

III A ALAHAN 

PANJANG 

1 901 110 4 114 X         

3 SIJUNJUNG SIJUNJUNG  MUARO 

LAPAS KELAS 

II B MUARO 

SIJUNJUNG 

1 901 215 6 221 X         

4 
TANAH 

DATAR 
              0           

5 
PADANG 

PARIAMAN 
              0           

6 AGAM 
LUBUK 

BASUNG 
MANGGOPOH 

LAPAS KELAS 

II B LUBUK 

BASUNG 

1 901 313 0 313 X         

6 AGAM 
TANJUNG 

RAYA 
MANINJAU 

RUTAN KELAS 

II.B MANINJAU 
1 901 42 3 45 X         

6 AGAM 
AMPEK 

ANGKEK 
LAMBAH 

LAPAS KELAS 

II A 

BUKITTINGGI 

1 901 

362 

6 368 X         
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N

O 

  

KABUPATEN/K

OTA 

  

KECAMATAN 

  

DESA/KELURAH

AN/NAGARI 

  

NAMA LOKASI 

KHUSUS 

  

JUML

AH 

TPS 

LOKAS

I 

KHUS

US 

  

NO 

TPS 

  

PEMILIH 

  
 

LAPAS

/RUTA

N 

  
RELOK

ASI 

BENCA

NA 

  
DAERA

H 

KONFLI

K 

  
LOKASI 

LAINNY

A 

KET 

  

L P L+P 

6 AGAM 
BANUHAMP

U 

LADANG 

LAWEH 

PESANTREN 

THAWALIB 

PARABEK 

1 901 90 101 191       X   

7 
LIMA PULUH 

KOTA 
SULIKI SULIKI 

LAPAS KELAS 

II SULIKI 
1 901 99 0 99 x         

7 
LIMA PULUH 

KOTA 
HARAU SARILAMAK 

LPKA 

PAYAKUMBUH 
1 901 82 33 115 x         

8 PASAMAN 
LUBUK 

SIKAPING 
PAUAH 

RUTAN KELAS 

IIB LUBUK 

SIKAPING 

1 901 120 4 124 X         

9 
KEPULAUAN 

MENTAWAI 
              0           

10 
DHARMASRA

YA 
SITIUNG 

GUNUNG 

MEDAN 

LAPAS KLAS 

III 

DHARMASRAY

A 

1 901 142 2 144 X         

11 
SOLOK 

SELATAN 

SUNGAI 

PAGU 

PASIR 

TALANG 

SELATAN 

RUTAN KELAS 

IIB 

MUARALABUH 

1 901 91 2 93 X         

11 
SOLOK 

SELATAN 

SANGIR 

BALAI 

JANGGO 

SUNGAI 

KUNYIT 

PT KENCANA 

SAWIT 

INDONESIA 

1 901 70 57 127       X   

12 
PASAMAN 

BARAT 
TALAMAU TALU 

LAPAS III B 

TALU 
1 901 139 12 151 X         
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N

O 

  

KABUPATEN/K

OTA 

  

KECAMATAN 

  

DESA/KELURAH

AN/NAGARI 

  

NAMA LOKASI 

KHUSUS 

  

JUML

AH 

TPS 

LOKAS

I 

KHUS

US 

  

NO 

TPS 

  

PEMILIH 

  
 

LAPAS

/RUTA

N 

  
RELOK

ASI 

BENCA

NA 

  
DAERA

H 

KONFLI

K 

  
LOKASI 

LAINNY

A 

KET 

  

L P L+P 

12 
PASAMAN 

BARAT 

SUNGAI 

AUR 

RANAH AIR 

HAJI 

PT 

AGROWIRATA

MA KEC 

SUNGAI AUR 

1 901 329 58 387       X   

13 
KOTA 

PADANG 

PADANG 

BARAT 
BEROK NIPAH 

LAPAS KELAS 

II A PADANG 
2 901 388 3 391 X         

            902 401 1 402           

13 
KOTA 

PADANG 

KOTO 

TANGAH 

BATIPUH 

PANJANG 

LAPAS 

PEREMPUAN 

KLAS II B 

PADANG 

1 901 2 167 169 X         

13 
KOTA 

PADANG 

KOTO 

TANGAH 

BATIPUH 

PANJANG 

RUTAN ANAK 

AIE PADANG 
2 901 406 3 409 X         

            902 407 2 409           

13 
KOTA 

PADANG 
KURANJI SUNGAI SAPIH 

UPTD PANTI 

SOSIAL BINA 

GRAHITA 

HARAPAN IBU 

1 901 71 51 122       X   

14 KOTA SOLOK 
TANJUNG 

HARAPAN 
LAING 

LAPAS KELAS 

IIB SOLOK 
1 901 274 2 276 X         

15 

KOTA 

SAWAHLUNT

O 

BARANGIN SARINGAN 

RUTAN KELAS 

IIB 

SAWAHLUNTO 

1 901 124 5 129 X         



LAPORAN AKHIR PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 

37 
 

N

O 

  

KABUPATEN/K

OTA 

  

KECAMATAN 

  

DESA/KELURAH

AN/NAGARI 

  

NAMA LOKASI 

KHUSUS 

  

JUML

AH 

TPS 

LOKAS

I 

KHUS

US 

  

NO 

TPS 

  

PEMILIH 

  
 

LAPAS

/RUTA

N 

  
RELOK

ASI 

BENCA

NA 

  
DAERA

H 

KONFLI

K 

  
LOKASI 

LAINNY

A 

KET 

  

L P L+P 

15 

KOTA 

SAWAHLUNT

O 

BARANGIN 
KOLOK 

MUDIAK 

LAPAS 

NARKOTIKA 

SAWAHLUNTO  

1 901 491 5 496 X         

16 

KOTA 

PADANG 

PANJANG 

PADANG 

PANJANG 

TIMUR 

TANAH PAK 

LAMBIK 

RUTAN KELAS 

IIB PADANG 

PANJANG 

1 901 179 4 183 X         

17 

KOTA 

BUKITTINGG

I 

              0           

18 

KOTA 

PAYAKUMBU

H 

PAYAKUMB

UH UTARA 

KOTOKOCIAK 

KUBUTAPAKR

AJO 

LAPAS KELAS 

IIB TANJUNG 

PATI 

1 901 313 5 318 X         

19 
KOTA 

PARIAMAN 

PARIAMAN 

TENGAH 
KARAN AUR 

LAPAS KELAS 

IIB PARIAMAN 
1 901 519 2 521 X         

  15 Kab/Kota     
25 Lokasi 

Khusus 
27 27 5,921 549 6,470           

Sumber: Hasi Koordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Barat 
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Berdasarkan hasil Supervisi dan Monitoring yang dilaksanakan oleh Bawaslu 

Provinsi Sumatera Barat, bahwa pada saat Penyusunan Daftar Pemilih, Pemilih 

yang terdaftar di Lokasi Khusus masuk dalam Daftar Pemilih Tetap namun saat 

Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, seluruh Pemilih di lokasi 

khusus dimasukan kedalam Pemilih Pindahan. 

 

d. Pengawasan Pencocokan dan Penelitian: 

Pelaksanaan Pengawasan Pencocokan dan Penelitian dimulai dari 

tanggal 27 Juni sampai dengan 27 Juli 2024, dimana dalam 

Pengawasan ini strategi yang dilakukan oleh jajaran Pengawas di 

tingkat PKD adalah dengan melakukan Pengawasan Melekat 

terhadap dengan minimal 20 kepala Keluarga Per Hari), setelah itu 

pada saat proses Pencocokan dan Penelitian selesai, jajaran 

Pengawas Kelurahan Desa melakukan Uji Sampling terhadap 

Pemilih yang sudah dilakukan Pencocokan dan Penelitian apakah 

benar memang sudah dilakukan proses coklit oleh Petugas Pantarlih.  

Adapun hasil Pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Pengawas di 

Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut: 
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Tabel 9 Data Hasil Pengawasan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) 

Kabupaten/ 

Kota 
Kecamatan 

Jumlah 

Kelurahan

/ Desa 

Jumla

h TPS 

Jumlah 

Kepala 

Keluarg

a yang 

belum 

dicoklit 

tetapi 

ditempel 

stiker 

Jumlah 

Kepala 

Keluarg

a yang 

Sudah 

dicoklit 

tetapi 

tidak 

ditempel 

stiker 

Jumlah 

Kepala 

Keluarg

a yang 

Sudah 

dicoklit 

dan 

sudah 

ditempel 

stiker 

Jumlah Pantarlih 

yang terbukti 

sebagai 

anggota/penguru

s Parpol/tim 

kampanye/tim 

pemenangan 

pemilu/pemilihan 

terakhir 

Jumlah 

Pantarlih 

yang 

Tidak 

Mencokli

t secara 

langsung 

Jumlah 

Pantarlih 

yang 

tidak 

mempun

yai SK 

Jumlah 

Pantarlih 

yang 

melimpahka

n tugasnya 

kepada 

orang lain 

Hasil 

Penga

wasan 

Lainny

a dan 

Tindak 

Lanjut 

Kota Solok 
Lubuk Sikarah 7 64 0 0 8235 0 0 0 0   

Tanjung 

Harapan 6 53 0 0 2942 0 0 0 0   

Kab. Solok 

Selatan 

Sangir 4 87 0 0 1083 0 0 0 0   

Sungai Pagu 11 53 1 0 2317 0 0 0 0   

Koto Parik 

Gadang Diateh 

4 58 

0 0 1011 1 0 0 0   

Sangir Jujuan 5 27 0 0 1364 0 0 0 0   

Sangir Batang 

Hari 7 40 0 0 2319 0 0 0 0   

Pauh Duo 4 39 6 0 1149 0 3 0 0   

Sangir Balai 

Janggo 4 41 0 0 3040 0 0 0 0   

Kab. Tanah 

Datar 

TANJUANG 

BARU 2 33 0 0 2329 0 0 0 0   

SALIMPAUA

NG 6 57 0 5 1442 0 0 0 0   

SUNGAI 

TARAP 10 76 0 0 2572 0 0 0 0   
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Kabupaten/ 

Kota 
Kecamatan 

Jumlah 

Kelurahan

/ Desa 

Jumla

h TPS 

Jumlah 

Kepala 

Keluarg

a yang 

belum 

dicoklit 

tetapi 

ditempel 

stiker 

Jumlah 

Kepala 

Keluarg

a yang 

Sudah 

dicoklit 

tetapi 

tidak 

ditempel 

stiker 

Jumlah 

Kepala 

Keluarg

a yang 

Sudah 

dicoklit 

dan 

sudah 

ditempel 

stiker 

Jumlah Pantarlih 

yang terbukti 

sebagai 

anggota/penguru

s Parpol/tim 

kampanye/tim 

pemenangan 

pemilu/pemilihan 

terakhir 

Jumlah 

Pantarlih 

yang 

Tidak 

Mencokli

t secara 

langsung 

Jumlah 

Pantarlih 

yang 

tidak 

mempun

yai SK 

Jumlah 

Pantarlih 

yang 

melimpahka

n tugasnya 

kepada 

orang lain 

Hasil 

Penga

wasan 

Lainny

a dan 

Tindak 

Lanjut 

SUNGAYAN

G 5 44 0 0 1864 0 0 0 0   

LINTAU BUO 

UTARA 5 98 0 0 725 0 0 0 0   

LINTAU BUO 4 47 0 0 1240 0 0 0 0   

PADANG 

GANTIANG 2 32 0 0 855 0 0 0 0   

TANJUNG 

EMAS 4 43 0 1 627 0 0 0 0   

LIMA KAUM 5 87 0 0 788 0 2 0 0   

PARIANGAN 6 42 0 0 1397 0 0 0 0   

RAMBATAN 5 84 0 0 900 0 0 0 0   

BATIPUH 

SELATAN 4 31 0 0 1610 0 0 0 0   

BATIPUH 8 76 0 0 2972 0 0 0 0   

X KOTO 9 94 0 0 2481 0 0 0 0   

Kab. Agam Tanjung 

Mutiara 4 62 0 0 1268 0 0 0 0   

Lubuk Basung 5 169 0 0 1313 0 0 0 0   

Tanjung Raya 10 107 0 0 2248 0 0 0 0   
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Kabupaten/ 

Kota 
Kecamatan 

Jumlah 

Kelurahan

/ Desa 

Jumla

h TPS 

Jumlah 

Kepala 

Keluarg

a yang 

belum 

dicoklit 

tetapi 

ditempel 

stiker 

Jumlah 

Kepala 

Keluarg

a yang 

Sudah 

dicoklit 

tetapi 

tidak 

ditempel 

stiker 

Jumlah 

Kepala 

Keluarg

a yang 

Sudah 

dicoklit 

dan 

sudah 

ditempel 

stiker 

Jumlah Pantarlih 

yang terbukti 

sebagai 

anggota/penguru

s Parpol/tim 

kampanye/tim 

pemenangan 

pemilu/pemilihan 

terakhir 

Jumlah 

Pantarlih 

yang 

Tidak 

Mencokli

t secara 

langsung 

Jumlah 

Pantarlih 

yang 

tidak 

mempun

yai SK 

Jumlah 

Pantarlih 

yang 

melimpahka

n tugasnya 

kepada 

orang lain 

Hasil 

Penga

wasan 

Lainny

a dan 

Tindak 

Lanjut 

Matur 6 53 0 0 1863 0 0 0 0   

IV Koto 7 55 0 0 1460 0 0 0 0   

Banuhampu 7 91 0 0 2052 0 0 0 0   

Ampek 

Angkek 7 108 0 0 2315 0 0 0 0   

Baso 8 66 0 0 1453 0 0 0 0   

Tilatang 

Kamang 3 75 0 0 813 0 0 0 0   

Palupuh 5 49 0 0 1144 0 0 0 0   

Palembayan 9 95 0 0 2958 0 0 0 0   

Sungai Pua 5 49 0 0 1409 0 0 0 0   

Ampek Nagari 4 74 0 0 1592 0 0 0 0   

Candung 3 74 0 0 934 0 0 0 0   

Kamang 

Magek 5 55 0 0 1544 0 0 0 0   

Malalak 4 25 0 0 1330 0 0 0 0   

Kab. 

Pasaman 

Barat 

Talamau 7 94 0 0 612 0 0 0 0   

Sungai 

Beremas 1 52 0 0 341 0 0 0 0   
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Kabupaten/ 

Kota 
Kecamatan 

Jumlah 

Kelurahan

/ Desa 

Jumla

h TPS 

Jumlah 

Kepala 

Keluarg

a yang 

belum 

dicoklit 

tetapi 

ditempel 

stiker 

Jumlah 

Kepala 

Keluarg

a yang 

Sudah 

dicoklit 

tetapi 

tidak 

ditempel 

stiker 

Jumlah 

Kepala 

Keluarg

a yang 

Sudah 

dicoklit 

dan 

sudah 

ditempel 

stiker 

Jumlah Pantarlih 

yang terbukti 

sebagai 

anggota/penguru

s Parpol/tim 

kampanye/tim 

pemenangan 

pemilu/pemilihan 

terakhir 

Jumlah 

Pantarlih 

yang 

Tidak 

Mencokli

t secara 

langsung 

Jumlah 

Pantarlih 

yang 

tidak 

mempun

yai SK 

Jumlah 

Pantarlih 

yang 

melimpahka

n tugasnya 

kepada 

orang lain 

Hasil 

Penga

wasan 

Lainny

a dan 

Tindak 

Lanjut 

Sungai Aur 7 83 0 0 675 0 0 0 0   

Sasak Ranah 

Pasisia 4 38 0 5 492 0 0 0 0   

Ranah Batahan 7 61 0 0 676 0 0 0 0   

Pasaman 17 127 0 0 657 0 0 0 0   

Luhak Nan 

Duo 9 90 0 0 1022 0 0 0 0   

Lembah 

Melintang 9 83 0 0 1047 0 0 0 0   

Koto Balingka 6 74 0 0 1010 0 0 0 0   

Kinali 17 126 0 0 1687 0 0 0 0   

Gunung Tuleh 7 48 0 0 1002 0 0 0 0   

Kota Padang 

padang selatan 12 101 0 2 1554 0 0 0 0   

padang timur 10 122 0 0 1937 0 0 0 0   

padang barat 10 74 0 0 31209 0 0 0 0   

padang utara 7 92 0 0 617 0 0 0 0   

lubuk kilangan 7 84 0 0 1069 0 0 0 0   

lubuk 

begalung 15 184 0 0 2335 0 0 0 0   
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Kabupaten/ 

Kota 
Kecamatan 

Jumlah 

Kelurahan

/ Desa 

Jumla

h TPS 

Jumlah 

Kepala 

Keluarg

a yang 

belum 

dicoklit 

tetapi 

ditempel 

stiker 

Jumlah 

Kepala 

Keluarg

a yang 

Sudah 

dicoklit 

tetapi 

tidak 

ditempel 

stiker 

Jumlah 

Kepala 

Keluarg

a yang 

Sudah 

dicoklit 

dan 

sudah 

ditempel 

stiker 

Jumlah Pantarlih 

yang terbukti 

sebagai 

anggota/penguru

s Parpol/tim 

kampanye/tim 

pemenangan 

pemilu/pemilihan 

terakhir 

Jumlah 

Pantarlih 

yang 

Tidak 

Mencokli

t secara 

langsung 

Jumlah 

Pantarlih 

yang 

tidak 

mempun

yai SK 

Jumlah 

Pantarlih 

yang 

melimpahka

n tugasnya 

kepada 

orang lain 

Hasil 

Penga

wasan 

Lainny

a dan 

Tindak 

Lanjut 

nanggalo 6 98 0 5 623 0 0 0 0   

bungus teluk 

kabung 6 47 0 0 741 0 0 0 0   

pauh 9 103 0 0 1695 0 0 0 0   

koto tangah 13 325 0 0 2053 0 0 0 0   

kuranji 9 252 0 0 28875 0 0 0 0   

Kab. 

Kepulauan 

Mentawai 

Sipora Utara 6 29 0 0 3293 0 0 0 0   

Sipora Selatan 7 26 0 0 2092 0 0 0 0   

Siberut Barat 

Daya 3 25 0 0 4088 0 0 0 0   

Siberut Selatan 5 29 0 0 723 0 0 0 0   

Siberut Tengah 3 19 0 0 2059 0 0 0 0   

Siberut Utara 6 19 0 5 1402 0 0 0 0   

Siberut Barat 3 19 0 0 888 0 0 0 0   

Pagai Utara 3 26 0 0 794 0 0 0 0   

Sikakap 3 39 0 0 4063 0 0 0 0   

Pagai Selatan 4 36 0 0 1383 0 0 0 0   

Kab. Padang 

Pariaman 

BATANG 

ANAI 8 90 0 0 2201 0 0 0 0   
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Kabupaten/ 

Kota 
Kecamatan 

Jumlah 

Kelurahan

/ Desa 

Jumla

h TPS 

Jumlah 

Kepala 

Keluarg

a yang 

belum 

dicoklit 

tetapi 

ditempel 

stiker 

Jumlah 

Kepala 

Keluarg

a yang 

Sudah 

dicoklit 

tetapi 

tidak 

ditempel 

stiker 

Jumlah 

Kepala 

Keluarg

a yang 

Sudah 

dicoklit 

dan 

sudah 

ditempel 

stiker 

Jumlah Pantarlih 

yang terbukti 

sebagai 

anggota/penguru

s Parpol/tim 

kampanye/tim 

pemenangan 

pemilu/pemilihan 

terakhir 

Jumlah 

Pantarlih 

yang 

Tidak 

Mencokli

t secara 

langsung 

Jumlah 

Pantarlih 

yang 

tidak 

mempun

yai SK 

Jumlah 

Pantarlih 

yang 

melimpahka

n tugasnya 

kepada 

orang lain 

Hasil 

Penga

wasan 

Lainny

a dan 

Tindak 

Lanjut 

LUBUK 

ALUNG 9 84 0 0 1791 0 0 0 0   

2X11 ENAM 

LINGKUNG 3 35 0 0 459 0 0 0 0   

2X11 

KAYUTANA

M 4 51 0 0 1026 0 0 0 0   

ENAM 

LINGKUNG 5 39 0 0 1038 0 0 0 0   

NAN 

SABARIS 9 51 0 0 2233 0 0 0 0   

SINTUK 

TOBOH 

GADANG 5 32 0 5 1262 0 0 0 0   

ULAKAN 

TAPAKIS 8 40 0 0 245 0 0 0 0   

V KOTO 8 45 0 0 1824 0 0 0 0   

V KOTO 

TIMUR 4 35 0 0 5385 0 0 0 0   

VII KOTO 12 79 0 0 3562 0 0 0 0   
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Kabupaten/ 

Kota 
Kecamatan 

Jumlah 

Kelurahan

/ Desa 

Jumla

h TPS 

Jumlah 

Kepala 

Keluarg

a yang 

belum 

dicoklit 

tetapi 

ditempel 

stiker 

Jumlah 

Kepala 

Keluarg

a yang 

Sudah 

dicoklit 

tetapi 

tidak 

ditempel 

stiker 

Jumlah 

Kepala 

Keluarg

a yang 

Sudah 

dicoklit 

dan 

sudah 

ditempel 

stiker 

Jumlah Pantarlih 

yang terbukti 

sebagai 

anggota/penguru

s Parpol/tim 

kampanye/tim 

pemenangan 

pemilu/pemilihan 

terakhir 

Jumlah 

Pantarlih 

yang 

Tidak 

Mencokli

t secara 

langsung 

Jumlah 

Pantarlih 

yang 

tidak 

mempun

yai SK 

Jumlah 

Pantarlih 

yang 

melimpahka

n tugasnya 

kepada 

orang lain 

Hasil 

Penga

wasan 

Lainny

a dan 

Tindak 

Lanjut 

PATAMUAN 6 38 0 0 1140 0 0 0 0   

PADANG 

SAGO 6 22 0 0 1810 0 0 0 0   

IV KOTO 

AUR 

MALINTANG 

5 44 0 0 1710 0 0 0 0   

SUNGAI 

GERINGGIN

G 4 73 0 0 473 0 0 0 0   

SUNGAI 

LIMAU 4 66 0 0 717 0 0 0 0   

BATANG 

GASAN 3 21 0 0 600 0 0 0 0   

Kota 

Sawahlunto 

Barangin 10 33 0 8 2456 0 0 0 0   

Talawi 11 30 0 0 5475 0 0 0 0   

Lembah Segar 11 29 0 3 2835 0 0 0 0   

Silungkang 5 16 0 0 2849 0 0 0 0   

Kab. 

Sijunjung 

KAMANG 

BARU 11 84 0 0 36530 0 0 0 0   

SIJUNJUNG 9 92 0 0 14268 0 0 0 0   
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Kabupaten/ 

Kota 
Kecamatan 

Jumlah 

Kelurahan

/ Desa 

Jumla

h TPS 

Jumlah 

Kepala 

Keluarg

a yang 

belum 

dicoklit 

tetapi 

ditempel 

stiker 

Jumlah 

Kepala 

Keluarg

a yang 

Sudah 

dicoklit 

tetapi 

tidak 

ditempel 

stiker 

Jumlah 

Kepala 

Keluarg

a yang 

Sudah 

dicoklit 

dan 

sudah 

ditempel 

stiker 

Jumlah Pantarlih 

yang terbukti 

sebagai 

anggota/penguru

s Parpol/tim 

kampanye/tim 

pemenangan 

pemilu/pemilihan 

terakhir 

Jumlah 

Pantarlih 

yang 

Tidak 

Mencokli

t secara 

langsung 

Jumlah 

Pantarlih 

yang 

tidak 

mempun

yai SK 

Jumlah 

Pantarlih 

yang 

melimpahka

n tugasnya 

kepada 

orang lain 

Hasil 

Penga

wasan 

Lainny

a dan 

Tindak 

Lanjut 

LUBUK 

TAROK 6 39 0 0 5649 0 0 0 0   

KUPITAN 4 22 0 0 3705 0 0 0 0   

KOTO VII 7 65 0 0 696 0 0 0 0   

SUMPUR 

KUDUS 11 55 0 0 1016 0 0 0 0   

TANJUNG 

GADANG 9 63 0 0 8440 0 0 0 0   

IV NAGARI 5 24 0 0 4563 0 0 0 0   

Kab. 

Pasaman 

BONJOL 5 51 0 0 1947 0 0 0 0   

LUBUK 

SIKPAING 13 101 0 0 1698 0 0 0 0   

TIGO 

NAGARI 5 52 0 0 1817 0 0 0 0   

DUA KOTO 7 73 0 0 2234 0 0 0 0   

PANTI 4 71 0 0 1146 0 0 0 0   

RAO 5 42 0 0 1095 0 0 0 0   

MAPAT 

TUNGGUL 

SELATAN 

2 25 0 0 631 0 0 0 0   
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Kabupaten/ 

Kota 
Kecamatan 

Jumlah 

Kelurahan

/ Desa 

Jumla

h TPS 

Jumlah 

Kepala 

Keluarg

a yang 

belum 

dicoklit 

tetapi 

ditempel 

stiker 

Jumlah 

Kepala 

Keluarg

a yang 

Sudah 

dicoklit 

tetapi 

tidak 

ditempel 

stiker 

Jumlah 

Kepala 

Keluarg

a yang 

Sudah 

dicoklit 

dan 

sudah 

ditempel 

stiker 

Jumlah Pantarlih 

yang terbukti 

sebagai 

anggota/penguru

s Parpol/tim 

kampanye/tim 

pemenangan 

pemilu/pemilihan 

terakhir 

Jumlah 

Pantarlih 

yang 

Tidak 

Mencokli

t secara 

langsung 

Jumlah 

Pantarlih 

yang 

tidak 

mempun

yai SK 

Jumlah 

Pantarlih 

yang 

melimpahka

n tugasnya 

kepada 

orang lain 

Hasil 

Penga

wasan 

Lainny

a dan 

Tindak 

Lanjut 

MAPAT 

TUNGGUL  4 21 0 0 949 0 0 0 0   

RAO UTARA 3 26 0 0 879 0 0 0 0   

PADANG 

GELUGUR 4 71 0 0 1314 0 0 0 0   

SIMPANG 

ALAHAN 

MATI 4 23 0 0 982 0 0 0 0   

RAO 

SELATAN 6 48 0 0 2251 0 0 0 0   

Kab. Lima 

Puluh Kota 

SITUJUAH 

LIMO 

NAGARI 5 39 0 0 4674 0 0 0 0   

HARAU 11 85 0 0 1271 0 0 0 0   

LAREH 

SAGO 

HALABAN 8 68 0 1 1779 0 0 0 0   

PAYAKUMB

UH 7 58 8 0 1421 0 0 0 0   

MUNGKA 5 43 0 1 787 0 0 0 0   
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Kabupaten/ 

Kota 
Kecamatan 

Jumlah 

Kelurahan

/ Desa 

Jumla

h TPS 

Jumlah 

Kepala 

Keluarg

a yang 

belum 

dicoklit 

tetapi 

ditempel 

stiker 

Jumlah 

Kepala 

Keluarg

a yang 

Sudah 

dicoklit 

tetapi 

tidak 

ditempel 

stiker 

Jumlah 

Kepala 

Keluarg

a yang 

Sudah 

dicoklit 

dan 

sudah 

ditempel 

stiker 

Jumlah Pantarlih 

yang terbukti 

sebagai 

anggota/penguru

s Parpol/tim 

kampanye/tim 

pemenangan 

pemilu/pemilihan 

terakhir 

Jumlah 

Pantarlih 

yang 

Tidak 

Mencokli

t secara 

langsung 

Jumlah 

Pantarlih 

yang 

tidak 

mempun

yai SK 

Jumlah 

Pantarlih 

yang 

melimpahka

n tugasnya 

kepada 

orang lain 

Hasil 

Penga

wasan 

Lainny

a dan 

Tindak 

Lanjut 

PANGKALA

N KOTO 

BARU 6 46 0 0 2901 0 0 0 0   

BUKIK 

BARISAN 5 44 0 0 890 0 0 0 0   

GUGUAK 5 59 0 0 969 0 0 0 0   

GUNUANG 

OMEH 3 24 0 1 311 0 0 0 0   

LUAK 4 43 0 0 341 0 0 0 0   

SULIKI 6 29 0 0 1008 0 0 0 0   

AKABILURU 7 48 0 0 5085 0 0 0 0   

KAPUR IX 7 45 0 0 3858 0 0 0 0   

Kota 

Bukittinggi 

Guguak 

Panjang 7 75 0 0 1772 0 0 0 0   

Aur Birugo 

Tigo Baleh 8 45 0 0 1954 1 0 0 0   

Mandiangin 

Koto Selayan 9 86 0 0 2236 0 0 0 0   

Kota 

Payakumbuh 

Payakumbuh 

Barat 17 77 0 0 3318 0 0 0 0   



LAPORAN AKHIR PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 

49 
 

Kabupaten/ 

Kota 
Kecamatan 

Jumlah 

Kelurahan

/ Desa 

Jumla

h TPS 

Jumlah 

Kepala 

Keluarg

a yang 

belum 

dicoklit 

tetapi 

ditempel 

stiker 

Jumlah 

Kepala 

Keluarg

a yang 

Sudah 

dicoklit 

tetapi 

tidak 

ditempel 

stiker 

Jumlah 

Kepala 

Keluarg

a yang 

Sudah 

dicoklit 

dan 

sudah 

ditempel 

stiker 

Jumlah Pantarlih 

yang terbukti 

sebagai 

anggota/penguru

s Parpol/tim 

kampanye/tim 

pemenangan 

pemilu/pemilihan 

terakhir 

Jumlah 

Pantarlih 

yang 

Tidak 

Mencokli

t secara 

langsung 

Jumlah 

Pantarlih 

yang 

tidak 

mempun

yai SK 

Jumlah 

Pantarlih 

yang 

melimpahka

n tugasnya 

kepada 

orang lain 

Hasil 

Penga

wasan 

Lainny

a dan 

Tindak 

Lanjut 

Payakumbuh 

Utara 9 45 0 0 617 0 0 0 0   

Payakumbuh 

Timur 9 42 0 0 1054 0 0 0 0   

Payakumbuh 

Selatan 6 18 0 7 2549 0 0 0 0   

Lamposi Tigo 

Nagori 6 17 0 0 556 0 0 0 0   

Kab. 

Dharmasraya 

Sembilan Koto 4 23 0 0 579 0 0 0 0   

Pulau Punjung 6 72 0 0 838 0 0 0 0   

Sitiung 4 50 0 0 1290 0 0 0 0   

Timpeh 5 33 0 0 656 0 0 0 0   

Padang Laweh 4 13 0 0 929 0 0 0 0   

Tiumang 4 23 0 0 568 0 0 0 0   

Koto Baru 4 57 0 0 818 0 0 0 0   

Koto Salak 5 30 0 0 695 0 0 0 0   

Sungai 

Rumbai 4 36 0 0 966 0 0 0 0   

Koto Besar 7 55 0 0 607 0 0 0 0   
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Kabupaten/ 

Kota 
Kecamatan 

Jumlah 

Kelurahan

/ Desa 

Jumla

h TPS 

Jumlah 

Kepala 

Keluarg

a yang 

belum 

dicoklit 

tetapi 

ditempel 

stiker 

Jumlah 

Kepala 

Keluarg

a yang 

Sudah 

dicoklit 

tetapi 

tidak 

ditempel 

stiker 

Jumlah 

Kepala 

Keluarg

a yang 

Sudah 

dicoklit 

dan 

sudah 

ditempel 

stiker 

Jumlah Pantarlih 

yang terbukti 

sebagai 

anggota/penguru

s Parpol/tim 

kampanye/tim 

pemenangan 

pemilu/pemilihan 

terakhir 

Jumlah 

Pantarlih 

yang 

Tidak 

Mencokli

t secara 

langsung 

Jumlah 

Pantarlih 

yang 

tidak 

mempun

yai SK 

Jumlah 

Pantarlih 

yang 

melimpahka

n tugasnya 

kepada 

orang lain 

Hasil 

Penga

wasan 

Lainny

a dan 

Tindak 

Lanjut 

Asam Jujuhan 5 21 0 0 728 0 0 0 0   

Kota Padang 

Panjang 

Padang 

Panjang Timur 8 38 0 0 7833 0 0 0 0   

Padang 

Panjang Barat 8 57 0 4 10604 0 0 0 0   

Kab. Pesisir 

Selatan 

Koto XI 

Tarusan 23 110 0 0 9474 0 0 0 0   

Bayang 17 96 0 0 5754 0 0 0 0   

Bayang Utara 6 32 0 0 623 0 0 0 0   

IV Jurai 20 95 0 0 5604 0 0 0 0   

Batang Kapas 10 64 0 0 2323 0 0 0 0   

Sutera 12 117 0 0 3826 0 0 0 0   

Lengayang 9 125 0 0 1668 0 0 0 0   

Ranah Pesisir 10 76 0 0 1255 0 0 0 0   
Linggo Sari 

Baganti 16 98 0 0 5610 0 0 0 0   

Airpura 10 36 0 0 2093 0 0 0 0   

Pancung Soal 10 48 0 0 3131 0 0 0 0   
Basa Ampek 

Balai Tapan 10 33 0 0 1947 0 0 0 0   
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Kabupaten/ 

Kota 
Kecamatan 

Jumlah 

Kelurahan

/ Desa 

Jumla

h TPS 

Jumlah 

Kepala 

Keluarg

a yang 

belum 

dicoklit 

tetapi 

ditempel 

stiker 

Jumlah 

Kepala 

Keluarg

a yang 

Sudah 

dicoklit 

tetapi 

tidak 

ditempel 

stiker 

Jumlah 

Kepala 

Keluarg

a yang 

Sudah 

dicoklit 

dan 

sudah 

ditempel 

stiker 

Jumlah Pantarlih 

yang terbukti 

sebagai 

anggota/penguru

s Parpol/tim 

kampanye/tim 

pemenangan 

pemilu/pemilihan 

terakhir 

Jumlah 

Pantarlih 

yang 

Tidak 

Mencokli

t secara 

langsung 

Jumlah 

Pantarlih 

yang 

tidak 

mempun

yai SK 

Jumlah 

Pantarlih 

yang 

melimpahka

n tugasnya 

kepada 

orang lain 

Hasil 

Penga

wasan 

Lainny

a dan 

Tindak 

Lanjut 

Ranah Ampek 

Hulu Tapan 10 37 0 0 1423 0 0 0 0   

Lunang 10 38 0 0 2315 0 0 0 0   

Silaut 10 35 0 0 2782 0 0 0 0   

Kab. Solok 

Pantai Cermin 2 52 0 0 1004 0 0 0 0   

Lembah 

Gumanti 4 125 0 0 2223 0 0 0 0   

Payung Sekaki 3 27 0 0 2987 0 0 0 0   

Lembang Jaya 6 66 0 0 1041 0 0 0 0   

Gunung 

Talang 
8 122 

0 0 1757 0 0 0 0   

Bukit Sundi 5 57 0 0 574 0 0 0 0   

IX Koto 

Sungai Lasi 9 31 0 0 1277 0 0 0 0   

Kubung 8 134 0 0 1344 0 0 0 0   

X Koto 

Singkarak 8 86 0 0 1066 0 0 0 0   

X Koto Diatas 9 61 0 0 6065 0 0 0 0   

Junjung Sirih 2 28 0 0 1036 0 0 0 0   
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Kabupaten/ 

Kota 
Kecamatan 

Jumlah 

Kelurahan

/ Desa 

Jumla

h TPS 

Jumlah 

Kepala 

Keluarg

a yang 

belum 

dicoklit 

tetapi 

ditempel 

stiker 

Jumlah 

Kepala 

Keluarg

a yang 

Sudah 

dicoklit 

tetapi 

tidak 

ditempel 

stiker 

Jumlah 

Kepala 

Keluarg

a yang 

Sudah 

dicoklit 

dan 

sudah 

ditempel 

stiker 

Jumlah Pantarlih 

yang terbukti 

sebagai 

anggota/penguru

s Parpol/tim 

kampanye/tim 

pemenangan 

pemilu/pemilihan 

terakhir 

Jumlah 

Pantarlih 

yang 

Tidak 

Mencokli

t secara 

langsung 

Jumlah 

Pantarlih 

yang 

tidak 

mempun

yai SK 

Jumlah 

Pantarlih 

yang 

melimpahka

n tugasnya 

kepada 

orang lain 

Hasil 

Penga

wasan 

Lainny

a dan 

Tindak 

Lanjut 

Hiliran 

Gumanti 3 42 0 0 5384 0 0 0 0   

Tigo Lurah 5 28 0 0 721 0 0 0 0   

Danau Kembar 2 48 0 0 1017 0 0 0 0   

Kota 

Pariaman 

Pariaman 

Selatan 16 35 0 0 3802 0 0 0 0   

Pariaman 

Utara 17 40 0 0 4355 0 0 0 0   

Pariaman 

Tengah 22 52 0 1 5348 0 0 0 0   

Pariaman 

Timur 16 35 0 0 5919 0 0 0 0   

JUMLAH 

TOTAL 
179 1.267 10.792 15 54 469.783 2 5 0 0 0 

Sumber: Hasi Pengawasan
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e. Data Pemilih Disabilitas Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat 

Tabel 10 Data Jumlah Pemilih Disablitas 

NO KAB/KOTA 

DISABILITAS TOTAL 

FISIK INTELEKTUAL MENTAL 
SENSORIK 

WICARA 

SENSORIK 

RUNGU 

SENSORIK 

NETRA 
 

1 PESISIR SELATAN  

    

1,000  

                   

217  

         

433  

              

675  

             

261  

            

187  
    2,773  

2 SOLOK 

       

526  

                   

154  

         

212  

              

285  

               

71  

            

112  
    1,360  

3 SIJUNJUNG  

       

438  

                   

136  

         

189  

              

295  

               

63  

            

118  
    1,239  

4 TANAH DATAR  

       

795  

                   

212  

         

393  

              

466  

             

110  

            

130  
    2,106  

5 
PADANG 

PARIAMAN  

    

1,146  

                   

205  

         

481  

              

510  

             

156  

            

318  
    2,816  

6 AGAM  

       

994  

                   

314  

         

516  

              

546  

             

151  

            

171  
    2,692  

7 
LIMA PULUH 

KOTA  

    

1,063  

                   

253  

         

406  

              

374  

             

138  

            

240  
    2,474  

8 PASAMAN 

       

639  

                   

144  

         

256  

              

300  

               

85  

            

136  
    1,560  

9 
KEPULAUAN 

MENTAWAI 

       

123  

                     

18  

           

20  

                

49  

               

15  

              

26  
       251  

https://sumbarprov.kpu.go.id/app/rekapitulasi/id=95
https://sumbarprov.kpu.go.id/app/rekapitulasi/id=96
https://sumbarprov.kpu.go.id/app/rekapitulasi/id=97
https://sumbarprov.kpu.go.id/app/rekapitulasi/id=98
https://sumbarprov.kpu.go.id/app/rekapitulasi/id=99
https://sumbarprov.kpu.go.id/app/rekapitulasi/id=99
https://sumbarprov.kpu.go.id/app/rekapitulasi/id=100
https://sumbarprov.kpu.go.id/app/rekapitulasi/id=101
https://sumbarprov.kpu.go.id/app/rekapitulasi/id=101
https://sumbarprov.kpu.go.id/app/rekapitulasi/id=102
https://sumbarprov.kpu.go.id/app/rekapitulasi/id=103
https://sumbarprov.kpu.go.id/app/rekapitulasi/id=103
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NO KAB/KOTA 

DISABILITAS TOTAL 

FISIK INTELEKTUAL MENTAL 
SENSORIK 

WICARA 

SENSORIK 

RUNGU 

SENSORIK 

NETRA 
 

10 DHARMASRAYA  

       

479  

                     

92  

         

252  

              

215  

               

77  

            

140  
    1,255  

11 SOLOK SELATAN  

       

361  

                     

54  

         

113  

              

179  

               

46  

              

93  
       846  

12 
PASAMAN 

BARAT 

       

656  

                     

91  

         

279  

              

167  

               

58  

              

91  
    1,342  

13 KOTA PADANG  

       

695  

                   

303  

         

421  

              

535  

             

122  

            

222  
    2,298  

14 KOTA SOLOK  

       

177  

                     

53  

           

84  

                

84  

               

24  

              

34  
       456  

15 
KOTA 

SAWAHLUNTO  

       

263  

                     

86  

         

113  

              

101  

               

43  

              

55  
       661  

16 
KOTA PADANG 

PANJANG  

       

169  

                     

47  

           

66  

                

89  

                 

8  

              

22  
       401  

17 
KOTA 

BUKITTINGGI  

       

160  

                     

64  

           

74  

              

125  

               

24  

              

43  
       490  

18 
KOTA 

PAYAKUMBUH  

       

294  

                   

100  

         

110  

              

178  

               

47  

              

39  
       768  

19 KOTA PARIAMAN  

       

357  

                     

71  

         

184  

              

145  

               

35  

              

75  
       867  

TOTAL 
  

10,335  

                

2,614  

      

4,602  

           

5,318  

          

1,534  

         

2,252  
  26,655  

https://sumbarprov.kpu.go.id/app/rekapitulasi/id=104
https://sumbarprov.kpu.go.id/app/rekapitulasi/id=105
https://sumbarprov.kpu.go.id/app/rekapitulasi/id=106
https://sumbarprov.kpu.go.id/app/rekapitulasi/id=106
https://sumbarprov.kpu.go.id/app/rekapitulasi/id=107
https://sumbarprov.kpu.go.id/app/rekapitulasi/id=108
https://sumbarprov.kpu.go.id/app/rekapitulasi/id=109
https://sumbarprov.kpu.go.id/app/rekapitulasi/id=109
https://sumbarprov.kpu.go.id/app/rekapitulasi/id=110
https://sumbarprov.kpu.go.id/app/rekapitulasi/id=110
https://sumbarprov.kpu.go.id/app/rekapitulasi/id=111
https://sumbarprov.kpu.go.id/app/rekapitulasi/id=111
https://sumbarprov.kpu.go.id/app/rekapitulasi/id=112
https://sumbarprov.kpu.go.id/app/rekapitulasi/id=112
https://sumbarprov.kpu.go.id/app/rekapitulasi/id=113
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f. Uraian dan Temuah Hasil Pengawasan Coklit: 

Tabel 11 Uraian dan Temuan Hasil Pengawasan Coklit 

URAIAN TEMUAN DAN HASIL ANALISI PENGAWASAN PROSES PENCOCOKAN 

DAN PENELITIAN 

KAB/KO 
Uraian Temuan dan/atau Analisis Hasil Pengawasan 

Uraian Masukan dan/atau Analisis Hasil 

Pengawasan Proses Coklit 

Tindak Lanjut Temuan dan/atau 

Analisis Hasil Pengawasan Proses 

Coklit 

terdapat 3 Pantarlih yang  menjadi anggota Partai 

Politik pada TPS 35 Cupak a.n Elita Susanti, TPS 

44 Cupak a.n Dewi Anggaraini dan TPS 36 Cupak 

a.n Novia Indah Pertiwi Kecamatan Gunung 

Talang, ketiganya sudah membuat surat pernyataan 

tidak merupakan anggota partai politik, dan PKD 

menyarankan kepada PPS untuk segera mengurus 

ke KPU Kabupaten Surat klarifikasi, 

bahwa terhadap saran temuan tersebut 

sudah ditindaklanjuti oleh KPU 

Kabupaten Solok dengan menghapus 

Nama Pantarlih tersebut sudah di hapus di 

Sipol 

Kabupaten 

Solok 

Pantarlih TPS 04 Muaro Pingai a.n Silfia 

Kecamatan Junjung Sirih saat mendaftar di PPS 

terdaftar di Sipol,Panwas melakukan upaya 

pencegahan dengan menyampaikan bahwa jika 

memang nama ybs tercatut di dalam Sipol agar 

segera membuat surat pernyataan dan klarifikasi 

kepada KPU Kabupaten Solok 

Sudah dihapus nama Pantarlih tersebut di 

Sipol oleh KPU Kabupaten Solok  

Kabupaten 

Solok 
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URAIAN TEMUAN DAN HASIL ANALISI PENGAWASAN PROSES PENCOCOKAN 

DAN PENELITIAN 

KAB/KO 
Uraian Temuan dan/atau Analisis Hasil Pengawasan 

Uraian Masukan dan/atau Analisis Hasil 

Pengawasan Proses Coklit 

Tindak Lanjut Temuan dan/atau 

Analisis Hasil Pengawasan Proses 

Coklit 

Pemilih atas nama Andri Antoni yang beralamat di 

Kelurahan Aur Mulyo, Kecamatan Lembah Segar 

dengan NIK : 130310200986XXXX dan NKK : 

137301260116XXXX yang sudah dicoklit tetapi 

rumah yang besangkutan tidak ditempel stiker. 

Terdaftar di TPS 002 Kelurahan Aur Mulyo. 

Karena ybs dicoklit ditempat bekerja dan 

setelah dicoklit langsung melakukan 

perjalanan dinas luar kota dan berdasarkan 

informasi dari Pantarlih, besok Kamis 11 

Juli 2024 stiker akan ditempel dirumah 

ybs. 

Sawahlunto 

Pemilih atas nama Syafrisa yang beralamat di 

Kelurahan Aur Mulyo, Kecamatan Lembah Segar 

dengan NIK : 130310060918XXXX dan NKK : 

1303100609180004 yang sudah dicoklit tetapi 

rumah yang besangkutan tidak ditempel stiker. 

Terdaftar di TPS 002 Kelurahan Aur Mulyo. 

Berdasarkan keterangan dari PPS stiker 

tidak ditempel dan masih disimpan oleh 

PPS karena yang bersangkutan sudah 

pindah rumah (rumah dijual). Ybs pindah 

ke Nagari Padang Sibusuk Kabupaten 

Sijunjung setelah pelaksanaan Pemilu 

Serentak tahun 2024. Sebagai bukti telah 

dicoklit ybs diberi Tanda Terima telah 

dicoklit. Ybs dicoklit di tempat ybs 

bekerja (SMAN 1 Sawahlunto) 
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URAIAN TEMUAN DAN HASIL ANALISI PENGAWASAN PROSES PENCOCOKAN 

DAN PENELITIAN 

KAB/KO 
Uraian Temuan dan/atau Analisis Hasil Pengawasan 

Uraian Masukan dan/atau Analisis Hasil 

Pengawasan Proses Coklit 

Tindak Lanjut Temuan dan/atau 

Analisis Hasil Pengawasan Proses 

Coklit 

Pemilih atas nama Tomi Nopendra yang beralamat 

di Kelurahan Aur Mulyo, Kecamatan Lembah 

Segar dengan NIK : 130310060918XXXX dan 

NKK : 130310060918XXXX yang sudah dicoklit 

tetapi rumah yang besangkutan tidak ditempel 

stiker. Terdaftar di TPS 002 Kelurahan Aur Mulyo. 

Berdasarkan keterangan dari PPS stiker 

tidak ditempel dan masih disimpan oleh 

PPS karena yang bersangkutan sudah 

pindah rumah (rumah dijual). Ybs pindah 

ke Nagari Padang Sibusuk Kabupaten 

Sijunjung setelah pelaksanaan Pemilu 

Serentak tahun 2024. Sebagai bukti telah 

dicoklit ybs diberi Tanda Terima telah 

dicoklit. Ybs dicoklit di tempat ybs 

bekerja (SMAN 1 Sawahlunto) 

1. Pemilih atas nama Usril Rahmadi yang 

beralamat di Rt 1 Kelurahan Kampung Manggis, 

Kecamatan Padang Panjang Barat dengan NIK : 

217102190983XXXX dan NKK 

:137402191016XXXX yang sudah dicoklit tetapi 

rumah yang besangkutan tidak ditempel stiker. 

Kedua nya tinggal di RT 1 dirumah yg 

sama. Usril Rahmadi dan Fatmawati 

dalam 1 rumah. Pemilik rumah dengan 

Pantarlih ada masalah pribadi sehingga 

pemilik rumah tidak mau menempel 

stiker. Tapi setelah dimediasi PKD, stiker 

ditempel 

Padang 

Panjang 2. Pemilih atas nama Evrina yang beralamat di Rt 1 

Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang 

Panjang Barat dengan NIK : 217102510887XXXX 

dan NKK :137402191016XXXX yang sudah 

dicoklit tetapi rumah yang besangkutan tidak 

ditempel stiker. 
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URAIAN TEMUAN DAN HASIL ANALISI PENGAWASAN PROSES PENCOCOKAN 

DAN PENELITIAN 

KAB/KO 
Uraian Temuan dan/atau Analisis Hasil Pengawasan 

Uraian Masukan dan/atau Analisis Hasil 

Pengawasan Proses Coklit 

Tindak Lanjut Temuan dan/atau 

Analisis Hasil Pengawasan Proses 

Coklit 

3. Pemilih atas nama Chandra Harmoniva yang  

beralamat di Rt 1 Kelurahan Kampung Manggis, 

Kecamatan Padang Panjang Barat dengan NIK : 

137402660570XXXX dan NKK 

:137402220615XXXX yang sudah dicoklit tetapi 

rumah yang besangkutan tidak ditempel stiker. 

Ketika melakukan coklit, pemilih berada 

di lokasi berbeda dengan rumah pemilih, 

pemilih bertanya apakah akan ditempel 

sendiri atau pantarlih yang nempel. 

pantarlih memberi opsi untuk pemilih 

melakukan penempelan sendiri namun 

disertai dengan bukti foto penempelan 

stiker coklit dan stiker sudah ditempel 

4. Pemilih atas nama Intan Permata Bunda yang  

beralamat di Rt 1 Kelurahan Kampung Manggis, 

Kecamatan Padang Panjang Barat dengan NIK : 

137402430602XXXX  dan NKK 

:137402220615XXXX yang sudah dicoklit tetapi 

rumah yang besangkutan tidak ditempel stiker. 

Karena proses dicoklit  dilakukan  pemilih 

sedang bekerja dan tidak berada di rumah, 

ketika ditanya ke anak nya apakah boleh 

di tempel sticker, anaknya ragu, dan lebih 

baik menunggu orangtua nya sampai 

dirumah dahulu . 
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URAIAN TEMUAN DAN HASIL ANALISI PENGAWASAN PROSES PENCOCOKAN 

DAN PENELITIAN 

KAB/KO 
Uraian Temuan dan/atau Analisis Hasil Pengawasan 

Uraian Masukan dan/atau Analisis Hasil 

Pengawasan Proses Coklit 

Tindak Lanjut Temuan dan/atau 

Analisis Hasil Pengawasan Proses 

Coklit 

Terdapat Pantarlih yang terindikasi menjadi Saksi 

Partai Ummat di TPS 06 Kelurahan Birugo 

Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh atas nama 

Rahmi Aulia beralamat JL SUDIRMAN NO 72, 

BIRUGO dengan Nomor NIK 

'137503490598XXXX 

Tindak Lanjut dari hasil pengawasan ini 

ialah Panwaslu Kecamatan Sudah 

Berkonsultasi kepada Bawaslu Kota 

Bukittinggi Pada Tanggal 29 Juni 2024 

dan Panwaslu Kecamatan juga sudah 

melakukan koordinasi Kepada PPK Aur 

Birugo Tigo baleh dari hasil koordinasi 

tersebut bahwasanya bersangkutan 

Pantarlih TPS 06 Kelurahan Birugo dan 

juga Menjadi KPPS PSU di TPS 06 

Kelurahan Birugo dan KPPS untuk PSU 

sudah diganti, untuk Pantarlih sudah 

digantikan atas nama Ahmad Fadhli 

Kota 

Bukittinggi 

Terdapat Pantarlih TPS 07 Kelurahan Birugo 

Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh atas nama Sri 

Wulandari hasil Pengawasan Bawaslu bahwa 

Pantarlih tersebut berafliasi menjadi Tim Milenial 

Veny Oktaviani Calon DPRD Kota Bukittinggi 

pada Dapil 3 Dari Partai Gerindra 

Hasil tindak lanjut Pengawasan tersebut 

sudah digantikan Pantarlih tersebut atas 

nama Indah Rizki Idwan 
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URAIAN TEMUAN DAN HASIL ANALISI PENGAWASAN PROSES PENCOCOKAN 

DAN PENELITIAN 

KAB/KO 
Uraian Temuan dan/atau Analisis Hasil Pengawasan 

Uraian Masukan dan/atau Analisis Hasil 

Pengawasan Proses Coklit 

Tindak Lanjut Temuan dan/atau 

Analisis Hasil Pengawasan Proses 

Coklit 

Terdapat Pantarlih TPS 03 Kelurahan Birugo 

Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh atas nama 

Hanna Savira Hestia hasil Pengawasan Bawaslu 

bahwa Pantarlih tersebut berafliasi menjadi saksi 

TPS Partai Politik Partai Kebangkitan Bangsa 

(PKB) 

Hasil tindak lanjut Pengawasan tersebut 

sudah digantikan Pantarlih tersebut atas 

nama Daffa Nur Muhammad 

Pantarlih belum melakukan pencocokan dan 

penelitian (coklit) terhadap dua orang pemilih 

dalam satu KK dengan nama kepala keluarga 

Azwir. 

Menyampaikan Saran Perbaikan kepada 

PPK Aur Birugo Tigo Baleh 

Pantarlih belum melakukan pencocokan dan 

penelitian (coklit) terhadap lima orang pemilih 

dalam satu KK dengan nama kepala keluarga Adek 

Guswandi. M  

Pantarlih belum melakukan pencocokan dan 

penelitian (coklit) terhadap tiga orang pemilih 

dalam satu KK dengan nama kepala keluarga Agus. 
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URAIAN TEMUAN DAN HASIL ANALISI PENGAWASAN PROSES PENCOCOKAN 

DAN PENELITIAN 

KAB/KO 
Uraian Temuan dan/atau Analisis Hasil Pengawasan 

Uraian Masukan dan/atau Analisis Hasil 

Pengawasan Proses Coklit 

Tindak Lanjut Temuan dan/atau 

Analisis Hasil Pengawasan Proses 

Coklit 

Pantarlih TPS 006 Birugo an. Rahmi. A melakukan 

kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) dengan 

menggabungkan pemilih yang terpisah KK ke 

dalam satu stiker. Sementara Pemilih an. Utari 

Desti Putri telah memiliki KK baru bersama 

suaminya an. Muhammad Faizal.  

Pantarlih belum melakukan pencocokan dan 

penelitian (coklit) terhadap tiga orang pemilih 

dalam satu KK dengan nama kepala keluarga 

Hendri Nurdianto. 

Pantarlih belum melakukan pencocokan dan 

penelitian (coklit) terhadap dua orang pemilih 

dalam satu KK dengan nama kepala keluarga 

Muhammad Teguh.  

Pantarlih belum melakukan pencocokan dan 

penelitian (coklit) terhadap tiga orang pemilih 

dalam satu KK dengan nama kepala keluarga 

David. 

Pantarlih belum melakukan pencocokan dan 

penelitian (coklit) terhadap satu orang pemilih 

dalam satu KK dengan nama kepala keluarga Yanti 

Gustivia.  
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URAIAN TEMUAN DAN HASIL ANALISI PENGAWASAN PROSES PENCOCOKAN 

DAN PENELITIAN 

KAB/KO 
Uraian Temuan dan/atau Analisis Hasil Pengawasan 

Uraian Masukan dan/atau Analisis Hasil 

Pengawasan Proses Coklit 

Tindak Lanjut Temuan dan/atau 

Analisis Hasil Pengawasan Proses 

Coklit 

Pantarlih belum melakukan pencocokan dan 

penelitian (coklit) terhadap tiga orang pemilih 

dalam satu KK dengan nama kepala keluarga 

Anwar St Menan.  

Pantarlih belum melakukan pencocokan dan 

penelitian (coklit) terhadap empat orang pemilih 

dalam satu KK dengan nama kepala keluarga Nofi 

Yetri. 

Pantarlih belum melakukan pencocokan dan 

penelitian (coklit) terhadap dua orang pemilih 

dalam satu KK dengan nama kepala keluarga 

Gianatha Alvio, sementara satu pemilih an. 

Muhammad Habbi Alvio telah memiliki KK 

sendiri dan telah dilakukan pencocokan dan 

penelitian. 

Pantarlih belum melakukan pencocokan dan 

penelitian (coklit) terhadap dua orang pemilih 

dalam satu KK dengan nama kepala keluarga 

Abdul Hamdani. 
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URAIAN TEMUAN DAN HASIL ANALISI PENGAWASAN PROSES PENCOCOKAN 

DAN PENELITIAN 

KAB/KO 
Uraian Temuan dan/atau Analisis Hasil Pengawasan 

Uraian Masukan dan/atau Analisis Hasil 

Pengawasan Proses Coklit 

Tindak Lanjut Temuan dan/atau 

Analisis Hasil Pengawasan Proses 

Coklit 

Pantarlih belum melakukan pencocokan dan 

penelitian (coklit) terhadap tiga orang pemilih 

dalam satu KK dengan nama kepala keluarga 

Rosmiati.  

Pantarlih belum melakukan pencocokan dan 

penelitian terhadap pemilih an Andri Mardiansyah 

(NIK: 130210230387XXXX) dan Sri Gusniati 

(NIK: 137503680886XXXX), berdasarkan 

informasi dari Ibu kandung yang bersangkutan an 

Rosmiati. 

Pantarlih memasukan satu pemilih an Geni Febri 

Rahmi yang sudah tidak terdaftar lagi dalam KK an 

Jasman ke dalam stiker coklit. 

Pantarlih belum melakukan pencocokan dan 

penelitian (coklit) terhadap pemilih an Rahmat 

Fadil, sementara satu anggota keluarga lainnya 

dicoklit di dalam KK orang tuanya.  

Pantarlih belum melakukan pencocokan dan 

penelitian (coklit) terhadap dua orang pemilih 

dalam satu KK dengan nama kepala keluarga 

Muhammad Iqbal.  
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URAIAN TEMUAN DAN HASIL ANALISI PENGAWASAN PROSES PENCOCOKAN 

DAN PENELITIAN 

KAB/KO 
Uraian Temuan dan/atau Analisis Hasil Pengawasan 

Uraian Masukan dan/atau Analisis Hasil 

Pengawasan Proses Coklit 

Tindak Lanjut Temuan dan/atau 

Analisis Hasil Pengawasan Proses 

Coklit 

Pantarlih belum melakukan pencocokan dan 

penelitian (coklit) terhadap empat orang pemilih 

dalam satu KK dengan nama kepala keluarga Asril.  

Pantarlih belum melakukan pencocokan dan 

penelitian (coklit) terhadap dua orang pemilih 

dalam satu KK dengan nama kepala keluarga Al 

Fadri.  

Pantarlih tidak melakukan pencocokan dan 

penelitian (coklit) terhadap satu orang pemilih an 

Dimas Fernando, sementara dua pemilih lainnya 

sudah dicoklit. 

Pantarlih tidak menuliskan jumlah pemilih 

disabilitas dalam kolom jumlah pemilih disabilitas, 

padahal di dalam KK yang bersangkutan terdapat 

satu pemilih disabilitas an Edi Mulyadi. Pantarlih 

juga menuliskan Edi Mulyadi sebagai kepala 

keluarga pada stiker, sementara dalam KK yang 

bersangkutan kepala keluarga an Janiar.  

Pemilih an Reza Julianti tidak terdaftar di KK 

Aprizal, tetapi Pantarlih memasukkan nama Reza 

Julianti di Stiker Coklit.  
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URAIAN TEMUAN DAN HASIL ANALISI PENGAWASAN PROSES PENCOCOKAN 

DAN PENELITIAN 

KAB/KO 
Uraian Temuan dan/atau Analisis Hasil Pengawasan 

Uraian Masukan dan/atau Analisis Hasil 

Pengawasan Proses Coklit 

Tindak Lanjut Temuan dan/atau 

Analisis Hasil Pengawasan Proses 

Coklit 

Pantarlih belum melakukan pencocokan dan 

penelitian (coklit) terhadap empat orang pemilih 

dalam satu KK dengan nama kepala keluarga 

Syahrial. 

Pantarlih belum melakukan pencocokan dan 

penelitian (coklit) terhadap satu orang pemilih 

dalam satu KK dengan nama kepala keluarga 

Wenfi. 

Pantarlih belum melakukan pencocokan dan 

penelitian (coklit) terhadap satu orang pemilih 

dalam satu KK dengan nama HOTMAULI 

SIJABAT 

Menyampaikan Saran Perbaikan kepada 

PPK Mandiangin Koto Selayan 

Pantarlih belum melakukan pencocokan dan 

penelitian (coklit) terhadap lima orang pemilih 

dalam satu KK dengan nama kepala keluarga 

Idaman Harefa.  

Pantarlih belum melakukan pencocokan dan 

penelitian (coklit) terhadap satu orang pemilih 

dalam satu KK dengan nama Nasril Abbas 
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URAIAN TEMUAN DAN HASIL ANALISI PENGAWASAN PROSES PENCOCOKAN 

DAN PENELITIAN 

KAB/KO 
Uraian Temuan dan/atau Analisis Hasil Pengawasan 

Uraian Masukan dan/atau Analisis Hasil 

Pengawasan Proses Coklit 

Tindak Lanjut Temuan dan/atau 

Analisis Hasil Pengawasan Proses 

Coklit 

Pantarlih belum melakukan pencocokan dan 

penelitian (coklit) terhadap enam orang pemilih 

dalam satu KK dengan nama kepala keluarga 

Singkat Maruli Tua Simarmata. 

Pantarlih belum melakukan pencocokan dan 

penelitian (coklit) terhadap dua orang pemilih 

dalam satu KK dengan nama kepala keluarga 

Meliza Nofera.  

Pantarlih belum melakukan pencocokan dan 

penelitian (coklit) terhadap tiga orang pemilih 

dalam satu KK dengan nama kepala keluarga MHD 

Hidayatullah Batubara.  

Pantarlih belum melakukan pencocokan dan 

penelitian (coklit) terhadap dua orang pemilih 

dalam satu KK dengan nama kepala keluarga 

Musliardi. 

Pantarlih belum melakukan pencocokan dan 

penelitian (coklit) terhadap dua orang pemilih 

dalam satu KK dengan nama kepala keluarga 

AlHidayat.  
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URAIAN TEMUAN DAN HASIL ANALISI PENGAWASAN PROSES PENCOCOKAN 

DAN PENELITIAN 

KAB/KO 
Uraian Temuan dan/atau Analisis Hasil Pengawasan 

Uraian Masukan dan/atau Analisis Hasil 

Pengawasan Proses Coklit 

Tindak Lanjut Temuan dan/atau 

Analisis Hasil Pengawasan Proses 

Coklit 

Pantarlih belum melakukan pencocokan dan 

penelitian (coklit) terhadap dua orang pemilih 

dalam satu KK dengan nama kepala keluarga 

Herman. 

Pantarlih belum melakukan pencocokan dan 

penelitian (coklit) terhadap dua orang pemilih 

dalam satu KK dengan nama kepala keluarga 

Taufik Roza 

Pantarlih Belum melakukan Pencocokan dan 

Penelitian (Coklit) terhadap tiga orang pemilih 

dalam satu KK dengan nama kepala keluarga 

Kasmi Brisusanti 

Menyampaikan Saran Perbaikan kepada 

PPK Guguak Panjang 

Pantarlih Belum melakukan Pencocokan dan 

Penelitian (Coklit) terhadap tiga orang pemilih 

dalam satu KK dengan nama kepala keluarga M. 

Syukri Hidayat 

Pantarlih Belum melakukan Pencocokan dan 

Penelitian (Coklit) terhadap satu orang pemilih 

dalam satu KK dengan nama kepala keluarga 

Ermiyenti 
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URAIAN TEMUAN DAN HASIL ANALISI PENGAWASAN PROSES PENCOCOKAN 

DAN PENELITIAN 

KAB/KO 
Uraian Temuan dan/atau Analisis Hasil Pengawasan 

Uraian Masukan dan/atau Analisis Hasil 

Pengawasan Proses Coklit 

Tindak Lanjut Temuan dan/atau 

Analisis Hasil Pengawasan Proses 

Coklit 

Pantarlih Belum melakukan Pencocokan dan 

Penelitian (Coklit) terhadap satu orang pemilih 

dalam satu KK dengan nama kepala keluarga Irma 

Susanti 

Ditemukan Stiker yang lepas dengan sendirinya 

dan tidak mau ditempel lagi dari rumah pemilih di 

TPS 02 yang sudah di lakukan Pencocokan dan 

Penelitian (Coklit) oleh Pantarlih 

Pantarlih Belum melakukan Pencocokan dan 

Penelitian (Coklit) terhadap satu orang pemilih 

dalam satu KK dengan nama kepala keluarga Irma 

Susanti 

Pantarlih Belum melakukan Pencocokan dan 

Penelitian (Coklit) terhadap lima orang pemilih 

dalam satu KK dengan nama kepala keluarga 

Edrianus 

Pantarlih Belum melakukan Pencocokan dan 

Penelitian (Coklit) terhadap empat orang pemilih 

dalam satu KK dengan nama kepala keluarga 

Syafrin 
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URAIAN TEMUAN DAN HASIL ANALISI PENGAWASAN PROSES PENCOCOKAN 

DAN PENELITIAN 

KAB/KO 
Uraian Temuan dan/atau Analisis Hasil Pengawasan 

Uraian Masukan dan/atau Analisis Hasil 

Pengawasan Proses Coklit 

Tindak Lanjut Temuan dan/atau 

Analisis Hasil Pengawasan Proses 

Coklit 

Pantarlih Belum melakukan Pencocokan dan 

Penelitian (Coklit) terhadap tiga orang pemilih 

dalam satu KK dengan nama kepala keluarga Tut 

Minda Sari 

Pantarlih Belum melakukan Pencocokan dan 

Penelitian (Coklit) terhadap satu orang pemilih 

dalam satu KK dengan nama kepala keluarga 

Nursyiwan Iwan Royana 

Dari hasil uji petik yang dilakukan oleh PKD 

Lubuk Gadang Timur ditemukan seorang warga 

Tandai Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan 

Sangir atas nama Joshua Suherman sudah pindah 

domisili dan telah dikeluarkan dari KK dengan 

Nomor KK 131101060121XXXX dengan kepala 

keluarga Yarnida yang merupakan orang tuanya 

tetapi masih di coklit sebagai pemilih di TPS 20 

Tandai 

Dari temuan tersebut sudah disarankan 

kepada PPS untuk menghapus pemilih 

tersebut dari TPS 20 Tandai dan sudah 

ditindaklanjuti oleh Pantarlih dengan 

menghapusnya dari pemilih di TPS 20 dan 

menjadikannya sebagai pemilih potensial 

di Maluih 

Kab. Solok 

Selatan 
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Di Nagari Pasar Muaralabuh saat Anggota 

Panwascam Sungai Pagu atas nama Marmiza 

beserta staf atas nama Rosi Nur Akbar Utami dan 

PKD Pasar Muaralabuh atas nama Joni M 

melakukan uji petik di Nagari Pasar Muaralabuh 

ditemukan adanya Pantarlih TPS 04 atas nama 

Herdin P yang melakukan coklit di Jorong 

Kampung Terandam tetapi tidak menempelkan 

stiker di rumah yang bersangkutan (stiker tersebut 

diberikan kepada pemilik rumah) dengan No KK 

131102301209XXXX dan pemilih yang telah 

mempunyai Hak Pilih dalam KK tersebut ada dua 

orang atas nama Bedri Mulyadi NIK 

131102030482XXXX , jenis kelamin laki-laki, 

lahir di Pakan Rabaa, 03/04/1982 , pekerjaan 

Wiraswasta , dengan status sudah menikah 

beralamat di Kampung Terandam dan Sri Wahyu 

Niingsih NIK 131102421288XXXX, jenis kelamin 

perempuan, lahir di Kampung Terandam, 

02/12/1988, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, 

dengan status sudah menikah beralamat di 

Kampung Terandam 

Dilakukan pencegahan oleh Anggota 

Panwascam Sungai Pagu melalui PKD 

Pasar Muaralabuh untuk menghubungi 

PPS Pasar Muaralabuh dan PPS Pasar 

Muaralabuh menghubungi Pantarlih 

tersebut. Setelah PPS Pasar Muaralabuh 

dan Pantarlih TPS 04 datang ke Rumah 

yang bersangkutan (yang telah dicoklit) 

PPS Pasar Muaralabuh menyuruh 

Pantarlih TPS 04 untuk memperbaiki 

kesalahan tersebut disaksikan langsung 

oleh Anggota Panwascam Sungai Pagu 

beserta staf dan juga PKD Pasar 

Muaralabuh. Kemudian PPS Pasar 

Muaralabuh juga mengingatkan kepada 

Pantarlih TPS 04 tersebut dalam 

melakukan coklit agar lebih teliti dan tidak 

terjadi lagi kesalahan yang sama. 
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Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh 

panwascam dan PKD di temukan adanya pantarlih 

yang tidak mencoklit secara lansung 

 1. WAHYUNI TPS 05 Nagari PDNB NIK 

131106500585XXXX adapun nama keluarga yang 

tidak dicoklit adalah MARTIUS No KK 

'131106150115XXXX, NIK 131102150381XXXX 

 2. DESMARLINA TPS 09 ALAM PAUH DUO = 

dari 6 rumah yang dilakukan uji petik ditemukan 3 

yang tidak dicolit dan pengisian stiker tidak 

lengkap 

 1) JAMARIS NO NIK 131106010760XXXX ( 

coklit tidak menggunakan KK) 

 2) ANDRIYANI NO KK 131106171011XXXX, 

NO NIK 131106410777XXXX 

 3) AGUS DI JHONY No KK 

131106150310XXXX NO NIK 

131106160881XXXX ( stiker tidak lengkap ) 

 3. MILA MAYALNI TPS 07 ALAM PAUH DUO 

 Dari 10 rumah yang di lakukan uji petik di 

temukan 2 rumah yang tidak di coklit secara 

lansung oleh pantarlih  

 1) JUMANI NO KK 131106211122XXXX NIK 

15720130066XXXX 

 2) DASMIR NO KK 131106161109XXXX NIK 

131106051260XXXX 

PPK dan PPS sudah menindak lanjuti 

saran perbaikan yang di berikan oleh 

panwascam, untuk rumah yang tidak 

dicoklit secara lansung sudah di lakukan 

coklit ulang dan stiker yang kosong sudah 

di lengkapi. 
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URAIAN TEMUAN DAN HASIL ANALISI PENGAWASAN PROSES PENCOCOKAN 

DAN PENELITIAN 

KAB/KO 
Uraian Temuan dan/atau Analisis Hasil Pengawasan 

Uraian Masukan dan/atau Analisis Hasil 

Pengawasan Proses Coklit 

Tindak Lanjut Temuan dan/atau 

Analisis Hasil Pengawasan Proses 

Coklit 

Di Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai 

Janggo ditemukan satu KK untuk suami istri 

memiliki 2 KTP elektronik yang berdomisili di 2 

tempat berbeda yaitu domisili Taratak sungai 

Sungkai dan Sungai takuk atas nama EPRIADI dan 

FITRI YUNENGSIH,akan Tetapi mereka berdua 

terdaftar di dalam Model A Pantarlih TPS 5 Taratak 

sungai Sungkai dan Pantarlih melakukan 

koordinasi ke pada PPS dan bisa di coklit untuk 

TPS 5 

Untuk tindak lanjutnya, yang 

bersangkutan di himbau perangkat nagari 

untuk datang ke kantor wali dan di ambil 

ktp elektronik nya yang berada di sungai 

takuk. Karena yang bersangkutan sudah 

terdaftar di model a sungai sungkai atau 

tps 5 
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URAIAN TEMUAN DAN HASIL ANALISI PENGAWASAN PROSES PENCOCOKAN 

DAN PENELITIAN 

KAB/KO 
Uraian Temuan dan/atau Analisis Hasil Pengawasan 

Uraian Masukan dan/atau Analisis Hasil 

Pengawasan Proses Coklit 

Tindak Lanjut Temuan dan/atau 

Analisis Hasil Pengawasan Proses 

Coklit 

Ketika melakukan pengawasan terhadap 

Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang dilakukan 

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) 

Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 (Selfia 

Emelda), Tim Panwaslu Kecamatan Koto Parik 

Gadang Diateh mendapat kabar dari salah satu 

masyarakat tentang Petugas Pemutakhiran Data 

Pemilih (Pantarlih) Tempat Pemungutan Suara 

(TPS) 02 atas nama Oktafiranis yang tidak tamat 

Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sederajat. 

Pernyataan dari masyarakat tersebut juga 

mengatakan bahwa Oktafiarnis juga terafiliasi 

Partai Politik, dimana Oktafiarnis menjadi salah 

satu Saksi Partai Politik ketika Pemilihan Umum 

(Pemilu) tanggal 14 Februari 2024. Mendengarkan 

hal tersebut Tim Panwaslu Kecamatan Koto Parik 

Gadang Diateh akan segera melakukan 

penelusuran terkait laporan dari masyarakat 

tersebut 

"Panwaslu Kecamatan Koto Parik Gadang 

Diateh membentuk Tim penelusuran dan 

setelah melakukan penelusuran Pantarlih 

TPS 02 Nagari Pakan Rabaa Timur 

memang terbukti terafiliasi dengan partai 

politik, selanjutnya Panwaslu Kecamatan 

Koto Parik Gadang Diateh memberikan 

surat rekomendari kepada PPK untuk 

memberhentikan Pantarlih 02 Nagari 

Pakan Rabaa Timur. 

terhadap rekomendasi yang disampaikan 

PPK telah mengganti Pantarlih tersebut." 
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URAIAN TEMUAN DAN HASIL ANALISI PENGAWASAN PROSES PENCOCOKAN 

DAN PENELITIAN 

KAB/KO 
Uraian Temuan dan/atau Analisis Hasil Pengawasan 

Uraian Masukan dan/atau Analisis Hasil 

Pengawasan Proses Coklit 

Tindak Lanjut Temuan dan/atau 

Analisis Hasil Pengawasan Proses 

Coklit 

Hasil temuan Panwaslu Kecamatan Koto Parik 

Gadang Diateh ada 1 (satu) orang pantarlih yang 

terbukti sebagai saksi Partai Politik pada 

pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu 

Tahun 2024, dan Panwaslu Kecamatan telah 

memberikan rekomendasi kepada PPK Koto Parik 

Gadang Diateh untuk dilakukan penggantian 

Pantarlih karena terafiliasi Partai Politik, dan PPK 

telah menindaklanjuti perihal tersebut dengan 

mengganti Pantarlih di Pakan Rabaa Timur 

tersebut. 

PPK telah menindaklanjuti perihal 

tersebut dengan mengganti Pantarlih di 

Pakan Rabaa Timur tersebut. 
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URAIAN TEMUAN DAN HASIL ANALISI PENGAWASAN PROSES PENCOCOKAN 

DAN PENELITIAN 

KAB/KO 
Uraian Temuan dan/atau Analisis Hasil Pengawasan 

Uraian Masukan dan/atau Analisis Hasil 

Pengawasan Proses Coklit 

Tindak Lanjut Temuan dan/atau 

Analisis Hasil Pengawasan Proses 

Coklit 

Terdapat Kepala Keluarga yang Sudah dicoklit 

tetapi tidak ditempel stiker 

Telah disampaikan Saran Perbaikan sudah 

ditindaklanjuti oleh pantarlih 

ditempel oleh Pantarlih TPS 007 

Pasaman 

Barat 
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URAIAN TEMUAN DAN HASIL ANALISI PENGAWASAN PROSES PENCOCOKAN 

DAN PENELITIAN 

KAB/KO 
Uraian Temuan dan/atau Analisis Hasil Pengawasan 

Uraian Masukan dan/atau Analisis Hasil 

Pengawasan Proses Coklit 

Tindak Lanjut Temuan dan/atau 

Analisis Hasil Pengawasan Proses 

Coklit 

Kecamatan Pariaman Tengah 

ditemukan oleh PKD 1 kepala keluarga yang sudah 

di coklit tetapi tidak ditempel stiker di kel/desa 

pondok II atas nama farid akmal, alasannya karena 

pemilih yang bersangkutan tidak mau keluar 

rumah, menurut warga sekitar pemilih tersebut 

pendengarannya kurang jelas 

PKD Pondok II memberikan saran secara 

lisan kepada PPS untuk datang kembali 

kerumah pemilih yang bersangkutan 

Kota  

Pariaman 

(Pariaman 

Tengah) 

Ditemukan 1 orang pantarlih Nagari Koto Tangah 

Kecamatan Tilatang Kamang yang melakukan 

coklit dari rumah saja. Pengawas telah 

menyampaikan saran perbaikan kepada PPK 

PPK telah menhubungi PPS untuk 

menyuruh pantarlih yang bersangkutan 

melakukan coklit ulang 

Kabupaten 

Agam 
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URAIAN TEMUAN DAN HASIL ANALISI PENGAWASAN PROSES PENCOCOKAN 

DAN PENELITIAN 

KAB/KO 
Uraian Temuan dan/atau Analisis Hasil Pengawasan 

Uraian Masukan dan/atau Analisis Hasil 

Pengawasan Proses Coklit 

Tindak Lanjut Temuan dan/atau 

Analisis Hasil Pengawasan Proses 

Coklit 

4 kk yang belum tercoklit dan tidak di stempel 

stiker : 

1. Mayarni, No KK '137110020222XXXX, NIK 

'137110541071XXXX, Alamat: Jl. Banda Gadang 

RT 01/01 

2. Amran, No KK '137110070212XXXX, NIK 

'1371101212650000, Alamat: Jl. Banda Gadang 

RT 01/01 

3. Fuji Putra Dwifa, No  KK '13711 00612220005, 

No NIK '137102070894XXXX, Alamat: Jl Gunung 

Ledang RT 01/01 

4. Burhannipah no KK '137110291007XXXX, No 

NIK '137110030960XXXX, alamat: Jl Gunung 

Ledang RT 01/01 

5. Irmansyah , Alamat: Kampung Lereng RT 02/02 

sudah di koordinasikan dengan jajaran 

kpu kota padang dan sudah di tindak 

lanjuti 

Kota Padang 
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URAIAN TEMUAN DAN HASIL ANALISI PENGAWASAN PROSES PENCOCOKAN 

DAN PENELITIAN 

KAB/KO 
Uraian Temuan dan/atau Analisis Hasil Pengawasan 

Uraian Masukan dan/atau Analisis Hasil 

Pengawasan Proses Coklit 

Tindak Lanjut Temuan dan/atau 

Analisis Hasil Pengawasan Proses 

Coklit 

1. Selama Pengawasan Proses Pencoklitan, di 

wilayah Nagari Padang Sibusuk ditemukan dalam 

1 KK ada 4 orang namun yang di coklit cuma 3 

orang saja 

1. sebagai pengawas, hal ini lansung kami 

koordinasi dengan PKD agar di 

sampaikan kepada PPS dan Pantarlih 

untuk di tindak lanjuti dan dilakukan 

coklit untuk 1 orang yang tertinggal ini. 

kemudian setelah di sampaikan PPS 

lansung memerintahkan pantarlih untuk 

mencoklit 1 orang yang tertinggal 

tersebut. 

Kabupaten 

Sijunjung 

Berdasarkan pengawasan tanggal 26 juni 2024, 

ditemukan di TPS 02 nagari koto tangah ada 

pemilih baru atas nama Adrian NIK 

130405290300XXXX. Tetapi yang bersangkutan 

belum memiliki KTP 

setelah diberikan masukan dan saran, yang 

bersangkutan sudah membuat KTP dan 

sudah memiliki KTP 

Kabupaten 

Tanah Datar 

Pada tanggal 27 Juni 2024 temuan di Nagari Situmbuk 

2 KK yang tidak dicoklit tetapi di tempel stiker dengan 

jumlah anggota 3 pemilih dari 2 KK tersebut , dengan 

rekap data sebagai berikut : 

Berdasarkan temuan yang didapatkan 

dilapangan terkait Uji Coklit pada tanggal 

27 Juni 2024 sampai tanggal 2 Juli 2024 

kami pengawas telah melakukan 

Koordinasi dengan Panitia Pemilihan 

kecamatan (PPK) Salimpaung dan 

sebelumnya juga telah mengirimkan Surat 

  
a. Nama KK yang tidak di coklit tetapi di stempel stiker 

di Jorong Piliang Nagari Situmbuk atas Nama (Disolvi 

Lanofika) No KK (130410210119XXXX) NIK 

(1304101308XXXX)   
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URAIAN TEMUAN DAN HASIL ANALISI PENGAWASAN PROSES PENCOCOKAN 

DAN PENELITIAN 

KAB/KO 
Uraian Temuan dan/atau Analisis Hasil Pengawasan 

Uraian Masukan dan/atau Analisis Hasil 

Pengawasan Proses Coklit 

Tindak Lanjut Temuan dan/atau 

Analisis Hasil Pengawasan Proses 

Coklit 
b. Nama KK yang tidak di coklit tetapi di stempel stiker 

di jorong Piliang Nagari Situmbuk atas Nama (Antoni) 

No KK (14061321022140000) NIK 

(130410190683XXXX) 

Imbauan kepada PPK terkait Uji Petik. 

kemudian sebagai tindak lanjut temuan 

kami juga mengirimkan PPK berupa saran 

perbaikan.   
Pada Tanggal 1 Juli 2024 ada temuan di Nagari 

Situmbuk 2 KK yang tidak dicoklit tetapi di tempel 

stiker dengan jumlah anggota 3 pemilih dari 2 KK 

tersebut, dengan rekap data sebagai berikut : 
  

a. Nama KK yang tidak di coklit tetapi di stempel stiker 

di Jorong Piliang Nagari Situmbuk atas Nama 

(Muswardi) No KK (130410270910XXXX) NIK 

(130410110753XXXX)   
b. Nama KK yang tidak di coklit tetapi di stempel stiker 

di jorong Piliang Nagari Situmbuk atas Nama (Boytri 

Ananda) NO KK (130410160920XXXXX) NIK 

(130410071290XXXX)   
Pada tanggal 2 Juli 2024 temuan di Nagari Situmbuk 2 

KK yang tidak dicoklit tetapi di tempel stiker dengan 

jumlah anggota 3 pemilih dari 2 KK tersebut , dan 

Temuan di Nagari Sumanik ada 1 KK yang sudah di 

Coklit tetapi di stempel Stiker, dengan rekap data 

sebagai berikut :   
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URAIAN TEMUAN DAN HASIL ANALISI PENGAWASAN PROSES PENCOCOKAN 

DAN PENELITIAN 

KAB/KO 
Uraian Temuan dan/atau Analisis Hasil Pengawasan 

Uraian Masukan dan/atau Analisis Hasil 

Pengawasan Proses Coklit 

Tindak Lanjut Temuan dan/atau 

Analisis Hasil Pengawasan Proses 

Coklit 
a. Nama KK yang tidak dicoklit tetapi ditempel stiker di 

Jorong Piliang Nagari Situmbuk atas Nama (Anggiat 

Saputra) No KK (130410150620XXXX) NIK 

(130410110595XXXX)   
b. Nama KK yang tidak dicoklit tetapi ditempel stiker di 

jorong Piliang Nagari Situmbuk atas (Nama Mailis) No 

KK (130410310310XXXX) NIK 

(130410311248XXXX)   
c. Nama KK yang sudah di coklit tetapi tidak di stempel 

stiker di jorong Koto Piliang Nagari Sumanik atas Nama 

(Feri Fadli) No KK (130410270509XXXX) NIK 

130410230287XXXX) 

  

  

  

  

Terdapat 8 KK di Desa Kolok Nan Tuo sudah 

dicoklit tetapi tidak stiker tidak ditempel, KK atas 

nama : HARY SASONGKO, SUTARMIN, 

NOVRI YASMI, RICHARD SUHENDRA, 

DICKY SEPTIO GUSTI, MUSLIM, RONI 

LESTARI dan CUT MAYA PUTRI 

Berdasarkan Pengawasan & Koordinasi 

Terhadap Pencocokan dan Penelitian 

Daftar Pemilih oleh PPS Desa Kolok Nan 

Tuo bersama Pantarlih, terdapat 8 KK 

dengan  13 orang pemilih yang  tidak 

berada di kolok nan tuo (tidak ditemukan) 

dan tidak bisa dihubungi via Telpon oleh 

pantarlih, untuk 13 orang pemilih ini 

dilakukan Pencoklitan melalui kepala 

Dusun Gunung Balai (Don Meredit), Hal 

Sawahlunto 
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URAIAN TEMUAN DAN HASIL ANALISI PENGAWASAN PROSES PENCOCOKAN 

DAN PENELITIAN 

KAB/KO 
Uraian Temuan dan/atau Analisis Hasil Pengawasan 

Uraian Masukan dan/atau Analisis Hasil 

Pengawasan Proses Coklit 

Tindak Lanjut Temuan dan/atau 

Analisis Hasil Pengawasan Proses 

Coklit 

tersebut dilakukan sesuai arahan dari PPK 

Kecamatan Barangin dan KPU Kota 

Sawahlunto. Sementara untuk A-Stiker 

Coklit di pegang oleh Pantarlih. 

1. Di Nagari Situjuah Gadang (TPS 005), Di Nagari 

Situjuah Banda Dalam (TPS 004), Di Nagari 

Situjuah Batua (TPS 009) , dan Di Nagari Situjuah 

Ladang Laweh (TPS 001) terdapat Model A Stiker 

Coklit yang tidak ditulis Nomor TPS, Jumlah 

Pemilih Disabilitas, Nama Kepala Keluarga, dan 

Nama Kepala Keluarga dibawah Tanda Tangan 

PKD menyampaikan kepada Panwascam, 

dan Panwascam memberikan surat saran 

perbaikan kepada PPK. Semua saran 

perbaikan Panwascam sudah di tindak 

lanjuti oleh PPK beserta jajarannya 

Lima Puluh 

Kota 

2. Ditemukan Pantarlih atas Nama Ropi Septia Riza 

di TPS 008 Lubuak Aua Nagari Koto Tinggi yang 

Sudah melakukan coklit tetapi tidak menempelkan 

stiker di rumah Dodi Candra dan Adisman pada 

saat Pengawasan Uji petik pada tanggal 4 Juli 2024 

Sehubungan dengan hal tersebut, PKD 

atas nama Septra Murni menyampaikan 

temuan tersebut kepada Panwascam 

Gunuang Omeh.  

Kemudian Panwascam menindak lanjuti 

temuan tersebut dengan memberikan 

Surat Imbauan & Saran Perbaikan kepada 

PPK Gunuang Omeh 

Lima Puluh 

Kota 

3. Pada taggal 5 juli 2024 PKD an. Rezi Elvia Lina 

melakukan pengawasan uji petik coklit ke rumah 

salah satu pemilih an. Musnal Hendri dengan 

Pantarlih menyampaikan kepada PPS dan 

Pantarlih di saksikan oleh PKD sudah 

memperbaiki dengan menampahkan 2 

Lima Puluh 

Kota 
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URAIAN TEMUAN DAN HASIL ANALISI PENGAWASAN PROSES PENCOCOKAN 

DAN PENELITIAN 

KAB/KO 
Uraian Temuan dan/atau Analisis Hasil Pengawasan 

Uraian Masukan dan/atau Analisis Hasil 

Pengawasan Proses Coklit 

Tindak Lanjut Temuan dan/atau 

Analisis Hasil Pengawasan Proses 

Coklit 

nomor KK 13070631207XXXX dan KTP an. 

Musnal Hendri Nik: 13070615077XXXX di jorong 

Polong Duo Nagari Koto Alam Kec. Pangkalan 

Koto Baru.  PKD menemukan ketidak sesuaian 

antara jumlah pemilih di KK dan di Stiker coklit. 

dimana pada KK terdapat 4 orang pemilih yang 

memenuhi syarat sedangkan pada stiker hanya 

ditulis 2 pemilih. PKD meminta pemilik rumah 

untuk menunujukkan tanda bukti coklit yang 

diberikan pantarlih saat coklit dan disana terdapat 4 

orang pemilih. PKD menghubungi  pantarlih an. 

Maria Ulfa dan menjelaskan hasil temuan PKD. 

Pantarlih dan PKD memeriksa ke lokasi dan 

pantarlih mengakui kelalaiannya. Pantarlih 

menyampaikan kepada PPS dan Pantarlih di 

saksikan oleh PKD sudah memperbaiki dengan 

menampahkan 2 orang pemilih di stiker sehingga 

jumlah pemilih dalam stiker berjumlah 4 orang. 

orang pemilih di stiker sehingga jumlah 

pemilih dalam stiker berjumlah 4 orang 

4. Pada taggal 14 juli 2024 PKD an. Rezi Elvia Lina 

melakukan pengawasan uji petik coklit ke rumah 

salah satu pemilih an. Syahrial dengan nomor KK: 

130706311207XXXX dan KTP an. Syahrial Nik: 

PKD  menyampaikan kepada PPS hasil 

temuannya. Dan merekomendasikan 

kalau masih ada stiker yang bersisa untuk 

ditempelkan kembali. PPS  menjawab 

Lima Puluh 

Kota 
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URAIAN TEMUAN DAN HASIL ANALISI PENGAWASAN PROSES PENCOCOKAN 

DAN PENELITIAN 

KAB/KO 
Uraian Temuan dan/atau Analisis Hasil Pengawasan 

Uraian Masukan dan/atau Analisis Hasil 

Pengawasan Proses Coklit 

Tindak Lanjut Temuan dan/atau 

Analisis Hasil Pengawasan Proses 

Coklit 

130706160666XXXX di jorong Polong Duo 

Nagari Koto Alam Kec. Pangkalan Koto Baru.  

PKD menemukan tidak ada stiker coklit dirumah 

yang bersangkutan. PKD berasumsi kalau pemilih 

tersebut belum dicoklit sehingga PKD mendatangi 

dan menanyakan kepada pemilik rumah an syahrial 

apakah pemilih sudah di cokit atau didatangi 

pantarlih. yang bersangkutan menjawab sudah. 

apakah saat mencoklit pantarlih memberikan tanda 

bukti coklit? yang bersangkutan menjawab ada dan 

menunjukkan tanda bukti coklit. PKD menanyakan 

lagi apakah PKD menempelkan stiker? yang 

bersangkutan menjawab sudah ditemel stiker, 

hanya saja stiker tersebut sudah hilang entah 

kemana. disebabkan rumah pemilih yang terbuat 

dari kayu dan mungkin saja stiker mudah dan 

diterbangkan angin atau terbawa aliran air. 

untuk saat ini tiak ada stiker yang bersisa. 

Tapi PPS akan mencoba untuk 

menghubungi PPK untuk menanyakan 

apakah masih ada stiker yang bersisa. 

5. Tidak lengkap pengisian sticker coklit oleh 

pantarlih di Nagari Halaban dan Labuah Gunuang 

dengan rincian sebagai berikut: DARMADI 

(Labuah Gunuang TPS 1 ) 

INDRA NOVALITA (Labuah Gunuang TPS 1) 

Panwascam memberikan surat saran 

perbaikan kepada PPS melalui PPK dan 

kemudian PPK mengintruksikan kepada 

PPS agar memperbaiki sticker tersebut. 

Lima Puluh 

Kota 
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URAIAN TEMUAN DAN HASIL ANALISI PENGAWASAN PROSES PENCOCOKAN 

DAN PENELITIAN 

KAB/KO 
Uraian Temuan dan/atau Analisis Hasil Pengawasan 

Uraian Masukan dan/atau Analisis Hasil 

Pengawasan Proses Coklit 

Tindak Lanjut Temuan dan/atau 

Analisis Hasil Pengawasan Proses 

Coklit 

BUKHARI (Labuah Gunuang TPS 1) 

VIGOR (labuah Gunuang TPS 1) 

HIYANG RAHADIAN (labuah Gunuang TPS 1) 

AMRIL B (labuah Gunuang TPS 1)                                                                               

EMNIZAR   (Halaban TPS 10)                                                                                                                                                                                                                                      

YULIZAR (Halaban TPS 9) 

SUHARYONO (Halaban TPS 10) 

Nagari Sialang : 

Dikirimkan  surat saran perbaikan kepada 

PPK Kec. Kapur IX No surat 

290/PM.01.02/K.SB-04.06/07/2024 tanggal 

20 Juli 2024 dan sampai hari ini tanggal 21 

Juli 2024 belum ada tindak lanjut dari PPK 

Kec. Kapur IX 

Lima Puluh 

Kota 

1. TPS 06 Jumlah pemilih disabilitas pada stiker coklit 

tidak diisi  

    oleh pantarlih a.n Moren Yulia Pratama di rumah 

Bpk. Sumardi  

    Jorong Lubuk Koto Nagari Sialang 

2. TPS 09 Pada stiker coklit jumlah pemilih disabilitas 

tidak diisi  

    oleh pantarlih a.n Husni Hotimah di rumah Bpk 

Dariwis  

    Jorong Ronah Bengkek Nagari Sialang 

3. TPS 09 Jumlah pemilih disabilitas pada stiker coklit 

tidak diisi  

    oleh pantarlih a.n Husni Hotimah di rumah Bpk. 

Nurleman 
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URAIAN TEMUAN DAN HASIL ANALISI PENGAWASAN PROSES PENCOCOKAN 

DAN PENELITIAN 

KAB/KO 
Uraian Temuan dan/atau Analisis Hasil Pengawasan 

Uraian Masukan dan/atau Analisis Hasil 

Pengawasan Proses Coklit 

Tindak Lanjut Temuan dan/atau 

Analisis Hasil Pengawasan Proses 

Coklit 

    Jorong Ronah Bengkek Nagari Sialang 

Nagari Durian Tinggi : 

Lima Puluh 

Kota 

1. TPS 01, Hari/tanggal pada stiker coklit tidak diisi 

oleh pantarlih  

     a.n Yepi Maisanti di rumah Bpk Amrial Jorong 

Bintungan  

     Sakti Nagari Durian Tinggi 

Nagari Lubuk Alai : 

Lima Puluh 

Kota 

1. TPS 01, Anggota keluarga Bpk Hondri di Jorong 

Rumbai nagari Lubuk  

     Alai a,n Zildjiano Hontino yang merupakan anggota 

TNI di coklit  

     oleh pantarlih a.n Wangi Pelita Sari pada tgl 26 Juni 

2024 

     Yang bersangkutan sudah menjadi anggota TNI per 

tanggal 10 Juni 2024 

2. TPS 05 Pemillih sudah dicoklit tetapi stiker coklit 

tidak ditempel oleh  

     pantarlih a.n Nunung Faridah dirumah Bpk. Salimir 

di Jorong  

     Alai Baru Nagari Lubuk Alai. stiker yang terpasang 

masih stiker pemilu 
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URAIAN TEMUAN DAN HASIL ANALISI PENGAWASAN PROSES PENCOCOKAN 

DAN PENELITIAN 

KAB/KO 
Uraian Temuan dan/atau Analisis Hasil Pengawasan 

Uraian Masukan dan/atau Analisis Hasil 

Pengawasan Proses Coklit 

Tindak Lanjut Temuan dan/atau 

Analisis Hasil Pengawasan Proses 

Coklit 

Nagari Koto Lamo 

Lima Puluh 

Kota 

1. TPS 03 Jumlah pemilih, jumlah pemilih disabilitas 

dan nama kepala  

     keluarga di dekat tanda tangan pada stiker coklit 

tidak diisi oleh  

     pantarlih a.n Lela Mustika di rumah Bpk Samsir 

Jorong Koto Tangah 

     Nagari Koto Lamo 

2. TPS 03 Jumlah pemilih, jumlah pemilih disabilitas 

dan nama kepala  

     keluarga di dekat tanda tangan pada stiker coklit 

tidak diisi oleh  

     pantarlih a.n Lela Mustika di rumah Bpk Darmadi 

Jorong Koto  

    Tangah Nagari Koto Lamo 

3. TPS 03, Jumlah pemilih, jumlah pemilih disabilitas 

dan nama kepala  

     keluarga di dekat tanda tangan pada stiker coklit 

tidak diisi oleh  

     pantarlih a.n Lela Mustika di rumah Bpk Joni Anwar 

Jorong  

     Koto Tangah Nagari Koto Lamo 
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URAIAN TEMUAN DAN HASIL ANALISI PENGAWASAN PROSES PENCOCOKAN 

DAN PENELITIAN 

KAB/KO 
Uraian Temuan dan/atau Analisis Hasil Pengawasan 

Uraian Masukan dan/atau Analisis Hasil 

Pengawasan Proses Coklit 

Tindak Lanjut Temuan dan/atau 

Analisis Hasil Pengawasan Proses 

Coklit 
4. TPS 03, Jumlah pemilih, jumlah pemilih disabilitas 

dan nama kepala  

     keluarga di dekat tanda tangan serta tanda tangan dan 

nama pantarlih 

     pada stiker coklit tidak diisi oleh pantarlih a.n Lela 

Mustika di rumah 

     Bpk Darius Jorong Koto Tangah Nagari Koto  

5. TPS 03, Jumlah pemilih, jumlah pemilih disabilitas 

dan nama kepala  

     keluarga di dekat tanda tangan pada stiker coklit 

tidak diisi oleh  

     pantarlih a.n Lela Mustika di rumah Bpk Romi 

Jorong Koto Tangah 

     Nagari Koto Lamo 

Nagari Koto Tangah   

Lima Puluh 

Kota 

1. Ditemukan di Jorong sungai Cubadak Nagari Koto 

tangah batu ampa Atas Nama Sukri Govindo  tidak di 

coklit oleh pantarlih 
Panwascam Memberikan  surat saran 

perbaikan kepada PPK Kec. Akabiluru No 

surat 008/PM.00.02/K.SB-04.01./07/2024 

tanggal 20 Juli 2024. PPK Akabiluru sudah 

menindaklanjuti saran perbaikan tersebut 

untuk diperbaiki oleh pantarlih 

2. Pada Tps 15 Nagari Koto tangah batu ampa Pantarlih 

meminta Pemilih untuk menempelkan stiker ,dan stiker 

tersebut robek,sehingga  stiker tersebut tidak bisa 

ditempelkan 
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URAIAN TEMUAN DAN HASIL ANALISI PENGAWASAN PROSES PENCOCOKAN 

DAN PENELITIAN 

KAB/KO 
Uraian Temuan dan/atau Analisis Hasil Pengawasan 

Uraian Masukan dan/atau Analisis Hasil 

Pengawasan Proses Coklit 

Tindak Lanjut Temuan dan/atau 

Analisis Hasil Pengawasan Proses 

Coklit 

3. TPS 04 Nagari Koto tangah batu ampa Atas nama 

Yesi Mayora Tidak di Coklit Oleh Pantarlih 

Terdapat satu orang anggota pantarlih di nagari durian 

tinggi TPS 001 atas nama Pitri Yenti yang terindikasi 

partai politik (Gerindra) PKD Durian tinggi melakukan 

konfirmasi langsung terhadap yang bersangkutan. 

Setelah dikonfirmasi yang bersangkutan menyatakan 

tidak pernah terlibat dan tidak punya KTA  parpol 

tersebut. 

Atas hal tersebut  panwascam Kapur IX telah 

memberikan Surat Saran Perbaikan  dengan 

Nomor : 072/PM.01.02/K.SB-04.06/06/2024 

kepada PPK kecamatan kapur IX. agar yang 

bersangkutan membuat surat pernyataan 

bermaterai bahwa tidak terlibat dalam partai 

politik. PPK Kapur IX sudah menindaklanjuti 

dengan meminta pantarlih membuat surat 

pernyataan. 

Lima Puluh 

Kota 

Ditemukan Pantarlih yang terbukti sebagai 

anggota/pengurus parpol/tim kampanye/tim 

pemenangan pemilu/ pemilihan terakhir di 

Kelurahan Parik Rantang, Kecamatan Payakumbuh 

Barat dengan rincian sebagai berikut: 

Nama: Dina Desriani 

Nomor NIK :137601571297XXXX 

Alamat di: Parik Rantang 

Nomor TPS: Pantarlih  TPS 05 

terdata pada Partai Amanat Nasional Kota 

Payakumbuh setelah dilakukan pengecekan pada 

sipol oleh Panwaslu Kelurahan 

Pantarlih yang bersangkutan telah 

menyampaikan laporan kepada Partai 

Amanat Nasional Kota Payakumbuh yang 

melalui surat pernyataan bukan sebagai 

anggota partai poitik tertanggal 19 Juni 

2024 

Payakumbuh 
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URAIAN TEMUAN DAN HASIL ANALISI PENGAWASAN PROSES PENCOCOKAN 

DAN PENELITIAN 

KAB/KO 
Uraian Temuan dan/atau Analisis Hasil Pengawasan 

Uraian Masukan dan/atau Analisis Hasil 

Pengawasan Proses Coklit 

Tindak Lanjut Temuan dan/atau 

Analisis Hasil Pengawasan Proses 

Coklit 

       

Ditemukan Pantarlih yang terbukti sebagai 

anggota/pengurus parpol/tim kampanye/tim 

pemenangan pemilu/ pemilihan terakhir di 

Kelurahan Padang Tinggi Piliang, Kecamatan 

Payakumbuh Barat dengan rincian sebagai berikut: 

Nama: Misnar  

Nomor NIK :137601570773XXXX 

Alamat di: RT 02 RW 05  

Nomor TPS: Pantarlih  TPS 05 

terdata pada DPD Partai Ummat Kota Payakumbuh 

setelah dilakukan pengecekan pada sipol oleh 

Panwaslu Kelurahan 

Pantarlih yang bersangkutan telah 

menyampaikan laporan kepada DPD 

Partai Ummat Kota Payakumbuh yang 

kemudian ditanggapi oleh DPD Partai 

Ummat Kota Payakumbuh melalui surat 

Pernyataan nomor 

0020/02/DPD.PU/VI/2023 bertanggal 10 

Februari 2023 yang menyatakan bahwa 

Misnar Tidak pernah masuk sebagai 

anggota partai ummat DPD Kota 

Payakumbuh dan pengurus tidak pernah 

memasukkan atau meminta NIKnya. 

Maka sejak tanggal 10 Februari 2023 

pengurus menyatakan bahwa Misnar 

dihapus dari keanggotaannya di Partai 

Ummat Payakumbuh 

 

Terdapat satu orang anggota pantarlih di Kelurahan 

Lubang Panjang TPS 001 atas nama Yelfa Deli 

yang terindikasi partai politik (Golkar) 

PKD Lubang Panjang Yulia Efrianti 

memberikan saran perbaikan secara lisan  

kepada PPS Lubang Panjang atas hal 

tersebut  panwascam Barangin telah 

memberikan Surat Saran Perbaikan dan 

Sawahlunto 
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URAIAN TEMUAN DAN HASIL ANALISI PENGAWASAN PROSES PENCOCOKAN 

DAN PENELITIAN 

KAB/KO 
Uraian Temuan dan/atau Analisis Hasil Pengawasan 

Uraian Masukan dan/atau Analisis Hasil 

Pengawasan Proses Coklit 

Tindak Lanjut Temuan dan/atau 

Analisis Hasil Pengawasan Proses 

Coklit 

Klarifikasi dengan Nomor: 

014/PM.00.02/K.SB-18.02/06/2024 

kepada PPK Barangin. PPK Barangin dan 

PPS Lubang Panjang telah menindak 

lanjuti saran perbaikan yang disampaikan 

Panwascam Barangin dengan Mengganti 

pantarlih tersebut atas nama Yulfiana 

Kurnia Sari. 
Sumber: Hasil Pengawasan 

 

1. Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS): 

Pelaksanaan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 dilaksanakan pada 

rentang waktu 25 Juli sampai dengan 27 Agustus 2024. Berdasarkan data hasil Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh jajaran 

Pengawas di provinsi Sumatera Barat disampaikan data-data sebagi berikut: 
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Tabel 12 Rekapitulasi Data Pengawasan Jumlah Pemilih yang Memenuhi Syarat tetapi Tidak Masuk ke Dalam Daftar Pemilih 

Kabupaten/ Kota 
Jumlah 

Kecamatan 

Jumlah 

Kelurahan/ 

Desa 

Jumlah 

TPS 

Jumlah Pemilih 

di 

Kabupaten/Kota 

Jumlah 

Pemilih 

yang sudah 

17 tahun 

tetapi 

belum 

masuk 

daftar 

pemilih 

Jumlah 

Pemilih 

yang 

belum 

17 

tahun 

tetapi 

sudah 

kawin 

Jumlah 

Pemilih 

yang 

beralih 

status 

dari 

anggota 

TNI 

Jumlah 

Pemilih 

yang 

beralih 

status 

dari 

anggota 

Polri 

Jumlah 

Pemlih 

yang 

91ating 

karena 

pindah 

domisili 

(Masuk) 

Jumlah 

Pemilih 

yang 

Memenuhi 

Syarat 

tetapi 

Tidak 

Masuk ke 

Dalam 

Daftar 

Pemilih 

Jumlah 

Pemilih 

yang 

sudah di 

MS-kan 

setelah 

diberikan 

saran 

perbaikan 

Hasil 

Penagawasan 

Lainnya dan 

Tindak Lanjut 

Kota Solok 2 13 118 57826 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kab. Solok Selatan 7 
39 347 128161 16 2 0 0 2 20 2   

Kab. Tanah Datar 14 75 845 
281890 55 0 2 0 211 268 268 0 

Kab. Agam 16 
92 1211 384033 8 0 0 0 33 38 38 0 

Kab. Pasaman Barat 11 90 893 
313201 107 0 0 0 424 531 143   

Kota Padang 11 104 1487 668090 
102 3 116 17 10 248 248   

Kab. Kepulauan 

Mentawai 10 43 260 66125 22 1 0 0 125 148 31 0 

Kab. Padang Pariaman 17 103 845 
321939 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kota Sawahlunto 4 37 111 
49661 33 0 0 0 317 350 0 0 

Kab. Sijunjung 8 62 445 173999 7 0 0 0 16 23 7 0 

Kab. Pasaman 12 62 605 
219140 90 0 0 0 0 90 90   

Kab. Lima Puluh Kota 13 79 637 
292064 136 0 1 1 47 185 0 0 

Kota Bukittinggi 3 24 206 
98152 0 0 5 3 0 8 0 0 

Kota Payakumbuh 5 47 200 
104741 2 0 1 0 20 23 23 0 

Kab. Dharmasraya 11 52 416 168586 
1 0 0 0 4 5 5 0 
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Kabupaten/ Kota 
Jumlah 

Kecamatan 

Jumlah 

Kelurahan/ 

Desa 

Jumlah 

TPS 

Jumlah Pemilih 

di 

Kabupaten/Kota 

Jumlah 

Pemilih 

yang sudah 

17 tahun 

tetapi 

belum 

masuk 

daftar 

pemilih 

Jumlah 

Pemilih 

yang 

belum 

17 

tahun 

tetapi 

sudah 

kawin 

Jumlah 

Pemilih 

yang 

beralih 

status 

dari 

anggota 

TNI 

Jumlah 

Pemilih 

yang 

beralih 

status 

dari 

anggota 

Polri 

Jumlah 

Pemlih 

yang 

91ating 

karena 

pindah 

domisili 

(Masuk) 

Jumlah 

Pemilih 

yang 

Memenuhi 

Syarat 

tetapi 

Tidak 

Masuk ke 

Dalam 

Daftar 

Pemilih 

Jumlah 

Pemilih 

yang 

sudah di 

MS-kan 

setelah 

diberikan 

saran 

perbaikan 

Hasil 

Penagawasan 

Lainnya dan 

Tindak Lanjut 

Kota Padang Panjang 2 
16 96 

42645 0 0 0 0 3 3 3 0 

Kab. Pesisir Selatan 15 182 1042 282260 
70 0 3 3 142 218 218   

Kab. Solok 14 74 909 291735 586 1 0 2 15 604 602 0 

Kota Pariaman 4 71 163 
72381 125 0 0 0 153 278 261 0 

  179 1265 10836 4016629 1360 7 128 26 1522 3040 1939   

Sumber: Hasil Pengawasan 
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Tabel 13 Uraian dan Tanggapan Saat Pelaksanaan Pengawasan Pleno DPS Tingkat Provinsi Sumatera Barat 

2. Uraian Masukan dan/atau Tanggapan Peserta Rapat Pleno 

  Tindak Lanjut Hasil Masukan  dan/atau Tanggapan 

Berdasarkan hasil Pengawasan Pelaksanaan Rekapitulasi DPS Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat, terdapat Pemilih Baru di Provinsi Sumatera 

Barat sebanyak 514.202 (termasuk Pemilih baru yang berasal dari salah penempatan TPS (TMS 

8)), namun atas hal tersebut, KPU Provinsi Sumatera Barat tidak dapat memberikan Rincian atau 

detail jenis Pemilih seperti (Pemilih yang sudah berumur 17 Tahun, Pemilih yang belum 17 Tahun 

namun sudah menikah, Pindah masuk domisili, TNI/POLRI yang statusnya sudah pension), 

berdasarkan informasi dari KPU Provinsi Sumatera Barat memang hal tersebut tidak diatur baik 

dalam PKPU maupun Juknis pelaksanaan Pemutakhiran dan Penyusunan daftar Pemilih, 

sehingga jajaran KPU Sumatera Barat tidak memiliki detail jenis Pemilih Baru. Namun atas hal 

tersebut, Bawalu Provinsi Sumatera Barat memberikan masukan dan tanggapan bahwa 

seharusnya KPU Sumatera Barat memiliki rincian dari masing-masing jenis Pemilih Baru, tidak 

mungkin pemilih baru tersebut tidak jelas sumber data/Pemilihnya, sehingga dalam forum Rapat 

Pleno Terbuka Rekapitulasi DPS Tingkat Provinsi Sumatera Barat, Bawaslu Provinsi Sumatera 

Barat menyampaikan masukan dan tanggapan agar KPU Provinsi Sumatera Barat membuat 

detai/rincian dari masing-masing jenis Pemilih Barunya, dan tanggapan KPU Provinsi Sumatera 

Barat hal ini akan dikoordinasikan dengan KPU RI dan akan meminta jajaran KPU Provinsi 

Sumatera Barat untuk mencari detail dari masing-masing jenis pemilih baru. 

KPU Provinsi Sumatera Barat hal ini akan dikoordinasikan dengan KPU RI 

dikarenakan hal tersebut tidak diatur dalam PKPU maupun Juknis, dan KPU 

Provinsi Sumatera Barat akan meminta jajaran KPU Provinsi Sumatera Barat 

untuk mencari detail dari masing-masing jenis pemilih baru. 
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2. Uraian Masukan dan/atau Tanggapan Peserta Rapat Pleno 

  Tindak Lanjut Hasil Masukan  dan/atau Tanggapan 

  KPU Provinsi Sumatera Barat, menjawab bahwa terkait adanya penambahan 

jumlah DPS dibandingkan dengan DPT+DPK Pemilu tahun 2024, yaitu adanya 

Pemilih baru seperti Pindah Masuk Domisili, Pemilih sudah 17 Tahun, Pensiunan 

TNI/POLRI dan sebagainya, dan terkait adanya pengurangan jumlah DPS 

dibandingkan DPT + DPK Pemilu 2024, dikarenakan jumlah Pemilih yang TMS 

(8 Kategori) lebih besar dibandingkan dengan Pemilih baru di 12 Kab/Kota 

 

selanjutnya Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat 

menyampaikan bahwa adanya Perubahan jumlah Data baik adanya Pengurangan 

jumlah DPS dibandingkan dengan DPT+DPK Pemilu 2024 dikarenakan adanya 

Penduduk di sumatera Barat yang pindah domisili keluar sehingga 

mengakibatkan data DPS di beberapa Kabupaten berkurang 

Di Kabupaten Dharmasraya terdapat Proses Coklit yang tidak sesuai prosedur dimana terdapat 

196 Pemilih di Kecamatan asam jujuhan dan 12 pemilih di Kecamatan sungai rumbai pemilih 

yang tidak ditemui, hanya menemui kepala jorong/setingkat RW. Bawaslu Provinsi Sumatera 

Barat menyampaikan saat Pleno DPS Tingkat Provinsi Sumatera Barat bahwa terkait tindak lanjut 

tas saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kab Dharmasraya dimana diminta untuk 

melakukan Verifikasi Faktual terhadap data tersebut. 

atas hal Tersebut, tanggapan dari KPU Kab Dharmasraya menjawab data tersebut 

dimasukkan ke dalam kategori pemilih yang di sesuaikan dan tidak bisa di coret 

dari daftar Pemilih. atas saran perbaikan yang disampaikanoleh Bawaslu Kab 

Dharmasraya, sudah dilakukan proses Verifkasi Faktual terhadap data tersebut, 

terdapat masyarakat di Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok yang awalnya 

merupakan wilayah Nagari Tanjuang Bingkuang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok belum 

didatangi oleh Pantarlih, dari 177 data ada sekitar 7 yang belum dilakukan pendataan dan belum 

masuk dalam daftar pemilih 

KPU Kota Solok menjawab bahwasanya hal ini sudah dikoordinasikan melalui 

PPK dan juga dengan Bawaslu Kota Solok. Dokumen kependudukan masyarakat 

di Kelurahan VI Suku tersebut sudah tercatat di Kota Solok. Terkait masyarakat 

yang belum di data akan ditindaklanjuti oleh KPU Kota Solok. selanjutnya KPU 

Kota Solok menyampaikan bahwa data 7 pemilih yang belum dilakukan 

pendataan tersebut akan ditibdaklanjuti pada saat masukan dan tanggapan 

masyarakat untuk sekaligus meminta kelengkapan datanya. 

 Sumber: Hasil Pengawasan  
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2. Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT): 

Sesuai dengan Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih 

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, 

Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, 

pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan 

serentak tahun 2024 dilaksanakan pada rentang jadwal tanggal 18 

Agustus 2024 sampai dengan 23 September 2024. 

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melalaui Tim Fasilitasi Pengawasan 

Penyusunan Daftar Pemilih melaksanakan Pengawasan Rapat Pleno 

Terbuka Rekapitulasi Daftar pemilih Tetap (DPT) tingkat Provinsi 

Sumatera Barat yang dilaksanakan di Hotel Panngeran Beach Kota 

Padang pada tanggal 22 September Tahun 2024. Adapun berdasarkan 

hasil Pengawasan yang dilakukan Oleh Tim Fasilitasi Pengawasan 

Penyusunan Daftar Pemilih sebagai berikut: 

 

Tim Fasilitasi Pengawasan Daftar Pemilih Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menghadiri Rapat Pleno 

Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 22 

September 2024 bertempat di Hotel Pangeran Beach Kota Padang, berdasarkan Undangan KPU Provinsi 

Sumatera Barat Nomor 423/PL.02.1-Und/13/2024 tertanggal 18 September 2024 perihal Undangan Rapat 

Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi. 

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat pada pukul 10.01 Wib, kemudian 

pembacaan tata tertib pelaksanaan rekapitulasi dibacakan oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU 

Provinsi Sumatera Barat pada pukul 10.10 Wib, kemudia pada pukul 10.19 WIB Pembacaan Rekapitulasi 

oleh KPU Kabupaten/Kota dipandu oleh Ketua Divisi Perencanaan dan Data Informasi KPU Provinsi 

Sumatera Barat. 

Pembacaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten/Kota dimulai pada pukul 10.19 Wib, 

adapun hasil pengawasan sebagai berikut : 

 

1. Kabupaten Pesisir Selatan 

Pembacaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi 

Sumatera Barat untuk Kabupaten Pesisir Selatan dibacakan pada pukul 10.47 WIB. Pembacaan Hasil 
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Rekapitulasi DPT Kabupaten Pesisir Selatan diawali dengan dibacakanya Jumlah Kecamatan, 

Kelurahan/Desa/Nagari, TPS. Jumlah Pemilih dan untuk rincian data Pemilih Baru dan Data Pemilih 

dengan Status TMS dibacakan oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi. Adapun rincian 

dari hasil Rekapitulasi DPT untuk Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut: 

Jumlah 

Kecamatan 

Jumlah 

Desa/Kel/Nagari 

Jumlah 

TPS 

Jumlah Pemilih 

L P L+P 

15 182 1.042 187.253 190.343 377.596 

 

Jumlah Kecamatan 15 

Jumlah Desa/Kel/Nagari 182 

Jumlah TPS 1.042 

Jumlah DPT 377.596 

Jumlah Pemilih Baru 

Pemilih Baru 1.714 

Jumlah Pemilih TMS 

Meninggal 415 

Ganda 15 

Dibawah Umur 0 

Pindah Domisili 1.820 

WNA 0 

TNI 3 

POLRI 16 

Salah Penempatan TPS 0 

Total Pemilih TMS 2.269 

Jumlah Pemilih Ubah 318 

Jumlah DPT 377.596 

Selisih DPS Pilkada 2024 >< DPT Pilkada 2024 -555 

 

Pada Pembacaan Rekapitulasi DPT Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi  Sumatera Barat untuk 

Kabupaten Pesisir Selatan, terdapat masukan dan tanggapan dari peserta Rapat Pleno yaitu : 

No Uraian Saran dan Masukan 

1 Bawaslu Sumbar Berdasarkan laporan bawaslu Kabupaten Pesisir 

Selatan terdapat  361 saran perbaikan yang terdiri dari 

beberapa elemen data. Terhadap seluruh saran 
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perbaikan tersebut telah ditindaklanjuti oleh pesisir 

selatan. Apa langkah yang sudah dilakukan? 

Jawaban KPU  Terkait saran perbaikan 361 tersebut sudah 

ditindaklanjuti dimanan KPU dan Bawaslu sudah 

menindaklanjuti termasuk data kemendagri. Dan 

dilakukan pengecekan dengan melakukan uji petik 

terhadap elemen data yang disampaikan tersebut 

termasuk juga TPS ditarusan , data TNI, Polri juga 

sdah di tindaklanjuti, 

 

2. Kabupaten Pasaman Barat 

Pembacaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi 

Sumatera Barat untuk Kabupaten Pasaman Barat dibacakan pada pukul 10.49 WIB. Pembacaan Hasil 

Rekapitulasi DPT Kabupaten Pasaman Barat diawali dengan dibacakanya Jumlah Kecamatan, 

Kelurahan/Desa/Nagari, TPS. Jumlah Pemilih dan  rincian data Pemilih Baru dan Data Pemilih dengan 

Status TMS dibacakan oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Pasaman 

Barat. Adapun rincian dari hasil Rekapitulasi DPT untuk Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai 

berikut: 

Jumlah 

Kecamatan 

Jumlah 

Desa/Kel/Nagari 

Jumlah 

TPS 

Jumlah Pemilih 

L P L+P 

11 90 893 155.100 156.071 311.171 

 

Jumlah Kecamatan 11 

Jumlah Desa/Kel/Nagari 90 

Jumlah TPS 893 

Jumlah DPT 311.171 

Jumlah Pemilih Baru 

Total Pemilih Baru 4.381 

Jumlah Pemilih TMS 

Meninggal 434 

Ganda 854 

Dibawah Umur 0 

Pindah Domisili 4.246 

WNA 0 
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TNI 3 

POLRI 14 

Salah Penempatan TPS 0 

Total Pemilih TMS 5.551 

Jumlah Pemilih Ubah 9.971 

Jumlah DPT 311.171 

Selisih DPS Pilkada 2024 >< DPT Pilkada 2024 312.341><311.171=-1.170 

 

Pada Pembacaan Rekapitulasi DPT Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi  Sumatera Barat untuk 

Kabupaten Pasaman Barat, terdapat 1710 pemilih mengalami penurunan data terhadap pemilih dari 

total DPS ke penetapan DPT di Tingkat Kabupaten Pasaman Barat dengan Analisa kegandaan, pindah 

masuk dan keluar dari data kemendagri pindah masuk dan keluar serta nkk yg tidak valid. 

Rekomendasi dari bawaslu terkait data pemilih yang salah penempatan TPS, data meninggal, tni, polri 

dan pemilih yang tidak dikenal sudah kita tindak lanjuti dan kita atasi di tingkat adhoc dimasing masing 

kecamatan. 

terdapat masukan dan tanggapan dari peserta Rapat Pleno sebagai berikut 

1. Penurunan data sabanyak 1170 DPS dari DPT 311.171 dan 893 tps yang cukup besar dari dps 

menuju DPT bahwa ini berkaitan dangan TPS kalau bisa di setiap KPU Kabupaten Pasaman 

Barat bisa menjelaskan di setiap nagari dengan total data yang bisa terbaca dari setiap data by 

system tersebut biar datanya jelas.kenapa data tidak bisa terdeteksi jika sudah di cocokan dan 

dilakukan penelitian.apakah sytem kpu nya belum sampai atau belum update? 

2. KPU Pasbar >>> kami membutuhkan waktu untuk menjelaskan semua elemen dan item yang 

diminta, semisal data ganda tni polri bisa kita jelaskan karena kita menghitung data secara 

global. 

Secara kecamatan kita bisa menjelaskan perubahan dari DPS menuju DPT, tetapi belum dari 

data di setiap elemen yang diminta. 

 

3. Kota Bukittinggi: 

Pembacaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi 

Sumatera Barat untuk Kabupaten Bukittinggi dibacakan pada pukul 11.06 WIB. Pembacaan Hasil 

Rekapitulasi DPT Kota Bukittinggi diawali dengan dibacakannya Jumlah Kecamatan, 

Kelurahan/Desa/Nagari, TPS, Jumlah Pemilih dan Jumlah Pemilih Baru dan Data Pemilih dengan 

Status TMS oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Lima Puluh Kota 

atas nama Zulwida Rahmayeni yang didampingi oleh Kasubag Perencanaan data dan informasi serta 
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operator Sidalih. Adapun rincian dari hasil Rekapitulasi DPT untuk Kota Bukittinggi adalah sebagai 

berikut: 

 

Jumlah 

Kecamatan 

Jumlah 

Desa/Kel/Nagari 

Jumlah 

TPS 

Jumlah Pemilih 

L P L+P 

3 24 206 47.894 49.623 97.517 

 

Jumlah Kecamatan 3 

Jumlah Desa/Kel/Nagari 24 

Jumlah TPS 206 

Jumlah DPT 97.517 

Jumlah Pemilih DPS 97.516 

Jumlah Pemilih Baru 

Pemilih Baru 670 

Jumlah Pemilih TMS 

Meninggal 77 

Ganda 14 

Dibawah Umur 0 

Pindah Domisili 577 

WNA 1 

TNI 0 

POLRI 0 

Salah Penempatan TPS 0 

Total Pemilih TMS 669 

Jumlah Pemilih Ubah 833 

Jumlah DPT 97.517 

Selisih DPS Pilkada 2024 >< DPT Pilkada 2024 1 

 

Pada Pembacaan Rekapitulasi DPT Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat untuk 

Kota Bukittinggi selesai pada pukul 11.11 WIB. Tidak terdapat masukan dan tanggapan dari peserta 

Rapat Pleno Rkapitulasi DPT Tingkat Provinsi Sumatera Barat. 
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4. Lima Puluh Kota: 

Pembacaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi 

Sumatera Barat untuk Kabupaten Lima Puluh Kota dibacakan pada pukul 11.13 WIB. Pembacaan 

Hasil Rekapitulasi DPT Kabupaten Lima Puluh Kota diawali dengan dibacakannya Jumlah 

Kecamatan, Kelurahan/Desa/Nagari, TPS, Jumlah Pemilih dan Jumlah Pemilih Baru dan Data Pemilih 

dengan Status TMS oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Lima Puluh 

Kota atas nama Wendi Ahmad Wahyudi yang didampingi oleh Kasubag Perencanaan data dan 

informasi serta operator Sidalih. Adapun rincian dari hasil Rekapitulasi DPT untuk Kabupaten Lima 

Puluh Kota adalah sebagai berikut: 

 

Jumlah 

Kecamatan 

Jumlah 

Desa/Kel/Nagari 

Jumlah 

TPS 

Jumlah Pemilih 

L P L+P 

13 79 637 143.235 147.630 290.865 

 

Jumlah Kecamatan 13 

Jumlah Desa/Kel/Nagari 79 

Jumlah TPS 637 

Jumlah DPT 290.865 

Jumlah Pemilih DPS 291.679 

Jumlah Pemilih Baru 

Pemilih Baru 844 

Jumlah Pemilih TMS 

Meninggal 465 

Ganda 98 

Dibawah Umur 0 

Pindah Domisili 1.084 

WNA 0 

TNI 2 

POLRI 9 

Salah Penempatan TPS 0 

Total Pemilih TMS 1.658 

Jumlah Pemilih Ubah 755 

Jumlah DPT 290.865 

Selisih DPS Pilkada 2024 >< DPT Pilkada 2024 -814 
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Pada Pembacaan Rekapitulasi DPT Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi  Sumatera Barat untuk 

Kabupaten Lima Puluh Kota selesai pada pukul 11.17 WIB. Tidak terdapat masukan dan tanggapan 

dari peserta Rapat Pleno Rekapitulasi DPT tingkat Provinsi Sumatera Barat. 

 

5. Kabupaten Tanah Datar: 

Pembacaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi 

Sumatera Barat untuk Kabupaten Tanah Datar dibacakan pada pukul 11.26 WIB. Pembacaan Hasil 

Rekapitulasi DPT Kabupaten Tanah Datar diawali dengan dibacakanya Jumlah Kecamatan, 

Kelurahan/Desa/Nagari, TPS. Jumlah Pemilih dan untuk rincian data Pemilih Baru dan Data Pemilih 

dengan Status TMS dibacakan oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi. Adapun rincian 

dari hasil Rekapitulasi DPT untuk Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut: 

Jumlah 

Kecamatan 

Jumlah 

Desa/Kel/Nagari 

Jumlah 

TPS 

Jumlah Pemilih 

L P L+P 

14 75 845 138.285 142.041 280.326 

 

 
Jumlah Kecamatan 14 

Jumlah Desa/Kel/Nagari 75 

Jumlah TPS 845 

Jumlah DPT 280.326 

Jumlah Pemilih Baru 

Pemilih Baru 1.017 

Jumlah Pemilih TMS 

Meninggal 247 

Ganda 106 

Dibawah Umur 0 

Pindah Domisili 1.142 

WNA 0 

TNI 0 

POLRI 4 

Salah Penempatan TPS 0 

Total Pemilih TMS 1.499 

Jumlah Pemilih Ubah 1.864 

Jumlah DPT 280.326 

Selisih DPS Pilkada 2024 >< DPT Pilkada 2024 -482 
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Terhadap data ini terdapat saran perbaikan yang telah disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Tanah Datar 

sebanyak 20 saran Perbaikandan semua sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Tanah Datar. 

Pada Pembacaan Rekapitulasi DPT Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi  Sumatera Barat untuk 

Kabupaten Tanah Datar, terdapat masukan dan tanggapan dari peserta Rapat Pleno yaitu 

No Uraian Saran dan Masukan 

1 Bawaslu Sumbar Di kecamatan Batipuah Selatan terdapat 3 WNA, 

apakah memang WNA tersebut sudah hilang dari 

daftar pemilih, maka perlu dilakukan uji petik 

terhadap hal ini. 

Jawaban KPU  Ketika rekap di tingkat Kabupaten, KPU sudah 

dikunjugi oleh imigrasi. Terhadap pemilih ini 

statusnya masih WNA, pada kunjungan tersebut dan 

sudah dilakukan kroscek dan ketika coklit namanya 

sudah di TMS kan sehingga jika sudah di cek di DPT 

online namanya tidak ada. 

 

6. Kota Solok: 

Pembacaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di 

Provinsi Sumatera Barat untuk Kota Solok dibacakan pada pukul 11.27 WIB. Pembacaan Hasil 

Rekapitulasi DPT Kabupaten Pasaman diawali dengan dibacakannya Jumlah Kecamatan, 

Kelurahan/Desa/Nagari, TPS, Jumlah Pemilih dan Jumlah Pemilih Baru dan Data Pemilih dengan 

Status TMS dibacakan oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Solok, Dessy 

Arisandi yang didampingi oleh Kasubag data dan operator. Adapun rincian dari hasil Rekapitulasi 

DPT untuk Kota Solok adalah sebagai berikut: 

Jumlah 

Kecamatan 

Jumlah 

Desa/Kel/Nagari 

Jumlah 

TPS 

Jumlah Pemilih 

L P L+P 

2 13 118 28.600 29.476 58.076 

 

Jumlah Kecamatan 2 

Jumlah Desa/Kel/Nagari 13 

Jumlah TPS 118 

Jumlah DPT 58.076 

Jumlah Pemilih Baru 

Pemilih Baru 789 

Jumlah Pemilih TMS 
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Meninggal 406 

Ganda 55 

Dibawah Umur 1 

Pindah Domisili 1.043 

WNA 0 

TNI 0 

POLRI 4 

Salah Penempatan TPS 0 

Total Pemilih TMS 1.509 

Jumlah Pemilih Ubah 2.389 

Jumlah DPT 290.111 

Selisih DPS Pilkada 2024 >< DPT Pilkada 2024 122 

 

Pada Pembacaan Rekapitulasi DPT Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat untuk 

Kota Solok tidak terdapat masukan dan tanggapan dari peserta Rapat Pleno. Pembacaan Rekapitulasi 

DPT untuk Kota Solok selesai pada Pukul 11.30 WIB. 

 

7. Kabupaten Pasaman 

Pembacaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di 

Provinsi Sumatera Barat untuk Kabupaten Pasaman dibacakan pada pukul 11.32 WIB. Pembacaan 

Hasil Rekapitulasi DPT Kabupaten Pasaman diawali dengan dibacakannya Jumlah Kecamatan, 

Kelurahan/Desa/Nagari, TPS, Jumlah Pemilih dan Jumlah Pemilih Baru dan Data Pemilih dengan 

Status TMS dibacakan oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Pasaman, 

Sulastri, SE yang didampingi oleh Kasubag data dan operator. Adapun rincian dari hasil Rekapitulasi 

DPT untuk Kabupaten Pasaman adalah sebagai berikut: 

Jumlah 

Kecamatan 

Jumlah 

Desa/Kel/Nagari 

Jumlah 

TPS 

Jumlah Pemilih 

L P L+P 

12 62 605 108.884 110.096 218.980 

 

Jumlah Kecamatan 12 

Jumlah Desa/Kel/Nagari 62 

Jumlah TPS 605 

Jumlah DPT 218.980 

Jumlah Pemilih Baru 
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Pemilih Baru 730 

Jumlah Pemilih TMS 

Meninggal 269 

Ganda 56 

Dibawah Umur 1 

Pindah Domisili 895 

WNA 0 

TNI 0 

POLRI 1 

Salah Penempatan TPS 0 

Total Pemilih TMS 1.222 

Jumlah Pemilih Ubah 875 

Jumlah DPT 218.980 

Selisih DPS Pilkada 2024 >< DPT Pilkada 2024 -492 

 

Pada Pembacaan Rekapitulasi DPT Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat untuk 

Kabupaten Pasaman tidak terdapat masukan dan tanggapan dari peserta Rapat Pleno. Pembacaan 

Rekapitulasi DPT untuk Kabupaten Pasaman selesai pada Pukul 11.35 WIB. 

 

8. Kabupaten Kepulauan Mentawai 

Pembacaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi 

Sumatera Barat untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai dibacakan pada pukul 11.41 WIB. Pembacaan 

Hasil Rekapitulasi DPT Kabupaten Kepulauan Mentawai diawali dengan dibacakanya Jumlah 

Kecamatan, Kelurahan/Desa/Nagari, TPS. Jumlah Pemilih dan untuk rincian data Pemilih Baru dan 

Data Pemilih dengan Status TMS dibacakan oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi. 

Adapun rincian dari hasil Rekapitulasi DPT untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebagai 

berikut: 

Jumlah 

Kecamatan 

Jumlah 

Desa/Kel/Nagari 

Jumlah 

TPS 

Jumlah Pemilih 

L P L+P 

10 143 261 34.552 32.195 66.747 

 

Jumlah Kecamatan 10 

Jumlah Desa/Kel/Nagari 143 

Jumlah TPS 261 
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Jumlah DPT 66.747 

Jumlah Pemilih Baru 

Pemilih Baru 312 

Jumlah Pemilih TMS 

Meninggal 64 

Ganda 15 

Dibawah Umur 11 

Pindah Domisili 174 

WNA 0 

TNI 0 

POLRI 0 

Salah Penempatan TPS 0 

Total Pemilih TMS 264 

Jumlah Pemilih Ubah 216 

Jumlah DPT 66.747 

Selisih DPS Pilkada 2024 >< DPT Pilkada 2024 48 

 

Selama pelaksanaan rekapitulasi  KPU Kab. Kpulauan Mentawai menerima surat dari kepala desa 

singakak terkait perubahan TPS dan menerima saran perbaikan dari panwascam .  

Terdapat 1 TPS untuk penambahan TPS, dimana jarak antar dusun dengan TPS tersebut jauh apabila 

tetap kita pertahankan maka TPS tersebut terletak diletakkan di tengah-tengah hutan sehingga 

kemungkinan warga tidak akan datang untuk memilih. 

Pada Pembacaan Rekapitulasi DPT di Tingkat Provinsi Sumatera Barat untuk Kabupaten Kepulauan 

Mentawai tidak terdapat masukan dan tanggapan dari peserta Rapat Pleno.  

 

9. Kota Sawahlunto 

Pembacaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi 

Sumatera Barat untuk Kota Sawahlunto dibacakan pada pukul 11.40 WIB. Pembacaan Hasil 

Rekapitulasi DPT Kota Padang diawali dengan dibacakanya Jumlah Kecamatan, 

Kelurahan/Desa/Nagari, TPS. Jumlah Pemilih oleh Ketua KPU Kota Sawahlunto dan untuk rincian 

data Pemilih Baru dan Data Pemilih dengan Status TMS dibacakan oleh Ketua Divisi Perencanaan, 

Data dan Informasi KPU Kota Sawahlunto. Adapun rincian dari hasil Rekapitulasi DPT untuk Kota 

Sawahlunto adalah sebagai berikut: 
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Jumlah 

Kecamatan 

Jumlah 

Desa/Kel/Nagari 

Jumlah 

TPS 

Jumlah Pemilih 

L P L+P 

4 37 111 24923 24650 49573 

 

Pada 

Pembacaan Rekapitulasi DPT Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi  Sumatera Barat untuk Kota 

Sawahlunto, tidak terdapat masukan dan tanggapan dari peserta Rapat Pleno. 

 

10. Kabupaten Sijunjung 

Pembacaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi 

Sumatera Barat untuk Kabupaten Sijunjung dibacakan pada pukul 11.47 WIB. Pembacaan Hasil 

Rekapitulasi DPT Kabupaten Sijunjung diawali dengan dibacakanya Jumlah Kecamatan, 

Kelurahan/Desa/Nagari, TPS. Jumlah Pemilih, data Pemilih Baru dan Data Pemilih dengan Status 

TMS dibacakan oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi. Adapun rincian dari hasil 

Rekapitulasi DPT untuk Kabupaten Sijunjung adalah sebagai berikut: 

 

Jumlah Kecamatan 4 

Jumlah Desa/Kel/Nagari 37 

Jumlah TPS 111 

Jumlah DPT 49.573 

Jumlah Pemilih Baru 

Pemilih Baru 227 

Jumlah Pemilih TMS 

Meninggal 68 

Ganda 32 

Dibawah Umur 0 

Pindah Domisili 226 

WNA 0 

TNI 0 

POLRI 1 

Salah Penempatan TPS 0 

Total Pemilih TMS 327 

Jumlah Pemilih Ubah 229 

Jumlah DPT 49.573 

Selisih DPS Pilkada 2024 >< DPT Pilkada 2024 -100 
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Jumlah 

Kecamatan 

Jumlah 

Desa/Kel/Nagari 

Jumlah 

TPS 

Jumlah Pemilih 

L P L+P 

8 62 445 86.544 86.803 173.347 

 

Jumlah Kecamatan 8 

Jumlah Desa/Kel/Nagari 62 

Jumlah TPS 445 

Jumlah DPT 173.772 

Jumlah Pemilih Baru 

Pemilih Baru 277 

Jumlah Pemilih TMS 

Meninggal 217 

Ganda 32 

Dibawah Umur 0 

Pindah Domisili 450 

WNA 0 

TNI 0 

POLRI 3 

Salah Penempatan TPS 0 

Total Pemilih TMS 702 

Jumlah Pemilih Ubah 650 

Jumlah DPT 173.347 

Selisih DPS Pilkada 2024 >< DPT Pilkada 2024 -425 

 

Pada Pembacaan Rekapitulasi DPT Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi  Sumatera Barat untuk 

Kabupaten Sijunjung, tidak terdapat masukan dan tanggapan dari peserta Rapat Pleno. 

 

11. Payakumbuh 

Pembacaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi 

Sumatera Barat untuk Kota Payakumbuh dibacakan pada pukul 11.52 WIB. Pembacaan Hasil 

Rekapitulasi DPT Kabupaten Pasaman diawali dengan dibacakannya Jumlah Kecamatan, 

Kelurahan/Desa/Nagari, TPS, Jumlah Pemilih dan Jumlah Pemilih Baru dan Data Pemilih dengan 

Status TMS dibacakan oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Payakumbuh, 
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Orisko Zulkifli yang didampingi oleh Kasubag data dan operator. Adapun rincian dari hasil 

Rekapitulasi DPT untuk Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut: 

Jumlah 

Kecamatan 

Jumlah 

Desa/Kel/Nagari 

Jumlah 

TPS 

Jumlah Pemilih 

L P L+P 

5 47 200 51.336 52.972 104.308 

 

Jumlah Kecamatan 5 

Jumlah Desa/Kel/Nagari 47 

Jumlah TPS 200 

Jumlah DPT 104.308 

Jumlah Pemilih Baru 

Pemilih Baru 455 

Jumlah Pemilih TMS 

Meninggal 119 

Ganda 98 

Dibawah Umur 0 

Pindah Domisili 438 

WNA 1 

TNI 1 

POLRI 0 

Salah Penempatan TPS 0 

Total Pemilih TMS 657 

Jumlah Pemilih Ubah 183 

Jumlah DPT 104.308 

Selisih DPS Pilkada 2024 >< DPT Pilkada 2024 -202 

 

Pada Pembacaan Rekapitulasi DPT Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat untuk 

Kota Payakumbuh, tidak terdapat masukan dan tanggapan dari peserta Rapat Pleno. Pembacaan 

Rekapitulasi DPT untuk Kota Payakumbuh selesai pada Pukul 11.55 WIB. 

 

12. Kabupaten Padang Pariaman 

Pembacaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi 

Sumatera Barat untuk Kabupaten Padang Pariaman dibacakan pada pukul 11.56 WIB. Pembacaan 

Hasil Rekapitulasi DPT Kabupaten Padang Pariaman diawali dengan dibacakanya Jumlah Kecamatan, 
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Kelurahan/Desa/Nagari, TPS. Jumlah Pemilih dan untuk rincian data Pemilih Baru dan Data Pemilih 

dengan Status TMS dibacakan oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi. Adapun rincian 

dari hasil Rekapitulasi DPT untuk Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut: 

Jumlah 

Kecamatan 

Jumlah 

Desa/Kel/Nagari 

Jumlah 

TPS 

Jumlah Pemilih 

L P L+P 

17 103 845 160.427 163.427 323.514 

 

Terdapat 22 saran perbaikan yang telah disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman. 

Seluruh saran perbaikan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman.  

Pada Pembacaan Rekapitulasi DPT di Tingkat Provinsi Sumatera Barat untuk Kabupaten Padang 

Pariaman tidak  terdapat masukan dan tanggapan dari peserta Rapat Pleno.  

 

13. Kota Padang 

Pembacaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi 

Sumatera Barat untuk Kota Padang dibacakan pada pukul 12.01 WIB. Pembacaan Hasil Rekapitulasi 

Jumlah Kecamatan 17 

Jumlah Desa/Kel/Nagari 103 

Jumlah TPS 845 

Jumlah DPT 323.514 

Jumlah Pemilih Baru 

Pemilih Baru 1.123 

Jumlah Pemilih TMS 

Meninggal 316 

Ganda 199 

Dibawah Umur 5 

Pindah Domisili 1.715 

WNA 0 

TNI 4 

POLRI 1 

Salah Penempatan TPS 0 

Total Pemilih TMS 2.240 

Jumlah Pemilih Ubah 1.692 

Jumlah DPT 323.514 

Selisih DPS Pilkada 2024 >< DPT Pilkada 2024 -1.117 
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DPT Kota Padang diawali dengan dibacakanya Jumlah Kecamatan, Kelurahan/Desa/Nagari, Jumlah 

Pemilih, rincian data Pemilih Baru dan Data Pemilih dengan Status TMS yang dibacakan oleh Ketua 

Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Padang. Adapun rincian dari hasil Rekapitulasi 

DPT untuk Kota Padang adalah sebagai berikut: 

Jumlah 

Kecamatan 

Jumlah 

Desa/Kel/Nagari 

Jumlah 

TPS 

Jumlah Pemilih 

L P L+P 

11 104 1.487 324.508 340.618 665.126 

 

Pada 

Pembacaan Rekapitulasi DPT Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi  Sumatera Barat untuk Kota 

Padang, tidak terdapat masukan dan tanggapan dari peserta Rapat Pleno. 

 

14. Kota Pariaman 

Pembacaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi 

Sumatera Barat untuk Kota Pariaman dibacakan pada pukul 12.06 WIB. Pembacaan Hasil Rekapitulasi 

DPT Kabupaten Pasaman diawali dengan dibacakannya Jumlah Kecamatan, Kelurahan/Desa/Nagari, 

Jumlah Kecamatan 11 

Jumlah Desa/Kel/Nagari 104 

Jumlah TPS 1.487 

Jumlah DPT 665.126 

Jumlah Pemilih Baru 

Pemilih Baru 3.477 

Jumlah Pemilih TMS 

Meninggal 585 

Ganda 144 

Dibawah Umur 4 

Pindah Domisili 3.747 

WNA 0 

TNI 2 

POLRI 7 

Salah Penempatan TPS 0 

Total Pemilih TMS 4.489 

Jumlah Pemilih Ubah 2.649 

Jumlah DPT 665.126 

Selisih DPS Pilkada 2024 >< DPT Pilkada 2024 -1012 
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TPS, Jumlah Pemilih dan Jumlah Pemilih Baru dan Data Pemilih dengan Status TMS dibacakan oleh 

Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Pariaman Afriwaty Zen yang didampingi 

oleh Kasubag data dan operator. Adapun rincian dari hasil Rekapitulasi DPS untuk Kota Pariaman 

adalah sebagai berikut: 

Jumlah 

Kecamatan 

Jumlah 

Desa/Kel/Nagari 

Jumlah 

TPS 

Jumlah Pemilih 

L P L+P 

4 71 163 36.323 36.337 72.660 

 

Jumlah Kecamatan 4 

Jumlah Desa/Kel/Nagari 71 

Jumlah TPS 163 

Jumlah DPT 72.660 

Jumlah Pemilih Baru 

Pemilih Baru 455 

Jumlah Pemilih TMS 

Meninggal 110 

Ganda 55 

Dibawah Umur 1 

Pindah Domisili 520 

WNA 0 

TNI 2 

POLRI 4 

Salah Penempatan TPS 0 

Total Pemilih TMS 692 

Jumlah Pemilih Ubah 385 

Jumlah DPT 72.660 

Selisih DPS Pilkada 2024 >< DPT Pilkada 2024 -10 

 

Pada Pembacaan Rekapitulasi DPT Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat untuk 

Kota Pariaman terdapat masukan dan tanggapan dari peserta Rapat Pleno yakni dari Bawaslu Provinsi 

Sumatera Barat yakni dari Muhamad Khadafi, S.Kom (Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi 

Masyarakat dan Hubungan Masyarakat) yang menyampaikan bahwasanya berdasarkan informasi dari 

Bawaslu Kota Pariaman terdapat 1 (satu) orang atas nama Haikal yang berstatus sebagai TNI AL yang 

masih masuk ke dalam DPT Kota Pariaman. KPU Kota Pariaman menjawab bahwasanya data yang 
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bersangkutan sudah didapat dari pihak TNI AL bahwasanya yang bersangkutan menjadi TNI AL aktif 

sejak tahun 2022. Informasi ini diterima pada tanggal 20 Septemeber 2024 sedangkan pleno DPT 

tingkat Kota Pariaman dilaksanakan pada tanggal 19 Seotemebr 2024. KPU Provinsi Sumatera Barat 

menjawab akan ditinjau kembali terkait ini dan meminta waktu karena SIDALIH sudah ditutup dan 

dikunci dan akan menyampaikan terkait ini ke KPU RI. 

Pembacaan Rekapitulasi DPT untuk Kota Pariaman selesai pada Pukul 12.17 WIB. 

 

15. Kabupaten Dharmasraya 

Pembacaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi 

Sumatera Barat untuk Kabupaten Dharmasraya dibacakan pada pukul 13.53 WIB. Pembacaan Hasil 

Rekapitulasi DPT Kabupaten Dharmasraya diawali dengan dibacakanya Jumlah Kecamatan, 

Kelurahan/Desa/Nagari, TPS. Jumlah Pemilih dan untuk rincian data Pemilih Baru dan Data Pemilih 

dengan Status TMS dibacakan oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi atas nama Hanna 

Citra Utami. Adapun rincian dari hasil Rekapitulasi DPT untuk Kabupaten Dharmasraya adalah 

sebagai berikut: 

Jumlah 

Kecamatan 

Jumlah 

Desa/Kel/Nagari 

Jumlah 

TPS 

Jumlah Pemilih 

L P L+P 

11 52 416 85.079 83.834 168.913 

 

Jumlah Kecamatan 11 

Jumlah Desa/Kel/Nagari 52 

Jumlah TPS 416 

Jumlah DPT 168.913 

Jumlah Pemilih Baru 

Pemilih Baru 698 

Jumlah Pemilih TMS 

Meninggal 172 

Ganda 141 

Dibawah Umur 2 

Pindah Domisili 540 

WNA 0 

TNI 0 

POLRI 0 

Salah Penempatan TPS 0 
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Total Pemilih TMS 855 

Jumlah Pemilih Ubah 435 

Jumlah DPT 168.913 

Selisih DPS Pilkada 2024 >< DPT Pilkada 2024 169.070><168.913=-157 

 

Pada Pembacaan Rekapitulasi DPT Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi  Sumatera Barat untuk 

Kabupaten Dharmasraya, tidak terdapat masukan dan tanggapan dari peserta Rapat Pleno. 

Dari pergeseran data yang terjadi dari penetapan DPS ke DPT di KPU Dharmasraya Terjadi penurunan 

sebanyak 157 data pemilih dar DPS ke DPT dengan rincian pemilih baru dan pemilih meninggal. 

Saran perbaikan dari bawaslu dhamasraya sudah ditindak lanjuti semua dan data tersebut sudah 

ditindak lanjuti juga dengan uji petik oleh KPU Kabupaten Dharmasraya. Dari semua tingkatan mulai 

dari PPS PPK sudah kami tindak lanjuti. 

 

16. Kabupaten Solok 

Pembacaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi 

Sumatera Barat untuk Kabupaten Solok dibacakan pada pukul 13.58 WIB. Pembacaan Hasil 

Rekapitulasi DPT Kabupaten Agam diawali dengan dibacakanya Jumlah Kecamatan, 

Kelurahan/Desa/Nagari, Jumlah Pemilih, rincian data Pemilih Baru dan Data Pemilih dengan Status 

TMS yang oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Solok yang 

didampingi oleh Kasubag Perencanaan data dan informasi serta operator Sidalih. Adapun rincian dari 

hasil Rekapitulasi DPT untuk Kabupaten Solok adalah sebagai berikut: 

Jumlah 

Kecamatan 

Jumlah 

Desa/Kel/Nagari 

Jumlah 

TPS 

Jumlah Pemilih 

L P L+P 

14 74 906 144.067 146.044 290.111 

 

Jumlah Kecamatan 14 

Jumlah Desa/Kel/Nagari 74 

Jumlah TPS 909 

Jumlah DPT 290.111 

Jumlah Pemilih Baru 

Jumlah Pemilih Baru 789 

Jumlah Pemilih TMS 

Meninggal 406 

Ganda 55 
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Dibawah Umur 1 

Pindah Domisili 1.043 

WNA 0 

TNI 0 

POLRI 4 

Salah Penempatan TPS 0 

Total Pemilih TMS 1.509 

Jumlah Pemilih Ubah 2.389 

Jumlah DPT 290.111 

Selisih DPS Pilkada 2024 >< DPT Pilkada 2024 290.831><290.111=720 

 

Pada Pembacaan Rekapitulasi DPT Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi  Sumatera Barat untuk 

Kabupaten Dharmasraya, tidak terdapat masukan dan tanggapan dari peserta Rapat Pleno. 

 

17. Kota Padang Panjang 

Pembacaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi 

Sumatera Barat untuk Kota Padang Panjang dibacakan pada pukul 14.04 WIB. Pembacaan Hasil 

Rekapitulasi DPS Kota Padang diawali dengan dibacakanya Jumlah Kecamatan, 

Kelurahan/Desa/Nagari, TPS. Jumlah Pemilih dan untuk rincian data Pemilih Baru dan Data Pemilih 

dengan Status TMS dibacakan oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Padang 

Panjang. Adapun rincian dari hasil Rekapitulasi DPT untuk Kota Padang Panjang adalah sebagai 

berikut: 

Jumlah 

Kecamatan 

Jumlah 

Desa/Kel/Nagari 

Jumlah 

TPS 

Jumlah Pemilih 

L P L+P 

2 16 96 21.829 22.493 44.322 

 

Jumlah Kecamatan 2 

Jumlah Desa/Kel/Nagari 16 

Jumlah TPS 96 

Jumlah DPT 44.322 

Jumlah Pemilih Baru 

Jumlah Pemilih Baru 284 

Jumlah Pemilih TMS 

Meninggal 40 



LAPORAN AKHIR PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 

115 
 

Ganda 8 

Dibawah Umur 0 

Pindah Domisili 273 

WNA 0 

TNI 1 

POLRI 0 

Salah Penempatan TPS 0 

Total Pemilih TMS 322 

Jumlah Pemilih Ubah 404 

Jumlah DPT 44.322 

Selisih DPS Pilkada 2024 >< DPT Pilkada 2024 44.360><44.322=38 

 

Dalam hal selama proses tahapan terhadap DPS menuju DPT terdapat pengurangan sebanyak 38 orang 

pemilih. 

Dan terkait dengan rekomendasi sudah di tindak lanjuti oleh PPK dan saran perbaikan serta tanggapan 

juga tidak terdapat juga di saat rekap Tingkat kecamatan dan KPU Kota Padang Panjang. 

Pada Pembacaan Rekapitulasi DPT Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi  Sumatera Barat untuk 

Kota Padang Panjang, tidak terdapat masukan dan tanggapan dari peserta Rapat Pleno. 

Pembacaan rekapitulasi daftar pemilih sementara KPU Kota Padang Panjang berkahir pada pukul 

14.08 wib 

 

18. Kabupaten Agam: 

Pembacaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi 

Sumatera Barat untuk Kabupaten Agam dibacakan pada pukul 14.08 WIB. Pembacaan Hasil 

Rekapitulasi DPT Kabupaten Agam diawali dengan dibacakanya Jumlah Kecamatan, 

Kelurahan/Desa/Nagari, Jumlah Pemilih, rincian data Pemilih Baru dan Data Pemilih dengan Status 

TMS yang oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Agam yang 

didampingi oleh Kasubag Perencanaan data dan informasi serta operator Sidalih. Adapun rincian dari 

hasil Rekapitulasi DPT untuk Kabupaten Agam adalah sebagai berikut: 

Jumlah 

Kecamatan 

Jumlah 

Desa/Kel/Nagari 

Jumlah 

TPS 

Jumlah Pemilih 

L P L+P 

16 92 1.211 189.766 192.639 382.405 

Jumlah Kecamatan 16 

Jumlah Desa/Kel/Nagari 92 
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Pada 

Pembacaan Rekapitulasi DPT Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat untuk 

Kabupaten Agam terdapat masukan dan tanggapan dari LO pasangan calon gubernur dan wakil 

gubernur provinsi Sumtera Barat nomor urut 2 atas nama Zulherman: 

1. Pergeseran data pemilih pada DPS dan DPT 

2. Jumlah pemilih baru yang signifikan di Kabupaten Agam sebanyak 1.613 pemilih 

Disampaikan oleh KPU Kabupaten Agam bahwa jumlah pemilih baru sebanyak 1.613 pemilih di 

kabupaten Agam merupakan pemilih pindahan antar kelurahan dalam kecamatan di kabupaten. 

Sepanjang pemilih memiliki dokumen kependudukan maka dimasukkan ke dalam pemilih baru dengan 

men-TMS-kan pemilih di tempat pemilih yang lama. Pernyataan KPU Kabupaten Agam diperkuat 

oleh Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Provinsi Sumatera Barat bahwa saat ini pada 

pencatatan di dalam sistem data pemilih jika terjadi perpindahan pemilih di berbeda kecamatan/nagari 

di dalam administrasi kependudukannya maka pemilih akan di-TMS-kan dan dijadikan pemilih baru. 

Sehingga jumlah pemilih baru tercatat lebih banyak, pada saat DPS diminta untuk menguraikan 

pemilih baru untuk jumlah pemilih baru (berusia 17-20 tahun). Di kabupaten Agam sendiri untuk 

pemilih baru (berusia 17-20 tahun) berjumlah 209 pemilih.  

Jumlah TPS 1.211 

Jumlah DPT 382.405 

Jumlah Pemilih DPS  383.086 

Jumlah Pemilih Baru 

Pemilih Baru 1.822 

Jumlah Pemilih TMS 

Meninggal 350 

Ganda 201 

Dibawah Umur 5 

Pindah Domisili 1.943 

WNA 1 

TNI 0 

POLRI 3 

Salah Penempatan TPS 0 

Total Pemilih TMS 2.503 

Jumlah Pemilih Ubah 3.897 

Jumlah DPT 382.405 

Selisih DPS Pilkada 2024 >< DPT Pilkada 2024 -681 



LAPORAN AKHIR PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 

117 
 

Rekapitulasi DPT Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat untuk Kabupaten Agam 

selesai pada pukul 14.16 WIB. 

 

19. Kabupaten Solok Selatan 

Pembacaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi 

Sumatera Barat untuk Kabupaten Agam dibacakan pada pukul 14.20 WIB. Pembacaan Hasil 

Rekapitulasi DPT Kabupaten Agam diawali dengan dibacakanya Jumlah Kecamatan, 

Kelurahan/Desa/Nagari, Jumlah Pemilih, rincian data Pemilih Baru dan Data Pemilih dengan Status 

TMS yang oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Solok Selatan yang 

didampingi oleh Kasubag Perencanaan data dan informasi serta operator Sidalih. Adapun rincian dari 

hasil Rekapitulasi DPT untuk Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai berikut: 

Jumlah 

Kecamatan 

Jumlah 

Desa/Kel/Nagari 

Jumlah 

TPS 

Jumlah Pemilih 

L P L+P 

7 39 356 64.071 63.456 127.527 

 

 Jumlah Kecamatan 7 

Jumlah Desa/Kel/Nagari 39 

Jumlah TPS 356 

Jumlah DPT 127.527 

Jumlah Pemilih Baru 

Pemilih Baru 588 

Jumlah Pemilih TMS 

Meninggal 181 

Ganda 36 

Dibawah Umur 0 

Pindah Domisili 692 

WNA 0 

TNI 4 

POLRI 6 

Salah Penempatan TPS 0 

Total Pemilih TMS 919 

Jumlah Pemilih Ubah 3.906 

Jumlah DPT 127.527 

Selisih DPS Pilkada 2024 >< DPT Pilkada 2024 -58 
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Bahwa terhadap pembacaan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap yang dibacakan oleh KPU Kabupaten 

Solok Selatan, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyampaikan tanggapan terkait adanya 2 saran 

perbaikan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan pada saat pelaksanaan rekpaitulasi Tingkat Kabupaten 

yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Solok Selatan terkait  : 

1. Terdapat 23 Pemilih yang bukan merupakan penduduk di Kecamatan Sangir Jujuan berdasarkan 

Surat Keterangan Wali Nagari yang menyatakan 23 penduduk tersebut bukan merupakan 

penduduk setempat; 

2. Terkait penambahan 1 TPS pada Nagari Pakan Rabaa Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh 

dimana posisi TPS jauh dari beberapa pemukiman pemilih karna factor georgarif dan harus 

ditempuh sejauh 4 Kilo meter. 

 

Bahwa terhadap tanggapan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat ditanggapi oleh 

KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU Kabupaten Solok Selatan sebagai berikut : 

1. Terhadap 23 Pemilih yang  bukan merupakan penduduk setempat berdasarkan Surat Keterangan 

Wali Nagari, KPU Provinsi Sumatera Barat menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Solok Selatan 

melakukan pendataan pemilih berdasarkan penduduk yang memiliki administrasi kependudukan 

yang jelas (de Jure), bahwa data pemilih yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan 

tersebut bukan 23 Pemilih namun 27 Pemilih, KPU Provinsi Sumatera Barat mengintruksikan 

kepada KPU Kabupaten Solok Selatan untuk dilakukan uji petik sebanyak 3 pemilih untuk 

membuktikan bahwa benar administrasi kependudukannya berada di Kecamatan Sangir Jujuan 

Kabupaten Solok Selatan, uji petik dilakukan pada saat semua tanggapan dari peserta Rapat Pleno 

selesai disampaikan dengan mekanisme uji petik dilakukan secara terpisah bukan didalam 

rangkaian Rapat Pleno oleh KPU Kabupaten Solok Selatan dengan mengakses Sistem Informasi 

Administrasi Kependudukan disaksikan langsung oleh Staf Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan 

Bawaslu Kabupaten Solok Selatan, Adapun data pemilih yang dilakukan uji petik adalah : 

- Pemilih a.n Peri Antoni berada di TPS 01 Kecamatan Sangir Jujuan, Naragi Padang Limau 

Sundai, Dusun Sibalabeh Ateh; 

- Pemilih a.n Harinastiti berada di TPS 01 Kecamatan Sangir Jujuan, Nagari Padang Limau 

Sundai, Dusun Sibalabeh Ateh. 

- Pemilih a.n Afri Herman berada di TPS 04 Kecamatan Sangir Jujuan, Nagari  Bidar Alam, 

Alamat Pasar Bidar Alam.    

 

Dari 3 data pemilih yang dilakukan uji petik tersebut, diketahui ke 3 pemilih tersebut muncul di 

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan administrasi kependudukannya berada di 

Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan. 
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2. Terhadap penambahan 1 TPS di Nagari Pakan Rabaa Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, KPU 

Provinsi Sumatera Barat melakukan skorsing rapat pleno selama lebih kurang 15 menit untuk 

mendiskusikan hal tersebut, setelah skorsing dicabut pada pukul 16.45 Wib KPU Provinsi 

Sumatera Barat menyampaikan bahwa tidak dapat mengakomodir masukan Bawaslu Provinsi 

Sumatera Barat dikarenakan tahapan penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat KPU 

Kabupaten/Kota telah selesai dilaksanakan dan berakhir pada tanggal 21 September 2024, KPU 

Provinsi Sumatera Barat akan menyarankan KPU Kabupaten Solok Selatan untuk  mendirikan 

TPS di Tengah-tengah domisili pemilih. 

 

Bahwa terkait tanggapan yang disampaikan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat terhadap tidak 

diakomodirnya penambahan TPS, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyampaikan ini sepenuhnya 

kewenangan dari KPU Provinsi Sumatera Barat untuk menetapkannya, terhadap saran perbaikan 

Bawaslu Kabupaten Solok Selatan yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Solok Selatan 

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat akan mengkaji ulang terkait hal tersebut. 

Kemudian setelah penyampaikan masukan dan tanggapan dari perserta Rapat Pleno Rekapitulasi 

Daftar Pemilih Tetap dan seluruh Kabupaten/Kota telah selesai membacakan hasil Rekapitulasi 

tingkat Kabupaten/Kota, KPU Provinsi Sumatera Barat menetapkan Daftar Pemilih Tetap pada 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut : 

 

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) 

PROVINSI SUMATERA BARAT 

KAB/ 

KO 
KEC. KEL/DES/NAG 

JUMLAH 

TPS 
L P 

JUMLAH 

PEMILIH 

19 179 1.265 10.846 2.032.676 2.070. 408 4.103.084 

 

Terdapat TPS reguler sebanyak 10.819 TPS dan TPS Lokasi Khusus sebanyak 27 TPS dengan rincian 

23 TPS di Lapas/Rutan, 1 TPS di Pesantren, 2 TPS berlokasi di Perusahaan, 1 TPS di Panti Sosial.  

setelah ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Provinsi untuk Pemilihan Gubernur, 

Bupati dan Walikota Tahun 2024, KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan proses penandatanganan 

Berita Acara yang nantinya akan diserahkan kepada Pasangan Calon, Bawaslu Provinsi Sumatera 

Barat dan Stakeholder. 

Penyerahan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Sumatera Barat 

disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada pukul 18.00 Wib. 
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Adapaun Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap di Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut: 

Tabel 14 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Sumatera Barat 

Provinsi Kabupaten 
Jumlah 

Kecamatan 

Jumlah 

Kelurahan/Desa 

Jumlah 

TPS 

Jumlah Pemilih 

L P L+P Disabilitas 

Sumatera 

Barat 
Kota Solok 2 13 118 28600 29476 58076 458 

Kab. Solok Selatan 7 39 356 64071 63456 127527 829 

Kab. Tanah Datar 14 75 845 138285 142041 280326 2095 

Kab. Agam 16 92 1211 189766 192639 382405 2684 

Kab. Pasaman Barat 11 90 893 155100 156071 311171 1330 

Kota Padang 11 104 1487 324508 340618 665126 2287 

Kab. Kepulauan Mentawai 10 43 261 34552 32195 66747 251 

Kab. Padang Pariaman 17 103 845 160427 163087 323514 2801 

Kota Sawahlunto 4 37 111 24923 24650 49573            656  

Kab. Sijunjung 8 62 445 86544 86803 173347 1230 

Kab. Pasaman 12 62 605 108884 110096 218980 1539 

Kab. Lima Puluh Kota 13 79 637 143235 147630 290865 2461 

Kota Bukittinggi 3 24 206 47894 49623 97517 485 

Kota Payakumbuh 5 47 200 51336 52972 104308 775 

Kab. Dharmasraya 11 52 416 85079 83834 168913 1241 

Kota Padang Panjang 2 16 96 21829 22493 44322 396 

Kab. Pesisir Selatan 15 182 1042 187253 190343 377596 2755 

Kab. Solok 14 74 909 144067 146044 290111 1435 

Kota Pariaman 4 71 163 36323 36337 72660 856 

TOTAL 179 1265 10846 2032676 2070408 4103084 26564 
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3. Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan: 

Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Pindahan pada Pemilihan 

Serentak Tahun 2024 dilaksanakan pada rentang waktu 17 September 

sampai dengan 20 November 2024, adapun data hasil Pengawasan 

Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan adalah sebagai berikut: 

Tabel 15 Data Hasil Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan 

No Kabupaten/Kota 
Jumlah Pemilih  

Pindah Masuk 

Jumlah Pemilih  

Pindah Keluar 

1 KOTA PADANG 55 22 

2 

KOTA PADANG 

PANJANG 39 29 

3 KOTA SAWAHLUNTO 40 0 

4 KOTA SOLOK 0 0 

5 KOTA PARIAMAN 144 8 

6 KOTA PAYAKUMBUH 0 0 

7 KOTA BUKITTINGGI 27 13 

8 KAB. AGAM 126 39 

9 KAB. DHARMASRAYA 10 0 

10 KAB. SIJUNJUNG 0 0 

11 KAB. SOLOK 115 35 

12 KAB. SOLOK SELATAN 86 4 

13 

KAB. LIMA PULUH 

KOTA 85 36 

14 

KAB. PADANG 

PARIAMAN 6 1 

15 

KAB. PASAMAN 

BARAT 85 18 

16 KAB. PASAMAN 24 7 

17 KAB. PESISIR SELATAN 14 10 

18 KAB. TANAH DATAR 102 60 

19 
KAB. KEPULAUAN 

MENTAWAI 17 11 

 TOTAL 975 293 

Sumber: Hasil Pengawasan 

Adapun berdasarkan Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara untuk 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, 

diketahui jumlah Pemilih Pindahan sebanyak 11.902 dengan rincian laki-laki 

sebanyak 6.357 dan Perempuan sebanyak 5.545. 
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Dalam Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Tambahan ini, jajaran pengawas 

Pemilihan di Provinsi Sumatera Barat melakukan beberapa Upaya Pencegahan 

seperti membentuk Posko Kawal Hak Pilih, Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih, 

Berkoordinasi dengan Stakeholders terkait seperti Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil, KPU, Dinas Pendidikan, Sekolah Menengan Atas (SMA), TNI, 

POLRI dan Pihak lainnya sebagai upaya untuk melakukan upaya pencegahan  agar 

seluruh hak Pilih termasuk Pemilih Pindahan dapat diakomodir pada hari H 

Pemungutan dan Penghitungan Suara. 

 

2.2.2. PENANGANAN PELANGGARAN 

Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih merupakan 

tahapan krusial dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di 

Provinsi Sumatera Barat. Sebagai bagian dari upaya pengawasan, Badan 

Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah melakukan pemantauan secara ketat guna 

mencegah berbagai potensi pelanggaran, seperti pemilih ganda, pencatutan 

identitas, penghilangan hak pilih, serta kesalahan administrasi dalam 

pencocokan dan penelitian (coklit). Berdasarkan hasil pengawasan yang 

dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatear Barat pada tahapan serta sub 

tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih tidak 

terdapat penanganan pelanggaran. Hal ini mencerminkan bahwa seluruh 

proses telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dari aspek 

regulasi maupun prosedur teknis. 

2.2.3. PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN 

Pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih 

Pemilihan Serentak 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tidak menerima 

dan tidak menangani penyelesaian sengketa proses. Hal ini menunjukkan 

bahwa seluruh proses telah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan 

tidak terdapat perselisihan antara peserta Pemilihan, penyelenggara, 

maupun masyarakat terkait hak pilih. Keberhasilan ini didukung oleh 

berbagai faktor, termasuk pengawasan yang ketat oleh Bawaslu, 

keterbukaan dalam pemutakhiran data pemilih, serta koordinasi yang baik 

antara KPU, Disdukcapil, dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, 
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partisipasi aktif masyarakat dalam memastikan validitas data pemilih juga 

turut mencegah potensi sengketa. Dengan tidak adanya sengketa pada 

tahapan ini, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menegaskan bahwa proses 

pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih telah berlangsung secara 

transparan, akurat, dan sesuai dengan prinsip demokrasi, sehingga 

memastikan hak pilih warga negara tetap terjamin dalam Pemilihan 

Serentak Tahun 2024. 

2.3. PUBLIKASI HASIL PENGAWASAN 

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai publikasi 

sebagai bentuk transparansi hasil pengawasan pada tahapan pemutakhiran 

data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Untuk menjangkau masyarakat 

luas, Bawaslu Sumatera Barat memanfaatkan platform media sosial seperti 

Instagram. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat membagikan informasi terkait 

kegiatan pengawasan dan hasilnya, selain itu Bawaslu Provinsi Sumatera 

Barat juga menggelar rapat koordinasi dengan pihak terkait untuk membahas 

pemutakhiran data pemilih. Kegiatan ini bertujuan memastikan akurasi data 

dan mengidentifikasi potensi pelanggaran dalam penyusunan daftar pemilih. 

Bawaslu Sumatera Barat bekerja sama dengan media lokal untuk 

menyebarkan informasi terkait pengawasan pemutakhiran data pemilih. 

Melalui pemberitaan di media, masyarakat dapat memperoleh informasi yang 

akurat mengenai proses dan hasil pengawasan yang dilakukan. Melalui 

berbagai publikasi tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berkomitmen 

menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pemutakhiran 

data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, sehingga masyarakat dapat 

mengawasi dan berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi.  

2.4. INOVASI PENGAWASAN 

Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum 

(Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat telah mengimplementasikan berbagai 

inovasi dalam pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar 

pemilih. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi data 

pemilih dan memastikan hak pilih setiap warga negara terjamin. Dalam 

melakukan pengawasan pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan 
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penyusunan daftar pemilih, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan 

Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih untuk memastikan hak pilih warga 

terjamin. Kegiatan ini melibatkan pemantauan langsung ke lapangan guna 

memastikan tidak ada pemilih yang kehilangan haknya akibat kesalahan 

administrasi atau kelalaian dalam proses pemutakhiran data. 

Selain itu Bawaslu Provinsi Sumatera Barat aktif mengadakan sosialisasi 

kepada masyarakat mengenai pentingnya pemutakhiran data pemilih. Melalui 

berbagai media, termasuk media sosial, masyarakat diberikan informasi 

tentang cara memastikan bahwa mereka terdaftar sebagai pemilih dan langkah 

yang harus diambil jika menemukan ketidaksesuaian data. Pelibatan 

masyarakat serta kolaborasi dengan pihak terkait pada tahapan penyusunan 

daftar pemilih bertujuan untuk sinkronisasi data kependudukan, sehingga 

meminimalisir adanya data pemilih ganda atau tidak valid. 

2.5. KONTROL DAN EVALUASI 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah 

melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan selama tahapan Pemutakhiran 

Data Pemilih serta Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak 

Tahun 2024. Pengawasan dilakukan sesuai koridor peraturan-perundang 

undangan yang berlaku. Selama tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan 

Penyusunan Daftar Pemilih Tetap berlangsung, Bawaslu Provinsi Sumatera 

Barat mengutamakan pencegahan. Hal tersebut dipandang dapat 

mengoptimalkan pengawasan serta dapat memberi rambu-rambu jauh lebih 

cepat baik kepada sesama penyelenggara Pemilu, peserta pemilu serta 

masyarakat. Pelaksanaan pengawasan pada tahapan pemutakhiran data 

pemilih dimulai dari tahapan pencocokan dan pemutakhiran data pemilih 

(coklit) yang dilakukan oleh Pantarlih. Pada tahapan ini salah satu yang 

menjadi kendala proses pengawasan adalah keterbatasan jumlah SDM 

Pengawas pada tingkat adhoc. Tidak seimbangnya jumlah pengawas adhoc 

dengan petugas mutarlih menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan 

dengan optimal. Pengawasan pada tahapan pencocokan dan pemutakhiran 

data pemilih tidak dapat dilakukan secara melekat pada masing-masing 

Pantarlih. Strategi yang dilakukan untuk dapat memberikan arahan kepada 
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jajaran jajaran tingkat adhoc untuk melakukan pengawasan melekat pada 1 

(satu) Pantarlih. 

Kendala lainnya koordinasi antara pengawas adhoc dengan petugas mutarlih 

yang kurang baik. Beberapa kali ditemui kondisi dimana Pantarlih tidak 

memberikan informasi kapan pelaksanaan coklit dilakukan. Hal ini 

menyebabkan jajaran pengawas adhoc Bawaslu Provinsi Sumatera Barat 

tidak dapat melakukan pengawasan secara melekat pada saat pelaksanaan 

coklit. 

Pengawasan pada tahapan pencocokan dan pemutakhiran pemilih juga 

mengalami kendala pada pengawasan di daerah perbatasan. Ketidakjelasan 

batas antar wilayah menyebabkan Pengawas kesulitan untuk mengawasi TPS 

yang berada di lokasi tersebut, apakah masuk ke dalam wilayah 

pengawasannya atau tidak. Masalah lain yang ada pada tahapan pencocokan 

data dan pemutakhiran data pemilih adalah kurangnya pemahaman Pantarlih 

terhadap regulasi pencoklitan, sehingga seringkali menjadi kendala bagi 

pengawas dalam untuk melakukan pengawasan dan mengisi alat kerja 

pengawasan. 

Akses dan sarana prasarana juga menjadi kendala pada pelaksanaan 

pengawasan pencocokan dan pemutakhiran data pemilih. Lokasi pengawas 

adhoc ke TPS tempat dilakukan coklit yang jauh menjadi hambatan pada saat 

melakukan pengawasan karena membutuhkan waktu lebih. Kondisi ini 

menyebabkan Pengawas adhoc hanya dapat menjangkau satu wilayah saja 

pada saat pengawasan sementara petugas Pantarlih yang lain telah melakukan 

coklit di TPS yang lain. 

Selain itu Pelaksanaan pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih tidak 

berjalan optimal, hal ini dikarenakan jajaran pengawas Pemilihan tidak 

mendapatkan data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dan 

Model-A Daftar Pemilih, sehingga Perlu terdapat regulasi/aturan yang lebih 

jelas yang mengatur tentang pemutakhiran data pemilih agar Bawaslu 

mendapatkan akses terhadap data pemilih khusunya terkai DP4 dan Model-A 

Daftar Pemilih. 
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BAB III PENGAWASAN PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN 

PASANGAN CALON PERSEORANGAN 

3.1 Persiapan Pengawasan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 

pada tahapan pencalonan diawasi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melalui 

Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan. Pada Bab II Pelaksanaan Pengawasan ini 

menyajikan pelaksanaan pengawasan pencalonan yang sudah dilakukan oleh Tim 

Fasilitasi Pengawasan Pencalonan yang diantaranya adalah: 

3.2 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilihan 

1.   Kerawanan dan Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) 

Kerawanan pemilihan mencakup segala hal yang berpotensi mengganggu atau 

menghambat jalannya pemilihan yang demokratis. Terhadap hal itu, Bawaslu 

Provinsi Sumatera Barat melakukan pemetaan kerawanan pada proses Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil 

Walikota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan sudah tersampaikan kepada 

stakeholder dengan melakukan kegiatan Peluncuran Peta Kerawanan Pemilihan 

Serentak Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat. 

Metodologi dalam penyusunan peta kerawanan yang dilakukan oleh Bawaslu 

Provinsi Sumatera Barat dengan melakukan pengumpulan data diantaranya adalah: 

1. Data IKP Tahun 2024 yang dijadikan bahan awal dalam penyusunan; 

2. Hasil Pengawasan Pemilu yang dijadikan data pendukung dalam 

penyusunan; dan 

3. Informasi yang didapat dari Bawaslu Kabupaten/Kota yang tersebar 

di 19 Kabupaten/Kota terhadap kondisi sosial dan politik masing-

masing daerah. 

Terhadap indikator dalam penyusunan peta kerawanan yang dilakukan diantaranya 

adalah: 

1. Pelanggaran Kode Etik; 
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2. Intimidasi; 

3. Konflik Sosial; dan 

4. Netralitas Aparatur Pemerintah. 

Bahwa sesuai dengan hasil peta kerawanan yang sudah diluncurkan oleh Bawaslu 

Provinsi Sumatera Barat, pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Sumatera Barat 

Tahun 2024 dengan kategori Rawan Sedang dan sudah dirilis ke stakeholder 

terkait berdasarkan Surat Undangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor 

246/PM.05/K.SB/07/2024, tanggal 26 Juli 2024 dengan Tema Kegiatan 

Pengawasan Pemilu Partisipatif Bersama Organisasi Masyarakat dalam Rangka 

“Rilis Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi 

Sumatera Barat” yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2024 di ZHM Premiere 

Hotel Padang. 

Gambar 2 Tingkat Kerawanan Provinsi Sumatera Barat pada Pemilihan 

Tahun 2024 

 

Adapun Rawan Sedang yang dimaksud berada di tahapan pencalonan, kampanye, 

pungut hitung dan Rekapitulasi Hasil, sedangkan terhadap tahapan pencalonan 

dengan rincian Peta Kerawanan diantaranya adalah: 

1. Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum/Pemilihan; 
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2. Netralitas Aparatur SipIl Negara (ASN), TNI, dan/atau Polri; dan 

3. Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum 

dan/atau Pemilihan. 

4.   Perencanaan Pengawasan 

Bahwa Terhadap rincian kerawanan pada tahapan pencalonan tersebut, Bawaslu 

Provinsi Sumatera Barat menentukan langkah-langkah antisipasi yang harus 

dilakukan sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dan sengketa proses 

pada pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024 sebagai berikut: 

1. Melakukan pencegahan dan menyampaikan surat imbauan kepada 

penyelenggara Pemilihan dan Peserta Pemilihan Pada setiap Tahapan 

yang dilakukan; 

2. Melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada masyarakat 

dan stakeholder terkait termasuk kepada ASN/TNI/Polri dalam 

berbagai bentuk Program dan Kegiatan Seperti Kampung Pengawasan 

Pemilu Partisipatif, Kerjasama antar Lembaga, Audiensi, Konferensi 

Pers, Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif menggunakan Media 

Daring dan Bentuk kegiatan dan Program lainnya; 

3. Melakukan koordinasi dengan BPBD terkait dengan potensi bencana 

alam yang bisa mengganggu jalannya tahapan Pemilihan di Sumatera 

Barat; 

4. Menyampaikan saran Perbaikan/Rekomendasi atas Pelaksanaan 

Penyelenggaraan Pemilihan oleh jajaran KPU Provinsi Sumatera 

Barat dalam hal Pelaksanaan Tahapan tidak sesuai dengan Peraturan 

Perundang-undangan di Setiap Tahapan.  
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Tabel 16 Kegiatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam Rangka 

Persiapan Menghadapi Tahapan Pencalonan 

No Kegiatan 

Pencegahan 

Materi 

Pencegahan 

Waktu dan 

tempat 

Pelaksanaan 

Peserta 

1 Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi 

Persiapan 

Pengawasan 

Penyerahan 

Dokumen Syarat 

Dukungan Bakal 

Pasangan Calon 

Perseorangan 

Pilkada Serentak 

2024 

06 Mei 2024 

Zoom Meeting 

Bawaslu 

Kabupaten 

Kota 

2 Rapat Kerja 

Teknis 

Rapat Kerja Teknis 

Pengawasan 

Pencalonan 

Gubernur dan 

Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil 

Bupati, Serta 

Walikota dan Wakil 

Walikota Tahun 

2024 di Provinsi 

Sumatera Barat 

23 sd 24 Agustus 

2024 

Balcone Hotel 

and Resort 

Bawaslu 

Kabupaten 

Kota dan 

Media 

Selain melakukan fokus, strategi dan kegiatan-kegiatan dalam agenda 

meminimalisir pelanggaran pada tahapan pencalonan, Bawaslu Provinsi Sumatera 

Barat juga membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan melalui Surat 

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat 
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Nomor: 68/PM.00.01/K.SB/06/2024 Perubahan atas Keputusan Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Nomor: 35/HK.01.01/K.SB/05/2024 Tentang Tim Fasilitasi 

Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang ditetapkan 

pada tanggal 05 Juni 2024. 

Di dalam struktur tim fasilitasi terdapat semua perwakilan divisi di Bawaslu 

Provinsi Sumatera Barat. Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Bawaslu Provinsi 

Sumatera Barat bertugas mengidentifikasi, menganalisis dan mengintegrasikan 

hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi 

pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses 

pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui form A 

yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti 

pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses melalui 

form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi 

potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan 

menyusun publikasi hasil pengawasan dan menggunakan SILONKADA untuk 

melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. 

Bahwa dalam rangka persiapan menghadapi tahapan pendaftaran bakal pasangan 

calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, tim fasilitasi 

pengawasan pencalonan di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat membentuk piket 

penerimaan permohonan Sengketa Pemilihan pada Tahapan Pendaftaran Bakal 

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dalam Pemilihan 

Serentak Tahun 2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. 

Pada pengawasan tahapan pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, melalui Tim Fasilitasi Pengawasan 

Pencalonan melakukan upaya pencegahan dan aktivitas pencegahan pada proses 

pencalonan. 

Pada pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera 

Barat Tahun 2024, calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat 

yang ditetapkan sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta 
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pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 berdasarkan 

Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penetapan 

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tertanggal 22 

September 2024 dan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 

2024 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur Sumatera Barat tertanggal 23 September 2024 yang berjumlah 2 (dua) 

pasangan calon. Kedua pasangan calon beserta nomor urutnya tersebut adalah: 

1.  H. Mahyeldi, S.P., dan Vasko Ruseimy, S.T. 

2.  H.Epyardi Asda, M.Mar. dan H. Ekos Albar, S.E., M.M. 

Sementara itu, tidak ada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur 

Provinsi Sumatera Utara yang mendaftar dan ditetapkan dari jalur perseorangan. 

Sepanjang tahapan pencalonan, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 

proses pengawasan dari awal pelaksanaan sub tahapan pengumuman penyerahan 

dokumen syarat dukungan minimal hingga sub tahapan Pengundian dan 

pengumuman nomor urut pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera 

Barat pada Pemilihan Tahun 2024. Uraian pelaksanaan pengawasan pada sub 

tahapan sebagaimana dimaksud untuk pengawasan pada tahapan pencalonan dari 

jalur perseorangan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 17 Uraian Pelaksanaan Pengawasan Pada Sub Tahapan Pencalonan 

Perseorangan 

No 
Sub Tahapan 

Pencalonan 

Fokus 

Pengawasan 

Locus 

Pengawasan 

Output 

Pengawasan 

1 Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan 

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 

 Pengumuman 

pelaksanaan penyerahan 

dokumen syarat 

dukungan minimal 

Pengumuman 

KPU Provinsi 

Sumatera Barat 

Nomor: 

19/PL.02.2-

Web dan Akun 

Resmi Media 

Sosial KPU 

Provinsi 

Sumatera Barat 

Laporan Hasil 

Pengawasan 

Pemilihan 

(LHP) 
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No 
Sub Tahapan 

Pencalonan 

Fokus 

Pengawasan 

Locus 

Pengawasan 

Output 

Pengawasan 

Pu/13/2024 

 Bahwa pada hari Minggu, 05 Mei 2024 KPU Provinsi Sumatera Barat 

mengeluarkan pengumuman Nomor: 19/PL.02.2-Pu/13/2024 tentang 

Pelaksanaan Penyerahan Syarat Dukungan Calon Perseorangan Gubernur 

dan Wakil Gubernur Sumatera Barat pada Pemilihan Serentak Nasional 

Tahun 2024 

Pengumuman yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat di 

Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat dan Media Sosial (Instagram, 

Facebook dan X) dengan Akun Resmi KPU Provinsi Sumatera Barat 

berisikan tentang Syarat Dukungan Minimal Pemilih dan Syarat Sebaran 

Kabupaten/Kota, Tempat Pelaksanaan Penyerahan Dukungan Minimal 

dan Waktu Pelaksanaan Penyerahan, dengan rinciannya sebagai berikut : 

a.  Jumlah syarat dukungan minimal pemilih : 347.532 

b.  Jumlah sebaran Kabupaten/Kota : 10 Kabupaten/Kota dari 19 

Kabupaten/Kota  

c.  Tempat pelaksanaan penyerahan dukungan minimal di Kantor KPU 

Provinsi Sumatera Barat, Jalan Pramuka Raya Nomor 9 Lolong 

Belanti, Kec. Padang Utara, Kota Padang. 

d.  Waktu pelaksanaan penyerahan dukungan minimal : 

Tanggal 08 s.d 11 Mei 2024 mulai pukul 08.00 WIB s.d 16.00 WIB dan 

tanggal 12 Mei 2024 mulai pukul 08.00 WIB s.d 23.59 WIB 
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3.2.1 Pencegahan 

a. Pencegahan Tingkat Provinsi 

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan 

Pencalonan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pengawasan 

pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 diantaranya 

menyampaikan himbauan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat, Partai 

Politik sebagai Pengusul Bakal Pasangan Calon, melaksanakan kegiatan 

rapat kerja teknis, rapat koordinasi. 

Tabel 2 

Surat Himbauan dan Instruksi pada Pengawasan Tahapan Pencalonan pada 

Pemilihan Tahun 2024 

No Perihal Nomor dan tanggal Tujuan 

1. Surat Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera 

Barat agar melaksanakan Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan 

Pasangan Calon Perseorangan sesuai dengan jadwal pada lampiran PKPU 

Nomor 2 Tahun 2024 yaitu tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan 19 Agustus 

2024 dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 76/PM.00.01/K.SB/04/2024 tanggal 24 April 2024 Ketua 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat 

No 
Sub Tahapan 

Pencalonan 

Fokus 

Pengawasan 

Locus 

Pengawasan 

Output 

Pengawasan 

Pengumuman penyerahan dokumen dukungan syarat minimal Pasangan 

Calon Perseorangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 pada tanggal 05 Mei 2024 

berlangsung sesuai dengan Sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota menjadi Undang-Undang. 
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2. Surat Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera 

Barat agar melaksanakan tahapan Pengumuman Pendaftaran Pasangan 

Calon, Pendaftaran dan Penelitian Persyaratan Pasangan Calon dan 

Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di 

Provinsi Sumatera Barat dengan mempedomani ketentuan peraturan 

Perundang-undangan dan sesuai dengan lampiran I PKPU Nomor 8 Tahun 

2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. 149/PM.00.01/K.SB/08/2024 

tanggal 16 Agustus 2024 Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Sumatera Barat 

3. Surat Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera 

Barat agar melaksanakan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon dan 

Penelitian Persyaratan Pasangan Calon Pada Pemilihan Serentak Tahun 

2024 di Provinsi Sumatera Barat dengan mempedomani ketentuan 

perundang-undangan. 092/PM.00.01/K.SB/08/2024 tanggal 26 Agustus 

2024 Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat 

4. Surat Imbauan kepada Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur Provinsi Sumatera Barat agar melaksanakan  Ketentuan Pasal 70 

ayat (2) s.d (5) UU Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 2 Pasal 3 ayat (1) 

Permendagri Nomor 74 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (1) dan Ayat (2), pasal 5 

ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 1 Tahun 2018, 

Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2020, Surat Edaran 

Mendagri Nomor 100.2.1.3/4204/SJ tanggal 30 Agustus 2024 dan 

melaksanakan cuti luar tanggungan negara pada pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 178/PM.00.01/K.SB/09/2024 

tanggal 11 September 2024 Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur Provinsi Sumatera Barat, an. 

H. Mahyeldi, S.P., dan Vasko Ruseimy, S.T. serta H.Epyardi Asda, M.Mar. 

dan H. Ekos Albar, S.E., M.M. 
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3.2.2 Penanganan Pelanggaran 

a. Penanganan Pelanggaran Tingkat Provinsi 

Pada masa tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur 

Provinsi Sumatera Barat pada Pemilihan Tahun 2024, tidak terdapat laporan 

maupun temuan yang masuk di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. 

Gambar 3 Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pada Tahapan 

Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 

Tahun 2024 

  

1.   Rekomendasi/ Saran Perbaikan 

Pada masa tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi 

Sumatera Utara pada Pemilihan Tahun 2024, tidak terdapat rekomendasi 

ataupun saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi 

Sumatera Barat dikarenakan tidak terdapat permasalahan pencalonan 

yang signifikan yang terjadi di wilayah provinsi Sumatera Barat. 

  

2.   Tindak Lanjut Rekomendasi/ Saran Perbaikan 

Pada masa tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi 

Sumatera Barat pada Pemilihan Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Sumatera 

Barat tidak menemukan permasalahan yang signifikan dalam pengawasan 
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sehingga tidak ada menerbitkan rekomendasi maupun saran perbaikan pada 

masa pengawasan tahapan tersebut. 

 

3.2.3 Penyelesaian Sengketa Pemilihan 

a. Penyelesaian Sengketa Tingkat Provinsi 

Pada masa tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi 

Sumatera Barat pada Pemilihan Tahun 2024, tidak ada permohonan 

sengketa proses pemilihan yang diterima, ditolak maupun yang diregister di 

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan tidak terdapat adanya gugatan 

sengketa yang masuk di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) 

Medan. 



LAPORAN AKHIR PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 

127 
 

BAB IV PENGAWASAN PENDAFTARAN, PENELITIAN  

PERSYARATAN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON 

4.1 Persiapan Pengawasan 

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menentukan langkah-langkah antisipasi yang 

harus dilakukan sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dan sengketa 

proses pada pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024 sebagai berikut: 

1. Melakukan pencegahan dan menyampaikan surat imbauan kepada 

penyelenggara Pemilihan dan Peserta Pemilihan Pada setiap Tahapan yang 

dilakukan; 

2. Melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada masyarakat dan 

stakeholder terkait termasuk kepada ASN/TNI/Polri dalam berbagai bentuk 

Program dan Kegiatan Seperti Kampung Pengawasan Pemilu Partisipatif, 

Kerjasama antar Lembaga, Audiensi, Konferensi Pers, Sosialisasi 

Pengawasan Pemilu Partisipatif menggunakan Media Daring dan Bentuk 

kegiatan dan Program lainnya; 

3. Melakukan koordinasi dengan BPBD terkait dengan potensi bencana alam 

yang bisa mengganggu jalannya tahapan Pemilihan di Sumatera Barat; 

4. Menyampaikan saran Perbaikan/Rekomendasi atas Pelaksanaan 

Penyelenggaraan Pemilihan oleh jajaran KPU Provinsi Sumatera Barat 

dalam hal Pelaksanaan Tahapan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan di Setiap Tahapan.   
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Tabel 18 Kegiatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam Rangka 

Persiapan Menghadapi Tahapan Pencalonan 

No Kegiatan 

Pencegahan 

Materi 

Pencegahan 

Waktu dan 

tempat 

Pelaksanaan 

Peserta 

1 Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi 

Persiapan 

Pengawasan 

Penyerahan 

Dokumen Syarat 

Dukungan Bakal 

Pasangan Calon 

Perseorangan 

Pilkada Serentak 

2024 

06 Mei 2024 

Zoom Meeting 

Bawaslu 

Kabupaten 

Kota 

2 Rapat Kerja 

Teknis 

Rapat Kerja Teknis 

Pengawasan 

Pencalonan 

Gubernur dan 

Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil 

Bupati, Serta 

Walikota dan Wakil 

Walikota Tahun 

2024 di Provinsi 

Sumatera Barat 

23 sd 24 Agustus 

2024 

Balcone Hotel 

and Resort 

Bawaslu 

Kabupaten 

Kota dan 

Media 

 

Selain melakukan fokus, strategi dan kegiatan-kegiatan dalam agenda 

meminimalisir pelanggaran pada tahapan pencalonan, Bawaslu Provinsi Sumatera 
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Barat juga membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan melalui Surat 

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat 

Nomor: 68/PM.00.01/K.SB/06/2024 Perubahan atas Keputusan Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Nomor: 35/HK.01.01/K.SB/05/2024 Tentang Tim Fasilitasi 

Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang ditetapkan 

pada tanggal 05 Juni 2024. 

Di dalam struktur tim fasilitasi terdapat semua perwakilan divisi di Bawaslu 

Provinsi Sumatera Barat. Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Bawaslu Provinsi 

Sumatera Barat bertugas mengidentifikasi, menganalisis dan mengintegrasikan 

hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi 

pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses 

pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui form A 

yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti 

pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses melalui 

form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi 

potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan 

menyusun publikasi hasil pengawasan dan menggunakan SILONKADA untuk 

melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. 

Bahwa dalam rangka persiapan menghadapi tahapan pendaftaran bakal pasangan 

calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, tim fasilitasi 

pengawasan pencalonan di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat membentuk piket 

penerimaan permohonan Sengketa Pemilihan pada Tahapan Pendaftaran Bakal 

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dalam Pemilihan 

Serentak Tahun 2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.  

4.2 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilihan 

4.2.1 Pencegahan 

a. Pencegahan Tingkat Provinsi 

Pada pengawasan tahapan pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, melalui Tim Fasilitasi Pengawasan 



LAPORAN AKHIR PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 

130 
 

Pencalonan melakukan upaya pencegahan dan aktivitas pencegahan pada proses 

pencalonan. 

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan 

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pengawasan pencalonan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil 

Walikota Tahun 2024 diantaranya menyampaikan himbauan kepada KPU Provinsi 

Sumatera Barat, Partai Politik sebagai Pengusul Bakal Pasangan Calon, 

melaksanakan kegiatan rapat kerja teknis, rapat koordinasi. 

Tabel 19 Surat Himbauan dan Instruksi pada Pengawasan Tahapan 

Pencalonan pada Pemilihan Tahun 2024 

No Perihal Nomor dan tanggal Tujuan 

1. Surat Imbauan kepada 

Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Sumatera Barat 

agar melaksanakan 

Tahapan Pemenuhan 

Persyaratan Dukungan 

Pasangan Calon 

Perseorangan sesuai 

dengan jadwal pada 

lampiran PKPU Nomor 2 

Tahun 2024 yaitu tanggal 

5 Mei 2024 sampai 

dengan 19 Agustus 2024 

dan dilaksanakan sesuai 

dengan peraturan 

perundang-undangan 

yang berlaku. 

76/PM.00.01/K.SB/04/2024 

tanggal 24 April 2024 

Ketua Komisi 

Pemilihan 

Umum 

Provinsi 

Sumatera 

Barat 
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No Perihal Nomor dan tanggal Tujuan 

2. Surat Imbauan kepada 

Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Sumatera Barat 

agar melaksanakan 

tahapan Pengumuman 

Pendaftaran Pasangan 

Calon, Pendaftaran dan 

Penelitian Persyaratan 

Pasangan Calon dan 

Penetapan Pasangan 

Calon Pada Pemilihan 

Serentak Tahun 2024 di 

Provinsi Sumatera Barat 

dengan mempedomani 

ketentuan peraturan 

Perundang-undangan dan 

sesuai dengan lampiran I 

PKPU Nomor 8 Tahun 

2024 Tentang 

Pencalonan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, 

serta Walikota dan Wakil 

Walikota. 

149/PM.00.01/K.SB/08/2024 

tanggal 16 Agustus 2024 

Ketua Komisi 

Pemilihan 

Umum 

Provinsi 

Sumatera 

Barat 
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No Perihal Nomor dan tanggal Tujuan 

3. Surat Imbauan kepada 

Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Sumatera Barat 

agar melaksanakan 

Tahapan Pendaftaran 

Pasangan Calon dan 

Penelitian Persyaratan 

Pasangan Calon Pada 

Pemilihan Serentak 

Tahun 2024 di Provinsi 

Sumatera Barat dengan 

mempedomani ketentuan 

perundang-undangan. 

092/PM.00.01/K.SB/08/2024 

tanggal 26 Agustus 2024 

Ketua Komisi 

Pemilihan 

Umum 

Provinsi 

Sumatera 

Barat 
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No Perihal Nomor dan tanggal Tujuan 

4. Surat Imbauan kepada 

Bakal Pasangan Calon 

Gubernur dan Wakil 

Gubernur Provinsi 

Sumatera Barat agar 

melaksanakan  Ketentuan 

Pasal 70 ayat (2) s.d (5) 

UU Nomor 10 Tahun 

2016, Pasal 2 Pasal 3 ayat 

(1) Permendagri Nomor 

74 Tahun 2016, Pasal 4 

ayat (1) dan Ayat (2), 

pasal 5 ayat (1) dan Pasal 

7 ayat (1) dan ayat (2) 

Permendagri Nomor 1 

Tahun 2018, Pasal 64 

ayat (1) dan ayat (2) 

PKPU Nomor 11 Tahun 

2020, Surat Edaran 

Mendagri Nomor 

100.2.1.3/4204/SJ 

tanggal 30 Agustus 2024 

dan melaksanakan cuti 

luar tanggungan negara 

pada pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur 

Provinsi Sumatera Barat 

Tahun 2024 sesuai 

dengan ketentuan 

178/PM.00.01/K.SB/09/2024 

tanggal 11 September 2024 

Bakal 

Pasangan 

Calon 

Gubernur dan 

Wakil 

Gubernur 

Provinsi 

Sumatera 

Barat, an. 

H. Mahyeldi, 

S.P., dan 

Vasko 

Ruseimy, S.T. 

serta 

H.Epyardi 

Asda, M.Mar. 

dan H. Ekos 

Albar, S.E., 

M.M. 
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b. Pencegahan Tingkat Kabupaten/Kota 

No Perihal Nomor dan tanggal Tujuan 

Peraturan Perundang-

undangan. 
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4.2.2 Penanganan Pelanggaran 

b. Penanganan Pelanggaran Tingkat Provinsi 

Pada tahapan pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak terdapat 

penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat baik berupa 

temuan maupun laporan. 

c. Penanganan Pelanggaran Tingkat Kabupaten/Kota 

Pada tahapan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil 

Walikota terdapat penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Dharmasraya 

sebanyak 3 (tiga) penanganan pelanggaran dengan hasil 2 (dua) merupakan 

pelanggaran dengan rincian 1 (satu) pelanggaran administrasi dan 1 (satu) 

pelanggaran tindak pidana serta 1 (satu) bukan pelanggaran.  

4.2.3 Penyelesaian Sengketa Pemilihan 

a. Penyelesaian Sengketa Tingkat Provinsi 

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada tahapan pencalonan Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa.  

b. Penyelesaian Sengketa Tingkat Kabupaten/Kota 

Bawaslu Kabupaten Kota se Sumatera Barat pada tahapan pencalonan Bupati dan 

Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menerima permohonan penyelesaian 

sengketa yakni di Bawaslu Kabupaten Dharmasraya dan Bawaslu Kabupaten 

Pesisir Selatan. Namun untuk permohonan penyelesaian sengketa tersebut tidak 

diregister dikarenakan tidak memenuhi syarat formil dan materiil. Adapun rincian 

penyelesaian sengketa dimaksud adalah sebagai berikut :
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Tabel 20 Rincian Permohonan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten/Kota 

Identitas 
Pemohon 

Objek Permohonan 
Tanggal 

Pengajuan 
Permohonan 

Tanggal Register 
Permohonan 

Pokok 

Permohonan 
Petitum Status 

Ir.H.ADI 

GUNAWAN, 

MM dan 

ROMI 

SISKA 

PUTRA, 

ST.,M.Si 

1. Surat Komisi 

Pemilihan Umum 

Kabupaten Dharmasraya 

Nomor : 182/PL.02.2-

SD/1310/2/2024 perihal 

Jawaban atas 

Permohonan Pendaftaran 

Pasangan Calon Adi 

Gunawan-Romi Siska 

Putra tertanggal 4 

September 2024 

 

2. Berita Acara Pleno 

Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Dharmasraya 

Nomor : 278/PL.02.2-

BA/1310/2/2024 tentang 

Pembahasan Surat Dari 

Tim Bakal Pasangan 

Calon Adi Gunawan-

Romi Siska Putra 

tertanggal 4 September 

2024  

9 September 

2024 
Tidak diregister 

Bahwa Tindakan 

TERMOHON 

yang tidak 

menerima 

Permohonan 

Pendaftaran 

Pasangan Calon 

PEMOHON 

dengan 

menerbitkan 

Objek Sengketa 

berupa 

Keputusan yang 

dikeluarkan oleh 

TERMOHON 

berupa Surat 

Komisi 

Pemilihan 

Umum 

Kabupaten 

Dharmasraya 

Nomor : 

182/PL.02.2-

 

1. Mengabulkan 

Permohonan 

Pemohon untuk 

seluruhnya; 

 

2. Membatalkan 

Surat Komisi 

Pemilihan 

Umum 

Kabupaten 

Dharmasraya 

Nomor : 

182/PL.02.2-

SD/1310/2024 

perihal Jawaban 

atas Permohonan 

Pendaftaran 

Pasangan Calon 

Adi Gunawan-

Romi Siska 

Putra tertanggal 

4 September 

 

http://m.si/
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Identitas 
Pemohon 

Objek Permohonan 
Tanggal 

Pengajuan 
Permohonan 

Tanggal Register 
Permohonan 

Pokok 

Permohonan 
Petitum Status 

SD/1310/2/2024 

perihal Jawaban 

atas Permohonan 

Pendaftaran 

Pasangan Calon 

Adi Gunawan-

Romi Siska 

Putra tertanggal 

4 September 

2024, serta 

berdasarkan 

Berita Acara 

Pleno Komisi 

Pemilihan 

Umum 

Kabupaten 

Dharmasraya 

Nomor : 

278/PL.02.2-

BA/1310/2/2024 

tentang 

Pembahasan 

Surat Dari Tim 

Bakal Pasangan 

Calon Adi 

2024; 

 

3. Membatalkan 

Berita Acara 

Pleno Komisi 

Pemilihan 

Umum 

Kabupaten 

Dharmasraya 

Nomor : 

278/PL.02.2-

BA/1310/2/2024 

tentang 

Pembahasan 

Surat Dari Tim 

Bakal Pasangan 

Calon Adi 

Gunawan-Romi 

Siska Putra 

tertanggal 4 

September 2024; 

 

4. 

Memerintahkan 

Kepada 
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Identitas 
Pemohon 

Objek Permohonan 
Tanggal 

Pengajuan 
Permohonan 

Tanggal Register 
Permohonan 

Pokok 

Permohonan 
Petitum Status 

Gunawan-Romi 

Siska Putra 

tertanggal 4 

September 2024, 

telah 

menimbulkan 

kerugian yang 

sangat jelas bagi 

PEMOHON, 

karena sampai 

hari terakhir 

masa 

Perpanjangan 

Pendaftaran 

Pasangan Calon 

Bupati dan 

Wakil Bupati 

Kabupaten 

Dharmasraya, 

PEMOHON 

tidak dapat 

mendaftarkan 

diri sebagai 

Pasangan Calon 

Bupati dan 

TERMOHON 

(KPU Kabupaten 

Dharmasraya) 

untuk Menerima 

Pendaftaran 

Pasangan Calon 

Bupati dan 

Wakil Bupat 

Kabupaten 

Dharmasraya 

yang diajukan 

oleh 

PEMOHON; 

 

5. Menyatakan 

Permohonan 

PEMOHON 

sebagai Calon 

Bupati dan 

Wakil Bupati 

Dharmasraya 

Tahun 2024 

memenuhi 

syarat;  
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Identitas 
Pemohon 

Objek Permohonan 
Tanggal 

Pengajuan 
Permohonan 

Tanggal Register 
Permohonan 

Pokok 

Permohonan 
Petitum Status 

Wakil Bupati 

Kabupaten 

Dharmasraya 

pada Pemilihan 

Kepala Daerah 

Tahun 2024, 

padahal 

Permohonan 

PEMOHON 

telah memenuhi 

syarat akumulasi 

perolehan suara 

sah minimal 

10%; 

6. 

Memerintahkan 

TERMOHON 

untuk mengikut 

sertakan 

PEMOHON 

sebagai Calon 

Bupati dan 

Calon Wakil 

Bupati 

Dharmasraya 

Tahun 2024;  

 

7. 

Memerintahkan 

kepada 

TERMOHON 

KPU Kabupaten 

Dharmasraya 

untuk 

melaksanakan 

Putusan ini. 

Hendrajoni 

dan Risnaldi 

Ibrahim  

Surat Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum 

Kabupaten Pesisir Selatan 

25 September 

2024 
- 
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Identitas 
Pemohon 

Objek Permohonan 
Tanggal 

Pengajuan 
Permohonan 

Tanggal Register 
Permohonan 

Pokok 

Permohonan 
Petitum Status 

Nomor 1564 Tahun 2024 

tentang Penetapan 

Pasangan Calon Bupati 

dan Wakil Bupati Pesisir 

Selatan pada Pemilihan 

Serentak Nasional Tahun 

2024 
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4.3 Publikasi Hasil Pengawasan 

Pada pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera 

Barat Tahun 2024, calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat 

yang ditetapkan sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta 

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 berdasarkan 

Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penetapan 

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tertanggal 22 

September 2024 dan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 

2024 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur Sumatera Barat tertanggal 23 September 2024 yang berjumlah 2 (dua) 

pasangan calon. Kedua pasangan calon beserta nomor urutnya tersebut adalah: 

1.   H. Mahyeldi, S.P., dan Vasko Ruseimy, S.T. 

2.   H.Epyardi Asda, M.Mar. dan H. Ekos Albar, S.E., M.M. 

Sementara itu, tidak ada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur 

Provinsi Sumatera Utara yang mendaftar dan ditetapkan dari jalur perseorangan. 

Gambar 4  Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada 

Pemilihan Tahun 2024

 

Bahwa Dari 18 (Delapan Belas) partai politik yang mengikuti Pemilu tahun 2024, 

pasangan calon a.n H. Mahyeldi, S.P., dan Vasko Ruseimy, S.T. yang kemudian 

memperoleh nomor urut 1 diusulkan oleh sebanyak 5 (lima) gabungan partai politik 

dengan total dukungan suara sah sebanyak 1.200.925 (satu Juta Dua Ratus Ribu 
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Sembilan Ratus Dua Puluh Lima) sedangkan H.Epyardi Asda, M.Mar. dan H. Ekos 

Albar, S.E., M.M. yang kemudian memperoleh nomor urut 2 diusulkan oleh 6 

(enam) gabungan partai politik peserta pemilihan di Provinsi Sumatera Barat tahun 

2024 dengan total dukungan suara sah sebanyak 1.241.170 (Satu Juta Dua Ratus 

Empat Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh). 

Gambar 5 Persentase Jumlah Partai Politik Pengusul Pasangan Calon pada 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 

2024

 

         Nama-nama partai politik pengusul serta perolehan suara sah partai 

pengusul pada Pemilu tahun 2024 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 21 Partai Politik Pengusul serta Perolehan Suara Sah Partai Politik 

Pengusul Pasangan Calon pada Pemilu tahun 2024 

NO 

URUT 

NAMA PASLON PARPOL PENGUSUL SUARA 

SAH 

1 H. Mahyeldi, S.P., 

dan 

Vasko Ruseimy, S.T. 

1. Partai Keadilan 

Sejahtera; 

2. Partai Gerakan 

Indonesia Raya 

(Gerindra); 

3. Partai Demokrat; 

4. Partai Persatuan 

Indonesia 

(Perindo); dan 

5. Partai Bulan 

Bintang (PBB). 

1.200.925 

(satu Juta 

Dua Ratus 

Ribu 

Sembilan 

Ratus Dua 

Puluh Lima) 

2 H.Epyardi Asda, M.Mar. 

dan 

H. Ekos Albar, S.E., 

M.M. 

1. Partai Amanat 

Nasional (PAN); 

2. Partai Demokrasi 

Indonesia 

Perjuangan (PDI-

P); 

3. Partai 

Gelombang 

Rakyat Indonesia 

(Gelora); 

4. Partai Golongan 

Karya (Golkar); 

5. Partai Nasional 

Demokrat 

(Nasdem); dan 

6. Partai Buruh 

1.241.170 

(Satu Juta 

Dua Ratus 

Empat Puluh 

Satu Ribu 

Seratus 

Tujuh Puluh) 
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Sepanjang tahapan pencalonan, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 

proses pengawasan dari awal pelaksanaan sub tahapan pengumuman penyerahan 

dokumen syarat dukungan minimal hingga sub tahapan Pengundian dan 

pengumuman nomor urut pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera 

Barat pada Pemilihan Tahun 2024. Uraian pelaksanaan pengawasan pada sub 

tahapan sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 22 Pengawasan pada Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Tahun 

2024 

No Sub Tahapan 

Pencalonan 

Fokus 

Pengawasan 

Locus 

Pengawasan 

 Output 

Pengawasan 

1. Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Gubernur 

dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 

  a Pengumuman 

pelaksanaan 

penyerahan 

dokumen syarat 

dukungan minimal 

Pengumuman 

KPU Provinsi 

Sumatera Barat 

Nomor: 

19/PL.02.2-

Pu/13/2024 

Web dan Akun 

Resmi Media 

Sosial KPU 

Provinsi 

Sumatera Barat 

Laporan Hasil 

Pengawasan 

Pemilihan 

(LHP) 

  

  

  

  

Bahwa pada hari Minggu, 05 Mei 2024 KPU Provinsi Sumatera Barat 

mengeluarkan pengumuman Nomor: 19/PL.02.2-Pu/13/2024 tentang 

Pelaksanaan Penyerahan Syarat Dukungan Calon Perseorangan Gubernur 

dan Wakil Gubernur Sumatera Barat pada Pemilihan Serentak Nasional 

Tahun 2024.  

Pengumuman yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat di Kantor 

KPU Provinsi Sumatera Barat dan Media Sosial (Instagram, Facebook dan 

X) dengan Akun Resmi KPU Provinsi Sumatera Barat berisikan tentang 

Syarat Dukungan Minimal Pemilih dan Syarat Sebaran Kabupaten/Kota, 

Tempat Pelaksanaan Penyerahan Dukungan Minimal dan Waktu 

Pelaksanaan Penyerahan, dengan rinciannya sebagai berikut : 
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No Sub Tahapan 

Pencalonan 

Fokus 

Pengawasan 

Locus 

Pengawasan 

 Output 

Pengawasan 

a.   Jumlah syarat dukungan minimal pemilih : 347.532 

b.   Jumlah sebaran Kabupaten/Kota : 10 Kabupaten/Kota dari 19 

Kabupaten/Kota  

c.   Tempat pelaksanaan penyerahan dukungan minimal di Kantor KPU 

Provinsi Sumatera Barat, Jalan Pramuka Raya Nomor 9 Lolong 

Belanti, Kec. Padang Utara, Kota Padang. 

d.   Waktu pelaksanaan penyerahan dukungan minimal : 

Tanggal 08 s.d 11 Mei 2024 mulai pukul 08.00 WIB s.d 16.00 WIB 

Tanggal 12 Mei 2024 mulai pukul 08.00 WIB s.d 23.59 WIB. 

Pengumuman penyerahan dokumen dukungan syarat minimal Pasangan 

Calon Perseorangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi 

Sumatera Barat Tahun 2024 pada tanggal 05 Mei 2024 berlangsung sesuai 

dengan Sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang. 

  b Penyerahan 

dokumen syarat 

dukungan minimal 

Pasangan Calon 

Dokumen syarat 

dukungan 

minimal 

Pasangan Calon 

Kantor KPU 

Provinsi 

Sumatera Barat 

Laporan Hasil 

Pengawasan 

Pemilihan 

(LHP) 

  Bahwa pada pengawasan langsung Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di 

kantor KPU Provinsi Sumatera Barat tanggal 08 s.d 12 Mei 2024, dengan 

dihari terakhir sampai dengan pukul 23.59 WIB KPU Provinsi Sumatera 

Barat tidak ada menerima dokumen persyaratan dukungan minimal dari 

pasangan calon ataupun perwakilannya.  
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No Sub Tahapan 

Pencalonan 

Fokus 

Pengawasan 

Locus 

Pengawasan 

 Output 

Pengawasan 

2. Pengumuman 

Pendaftaran Pasangan 

Calon Gubernur dan 

Wakil Gubernur 

Provinsi Sumatera Barat 

Tahun 2024 

Pengumuman 

KPU Provinsi 

Sumatera Barat  

tanggal 24 

Agustus 2024 

Kantor, Web 

dan Akun 

Resmi Media 

Sosial KPU 

Provinsi 

Sumatera Barat 

Laporan Hasil 

Pengawasan 

Pemilihan 

(LHP) 

  

  

Bahwa pada tahap pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan 

Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, KPU Provinsi 

Sumatera  Barat menyampaikan surat pengumuman nomor: 21/PL.02.2-

PU/13/2024 tertanggal 24 Agustus 2024 kepada Bawaslu Provinsi Sumatera 

Barat  yang pada pokoknya menyampaikan informasi bahwa akan dibuka 

masa pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera 

Barat  2024 selama 3 (tiga) hari dengan rincian sebagai berikut: 

b.  Hari/Tanggal     : Selasa, 27 Agustus 2024 s.d Rabu, 28 Agustus 2024 

Pukul                  : 08.00 s.d 16.00 WIB 

c.  Hari/Tanggal     : Kamis, 29 Agustus 2024 

Pukul                  : 08.00 s.d 23.59 WIB 

Tempat               : Kantor KPU Provinsi Sumatera  Barat 

Dan selanjutnya akan melaksanakan pemeriksaan kesehatan Jasmani, 

Rohani dan bebas narkotika pada tanggal 30 s.d 31  Agustus 2024 di 

RSUP M.Djamil Padang. 

3. Pendaftaran dan Penelitian Persyaratan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 
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No Sub Tahapan 

Pencalonan 

Fokus 

Pengawasan 

Locus 

Pengawasan 

 Output 

Pengawasan 

  a Pendaftaran 

Pasangan Calon 

Pengawasan 

melekat di 

Kantor KPU 

Provinsi 

Sumatera Barat 

yang dimulai 

pada tanggal 27 

s.d 29 Agustus 

2024 (dengan 

daftar nama-

nama petugas 

yang 

melaksanakan 

pengawasan 

terlampir) 

Kantor KPU 

Provinsi  

Sumatera Barat 

Laporan Hasil 

Pengawasan 

Pemilihan 

(LHP) 

  Bahwa pada pelaksanaan pengawasan melekat di Kantor KPU Provinsi 

Sumatera Barat bahwa pada hari pertama (27 Agustus 2024) pelaksanaan 

pengawasan pendaftaran, bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur Provinsi Sumatera Barat a.n Mahyeldi dan Vasco Ruseimy 

mendaftarkan diri dengan menyampaikan dokumen syarat calon dan syarat 

pencalonan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat dengan Partai Politik 

pengusul yakni Partai Gerindra,Partai Demokrat, Partai Perindo, dan PBB. 

Setelah memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan 

pencalonan dan memastikan kelengkapan dokumen persyaratan calon 

tersebut, KPU Provinsi Sumatera Barat menyatakan pendaftaran Bakal 

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat a.n 

Mahyeldi dan Vasco Ruseimy diterima dan dituangkan dalam Berita Acara 

Nomor: 166/PL.02.2-BA/13/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan 
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No Sub Tahapan 

Pencalonan 

Fokus 

Pengawasan 

Locus 

Pengawasan 

 Output 

Pengawasan 

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024. 

Bahwa pada hari Kedua (28 Agustus 2024) tidak ada bakal pasangan calon 

yang mendaftar ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat. 

Bahwa pada hari ketiga pelaksanaan pengawasan (29 Agustus 2024) sampai 

dengan pukul 23.59 WIB, bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur Provinsi Sumatera Barat a.n Epyardi Asda dan Ekos Albar 

mendaftar ke KPU Provinsi Sumatera Barat dengan menyampaikan dokumen 

syarat calon dan syarat pencalonan dengan Partai Politik pengusulnya yakni 

Partai Nasdem, Partai Golongan Karya, Partai Amanat Nasional (PAN), 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Buruh dan Partai Gelora. 

Setelah memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan 

pencalonan dan memastikan kelengkapan dokumen persyaratan calon 

tersebut, KPU Provinsi Sumatera Barat menyatakan pendaftaran Bakal 

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat a.n 

Epyardi Asda dan Ekos Albar diterima dan dituangkan dalam Berita Acara 

Nomor 167/PL.02.2-BA/13/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan 

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024.   Bahwa pada masa pendaftaran Bakal 

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat 

yang dimulai pada tanggal 27 Agustus 2024 s.d 29 Agustus 2024 terdapat 2 

(dua) pasangan calon yang mendaftar dan menyerahkan dokumen syarat 

calon dan syarat pencalonan. 
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No Sub Tahapan 

Pencalonan 

Fokus 

Pengawasan 

Locus 

Pengawasan 

 Output 

Pengawasan 

  b Pemeriksaan 

Kesehatan 

Pemeriksaan 

kesehatan bakal 

pasangan calon 

Gubernur dan 

Wakil Gubernur 

Provinsi 

Sumatera Barat 

Rumah Sakit 

RSUP M. 

Djamil 

Laporan Hasil 

Pengawasan 

Pemilihan 

(LHP) 

  Bahwa dilaksanakan pengawasan terhadap pemeriksaan kesehatan kepada 

bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera 

Barat a.n Mahyeldi dan Vasko Ruseymi serta Epyardi Asda dan Ekos Albar 

di RSUP M.Djamil Padang sejak 30 sd 31 Agustus 2024. 

Bahwa pada hari pertama (30 Agustus 2024) pemeriksaan kesehatan, bakal 

pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat a.n 

Mahyeldi dan Vasco Ruseimy melakukan pemeriksaan kesehatan. 

Bahwa pada hari kedua (31 Agustus 2024) pemeriksaan kesehatan, bakal 

pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat a.n 

Epyardi Asda dan Ekos Albar melakukan pemeriksaan kesehatan. 

Bahwa pada tanggal 03 September 2024 RSUP M.Djamil Padang melakukan 

penyerahan hasil pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon Gubernur dan 

Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 kepada KPU Provinsi 

Sumatera Barat. 

  c Penelitian 

persyaratan 

administrasi calon 

Dokumen Syarat 

Calon 

  

Kantor KPU 

Provinsi 

Sumatera Barat 

Laporan Hasil 

Pengawasan 

Pemilihan 

(LHP) 
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No Sub Tahapan 

Pencalonan 

Fokus 

Pengawasan 

Locus 

Pengawasan 

 Output 

Pengawasan 

  

  

  

Tahapan penelitian persyaratan administrasi calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan pada tanggal 04 September 

2024. 

Bahwa pada masa tahapan tersebut, KPU Provinsi Sumatera Barat 

menyampaikan surat Nomor: 583/PL.02-2-SD/13/2024 perihal 

Pemberitahuan tertanggal 31 Agustus 2024 terkait pelaksanaan klarifikasi 

dokumen syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 terhadap : 

1) dokumen surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya, surat 

keterangan tidak pernah sebagai terpidana korupsi dan surat 

keterangan tidak sedang dinyatakan pailit, dokumen keterangan 

pemenuhan kewajiban perpajakan, Ijazah pendidikan  S1 dan S2  

terhadap bakal calon wakil gubernur Ekos Albar. 

2) Ijazah SMA, ijazah Sarjana Teknik (S1), dokumen tidak pernah 

dipidana,  bakal calon wakil gubernur a.n Vasko Ruseimy. 

3) Klarifikasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dokumen 

ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di wilayah Sumatera 

Barat terhadap Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi 

Sumatera Barat a.n Mahyeldi, Epyardi Asda dan Ekos Albar, Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat terkait 

Visi, Misi serta Program Bakal Pasangan Calon  Gubernur dan 

Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat atas nama Mahyeldi – 

Vasko Ruseimy dan Epyardi Asda – Ekos Albar. klarifikasi ke 

Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) 

Kemenkumham Bagian Alih Status Kewarganegaraan terhadap ada 

atau tidaknya Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi 

Sumatera Barat (Mahyeldi-Vasco Ruseimy dan Epyardi Asda-Ekos 

Albar) memiliki status kewarganegaraan Asing. 



LAPORAN AKHIR PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 

151 
 

No Sub Tahapan 

Pencalonan 

Fokus 

Pengawasan 

Locus 

Pengawasan 

 Output 

Pengawasan 

4) Perbedaan nama antara nama di Ijazah SMA N 1 Solok dengan KTP 

Elektronik, Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari 

pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal 

calon, Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari 

pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal 

calon, Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara 

perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung 

jawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri 

yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon bakal Calon 

Gubernur a.n Epyardi Asda. 

5) Klarifikasi terhadap dokumen ijazah S1, surat keterangan tidak 

mempunyai tunggakan pajak,  surat keterangan tidak pernah 

dipidana berdasarkan putusan pengadilan, surat keterangan tidak 

sedang dicabut hak pilihnya, surat keterangan tidak sedang memiliki 

tanggungan hutang a.n bakal calon gubernur Mahyeldi. 

Dengan uraian hasil pengawasan sebagai berikut: 

1. Bahwa klarifikasi dokumen bakal calon wakil gubernur a.n Ekos 

Albar terhadap surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya, dimana 

dilakukan scan barcode pada dokumen tidak ditemukan datanya, 

disarankan oleh Hakim Mahkamah Agung RI untuk melakukan 

klarifikasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan 

pengecekan keabsahan dokumen Bakal Calon Wakil Gubernur Ekos 

Albar. Dalam Berita Acara klarifikasi dokumen Mahkamah Agung 

menyampaikan bahwa memang benar Bakal Calon Wakil Gubernur 

Ekos Albar dapat dikeluarkan surat keterangan dimaksud dari 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hasil klarifikasi dari Mahkamah 

Agung RI. KPU ingin memastikan dan meminta dasar hukum atas 
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surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat dengan domisili berbeda yaitu Jakarta Timur. Keterangan 

Hakim di Mahkamah Agung untuk dasar hukum atau aturan yang 

berkaitan dengan hal ini baru bisa di kirim kan nanti melalui file pdf 

karena akan di minta dulu ke bagian Perdata. Keterangan 

pemenuhan kewajiban perpajakan, dengan hasil adalah benar 

dikeluarkan oleh KKP Kramat Jati. Hasil klarifikasi Legalitas ijazah 

S1, benar ijazah tersebut dikeluarkan oleh universitas koperasi 

Indonesia dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, 

sebelumnya bernama institusi manajemen koperasi Indonesia dan 

berubah nama pada tahun 2022 menjadi universitas koperasi 

Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan,Kebudayaan, 

riset dan teknologi Republik Indonesia Nomor 36/E/01/2022. 

Terhadap ijazah S2 Ekos Albar terdaftar sebagai mahasiswa S2-

Manajemen Universitas Borobudur pada Tahun 2006 dan lulus pada 

tahun akademik 2009/ganjil dan ijazah dengan nomor 

550/MM/2010 adalah benar dikeluarkan dan dilegalisasi oleh 

Universitas Borobudur. 

2. Bahwa klarifikasi dokumen ijazah bakal calon gubernur a.n Vasko 

Ruseimy di SMA Negeri 1 Jakarta yang dilaksanakan oleh KPU 

Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 3 September 2024 dengan 

hasil klarifikasi bahwa benar ijazah tersebut sesuai dengan yang 

dikeluarkan dan benar dikeluarkan oleh SMA N 1 Jakarta pada tahun 

2004 dan tidak ada perubahan nama sekolah. klarifikasi Ijazah 

Sarjana Teknik (S1) diperoleh hasil bahwa benar ijazah atas nama 

Vasko Ruseimy dikeluarkan oleh Universitas Indonesia dan benar 

ijazah tersebut sudah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. 

Klarifikasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan hasil bahwa 

benar Surat Keterangan tidak pernah dipidana dan menjalani Pidana 
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dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas nama 

Vasko Ruseimy. Dan KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan 

berita acara Klarifikasi yang ditandatangani oleh Pejabat berwenang 

di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 

3. Hasil Klarifikasi benar SMA Negeri 1 Bukittinggi, SMA Negeri 1 

Solok dan SMA Negeri 2 Payakumbuh adalah Sekolah Lanjutan 

Tingkat Atas (SLTA) dalam kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi 

Sumatera Barat sesuai dengan yang di upload Bakal Calon  

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Sistem 

Aplikasi Pencalonan (Silon) sebagai dokumen syarat calon. Bakal 

Calon Gubernur Provinsi Sumatera Barat atas nama Mahyeldi 

mengupload dokumen ijazah SMA Negeri 1 Bukittinggi, Bakal 

Calon Gubernur Provinsi Sumatera Barat atas nama Epyardi Asda 

mengupload dokumen ijazah SMA Negeri 1 Solok dan Bakal Calon 

Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat atas nama Ekos Albar 

mengupload dokumen ijazah SMA Negeri 2 Payakumbuh : Bahwa 

benar legalisir ijazah SMA Negeri 1 Bukittinggi, SMA Negeri 1 

Solok dan SMA Negeri 2 Payakumbuh sudah dilakukan sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan. Ijazah Sekolah Lanjutan 

Tingkat Atas (SLTA) Bakal Calon Gubernur Provinsi Sumatera 

Barat atas nama Mahyeldi dilegalisir di Dinas Pendidikan Provinsi 

Sumatera Barat. Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 

Bakal Calon Gubernur Provinsi Sumatera Barat atas nama Epyardi 

Asda dilegalisir di SMA Negeri 1 Solok. Ijazah Sekolah Lanjutan 

Tingkat Atas (SLTA) Bakal Calon Gubernur Provinsi Sumatera 

Barat atas nama Ekos Albar dilegalisir di SMA Negeri 2 

Payakumbuh. Bahwa terjadi perubahan nomenklatur Sekolah 

Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Bakal Calon Gubernur Provinsi 

Sumatera Barat atas nama Ekos Albar dari SMA Negeri 3 
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Payakumbuh menjadi SMA Negeri 2 Payakumbuh. Perubahan 

nomenklatur tersebut awalnya terjadi pada tahun 1997 dari SMA 

Negeri 3 Payakumbuh berubah menjadi SMU Negeri 2 Payakumbuh 

dan selanjutnya pada tahun 2004 nama sekolah ini diubah lagi 

menjadi SMA Negeri 2 Payakumbuh sampai sekarang. Bahwa hasil 

klarifikasi yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat 

dituangkan pada Berita Acara Klarifikasi pada hari Senin tanggal 02 

September 2024 dan ditandatangani oleh Sutrisno selaku KPU 

Provinsi Sumatera Barat dan Mahyan, S.Pd, MM selaku Kepala 

Bidang Pembinaan SMA dan SLB Dinas Pendidikan Provinsi 

Sumatera Barat. 

4. Bahwa klarifikasi yang telah dilakukan dengan Bapak Medi 

Iswandi, ST, MM selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Provinsi Sumatera Barat didapatkan hasil antara lain : 

Bahwa benar naskah Visi, Misi serta Program Bakal Pasangan Calon  

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat atas nama 

Mahyeldi – Vasko Ruseimy telah sesuai dengan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera 

Barat, Bahwa benar naskah Visi, Misi serta Program Bakal Pasangan 

Calon  Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat atas 

nama Epyardi Asda – Ekos Albar telah sesuai dengan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera 

Barat, Bahwa program unggulan dengan target capaian Bakal 

Pasangan Calon  Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera 

Barat harus mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat, Bahwa hasil klarifikasi 

yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dituangkan 

pada Berita Acara Klarifikasi pada hari Selasa tanggal 03 September 

2024 dan ditandatangani oleh Sutrisno selaku KPU Provinsi 
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Sumatera Barat dan Medi Iswandi, ST, MM selaku Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat. 

5. Hasil klarifikasi ke Ditjen AHU Kemenkumham. Bagian Status 

Kewarganegaraan Ditjen AHU Kemenkumham membalas surat 

kepada KPU yang pada pokoknya untuk mendapatkan data tentang 

status kewarganegaraan KPU mesti melampirkan Fotocopy KTP, 

Kartu Keluarga, Paspor, Akte Kelahiran, dan Akta Nikah. Bagian 

Status Kewarganegaraan Ditjen AHU Kemenkumham memberikan 

kembali dokumen yang sebelumnya diberikan oleh KPU untuk 

proses Klarifikasi. Dan Ditjen AHU tidak menandatangani Berita 

Acara Klarifikasi KPU. 

6. Bahwa klarifikasi dokumen pada tahun 1982 yang masih tersimpan 

dalam arsip SMA N 1 Kota Solok, bahwa nama yang bersangkutan 

betul Epyardi, namun di Ijazah yang dikeluarkan namanya adalah 

efiyardi. Berdasarkan pernyataan dari Wakil Humas SMA N 1 Kota 

Solok bahwa benar Ijazah tersebut dikeluarkan oleh SMA N 1 Solok 

namun terdapat kesalahan/typo penulisan pada ijazah atas nama 

Epyardi Asda. Dan berdasarkan informasi dari KPU Provinsi 

Sumatera Barat, sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, 

Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan 

Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, 

Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota 

bahwa jika terdapat perbedaan nama antara ijazah sekolah dan KTP-

el Bakal Calon yang bersangkutan harus menyampaikan Surat 

keterangan dari sekolah; atau Surat pernyataan calon. Berdasarkan 

pernyataan dari KPU Provinsi Sumatera Barat, Bakal Calon 

Gubernur atas nama Epyardi Asda telah menyampaikan Surat 

Pernyataan dan Surat Keterangan dari Sekolah. Setelah itu Wakil 
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Humas SMA N 1 Solok menandatangani Berita Acara Klarifikasi 

yang menyatakan bahwa Ijazah atas nama Epyardi Asda benar 

dikeluarkan oleh SMA N 1 Solok, dan Surat Keterangan Nomor 

421.3/207/SMA.01/TU-IV-2020 yang menerangkan perbedaan 

nama ijazah dan KTP Calon dimaksud benar dikeluarkan oleh SMA 

N 1 Solok. Setelah itu dilanjutkan dengan Penandatanganan Berita 

Acara Hasil Klarifikasi yang ditandatangani oleh Pihak KPU 

Provinsi Sumatera Barat melalui Sekretaris KPU Provinsi Sumatera 

Barat dan dari SMA N 1 Solok ditandatangani oleh Wakil Humas 

SMA N 1 Solok. Bahwa klarifikasi dokumen ijazah bakal calon 

wakil gubernur a.n Epyardi Asda hasil Klarifikasi dari Pengadilan 

Negeri Solok Kelas II bahwa Panitera dari Bagian Hukum 

menyampaikan bahwa ketiga dokumen tersebut benar dikeluarkan 

oleh Pengadilan Negeri Solok Kelas II setelah dimintakan verifikasi 

kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Solok Kelas II, dan 

berdasarkan informasi dari Panitera Bagian Hukum atas nama Banui 

Arsyah walaupun KTP atas nama Epyardi Asda berdomisili di 

Kabupaten Solok namun Pengadilan Negerinya masuk di wilayah 

kerja Pengadilan Negeri Solok Kelas II. Dilakukan 

Penandatanganan Berita Acara Klarifikasi yang ditandatangani oleh 

Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat dan Panitera atas nama 

Banui Arsyah. 

7. Hasil klarifikasi di Universitas Andalas terhadap Ijazah a.n 

Mahyeldi dengan hasil bahwa Benar Ijazah atas nama Mahyeldi 

tersebut dikeluarkan oleh Universitas Andalas, benar legalisir ijazah 

dimaksud sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang 

berlaku, dan benar legalisir ijazah dimaksud sudah dilakukan sesuai 

dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Klarifikasi terhadap surat 

keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak atas nama Mahyeldi, 
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Berdasarkan keterangan dari Rabiatul Adawiyah selaku Accounting 

Representative bahwa Benar KPP Pratama Padang 1 berwenang 

mengeluarkan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak 

yang bersangkutan. Mahyeldi telah terdaftar pada KPP Pratama 

Padang mulai tanggal 8 April 2005 dan merupakan wajib pajak aktif. 

Terhadap kepatuhan pemenuhan perpajakan telah terpenuhi dan 

surat keterangan pemenuhan kewajiban perpajakan adalah benar 

dikeluarkan oleh KPP Pratama Padang. Di Pengadilan Negeri 

Padang hasil klarifikasi oleh KPU Provinsi Sumatera Barat di 

Pengadilan Negeri Padang Calon Gubernur a.n. Mahyeldi dengan 

hasil surat keterangan tidak pernah dipidana berdasarkan putusan 

pengadilan, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya, surat 

keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang. Berdasarkan 

verifikasi dan pernyataan Yoli Anggelia SH, bahwa ke 3 dokumen 

tersebut dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Padang 

  d Pemberitahuan 

hasil penelitian 

persyaratan 

administrasi calon 

oleh KPU Provinsi 

Sumatera Barat 

Hasil penelitian 

persyaratan 

administrasi 

calon 

Kantor KPU 

Provinsi 

Sumatera Barat 

Laporan Hasil 

Pengawasan 

Pemilihan 

(LHP) 

  e Perbaikan dan 

penyerahan 

perbaikan 

persyaratan 

administrasi calon 

kepada KPU 

Provinsi Sumatera 

Barat 

Perbaikan dan 

penyerahan 

perbaikan  

persyaratan 

administrasi 

calon 

Kantor KPU 

Provinsi 

Sumatera Barat 

Laporan Hasil 

Pengawasan 

Pemilihan 

(LHP) 
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  f Penelitian 

perbaikan 

persyaratan 

administrasi calon 

oleh KPU Provinsi 

Sumatera Barat 

Penelitian 

perbaikan 

persyaratan 

administrasi 

calon 

Kantor KPU 

Provinsi 

Sumatera Barat 

Laporan Hasil 

Pengawasan 

Pemilihan 

(LHP) 

  

  

Bahwa pada tahapan penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon 

Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024, KPU Provinsi Sumatera Barat 

menyampaikan surat pemberitahuan Nomor 603/PL.02.2-SD/13/2024 

tertanggal 9 September perihal pemberitahuan pelaksanaan klarifikasi atas 

dokumen perbaikan syarat bakal calon Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 13 

September 2024 dan pelaksanaan klarifikasi atas dokumen perbaikan syarat 

bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat dengan 

instansi terkait dengan jadwal terlampir. 

Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 

pengawasan terhadap klarifikasi atas perbaikan tersebut pada tanggal 11 

September 2024 di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Klarifikasi 

dokumen untuk memastikan keabsahan dokumen Bakal Calon Gubernur an 

Ekos Albar terhadap surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan 

utang secara perseorangan dan atau secara badan hukum. Dari hasil 

klarifikasi, dinyatakan benar surat keterangan tidak sedang memiliki 

tanggungan utang secara perseorangan dan atau secara badan hukum oleh 

Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hasil klarifikasi tersebut kemudian 

dituangkan ke dalam Berita Acara pada tanggal 11 September 2024. 

Pengawasan klarifikasi dokumen bakal calon Wakil Gubernur Vasko 

Ruseimy terhadap dokumen surat keterangan tidak mempunyai tunggakan 
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pajak dari kantor pelayanan pajak yang dikeluarkan oleh KPP Pratama 

Jakarta Pulogadung. Hasil klarifikasi, dinyatakan benar KPP Pratama Jakarta 

Pulogadung berwenang mengeluarkan surat keterangan tidak mempunyai 

tunggakan pajak yang bersangkutan. Hasil klarifikasi tersebut kemudian 

dituangkan ke dalam Berita Acara pada tanggal 11 September 2024. 

Pengawasan klarifikasi dokumen bakal calon Gubernur Epyardi Asda 

terhadap dokumen surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari 

kantor pelayanan pajak yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Jakarta 

Pulogadung. Hasil klarifikasi, dinyatakan benar KPP Pratama Jakarta 

Pulogadung berwenang mengeluarkan surat keterangan tidak mempunyai 

tunggakan pajak yang bersangkutan. Hasil klarifikasi tersebut kemudian 

dituangkan ke dalam Berita Acara pada tanggal 11 September 2024. 

Bahwa penelitian persyaratan administrasi calon hasil perbaikan 

dilaksanakan berdasarkan dokumen yang diupload di dalam Silonkada KPU 

oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat. 

Penelitian persyaratan administrasi calon hasil perbaikan pasangan calon a.n 

Gubernur dan Wakil Gubernur Mahyeldi dan Vasko Ruseimy dokumen 

persyaratan dinyatakan memenuhi syarat dan dituangkan dalam berita acara 

nomor 179/PL.022-BA/13/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi 

Hasil Perbaikan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera 

Barat tahun 2024 tanggal 13 September 2024. Penelitian persyaratan 

administrasi calon hasil perbaikan pasangan calon a.n Gubernur dan Wakil 

Gubernur Epyardi Asda dan Ekos Albar dokumen persyaratan dinyatakan 

memenuhi syarat dan dituangkan dalam berita acara nomor 180/PL.022-

BA/13/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan 

Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2024 

tanggal 13 September 2024. 
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  G Pemberitahuan dan 

pengumuman hasil 

penelitian 

persyaratan 

administrasi calon 

oleh KPU Provinsi 

Sumatera Barat 

Pemberitahuan 

dan 

pengumuman 

hasil penelitian 

persyaratan 

administrasi 

calon 

Kantor KPU 

Provinsi 

Sumatera Barat 

Laporan Hasil 

Pengawasan 

Pemilihan 

(LHP) 

  

  

Pada tahap pemberitahuan dan pengumuman hasil penelitian persyaratan 

administrasi calon oleh KPU Provinsi Sumatera Barat, Bawaslu Provinsi 

Sumatera Barat melaksanakan pengawasan terhadap KPU Provinsi Sumatera 

Barat pada tanggal 14 September 2024 melalui web, sosial media dan kantor 

KPU Provinsi Sumatera Barat. Dari hasil pengawasan tersebut, diperoleh 

informasi bahwa persyaratan administrasi pasangan Gubernur dan Wakil 

Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor Urut 01 a.n Mahyeldi dan Vasko 

Ruseimy dan nomor urut 2 a.n Epyardi Asda dan Ekos Albar dinyatakan 

Memenuhi Syarat (MS). 

  H Masukan dan 

Tanggapan 

Masyarakat 

terhadap 

Keabsahan 

Persyaratan 

Pasangan Calon 

Masukan dan 

Tanggapan 

Masyarakat 

Media Sosial, 

Web, Kantor 

KPU Provinsi 

Sumatera Barat 

Laporan Hasil 

Pengawasan 

Pemilihan 

(LHP) 
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No Sub Tahapan 

Pencalonan 

Fokus 

Pengawasan 

Locus 

Pengawasan 

 Output 

Pengawasan 

  Bahwa pada tanggal 14 September 2024, KPU Provinsi Sumatera Utara 

menerbitkan pengumuman Nomor: 27/PL.02.2-PU/13/2024 yang pada 

pokoknya mengumumkan penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat 

pada tanggal 15 -18 September 2024 terhadap pasangan Calon Gubernur dan 

Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang mendaftar di Kantor KPU 

Provinsi Sumatera Barat diantaranya pasangan calon nomor urut 01 a.n 

Mahyeldi dan Vasko Ruseimy dan nomor urut 02 Epyardi Asda dan Ekos 

Albar. 

4 Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera 

Barat 

  a Penetapan 

pasangan calon 

Gubernur dan 

Wakil Gubernur 

Berita Acara 

penetapan 

pasangan calon 

Kantor KPU 

Provinsi 

Sumatera Barat 

Laporan Hasil 

Pengawasan 

Pemilihan 

(LHP) 



LAPORAN AKHIR PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 

162 
 

No Sub Tahapan 

Pencalonan 

Fokus 

Pengawasan 

Locus 

Pengawasan 

 Output 

Pengawasan 

  Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melaksanakan pengawasan terhadap KPU 

Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 22 September 2024 melalui web, 

media sosial dan secara langsung di KPU Provinsi Sumatera Barat. 

Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, diperoleh informasi berupa 

Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor: 43 Tahun 2024 tentang 

Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

Sumatera Barat Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 yang pada 

pokoknya menetapkan nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai 

peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 

2024 yaitu pasangan calon a.n Mahyeldi dan Vasko Ruseimy yang diusulkan 

oleh 5 (lima) partai politik pengusul dan Epyardi Asda dan Ekos Albar yang 

diusulkan oleh 6 (enam) partai politik pengusul dan juga dituangkan dalam 

Berita Acara Nomor 183/PL.02.2-BA/13/2024 tentang Penetapan Pasangan 

Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 

Tahun 2024 tanggal 22 September 2024. 

  b Pengundian dan 

pengumuman 

nomor urut 

pasangan calon 

Gubernur dan 

Wakil Gubernur 

Rapat Pleno 

Terbuka 

Pengundian dan 

pengumuman 

nomor urut 

pasangan calon 

Padang Laporan Hasil 

Pengawasan 

Pemilihan 

(LHP) 

  

  

  

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melaksanakan pengawasan terhadap 

pelaksanaan rapat pleno terbuka pengundian dan pengumuman nomor urut 

pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi Sumatera 

Barat yang diselenggarakan pada Senin, 23 September 2024. 

Kegiatan diawali pada Pukul 14.33 dan KPU membacakan profil Pasangan 

callon. Rapat pleno terbuka dibuka oleh ketua KPU Surya Efitrimen pukul 

14.36 menyampaikan bahwa Hari ini seluruh kabupaten/kota juga 
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4.4 Inovasi Pengawasan 

Inovasi pengawasan perlu dilakukan agar pemilihan kedepan dapat terlaksana lebih 

baik dari pemilihan saat ini. Adapun inovasi pengawasan tersebut adalah :  

1. Pengawasan melalui siber yang tersistem 

Pengawasan oleh siber perlu dilakukan mengingat perkembangan dunia saat 

ini lebih cepat bergerak melalui digital. Pengawasan yang dimaksud tidak 

hanya sekedar memantau atau melihat namun juga diberikan kewenangan 

untuk menindaklanjuti yang tentu saja harus diiringi dengan pengaturan 

secara regulasi agar memiliki landasan hukum. Perlu ditunjang pula dengan 

alat alat yang komprehensif dan memadai karena kendala saat ini adalah 

selain kekurangan sumber daya manusia, terbentur regulasi, Bawaslu juga 

tidak memiliki sarana dan prasarana yang menunjang dan mumpuni. 

  

No Sub Tahapan 

Pencalonan 

Fokus 

Pengawasan 

Locus 

Pengawasan 

 Output 

Pengawasan 

melaksanakan pengundian nomor urut untuk bupati dan wakil Bupati serta 

walikota dan wakil walikota. Pencabutan nomor undian dilakukan pada 

pukul 15.00 dipandu oleh Ori Sativa sakban ketua teknis KPU Provinsi 

Sumbar dengan nomor urut sebagai berikut: 

Nomor urut 1 pasangan calon Mahyeldi - Vasko Ruseimy 

Nomor urut 2 Pasangan calon Epyardi - Ekos Albar 

Selanjutnya dibacakan model A KWK tentang Berita acara penetapan nomor 

urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar. Seterusnya akan 

dituangkan kedalam surat keputusan KPU provinsi Sumatera Barat 

selanjutnya dilaksanakan penyerahan SK Penetapan nomor Urut Calon. 
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4.5 Kontrol dan Evaluasi 

Kontrol 

Kontrol dalam pengawasan tahapan pencalonan Pemilihan serentak ini sangat 

penting untuk menciptakan pemilihan yang jujur, adil dan demokratis. Bawaslu 

berperan untuk mengawasi pelaksanaan setiap tahapan pada Pemilihan Tahun 2024 

agar tidak terjadi pelanggaran maupun sengketa. Kontrol yang dilakukan oleh 

Bawaslu adalah dengan :  

1. Pengawasan terhadap proses Pendaftaran, mulai dari pendaftaran calon 

sampai dengan penetapan calon untuk memastikan tidak terdapat 

kecurangan, pelanggaran maupun sengketa serta penyalahgunaan 

kewenangan selama proses pencalonan; 

2. Melakukan Pencegahan melalui himbauan dan rapat baik koordinasi 

maupun sosialisasi. Pencegahan tidak hanya disampaikan kepada pasangan 

calon tetapi juga kepada Penyelenggara dalam hal ini KPU. Menghimbau 

kepada partai politik pendukung agar tertib aturan. Mencegah terjadinya 

pelanggaran, memberikan rekomendasi jika ditemukan pelanggaran dan 

lain sebagainya. Menghimbau kepada masyarakat dan media agar turut serta 

mengawasi dan melaporkan adanya pelanggaran, kecurangan atau ketidak 

transparan dalam proses pencalonan. Media berperan dalam menyebarkan 

informasi tentang tahapan pencalonan agar publik bisa mengawasi dan 

memberikan masukan atau kritik. Media juga memberikan platform bagi 

calon kepala daerah untuk menyampaikan visi, misi dan program mereka 

kepada publik sehingga proses pencalonan lebih transparan. 

3. Kolaborasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga turut 

berperan dalam kontrol melakukan pengawasan terhadap tahapan 

pencalonan. LSM dapat meningkatkan transparansi karena sering 

melakukan penelitian dan analisis terkait dengan proses pencalonan serta 

memberikan laporan kepada KPU ataupun Bawaslu ketika ditemukan 

ketidaksesuaian atau masalah. LSM juga dapat berperan dalam memastikan 

advokasi hak pilih masyarakat dihormati serta calon yang diusung tidak 

melanggar hak hak pemilih.  
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Evaluasi 

1. Peraturan dan Regulasi 

Regulasi dan peraturan perundang-undangan terkait dengan pencalonan Gubernur 

dan Wakil Gubernur pada pemilihan serentak tahun 2024 memiliki ruang kosong. 

Pelaksanaan pemilihan serentak tidak diiringi dengan perubahan undang-undang 

pemilihan kepala daerah, sehingga pengaturan regulasi terhadap teknis setiap 

tahapan maupun sub tahapan diserahkan kepada Penyelenggara Pemilu dalam hal 

ini KPU dengan Peraturan KPU (PKPU). Adanya kewenangan tersebut acapkali 

menimbulkan problematika baru namun tidak dapat disentuh oleh pengawas 

pemilu. PKPU yang dibuat memberikan peluang bagi KPU untuk mengatur dan 

sekaligus mengantisipasi persoalan-persoalan pada penyelenggaraan pemilihan 

meskipun PKPU tersebut tidak bertentangan dengan hierarki peraturan diatasnya. 

Sisi regulasi Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) juga menyulitkan bagi Bawaslu 

tingkatan di bawahnya. Peraturan Bawaslu seringkali diundangkan setelah tahapan 

berlangsung lebih dari separuhnya maupun hampir menuju tahap akhir sehingga 

menyulitkan jajaran provinsi dan kabupaten/kota dalam melakukan pengawasan. 

Peraturan Bawaslu seyogyanya ditetapkan jauh hari sebelum tahapan dilaksanakan 

agar Pengawas memiliki waktu untuk memahami substansi pengaturan yang 

terdapat dalam Peraturan Bawaslu. Bimbingan Teknis dan internalisasi harus detail 

supaya persepsi penyelenggara benar benar paripurna untuk menghindari kesalahan 

dan dapat menindak pelanggaran dalam pelaksanaan tugas. 

2. Person in Charge (PIC) Tahapan 

Bawaslu RI perlu mengkaji ulang terhadap pemberlakuan PIC pada setiap tahapan 

Pemilihan Tahun 2024 di lingkup Bawaslu karena : 

Pemberlakuan PIC pada setiap tahapan menimbulkan masalah baru. Pelaksana 

Koordinator Pengawasan seyogyanya tetap berada pada bagian Pengawasan dan 

dibantu oleh seluruh divisi. Data hasil pengawasan tetap berada satu pintu di bagian 

pengawasan. Dampak lainnya ketika terdapat PIC per tahapan adalah Divisi 

Pencegahan seperti kehilangan “Marwah/Nyawa” sebagai leader pengawasan. 
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Berkaca pada tahapan lainnya misalnya ketika PIC dilaksanakan oleh Divisi 

Penyelesaian Sengketa dan terdapat permohonan penyelesaian sengketa, namun 

tetap harus melaksanakan dan memantau tahapan pencalonan atau divisi 

Penanganan Pelanggaran ketika menangani laporan atau temuan namun tetap harus 

mengkoordinir pengawasan kampanye maupun dana kampanye. Dikarenakan tidak 

terdapat persepsi yang sama terkait PIC dan dengan sumber daya manusia yang 

tersedia tentu tidak mencukupi untuk melaksanakan dua tugas sekaligus. Beberapa 

daerah kabupaten kota banyak menyampaikan keluhan ketika PIC berada pada 

bagian tertentu, bagian lainnya seolah tidak ingin ikut bertanggung jawab terhadap 

tahapan yang sedang berlangsung karena bukan PIC dari tahapan tersebut sehingga 

ketika diperlukan data dan/atau Laporan Pengawasan meskipun bagian lain 

membantu melaksanakan pengawasan namun laporan maupun data tahapan tetap 

disampaikan dan dibuat oleh PIC tahapan tersebut. Dampak terbesar adalah 

Kolektif Kolegial antar divisi tidak berjalan maksimal dibandingkan Pemilihan 

Tahun 2020 lalu maupun pemilu tahun 2019. 

Dampak lainnya ketika pemberlakuan PIC adalah membutuhkan waktu lebih 

banyak bagi PIC untuk membaca regulasi maupun teknis pengawasan yang 

berkaitan dengan tahapan yang sedang berlangsung dikarenakan belum memiliki 

pengalaman sebelumnya. 

3.  Sumber Daya Manusia (SDM) 

Sumber Daya Manusia (SDM) kunci dari pengawasan yang akan dilaksanakan. 

Pelatihan maupun bimbingan teknis terhadap tahapan tahapan yang akan 

dilaksanakan sedikit diberikan. Jika pun terdapat pelatihan atau bimbingan teknis 

terkadang diberikan melalui metode jarak jauh (zoom meeting) ataupun jika 

diberikan secara langsung namun tahapan sedang berlangsung yang mana 

seyogyanya pelatihan diberikan berulang kali baik secara hybrid. 

Sedikitnya sumber daya manusia yang dimiliki juga menyulitkan dalam 

pengawasan dikarenakan terkadang tahapan yang berlangsung beririsan dengan 

tahapan lainnya. Sehingga pengawasan tidak dapat berjalan maksimal dan tidak 

melekat. 
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4. Aplikasi Silon (Alat Bantu Pencalonan) 

Setiap tahapan pemilihan memiliki aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu. 

Pada tahapan pencalonan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu adalah Silon. 

Namun kenyataannya alat bantu tersebut menjadi kewajiban bagi peserta pasangan 

calon. Kekurangan dari aplikasi tersebut seringkali diabaikan dengan dalih hanya 

sebagai alat bantu. Kendala-kendala yang ditemukan seperti kesulitan akses pada 

akun silon dan tidak terfasilitasi. 

Kendala bagi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sendiri sebagai pengawas tahapan 

pencalonan terhadap akun silon tersebut adalah akses yang diberikan hanya sebagai 

viewer/melihat. Tidak dapat mengakses terhadap data data yang diupload dengan 

alasan merupakan data yang dikecualikan meskipun di peraturan PKU sendiri telah 

menyebutkan bahwa Bawaslu berhak memperoleh dokumen dokumen pencalonan. 

Alhasil dikarenakan akses yang diberikan hanya sebagai viewer, Bawaslu musti 

bersurat secara resmi untuk memperoleh dokumen dokumen pencalonan dan 

terhadap data tersebut KPU memberikan namun tetap memperhatikan data yang 

dikecualikan. 
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BAB V PENGAWASAN PELAKSANAAN KAMPANYE DAN DANA 

KAMPANYE 

5.1 Persiapan Pengawasan  

1. Pengawasan Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 

Provinsi Sumatera Barat 

Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye 

adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan 

visi, misi, dan program calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon 

Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Wali Kota dan calon 

Wakil Wali Kota. 

Bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)  

nomor 2 tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dalam hal ini jadwal 

pelaksanaan kampanye dilaksanakan pada tanggal 25 September 

sampai dengan 23 November 2024. Terkait dengan pelaksanaan 

jadwal kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Provinsi Sumatera Barat 

Nomor 47 Tahun 2024 tentang Jadwal Kampanye Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 dimulai 

dari tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024. 

Berdasarakan hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 Peraturan 

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 12 Tahun 

2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan 

Wakil Wali Kota Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota memegang 

tanggung jawab akhir atas pengawasan Kampanye sesuai tugas dan 

wewenangnya masing-masing. 

Bahwa terhadap jadwal pelaksanaan kampanye, Badan 

Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat 

membentuk tim fasilitasi pengawasan berdasarkan Keputusan 
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Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor : 

109/HK.01.01/K.SB/11/2024 tentang perubahan atas Keputusan 

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat 

Nomor 83/HK.01.01/K.SB/09/2024 tentang tim fasilitasi 

pengawasan tahapan Pelaporan Dana Kampanye, Pelaksanaan 

Kampanye dan Masa Tenang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. Pembentukan tim 

fasilitasi terdiri dari Ketua dan Anggota serta staf sekretariat 

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang akan melaksanakan 

pengawasan kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur Provinsi Sumatera Barat. 

Dalam hal melakukan persiapan pengawasan kampanye 

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera 

Barat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah melakukan rapat 

internal untuk menyamakan persepsi terkait teknis pengawasan 

nantinya dengan mengformulasikan dalam bentuk alat kerja 

pengawasan kampanye. 

Persiapan pengawasan kampanye Pasangan Calon Gubernur 

dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan oleh 

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat meliputi : 

a. Penetapan jadwal dan pelaksanaan kampanye Pasangan 

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera 

Barat;  

b. Materi Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur Provinsi Sumatera Barat; dan 

c. Metode pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon 

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat. 

Persiapan ini juga mengupayakan pencegahan agar tidak terjadi 

potensi pelanggaran selama pelaksanaan kampanye yang dilakukan 

oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi 

Sumatera Barat terhadap sub tahapan kampaye pada penetapan 

jadwal, materi kampanye, dan metode kampanye. 
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Bentuk persiapan pengawasan Bawaslu Provinsi terhadap 

penetapan jadwal dan pelaksanaan kampanye Pasangan Calon 

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, sebagai 

berikut : 

a. Memastikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur Provinsi Sumatera Barat tidak diberikan 

sanksi berupa larangan untuk melakukan Kampanye 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

b. Memastikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur Provinsi Sumatera Barat bersama dengan 

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta 

Pemilu telah mendaftarkan nama tim Kampanye dan 

petugas penghubung Pasangan Calon kepada KPU 

Provinsi Sumatera Barat setelah penetapan nomor urut 

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi 

Sumatera Barat sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum 

pelaksanaan Kampanye;  

c. Memastikan pendaftaran pihak lain dan/atau relawan 

kampanye dilakukan setelah penetapan nomor urut 

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi 

Sumatera Barat sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum 

pelaksanaan Kampanye;  

d. Memastikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur Provinsi Sumatera Barat bersama dengan 

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta 

Pemilu menyampaikan tembusan pendaftaran tim 

Kampanye dan petugas penghubung Pasangan dan pihak 

lain dan/atau relawan kepada Bawaslu Provinsi 

Sumatera Barat serta Kepolisian Daerah Sumatera 

Barat;  
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e. Memastikan tim Kampanye dan petugas bukan 

merupakan pihak yang dilarang ikut serta sebagai 

pelaksana Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan  

f. Memastikan KPU Provinsi Sumatera Barat 

mengumumkan nama tim Kampanye dan petugas 

penghubung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang telah 

didaftarkan pada papan pengumuman dan/atau laman 

KPU Provinsi Sumatera Barat 

Bentuk persiapan pengawasan Bawaslu Provinsi terhadap 

materi kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 

Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut : 

a. Memastikan KPU Provinsi Sumatera Barat 

mengumumkan visi, misi, dan program Pasangan Calon 

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat 

pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi 

Sumatera Barat; 

b. Memastikan materi Kampanye harus:  

1) Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  

2) Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai 

agama serta jati diri bangsa; 

3) Meningkatkan kesadaran hukum; 

4) Memberikan informasi yang benar, seimbang, 

dan bertanggung jawab sebagai bagian dari 

pendidikan politik; dan 

5) Menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan 

antargolongan dalam masyarakat Sumatera 

Barat; 
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Bentuk persiapan pengawasan Bawaslu Provinsi terhadap 

Metode pelaksanaan kampanye Pasangan Calon Gubernur dan 

Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat dengan meliputi : 

a. Pertemuan terbatas;  

b. Pertemuan tatap muka dan dialog;  

c. Debat publik atau debat terbuka antarpasangan calon;  

d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum; 

e. Pemasangan alat peraga;  

f. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik; 

dan/atau 

g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Berdasarkan hal diatas, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat 

bersama Bawaslu Kabupaten/Kota dan jajaran Pengawasan sesuai 

tingktanya telah melakukan pelaksanaan kampanye dengan hasil 

pengawasan sebagai berikut : 

1) Bahwa pelaksanaan kampanye Pasangan Calon 

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat 

dilaksanakan pada tanggal 25 September sampai dengan 

23 November 2024 

2) Bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 

Provinsi Sumatera Barat nomor urut 1 an. Mahyeldi  dan 

Vasco Ruseimy bersama dengan Partai Politik atau 

Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu telah 

mendaftarkan nama tim Kampanye dan petugas 

penghubung Pasangan Calon kepada KPU Provinsi 

Sumatera Barat pada tanggal 06 September 2024 

3) Bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 

Provinsi Sumatera Barat nomor urut 2 an. Epyardi Asda  

dan Ekos Albar bersama dengan Partai Politik atau 

Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu telah 
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mendaftarkan nama tim Kampanye dan petugas 

penghubung Pasangan Calon kepada KPU Provinsi 

Sumatera Barat pada tanggal 11 September 2024 

4) Bahwa pada tanggal 17 September 2024 KPU Provinsi 

Sumatera Barat mengumumkan visi, misi, dan program 

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi 

Sumatera Barat pada papan pengumuman dan/atau 

laman KPU Provinsi Sumatera Barat 
 

Gambar 6 Pengumuman Visi dan Misi program 

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 

Provinsi Sumatera Barat melalui halaman resmi 

media sosial youtube KPU Provinsi Sumatera Barat 

 

5) Bahwa pengawasan terhadap metode kampanye 

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi 

Sumatera Barat, maka hasil data pengawasan Bawaslu 

Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat, 

sebagai berikut : 
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 Tabel 23 Rekapitulasi Jumlah Kampanye Calon Gubernur Dan Wakil 

Gubernur Provinsi Sumatera Barat 

No 

Urut 

Nama Pasangan 

Calon Gubernur 

Dan Wakil 

Gubernur 

Sumatera Barat 

Bentuk Kampanye 

Pertemuan 

Terbatas 

Tatap 

Muka 

Penyebaran 

Bahan 

Kampanye 

Pemasangan 

APK 

(baik yang 

difasilitasi oleh 

KPU maupun 

Paslon) 

Media 

Sosial 

Cetak 

Elektronik 

dan Daring 

Rapat 

Umum 
Debat 

Kegiatan 

Lainnya 

1 Mahyeldi - Vasco 173 260 25.398 511 1 1 2 2 39 

2 Epriyadi - Ekos 66 42 9.628 605 1 1 1 2 16 

Jumlah 239 302 35.026 1.116 2 2 3 4 55 

 

2. Pengawasan Dana Kampanye Calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur Provinsi Sumatera Barat 

Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang 

dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik 

Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk 

membiayai kegiatan Kampanye sesuai dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye 

Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan 

Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota jadwal 

pelaksanaan dana kampanye di mulai pada tanggal 27 Agustus 

sampai dengan 14 Desember 2024 dari Pembukaan Rekening 

Khusus Dana Kampanye (RKDK) sampai dengan Pengumuman 

hasil audit sesuai dengan tahapan yang telah di tentukan oleh 

peraturan perundang-undangan. 

Persiapan pengawasan dana kampanye Pasangan Calon 

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang 

dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat meliputi : 

a. Sumber dan bentuk Dana Kampanye;  

b. Pembukuan Dana Kampanye; 

c. Jenis laporan Dana Kampanye;  

d. Penerimaan laporan Dana Kampanye; dan  

e. Audit laporan Dana Kampanye. 
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Fokus Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada pengawasan dana 

kampanye yakni : 

a. Pengawasan Rekening Khusus Dana Kampanye 

Bentuk persiapan pengawasan Bawaslu Provinsi 

Sumatera Barat terhadap Rekening Khusus Dana 

Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut : 

(1) Memastikan kepatuhan peserta pemilihan 

melaporkan ke KPU Provinsi Sumatera Barat 

terkait Rekening Khusus Dana Kampanye;  

(2) Memastikan akun rekening khusus dana 

kampanye peserta pemilihan sesuai dengan 

identitas peserta pemilu;   

(3) Memvalidasi lampiran rekening koran sebagai 

bukti penerimaan sumbangan dana kampanye; 

(4) Memastikan rekening khusus dana kampanye 

termuat akun rekening di dalamnya; 

(5) Memastikan rekening khusus dana kampanye 

peserta pemilu dibuka di bank umum; dan 

(6) Memastikan rekening khusus dana kampanye 

termuat nominal saldo awal dan sumber uang 

untuk pembukaan rekening. 

b. Pengawasan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) 

Bentuk persiapan pengawasan Bawaslu Provinsi 

Sumatera Barat terhadap Laporan Awal Dana 

Kampanye (LADK) Pasangan Calon Gubernur dan 

Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, dengan 

memastikan penerimaan LADK oleh KPU Provinsi 

Sumatera Barat, sebagai berikut : 

(1) Menerima koordinasi dan konsultasi dari 

Pasangan Calon dalam proses penyusunan 

LADK dan/atau LADK perbaikan; 
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(2) Secara berkala memantau proses pengunggahan 

dan pengiriman dokumen LADK dan/atau 

LADK perbaikan yang dilakukan oleh Pasangan 

Calon melalui Sikadeka; 

(3) Melakukan pencermatan atas kelengkapan 

dokumen dan cakupan informasi LADK yang 

disampaikan oleh Pasangan Calon; 

(4) Menetapkan status penyampaian LADK dari 

Pasangan Calon; 

(5) Memberikan bukti tanda terima perbaikan atau 

tanda bukti penerimaan penyampaian LADK 

kepada Pasangan Calon;  

(6) Memberikan tanda terima dan berita acara hasil 

pencermatan kepada Pasangan Calon dalam hal 

LADK memenuhi ketentuan; 

(7) Memberikan tanda terima perbaikan dan berita 

acara hasil pencermatan perbaikan kepada 

Pasangan Calon dalam hal LADK dilakukan 

perbaikan; 

(8)  Memberikan waktu selama 3 (tiga) Hari kepada 

Pasangan Calon untuk melengkapi dan/atau 

memperbaiki dokumen LADK; dan 

(9) Menyampaikan berita acara rekapitulasi 

penerimaan LADK dan/atau berita acara 

rekapitulasi penerimaan LADK perbaikan 

kepada Pasangan Calon dan Bawaslu Provinsi 

atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan 

tingkatannya; dan 

(10) Mengumumkan LADK dan/atau LADK 

perbaikan paling lambat 1 (satu) Hari setelah 

jadwal penerimaan LADK perbaikan. 
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c. Pengawasan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana 

Kampanye (LPSDK) 

Bentuk persiapan pengawasan Bawaslu Provinsi 

Sumatera Barat terhadap Laporan Penerimaan 

Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Pasangan Calon 

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, 

dengan memastikan LPSDK oleh KPU Provinsi 

Sumatera Barat, sebagai berikut : 

(1) Menerima koordinasi dan konsultasi dari 

Pasangan Calon dalam proses penyampaian 

LPSDK;  

(2) Memantau proses pengunggahan dan 

pengiriman dokumen LPSDK yang dilakukan 

oleh Pasangan Calon;  

(3) Melakukan pencermatan atas kelengkapan 

dokumen dan cakupan informasi LPSDK yang 

disampaikan oleh Pasangan Calon; 

(4) Menetapkan status penyampaian LPSDK dari 

Pasangan Calon;  

(5) Memberikan tanda terima perbaikan atau bukti 

penerimaan penyampaian LPSDK kepada 

Pasangan Calon;  

(6) Memberikan tanda terima dan berita acara hasil 

pencermatan kepada Pasangan Calon dalam hal 

LPSDK memenuhi ketentuan; 

(7) Memberikan tanda terima perbaikan dan berita 

acara hasil pencermatan perbaikan kepada 

Pasangan Calon dalam hal LPSDK dilakukan 

perbaikan;  

(8) Memberikan waktu selama 1 (satu) Hari kepada 

Pasangan Calon untuk melengkapi dan/atau 

memperbaiki dokumen LPSDK;  
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(9) Menyampaikan berita acara rekapitulasi 

penerimaan LPSDK dan/atau berita acara 

rekapitulasi penerimaan LPSDK perbaikan 

kepada Pasangan Calon dan Bawaslu Provinsi 

atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan 

tingkatannya; dan  

(10) Mengumumkan LPSDK dan/atau LPSDK 

perbaikan paling lambat 1 (satu) Hari setelah 

jadwal penyampaian LPSDK perbaikan. 

d. Pengawasan Terhadap Laporan Penerimaan dan 

Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) 

Bentuk persiapan pengawasan Bawaslu Provinsi 

Sumatera Barat terhadap Laporan Penerimaan dan 

Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pasangan Calon 

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, 

dengan memastikan LPPDK oleh KPU Provinsi 

Sumatera Barat, sebagai berikut : 

(1) Memastikan pelayanan yang diberikan KPU 

Provinsi Sumatera Barat dengan membuka help 

desk atau tempat pelaporan LPPDK untuk 

peserta pemilu; 

(2) Menilai kelengkapan dan kesesuain dokumen 

LPPDK sesuai dengan ketetentuan peraturan 

perundang-undangan; 

(3) Menilai dan mengkaji kebenaran pembukuan 

dana kampanye yang memuat seluruh 

penerimaan dan pengeluaran dana kampanye 

dalam bentuk uang, barang, dan jasa disetiap 

kegiatan kampanye yang telah dilaksanakan oleh 

peserta pemilihan; 
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(4) Mengawasi secara langsung kepatuhan laporan 

LPPDK, ketepatan waktu sesuai dalam peraturan 

perundang-undangan; 

(5) Memastikan laporan LPPDK peserta pemilu 

tidak ada perbedaan formulir isian dengan 

formulir yang telah ditetapkan oleh KPU 

Provinsi Sumatera Barat; 

(6) Penelusuran sumbangan dana kampaye dalam 

laporan LPPDK; 

(7) Melakukan pencatatan terhadap laporan 

LPPDK; 

(8) Catatan penerimaan dan pengeluaran apakah ada 

kesesuaian antara penerimaan balance 

(seimbang/sama jumlahnya); 

(9) Laporan antara total pengeluaran dan total 

pemasukan harus balance (seimbang) di mana 

total pengeluaran seharusnya tidak lebih besar 

dari total pemasukan kecuali kelebihan 

pengeluaran tersebut masuk dalam laporan 

pengeluaran lain-lain yaitu dalam bentuk 

pemberian piutang dan pembayaran utang; 

(10) Menilai besaran pengeluaran dana kampanye 

yang dilaporkan dengan aktivitas kampanye 

yang telah dilakukan, misalnya, jumlah nilai 

yang dilaporkan terkait dengan pengeluaran 

pembuatan alat peraga kampanye atau rapat 

terbatas maupun rapat umum yang disesuaikan 

dengan data hasil pengawasan kampanye; 

(11) Mengecek biaya iklan media cetak, elektronik 

yang dilaporkan dengan Faktual iklan yang 

dilakukan oleh peserta pemilu. 

e. Kantor Akuntan Publik (KAP) 
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Bentuk persiapan pengawasan Bawaslu Provinsi 

Sumatera Barat terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP) 

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi 

Sumatera Barat, dengan memastikan Kantor Akuntan 

Publik (KAP) oleh KPU Provinsi Sumatera Barat, 

sebagai berikut : 

(1) Memastikan KAP yang ditunjuk oleh KPU  

Provinsi Sumatera Barat tidak berafiliasi secara 

langsung dengan peserta pemilihan; 

(2) Memastikan bahwa auditor bukan merupakan 

anggota dari partai politik dan/atau gabungan 

partai politik yang mengusulkan peserta 

pemilihan; 

(3) KAP tidak memiliki cacat integritas menurut 

API sebagai asosiasi Akuntan Publik; 

(4) Memastikan KAP telah melaksanakan sesuai 

dengan pedoman audit yang dikeluarkan KPU 

Provinsi Sumatera Barat; 

(5) memastikan proses pengawasan proses audit, 

entitas audit (kurun waktu pencatatan) sesuai 

dengan laporan dana kampanye yang seharusnya 

dilaporkan. 

Persiapan pengawasan dana kampanye dilakukan melalui 

berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Barat terkait dengan 

laporan awal dana kampanye rekening khusus dana kampanye dan 

tahapan-tahapan yang berkaitan dengan pelaporan dana kampanye 

oleh Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi 

Sumatera Barat. 

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat atas instruksi dari Bawaslu RI 

agar dapat mengirimkan nama-nama yang menjadi 

penanggungjawab yang akan menjadi admin akun Sikadeka untuk 
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melaksanakan pengawasan berkaitan dengan pelaporan dana 

kampanye oleh masing-masing pasangan calon. 

Selain itu Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan tim fasilitasi 

pengawasan kampanye melaksanakan pengawasan secara langsung 

ke kantor KPU Provinsi Sumatera Barat atas informasi yang 

diberikan oleh jajaran Sekretariat maupun anggota KPU provinsi 

Sumatera Barat berkaitan dengan pelaporan dana kampanye. 

Persiapan pengawasan melalui aplikasi Sikadeka Bawaslu RI 

memberikan akun kepada masing-masing penanggungjawab admin 

dari Bawaslu Provinsi se-indonesia agar dapat mengakses jadwal 

pelaporan dana kampanye dan dokumen-dokumen yang berkaitan 

dengan dana kampanye yang disampaikan ke KPU Provinsi 

Sumatera Barat dan memantau pelaporan dana kampanye mulai dari 

pembuatan rekening khusus dana kampanye oleh masing-masing 

pasangan calon hingga nantinya melaporkan laporan akhir dana 

kampanye. 

Bahwa proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu 

Provinsi Sumatera Barat, maka hasil audit KAP berdasarkan Berita 

Acara Pleno KPU Provinsi Sumatera Barat terhadap dana kampanye 

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera 

Barat, yakni : 

Tabel 24 Hasil Audit KAP Berdasarkan Berita Acara Pleno KPU 

Provinsi Sumatera Barat Terhadap Dana Kampanye Pasangan Calon 

Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat 

No Nama Kantor 

Akuntan 

Publik 

Pasangan 

Calon 

Hasil 

Audit 

Dana Kampanye 

Penerimaan Pengeluaran Saldo 

1 Heliantono & 

Rekan (Pusat) 

H. Mahyeldi , 

S.P. - Vasko 

Ruseimy , S.T. 

Patuh Rp 7.585.114.00 0, Rp 7.457.375.500 Rp 127.738.500 

2 Hendrawinata 

Hanny Erwin & 

Sumargo 

(Pusat) 

Capt. H. Epyardi 

Asda , M.,Mar - 

H. Ekos Albar 

,S.E., M.M 

Tidak 

Patuh 

Rp 4.735.486.81 2, Rp 4.735.486.812 Rp 0,00 
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3. Pengawasan Masa Tenang 

Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk 

melakukan aktivitas Kampanye. Berdasarkan dengan Bahwa dalam 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 2 tahun 2024 

tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil 

Walikota Tahun 2024 masa tenang dimulai dari tanggal 24 sampai 

dengan 26 November 2024. 

Bahwa persiapan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan 

melakukan patroli pengawasan bersama jajaran Bawaslu 

Kabupaten/Kota Se – Sumatera Barat dan jajaran setingkatnya untuk 

memastikan tidak adanya perbuatan dan/tindakan curang yang 

dilakukan oleh Peserta Pemilihan khususnya politik uang. 

Bahwa selain melakukan pengawasan Bawaslu Provinsi 

Sumatera Barat membuka layanan pengaduan dan penerimaan 

laporan diluar jam kerja selama pelaksanaan pengawasan masa 

tenang yang bertujuan meminimalisir perbuatan pelanggaran 

pemilihan yang terjadi. 

5.2 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilihan  

5.2.1 Pencegahan  

a. Pencegahan Tingkat Provinsi  

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan 

pencegahan terhadap potensi pelanggraran pada Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024 Peserta Pemilihan 

dan KPU Provinsi Sumatera Barat terkait larangan 

kampanye, pelaksanaan dana kampanye, serta masa tenang 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Pencegahan juga disampaikan dengan melakukan 

koordinasi secara langsung dalam rapat – rapat yang dihadiri 

langsung oleh Peserta Pemilihan dan KPU Provinsi Sumatera 

Barat. 
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Pencegahan juga dilaksanakan melalui kegiatan dengan 

mengajak Partisipatsi masyarakat dalam melakukan 

pengawasan pada setiap tahapannya. Dengan meningkatnya 

partisipasi masyarakat dalam mengawasi harapannya dapat 

mencegah terjadinya pelanggaran atau kecurangan pada 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024 di 

Sumatera Barat khususnya pada tahapan kampanye. Serta 

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan sosialsisasi 

kepada masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran 

tindak pidana pemilihan pada tahapan kampanye serta bentuk 

– bentuk pelanggaran pemilihan lainnya pada proses 

pelaksanaan kampanye pemilihan 

Bentuk imbauan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi 

Sumatera Barat diantaranya adalah : 

(1) Imbauan terkait larangan kampanye 

(2) Imbauan kepada para pihak yang dilarang dalam 

kampanye sesuai dengan peraturan perundang-

undangan 

(3) Imbuan terkait dengan larangan Alat Peraga 

Kampanye (APK) Pasangan Calon Gubernur dan 

Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat 

(4) Imbauan terkait dengan larangan terkait dengan 

prosedur debat publik Pasangan Calon Gubernur 

dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat 

(5) Imbauan terkait dengan pelaksanaan Dana 

Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang 

dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat 

Terhadap pencegahan pada masa tenang, Bawaslu 

Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Apel Siaga dengan 

melibatkan stakeholder Provinsi Sumatera Barat dalam 

rangka patrol pengawasan masa tenang untuk mencegah 
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terjadinya perbuatan politik uang dan larangan lainnya yang 

di atur dalam peraturan perundang-undangan. 

b. Pencegahan Tingkat Kabupaten/Kota  

Dalam melaksanakan fungsi pencegahan Bawaslu 

Provinsi Sumatera Barat telah menginstruksikan kepada 

jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota untuk diteruskan ke partai 

politik pengusung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur Provinsi Sumatera Barat untuk membuat surat 

imbauan serta mengintruksikan pengawasan kepada Bawaslu 

Kabupaten/Kota terhadap pasangan calon Gubernur dan 

Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat. 

Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan koordinasi secara 

langsung kepada tim kampanye, stakeholder, masyarakat 

(pemilih), dan KPU Kabupaten/Kota yang berkaitan 

langsung dengan kampanye terkait potensi-potensi 

pelanggaran dalam tahapan kampanye, dana kampanye, dan 

masa tenang. 

Serta bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu 

Kabupaten/Kota Se – Sumatera Barat dengan melaksanakan 

pengawasan secara melekat berupa patroli pengawasan 

terhadap potensi pelanggaran politik uang. 

5.2.2 Penanganan Pelanggaran  

Penanganan Pelanggaran Tingkat Provinsi  

  Pelanggaran Pemilihan adalah tindakan yang bertentangan, 

melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan 

yang mengatur mengenai Pemilihan. 

  Selama pelaksanaan kampanye Bawaslu Provinsi Sumatera 

Barat menerima laporan sebanyak 4 (empat) laporan, yakni dalam 

tabel berikut: 
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Tabel 25 Laporan Yang Disampaikan Kepada Bawaslu 

Provinsi Sumatera Barat Pada Tahapan Kampanye 

NO 
NOMOR PENYAMPAIAN 

LAPORAN 
PELAPOR BENTUK PERBUATAN STATUS LAPORAN 

1 001/PL/PG/Prov/03.00/X/2024 WNI 

Dugaan kampanye hitam 

pada media sosial Tik Tok 

dengan nama akun 
doncreet178. 

Tidak regiatrasi 

2 002/PL/PG/Prov/03.00/X/2024 
WNI 

Kampanye ditempat ibadah Tidak regiatrasi 

3 003/PL/PB/Prov/03.00/X/2024 

Peserta 

Pemilu Dugaan Bawaslu tidak netral 

Bukan merupakan 

dugaan pelanggaran 
Kode Etik Penyelenggara 

Pemilu 

4 004/PL/PB/Kab/03.15/XI/2024 
WNI Dugaan fitnah kepada calon 

bupati Kab. Pesisir Selatan 
an. Hendrajoni 

Bukan merupakan  

perbuatan tindak pidana 
Pemilihan 

 

(1) Penyampaian Laporan Nomor : 

001/PL/PG/Prov/03.00/X/2024 

 Laporan tersebut disampaikan kepada Bawaslu 

Provinsi Sumatera Barat perihal adanya Dugaan 

kampanye hitam pada media sosial Tik Tok dengan nama 

akun doncreet178 dengan dugaan Kampanye ditempat 

ibadah di duga Calon Gubernur Provinsi Sumatera Barat 

 Bahwa Pelapor merupakan Warga Negara Indonesia 

yang mempunyai hak pilih an. Egit Maryeno Saputra 

dengan yang dilaporkan adalah akun tik tok an. 

doncreet178. Dalam Kajian Awal Bawaslu Provinsi 

menyatakan syarat formil dan materil Pelapor belum 

memenihi syarat sehingga diberikan perbaikan kepada 

pelapor selam 2 (dua) hari. Selanjutnya dalam 2 (dua) hari 

perbaikan pelapor tidak melakukan perbaikan atas laporan 

yang telah disampaikan kepada Bawaslu Provinsi 

Sumatera Barat sehingga terhadap laporan tersebut tidak 

di registrasi 
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(2) Penyampaian Laporan Nomor : 

002/PL/PG/Prov/03.00/X/2024 

 Laporan tersebut disampaikan kepada Bawaslu 

Provinsi Sumatera Barat perihal adanya Dugaan 

kampanye hitam pada media sosial Tik Tok dengan nama 

akun doncreet178 dengan melakukan fitnah dan ujaran 

kebencian kepada salah satu Pasangan Calon Gubernur 

dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat 

 Bahwa Pelapor merupakan Warga Negara Indonesia 

yang mempunyai hak pilih an. Mufti Aulia Putra dengan 

yang dilaporkan adalah akun tik tok an. @otewesumba. 

Dalam Kajian Awal Bawaslu Provinsi menyatakan syarat 

formil dan materil Pelapor belum memenihi syarat 

sehingga diberikan perbaikan kepada pelapor selam 2 

(dua) hari. Selanjutnya dalam 2 (dua) hari perbaikan 

pelapor tidak memperbaikan syarat formal dan materil 

yang disampaikan oleh Bawasli Provinsi Sumatera Barat 

sehingga terhadap laporan tersebut tidak di registrasi 

(3) Penyampaian Laporan Nomor : 

003/PL/PB/Prov/03.00/X/2024 

 Laporan tersebut disampaikan kepada Bawaslu 

Provinsi Sumatera Barat perihal adanya dugaan perlakuan 

tidak adil dari Bawaslu Kabupaten Solok Selatan terhadap 

Laporan yang disampaikan Tim Liaison Officer Pasangan 

Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Nomor 

Urut 2 dan dugaan memihak salah satu Pasangan Calon 

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan. 

 Bedasarkan kajian awal Bawaslu Provinsi Sumatera 

Barat terhadap laporan tersebut telah memenuhi syarat 

fotmil dan materil sehingga di register dengan nomor 

register : 001/Reg/LP/PB/Prov/03.00/X/2024. 

Selanjutnya laporan tersebut di tangani berdasarkan 
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dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu 

dengan melakukan serangkaian proses penanganan 

pelanggaran dengan mengklarifikasi para pihak dan 

analisa bukti-bukti laporan.  

 Bahwa terhadap laporan dengan nomor register 

001/Reg/LP/PB/Prov/03.00/X/2024 hasil kajian Bawaslu 

Prvinsi Sumatera Barat yakni Laporan tidak terbukti 

sebagai pelanggaran.  

(4) Penyampaian Laporan Nomor : 

004/PL/PB/Kab/03.15/XI/2024 

 Laporan tersebut disampaikan kepada Bawaslu 

Kabupaten Pesisir Selatan kemudian dilakukan 

pengambilalihan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. 

Bahwa pokok laporan Pelapor perihal adanya dugaan 

fitnah terhadap Calon Bupati Pesisir Selatan Nomor Urut 

2 Hendrajoni. 

 Selanjutnya laporan tersebut di register dengan 

nomor : 002/Reg/LP/PB/Prov/03.00/XI/2024 dan di 

tangani berdasarkan dugaan pelanggaran tindak pidana 

Pemilihan bersama Sentra Gakkumdu Provinsi Sumatera 

Barat yang tergabung dari unsur Kepolisian Daerah 

Sumbar dan Kejaksaan Tinggi Sumbar dengan melakukan 

serangkaian proses klarifikasi para pihak dan analisa 

bukti-bukti laporan, Penyelidikan, dan pendampingan 

kajian dan Penyelidikan oleh Kejaksaan. 

 Bahwa terhadap laporan dengan nomor register 

002/Reg/LP/PB/Prov/03.00/XI/2024 hasil kajian Bawaslu 

Prvinsi Sumatera Barat melaui Rapat Pembahasan Kedua 

Sentra Gakkumdu yakni Laporan tidak terbukti sebagai 

pelanggaran tindak pidana Pemilihan, dikarenakan tidak 

terpenuhinnya serta tidak terbuktinya unsur dugaan 
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pelanggaran Pemilihan yang di duga dilakukan oleh 

Terlapor 

5.2.3 Penyelesaian Sengketa Pemilihan 

Penyelesaian Sengketa Pemilihan di Provinsi Sumatera Barat 

 Bahwa selama pelaksanaan kampanye Gubernur dan Wakil 

Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Bawaslu Provinsi Sumatera 

Barat tidak meneri ma permohonan sengketa proses oleh Peserta 

Pemilihan sampai dengan tahapan masa tenang. 

 

5.3 Publikasi Hasil Pengawasan  

 Bahwa dalam hal publikasi hasil pengawasan yang telah dilakukan 

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada tahapan kampanye menggunakan 

akun resmi media sosial Instagram dan website. Dalam hal ini bentuk 

publikasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terkait dengan larangan 

kampanye dan pelaksanaan pengawasan kampanye oleh Bawaslu Provinsi 

Sumatera Barat. 

Gambar 7  Larangan kampanye di akun resmi Instagram Bawaslu  

Provinsi Sumatera Barat 
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Gambar 8 Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, dan Komisi Penyiaran 

Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Gugus Tugas 

Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan 

Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di akun resmi 

Instagram Bawaslu Provinsi Sumatera Barat 

 

Gambar 9 Pengawasan Langsung selama Kegiatan Debat Kampanye 

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat 

yang difasilitasi oleh KPU Sumbar di akun resmi Instagram Bawaslu 

Provinsi Sumatera Barat 

 

 Bawaslu Provinsi Sumatera Barat juga bekerjasama dengan media 

eksternal untuk menerbitkan dan membublikasikan berita hasil pengawasan 

yang dilakukan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. 
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5.4 Inovasi Pengawasan  

 Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas-tugas 

pengawasan pada tahapan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil 

Guburnur di Sumatera Barat, dengan metode pengawasan melekat yaitu 

dengan melakukan pengawasan pada setiap proses tahapan yang 

dilaksanakan. 

 Serta inovasi pengawasan yang dilakuka oleh Bawaslu Provinsi 

Sumatera Barat yakni, sebagai berikut : 

1. Pembentukan perjanjian kerjasama dengan Komisi Penyiaran 

Informasi Daerah Sumbar terkait dengan dengan pengawasan iklan 

kampanye melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan 

2. Pembentukan Pokja kampanye dengan melibatkan instansi dan 

stakeholder terkait guna memenimalisir potensi pelanggaran pada 

tahapan kampanye dan membagun sinergitas setiap elmen dalam 

memberantan praktek praktek politik uang dalam kampanye 

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat 

3. Pembentukan tim siber media sosial dengan tujuan untuk 

mengawasi dan menindaklanjuti konten-konten yang tidak sesuao 

dalam mengkampanyekan pasangan calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur Provinsi Sumatera Barat 

4. Kampung Pengawasan yang bertujuan adanya partisipasi 

masyarakat baik di plosok-plosok daerah dalam mengawasasi setiap 

proses kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilihan untuk 

mencegah potensi pelanggaran di tahaoan kampanye 

5.5 Kontrol dan Evaluasi 

Dalam pelaksanaan pengawasan dan proses penanganan pelanggaran di 

tahapan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Guburnur di Sumatera Barat, 

adanya beberapa evaluasi yang harus dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera 

Barat, sebagai berikut : 

1. Perlu peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada pelaksanaan 

pengawasan dan proses penanganan pelanggaran di Sumatera Barat baik 
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untuk jajaran pengawas tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota hingga jajaran 

pengawas tingkat TPS; 

2. Perlunya penjelasan di dalam aturan KPU mengenai sanksi larangan 

kampanye di tempat ibadah karna tidak singkronnya antara UU Pemilu 

dengan KPU mengenai sanksi administrative terhadap perbauatan tersebut. 

Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan dan proses penanganan 

pelanggaran di tahapan kampanye dan masa tenang sebagai perwujudan tugas, 

pokok, dan fungsi Bawaslu Provinsi Sumatera Barata, maka merekomendasikan, 

sebagai berikut: 

1. Perlu adanya pengaturan secara jelas melalui peraturan perundang-undangan 

mengenai teknis penertiban Alat Peraga Kampanye baik sebelum tahapan 

kampanye sampai tahapan masa tenang; 

2. Perlunya singkronisasi Perbawaslu dengan Peraturan KPU mengenai teknis 

penertiban Alat Peraga Kampanye sehingga tidak terjadi multitafsir antara 

pelaksanaan dengan teknis penertiban di lapangan; 

3. Perlunya penjelasan mengenai permaknaan bentuk kampanye lainnya sehingga 

tidak menimbulkan permikiran yang multitafsir antara adanya dugaan 

kampanye dalam bentuk lainnya 

4. Perlunya pemberian akses aplikasi Sikadeka terkait dana kampanye secara luas 

kepada Bawaslu, sehingga data pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu 

menjadi detail; 
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BAB VI PENGAWASAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK 

6.1. PERSIAPAN PENGAWASAN 

Tahapan Logistik Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 

merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dan tahapan penentu serta 

tahapan yang sangat perlu diawasi baik oleh penyelenggara maupun oleh 

Masyarakat. Dalam tahapan ini dibutuhkan banyak logistik sebagai bentuk 

fasilitas bagi Pemilih dalam menentukan pilihannya nanti. Untuk itu 

Penyelenggara Pemilihan (KPU) harus memastikan agar logistik Pemungutan 

dan Penghitungan serta Rekapitulasi Suara Pemilihan nantinya tercukupi dan 

memadai.  

Pengadaan dan pendistribusian logistik ini mesti berjalan sesuai aturan 

dan harus dipersiapkan sesempurna mungkin, sehingga nantinya logistik, 

seperti surat suara, tinta, berita acara Rekapitulasi Suara dan lain sebagainya 

tidak mengalami kekurangan terlaksananya proses tahapan Pemilihan dan 

mengakibatkan tidak terakomodirnya hak Suara Pemilih. Dalam tahapan ini 

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan pengawasan terhadap 

tahapan tersebut berdasarkan prinsip sebagai berikut, tepat jumlah, tepat jenis, 

tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas dan efisien. 

Persiapan pengawasan logistik dimulai dengan membentuk TIM 

Fasilitasi Pengawasan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang ditandai 

dengan penerbitan SK Tim Pengawasan Logistik Provinsi Sumatera Barat. Tim 

Pengawasan Logisitk menjalin komunikasi dengan pihak KPU Bawaslu 

Provinsi Sumatera Barat untuk mengetahui pengadaan logisitik yang dilakukan 

oleh KPU terkait pihak ketiga yang dipilih dan jadwal pengadaan, serta jadwal 

distribusi logistik yang akan dilakukan oleh pihak pengada atau pihak 

distributor yang dipilih agar Bawaslu Provinsi dapat melaksanakan 

Pengawasan secara maksimal dan tepat waktu.  

Tim Fasilitasi Pengawasan Logistik mengatur pembagian tim secara 

bergantian sesuai dengan informasi jadwal yang diperoleh dari KPU. Setiap 

pelaksanaan pengawasan dilakukan berdasarkan jadwal kunjungan atau jadwal 
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monitoring kepada pihak pengada logistik yang diberikan oleh KPU melalui 

surat. Untuk persiapan pengawasan distribusi logistik, Tim fasilitasi bergerak 

berdasarkan jadwal pergerakan logistik yang disampaikan oleh KPU melalui 

surat. Bawaslu melakukan pengawasan secara melekat, melakukan 

pengawasan langsung ke pabrik produksi, dan termasuk saat surat suara datang. 

Pengawasan ini sangat penting untuk memastikan semua logistik Pemilihan 

terpenuhi sesuai dengan kebutuhan yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan. 

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat selaku Pengawas melakukan 

pengawasan logistik untuk memastikan KPU Provinsi Sumatera Barat telah 

menyiapkan seluruh Perencanaan dan Persiapan sebelum Proses Produksi 

dilakukan. Bawaslu Provinsi memastikan seluruh Jenis Logistik, Sepsifikasi, 

Jumlah, sarana dan Prasaranan Produksi telah sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-Undangan. Tim Fasilitasi memastikan Perusahaan 

Percetakan telah memiliki Kontrak dengan Pihak KPU Provinsi Sumatera 

Barat, memiliki Legalitas, mempunyai saranan dan prasarana untuk proses 

Produksi dan Keterpenuhan SDM Perusahaan sesuai dengan Ketentuan 

Peraturan Perundang-Undangan. Sebelum melakukan pengawasan Bawaslu 

Provinsi Sumatera Barat melakukan Bimbingan teknis terkait pengawasan 

logistik kepada jajaran di Provinsi dan di Kabupaten/Kota.. 

 

6.2. PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PENGAWASAN 

PEMILIHAN 

6.2.1. Pencegahan 

a. Pencegahan Tingkat Provinsi 

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan 

pencegahan terhadap potensi pelanggaran Pemilihan tahun 2024 di 

Sumatera Barat dengan memberikan bimbingan teknis kepada Tim 

Fasilitasi Pengawasan Logistik Bawaslu Provinsi Sumagtera Barat, 

serta Bawaslu Kabupaten/Kota. Pelaksanaan ini berupa dengan 

mengadakan kegiatan secara daring mengingat banyaknya kegiatan 

yang tumpang tindih selama tahapan Pemilihan.  
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Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam Tahapan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota 

dan  Wakil Wali Kota Mengawasi Seluruh Tahapan Pemilihan yang 

dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat Sesuai dengan Undang 

undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang 

terutama pada Pasal 30 huruf a pada point 6 yang mana berbunyi 

pengawasan perlengkapan Pemilihan dan Pendistribusiannya. Dalam 

hal ini Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Mengawasi proses 

Perencanaan Pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi 

Sumatera Barat, seperti proses desain Surat Suara, Percetakan Surat 

Suara, mengawasi kelengkapan lainya demi terlaksananya Pemilihan 

serentak tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat. KPU Provinsi 

Sumatera Barat selalu memberikan akses diantaranya pengawasan 

percetakan surat suara dan perlengkapan lainnya, akses pengawasan 

pemusnahan kelebihan surat suara, dan akses pengawasan gudang 

tempat penyimpanan perlengkapan Pemilihan oleh KPU Provinsi 

Sumatera Barat. Dalam hal setiap proses pengadaan, pemusnahan, dan 

distribusi, KPU Provinsi Sumatera Barat selalu terbuka dan 

memberikan informasi kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat 

secara tertulis dan lisan. 

Dalam rangka melakukan pencegahan agar tidak terjadinya 

pelanggaran pada tahapan pengadaan dan distribusi logistik Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 

Walikota dan Wakil Walikota, tim Fasilitasi Pengawasan Logistik 

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan pengawasan 

Pengadaan/Pencetakan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan 

Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya 

sebagai bentuk pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilihan 

dengan rincian sebagai berikut: 
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1. Pengawasan Pengadaan/Pencetakan Perlengkapan Pemungutan 

Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan 

Pemungutan Suara Lainnya 

1. Bilik suara  

PT. Asada Mitra Packindo yang berada di Jalan Raya Serang 

kilometer 27, Desa Sentul Jaya Balaraja, Kabupaten Tangerang, 

Banten menjadi pihak penyedia Bilik Suara sesuai dengan 

perusahan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat 

sesuai denga nisi perjanjian yang ada di e katalog. PT. Asada 

Mitra Packindo tidak merupakan bagian dari konsorsium dengan 

perusahaan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Sumatera 

Barat dan berdiri sendiri.  

Pada proses praproduksi logistik yang dilakukan PT.Asada 

Mitra Packindo sebagai penyedia melakukan Analisa diawal 

proses waktu produksi, pengepakan serta pendistribusian 

logistik sesuai dengan aturan yang berlaku dan yang telah 

disepakati Bersama. Mesin cadangan cetak produksi selain 

mesin utama pencetakan tidak ada karena pihak penyedia 

mempunyai beberapa mesin yang bisa di kondisikan jika terjadi 

kerusakan terhadap mesin cetak utama. 

Jumlah bilik suara yang diproduksi sesuai dengan KPT KPU 

1139 tahun 2024, yaitu sebanyak 43.344 buah. Bilik suara yang 

dibuat berbahan karton dupleks kedap air dengan lapisan dinding 

gelombang flute double wall dengan ketebalan minimal 6 mm 

dengan tulisan luar KPU Pemilihan Tahun 2024. 

Timeline produksi, pengepakan serta pendistribusian 

logistik sesuai dengan aturan yang berlaku dan yang telah 

disepakati Bersama bahwa PT.Asada Mitra Packindo sebagai 

penyedia yang memulai proses produksi semenjak tanggal 2 

september 2024 dan akan di distribusikan pada tanggal 24 

september 2024 paling lambat pada tanggal 30 september 2024 

telah sampai di 19 kabupaten kota di provinsi Sumatera barat 
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oleh ekspedisi langgeng. Disaat sesi diskusi terdapat masukan 

dari PT.Asada Mitra Packindo sebagai penyedia terhadap TPS 

penambahan agar segera di update sehingga dapat dilakukan 

proses pencetakan dan pendistribusian, karna jika terlambat 

meng upadate akan berdampak terhadap addendum serta 

pendistribusiannya ke daerah. 

Keamanan dan pengamanan PT.Asada Mitra Packindo 

sebagai penyedia mengunakan security kantor berlabel 

outsourcing/ pihak ketiga yang sudah terlatih dan bersertifikat 

serta mengandal kamera cctv Closed-Circuit Television dari 

setiap sudut ruangan. 

 

2. Segel  

PT. Mecosuprin Grafia yang berada di Am, Kampung Baru 

RT 011 RW 007 Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur, DKI 

Jakarta merupakan perusahaan yang memproduksi segel yang 

ditetapkan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat. Segel yang 

diproduksi telah sesuai dengan spesifikasi yang diatur dalam Kpt 

1139 tahun 2024 sejumlah 530.585.  

⁠Timeline Produksi segel dilakukan produksi dimulai dari 11-

28 September 2024, dengan rincian.  

     a. cetak segel pada 11-19 September 2024 

     b. Half Cutting pada 17-19 September 2024 

     c. Pengepakan pada 18-20 September 2024 

     d, Pendistribusian pada 20-24 September 2024 

Ekspedisi segel menggunakan POS Indonesia melalui jalur 

darat. ⁠⁠Keamanan produksi segel di PT Mecosuprin Gravia 

terdiri dari Security PT dan CCTV. Produksi segel 

mengunakan mesin utama dan mempunyai 2 mesin Cadangan. 

Jumlah segel Pemilihan tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat 

yang diproduksi, dengan rincian: 

1. Pesisir Selatan 51.056 
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2. Kab Solok 44.447 

3. Sijunjung 21.821 

4. Tanah Datar 41.364 

5. Padang Pariaman 41.467 

6. Agam 59.135 

7. 50 Kota 31.225 

8. Pasaman 29.657 

9. Kep Mentawai 12.880 

10. Solok Selatan 17.013 

11. Dharmasraya 5.472 

12. Pasaman Barat 43.608 

13. Padang 72.386 

14. Kota Solok 5.782 

15. Sawahlunto 5.512 

16. Padang Panjang 4.717 

17. Bukittinggi 10.074 

18. Payakumbuh 9.863 

19. Pariaman 8.078 

 

3. Kotak Suara   

PT. Santoso Jawi Abadi yang berada di jalan Raya Darmo 

Permai I/14 Pradah Kalikendal, Dukuh Pakis, Surabaya sebagai 

pihak Penyedia yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sumatera 

Barat telah sesuai dengan isi perjanjian yang ada di ekatalog. PT. 

Santoso Jawi Abadi sebagai Penyedia tidak merupakan bagian 

dari konsorsium dengan perusahaan yang telah ditetapkan oleh 

KPU Privinsi Sumatera Barat, dan berdiri sendiri. Namun untuk 

distribusi menggunakan pihak ketiga dengan tanggung-jawab 

penuh pada PT. Santoso Jawi Abadi. 

Kotak Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 yang diproduksi oleh PT 

Santoso Jawi Abadi. sebagai penyedia sudah sesuai dengan 
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Keputusan KPU nomor 1339 Tahun 2024 tentang kebutuhan dan 

spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara dan 

perlengkapan lainya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil 

Walikota. Kotak Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

yang telah dicetak untuk Provinsi Sumatera Barat berukuran 

40cm x 40cm x 60cm.  

Distribusi logistik jalur darat menggunakan truk Fuso 

dengan kapasitas 1700 ekslempar kotak per truk. Dari Sidoarjo 

menuju Padang menggunakan Fuso, dari Padang ke 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat menggunakan Colt 

Diesel. Tiap truk Fuso agar berdekatan Kabupaten/Kota tujuan 

pengantaran logistik di Sumatera Barat. Pihak KPU Provinsi 

Sumatera Barat meminta agar menggunakan truk Box dengan 

catatan penutup dari besi agar dipantau tekanan.  

 

4. Tinta   

Sinar Abadi Pritindo yang berada di Grand Aries Niaga, 

jalan Taman Aries Utama Blok G1 nomor 2V lantai 3, Meruya 

Utara, Kembangan DKI Jakarta merupakan pemenang lelang 

LPSE pengadaan logistik tinta pemilihan provinsi Sumatera 

Barat.  

Tinta yang diproduksi telah sesuai dengan spesifikasi yang 

diatur dalam kpt 1139 tahun 2024 adapun bahan baku utama 

menggunakan kunyit. Produksi dilakukan mulai tanggal 12 

September 2024 dan telah selesai pada tanggal 14 September 

2024. Sistem pengerjaan untuk pengadaan logistik tinta 

pemilihan dilakukan dengan sistem borongan yang melibatkan 

48 pekerja. Saat ini tinta telah selesai tahap produksi, 

pengemasan, pengepakan dan menunggu untuk proses 

pendistribusian. Tinta dikemas menggunakan plastik masing-
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masing botol sebelum dimasukkan ke dalam kotak. Pengepakan 

dalam 1 kardus berisi 50 kotak tinta.  

Pendistribusian logistik dilakukan mulai tanggal 17 

September 2024 melalui jalur darat menggunakan ekspedisi 

SGN dan Sriwijaya Muara Energi (SME) dengan estimasi 

perjalanan 7 hari yang diperkirakan tiba di Sumatera Barat pada 

tanggal 24 September 2024. Untuk pengamanan dan keamanan 

PT Sinar Abadi Pritindo hanya menggunakan CCTV tanpa 

adanya petugas keaman yang berjaga di lokasi produksi. 

Jumlah tinta pemilihan tahun 2024 untuk provinsi Sumatera 

Barat yang diproduksi sesuai dengan kpt 1139 yaitu 2x (dua kali) 

jumlah TPS adalah sebagai berikut: 

Tabel 26 Jumlah Tinta Pemilihan Tahun 2024 Untuk 

Provinsi Sumatera Barat 

No Kabupaten/Kota Jumlah 

1. Pesisir Selatan 2.084 

2. Kab Solok 1.818 

3. Sijunjung 890 

4. Dharmasraya 694 

5. Pasaman Barat 1.786 

6. Padang 2.974 

7. Tanah Datar  1.690 

8. Padang Pariaman  1.690 

9. Agam 2.422 

10. 50 Kota  1.274 

11. Pasaman  1.210 

12. Kep Mentawai  520 

13. Solok Selatan  832 

14. Kota Solok  236 

15. Sawahlunto  222 

16. Padang Panjang  192 
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17. Bukittinggi  412 

18 Payakumbuh  400 

19 Pariaman  326 

 

5. Kabel Ties  

PT Locis Segel Indonesia yang berada di Laksana Business 

Park, Jalan Raya Kali baru 5 Blok D22, Pakuhaji, Tanggerang, 

Banten sebagai Penyedia melakukan produksi logistik sesuai 

dengan perusahan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sumatera 

Barat sesuai dengan nisi perjanjian yang ada di e katalog. PT. 

Locis Segel Indonesia sebagai Penyedia produksi logistik tidak 

merupakan bagian dari konsorsium dengan perusahaan yang 

telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dan berdiri 

sendiri. 

Jumlah Kabel Ties yang diproduksi sebanyak total 139.704  

buah  yang telah sesuai dengan KPT KPU 1139/2024. Kabel ties 

dibuat dari bahan biji plastic murni bukan daur ulang jenis 

polypropylene (PP) high density. Warna kabel ties putih, dengan 

sistem penguncian menggunakan 2 (dua) jalur gerigi pada badan 

segel untuk mencengkeram dengan kuat. Kabel ties yang 

diproduksi memiliki kekuatan yang dapat terputus jika ditarik 

dengan kekuatan tenaga sama atau diatas 40 kg. Tulisan 

dipasang Logo KPU dan tulisan Pemilihan 2024 yang dicetak 

dengan metode cetak timbul (embossed). 

Proses pra produksi logistik yang dilakukan PT. Locis Segel 

Indonesia sebagai penyedia melakukan Analisa diawal proses 

waktu produksi, pengepakan serta pendistribusian logistik sesuai 

dengan aturan yang berlaku dan yang telah disepakati Bersama. 

Mesin cadangan produksi selain mesin utama pencetakan karena 

pihak penyedia mempunyai beberapa mesin yang bisa di 

kondisikan jika terjadi kerusakan terhadap mesin cetak utama.  
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Keamanan dan pengamanan PT. Locis Segel Indonesia 

sebagai penyedia mengunakan security kantor yang sudah 

terlatih serta mengandal kamera cctv Closed-Circuit Television 

dari setiap sudut ruangan. 

Timeline produksi, pengepakan serta pendistribusian 

logistik sesuai dengan aturan yang berlaku dan yang telah 

disepakati bersama bahwa PT. Locis Segel Indonesia sebagai 

penyedia yang memulai proses produksi semenjak 14 September 

2024 s/d 17 September 2024, tanggal pengepakan 18 September 

2024 s/d 19 September 2024 dan didistribusikan pada tanggal 20 

September 2024 dan paling lambat tanggal 30 september 2024 

telah sampai di 19 kabupaten kota di provinsi Sumatera Barat 

oleh PT Cabe Raya Nusantara Express. 

 

6. Alat Bantu Tuna Netra  

PT Macananjaya Cemerlang yang berada di Jalan Ki Hajar 

Dewantara, Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten 

Klaten, Provinsi Jawa Tengah sebagai pihak Penyedia yang 

ditetapkan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat telah sesuai 

dengan isi perjanjian yang ada di ekatalog.  

Alat Bantu Tuna Netra dalam Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 yang diproduksi 

oleh PT Macananjaya Cemerlang sebagai penyedia sudah sesuai 

dengan Keputusan KPU nomor 1337 Tahun 2024 tentang Desain 

Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tunanetra Dalam Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Alat Bantu 

Tunanetra Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah 

dicetak untuk Provinsi Sumatera Barat berukuran 18x23 cm 

sesuai dengan Keputusan KPU nomor 1337 tahun 2024 yaitu 

kategori untuk 2 (dua) pasangan Calon. 



LAPORAN AKHIR PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 

202 
 

Bahan utama yang digunakan adalah  bahan art karton 

dengan ketebalan 230 gram, melebihi ketentuan yang berlaku. 

Tujuan menggunakan bahan yang lebih tebal adalah agar alat 

bantu tunanetra tersebut tidak mudah rusak saat proses produksi. 

Pengaman atau tanda khusus pada alat bantu tunenetra yaitu 

pengaman dengan tanda khusus berupa mikroteks atau teks kecil 

tersembunyi. Desain alat bantu tunanetra Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur berbentuk empat persegi panjang. Dibuat 

dengan huruf awas dan huruf braille yang tegas dan dapat diraba 

oleh jari, yang desainnya sama seperti surat suara dengan warna 

hitam putih (greyscale).  

Pada alat bantu tunanetra bagian depan terdapat logo KPU, 

tulisan SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN 

WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT 

TAHUN 2024, dan tulisan ALAT BANTU TUNANETRA. 

Pada bagian bawah terdapat 2 kolom untuk Pasangan Calon 

Gubernur dan Wakil Gubernur. Pada kolom terdapat nomor urut 

Pasangan Calon, tulisan CALON GUBERNUR, CALON 

WAKIL GUBERNUR, NAMA CALON GUBERNUR, dan 

NAMA WAKIL GUBERNUR. Pada kolom bagian bawah 

terdapat kotak persegi panjang yang tembus pada sisi belakang 

disediakan untuk mencoblos pilihan. 

Produksi Alat Bantu Tunanetra oleh PT Macananjaya sudah 

dimulai sejak tanggal 15 Oktober 2024, dan ditargetkan selesai 

paling lambat tanggal 29 Oktober 2024 hingga pengesetan. 

Tanggal 30 Oktober 2024 ditargetkan untuk mulai 

pendistribusian paling lama satu minggu proses distribusi. 

Sampai saat kami berkunjung, yaitu tanggal 18 Oktober 2024, 

proses produksi sedang berada pada tahap sealing, dan Sebagian 

sudah selesai tahap produksinya.  

Alat yang produksi yang disediakan oleh PT. Macananjaya 

Cemerlang untuk memproduksi Alat Bantu Tunanetra ada 
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sebanyak 4 (empat) buah, namun yangaktif digunakan hanya 2 

(dua) buah karena sebanyak itu sudah mencukupi untuk proses 

produksi alat bantu tunanetra. Jumlah alat bantu tunanetra yang 

diproduksi oleh PT Macananjaya untuk Sumatera Barat adalah 

sebanyak 20.000 lembar. 

Keamanan logistik bisa disebut baik karena setiap 

pengunjung harus melakukan pemberitahuan minimal sehari 

sebelum berkunjung, dan setiap tamu harus melapor dan mengisi 

buku tamu. Saat berkunjung ke dalam gudang produksi 

pengunjung dibatasi dan didampingi oleh tim pengaman 

bersenjata. Selain itu pengunjung dilarang memegang produk 

apapun yang ada di dalam gudang. Pengunjung juga dilarang 

memfoto produk yang ada di dalam  gudang. Saat berada di 

dalam gudang pengunjung tidak lepas dari pengawasan staf dan 

tim pengaman. 

 

7. DPC  

Dalam Pasal 29 PKPU 12 Tahun 2024, Daftar Pasangan 

Calon (DPC) ini merupakan bagian dari perlengkapan yang 

wajib ada ketika hari Pemungutan Suara. Daftar Pasangan Calon 

ini nantinya akan di tempelkan di papan pengumuman yang ada 

di masing-masing TPS. Selain itu, Daftar Pasangan Calon (DPC) 

merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan informasi 

kepada Pemilih mengenai Pasangan Calon yang memuat : 

• Nomor Urut Pasangan Calon; 

• Foto Pasangan Calon; 

• Nama Lengkap Pasangan Calon; 

• Visi dan Misi Pasangan Calon; 

• Tanda Gambar Partai Politik atau Gabungan Partai 

Politikpengusul Pasangan Calon bagi Pasangan Calon yang 

diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. 
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PT. Senibudaya Sejahtera Offset yang berada di jalan Holis 

nomor 39 Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat merupakan 

perusahaan penyedia produksi logistik yang ditetapkan oleh 

KPU Provinsi Sumatera Barat. PT Senibudaya Sejahtera Offset 

hanya memproduksi Daftar Pasangan Calon (DPC) untuk 

Pemilihan Serentak Tahun 2024 baik di Provinsi Sumatera Barat 

maupun untuk 19 Kabupaten Kota yang ada di Provinsi 

Sumatera Barat. Adapun jumlah logstik DPC yang dicetak untuk 

Pemilihan Serentak 2024 yaitu sebagai berikut: 

 

Tabel 27 Jumlah Logstik DPC Yang Dicetak Untuk Pemilihan Serentak 2024 

No. Kabupaten/Kota Jumlah 

 Provinsi Sumatera Barat 10846 

1 Pesisir Selatan 1042 

2 Solok 909 

3 Sijunjung 445 

4 Tanah Datar 845 

5 Padang Pariaman 845 

6 Agam 1211 

7 Lima Puluh Kota 637 

8 Pasaman 605 

9 Kepulauan Mentawai 261 

10 Dharmasraya 416 

11 Solok Selatan 356 

12 Pasaman Barat 893 
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No. Kabupaten/Kota Jumlah 

13 Kota Padang 1487 

14 Kota Solok 118 

15 Kota Sawahlunto 111 

16 Kota Padang Panjang 96 

17 Kota Bukittinggi 206 

18 Kota Payakumbuh 200 

19 Kota Pariaman 163 

  

Berdasarkan data diatas, jumlah DPC untuk Provinsi 

Sumatera Barat adalah sebanyak 10846 lembar dan rencana akan 

dinaikan cetak paling cepat nanti malam. Kemudian timfas 

logistik Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan 

pengecekan terhadap plat DPC yang akan dicetak yang memuat 

desain, nama pasangan calon, nomor urut dan partai pengusung 

dari masing-masing calon. 

Untuk timeline produksi, pengepakan serta pendistribusian 

logistik Daftar Pasangan Calon (DPC) telah sesuai dengan 

aturan yang disepakati dimana pihak penyedia menargetkan 

bahwa proses cetak dan packing akan selesai sebelum tanggal 20 

Oktober 2024 dengan jumlah 10846 dan dari pihak penyedia 

sendiri nantinya akan melebihkan cetakan sebanyak 30 lembar 

per Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai cadangan jika nanti ketika 

dilakukan penempelan di masing-masing TPS terdapat DPC 

yang mengalami kerusakan. 

 

2. Pengawasan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara, 

Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan 

Suara Dari Pabrik Percetakan ke KPU Provinsi 
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Bahwa Proses pendistribusian logistik surat suara menggunakan 

4 truk yang disediakan oleh PT. langgeng amanah express sebagai 

perusahaan jasa pengiriman logistiknya. PT. Langgeng Amanah 

Express juga mendistribusikan logistik berupa ABTN dari PT. 

Mancanan Jaya menggunakan truk yang sama yang akan membawa 

logistik surat suara dari PT. Gramedia di Cikarang. Pendistribusian 

dimulai dengan truk satu dengan plat b 9467 fxy yang memulai proses 

pemuatan pada pukul 08.00 dan selesai pada pukul 09.15. 

Pengiriman menggunakan ekspedisi Langgeng Amanah 

Express memiliki estimasi 4 hingga 5 hari sebelum sampai di Lokasi 

tujuan, hal ini tergantung pada kondisi di perjalanan. Untuk pengawalan 

melibatkan 8 orang personel Brimob Sumbar dimana 2 orang personel 

akan bertugas mengawal masing-masing truk. Satu orang personel 

berada di kursi depan truk, sementara satu orang lagi akan mengiringi 

dengan mobil yang sudah dirental. Penyegelan mobil pengangkut  

logistik dengan plat nomor 9487 fxy dilakukan pada pukul 14.06 

selanjutnya dilakukan penyegelan mobil pengangkut logistik kedua 

9468 fxy pada pukul 14.10 dan dilanjutkan dengan mobil ke 3 9462 ecc 

pada pukul 14.12 WIB. 

Bilik Suara distribusikan pada tanggal 24 September 2024 dan 

paling lambat pada tanggal 30 september 2024 telah sampai di 19 

kabupaten kota di provinsi Sumatera Barat oleh ekspedisi langgeng. 

Ekspedisi segel menggunakan POS Indonesia melalui jalur darat. 

Pendistribusian dilaksanakan pada 20-24 September 2024.  

Distribusi logistic kotak suara jalur darat menggunakan truk 

Fuso dengan kapasitas 1700 ekslempar kotak per truk. Dari Sidoarjo 

menuju Padang menggunakan Fuso, dari Padang ke Kabupaten/Kota di 

Provinsi Sumatera Barat menggunakan Colt Diesel. Tiap truk Fuso agar 

berdekatan Kabupaten/Kota tujuan pengantaran logistik di Sumatera 

Barat. Pihak KPU Provinsi Sumatera Barat meminta agar menggunakan 

truk Box dengan catatan penutup dari besi agar dipantau tekanan. 
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Pendistribusian logistik tinta dilakukan mulai tanggal 17 

September 2024 melalui jalur darat menggunakan ekspedisi SGN dan 

Sriwijaya Muara Energi (SME) dengan estimasi perjalanan 7 hari yang 

diperkirakan tiba di Sumatera Barat pada tanggal 24 September 2024. 

Untuk pengamanan dan keamanan PT Sinar Abadi Pritindo hanya 

menggunakan CCTV tanpa adanya petugas keaman yang berjaga 

di lokasi produksi. 

Timeline produksi, pengepakan serta pendistribusian logistik 

kabel ties sesuai dengan aturan yang berlaku dan yang telah disepakati 

bersama bahwa PT. Locis Segel Indonesia sebagai penyedia yang 

memulai proses produksi semenjak 14 September 2024 s/d 17 

September 2024, tanggal pengepakan 18 September 2024 s/d 19 

September 2024 dan didistribusikan pada tanggal 20 September 2024 

dan paling lambat tanggal 30 september 2024 telah sampai di 19 

kabupaten kota di provinsi Sumatera Barat oleh PT Cabe Raya 

Nusantara Express. 

 

3. Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan 

Lainnya Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam 

Pemilihan : 

 

Tabel 28 Jenis danJumlah Logistik Pemilihan Serentak 2024 

di Provinsi Sumatera Barat 

JENIS LOGISTIK JUMLAH 

1 KOTAK SUARA     

-  Kotak Suara PGWG 10,846 buah 

-  Kotak Suara PBWB/PWWW 10,846 buah 

-  Cadangan Kotak Suara Kotak Suara 358 buah 

2 Tinta 21,692 buah 

3 Bilik Pemungutan Suara 43,384 buah 

4 Segel 541,911 keping 

5 Segel plastik/Kabel Ties 137,676 buah 

6 SAMPUL KERTAS     
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a.  SAMPUL KUBUS 120,571 buah 

b. SAMPUL BIASA 152,796 buah 

c.  SAMPUL FORMULIR MODEL 

C.Hasil 
21,692 buah 

7 FORMULIR     

a. Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano)     

Formulir Model C.Hasil-KWK PGWG 32,538 lbr 

Formulir Model C.Hasil-KWK 

PBWB/PWWW 
35,685 lbr 

b. Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran 

A4) 
    

Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK 

PGWG 
21,692 lbr 

Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK 

PBWB/PWWW 
21,692 lbr 

8 DAFTAR PASANGAN CALON     

Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur 
10,846 buah 

Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil 

Bupati atau Walikota 
10,846 buah 

9 SURAT SUARA     

Surat Suara termasuk cadangan 2,5% Calon 

Gubernur dan 
4,210,957 lembar 

Surat Suara Pemungutan Surat Ulang Calon 

Gubernur dan 
2 lembar 

Surat Suara termasuk cadangan 2,5% Calon 

Bupati dan Wa 
4,210,957 lembar 

Surat Suara Pemungutan Surat Ulang Calon 

Bupati dan Wak 
38 Lembar 

10 ALAT BANTU TUNA NETRA (ABTN) 10,846 Lembar 

Alat Bantu Tuna Netra Calon Gubernur dan 

Wakil Gubernur 
10,846 Lembar 

Alat Bantu Tuna Netra Calon Bupati dan 

Wakil Bupati atau W 
10,846 Lembar 
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11 ALAT KELENGKAPAN TPS     

A Alat untuk mencoblos pemilihan 

(bantalan, alat coblos/paku dan tali 

pengikat sudah terpasang dengan paku ) 

43,384 Paket 

B Tanda Pengenal KPPS 75,922 Buah 

C Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS 21,692 Buah 

D Tanda Pengenal Saksi Pasangan Calon 

Gubernur dan Wakil Gubernur 
21,692 Buah 

E Tanda Pengenal Saksi Pasangan Calon 

Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota 

dan Wakil Walikota 

31,291 Buah 

F. Karet Pengikat Surat Suara Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil 

Walikota dan Bupati dan Wakil Bupati 

1,418,982 Buah 

Karet Pengikat Surat Suara Gubernur dan 

Wakil Gubernur 
717,457 buah 

Karet Pengikat Surat Suara Walikota dan 

Wakil Walikota dan/ atau Bupati dan 

Wakil Bupati 

701,525 Buah 

Lem Perekat 12,309 Buah 

Ballpoin 79,884 Buah 

Spidol kecil 67,236 Buah 

Kantong Plastik Besar Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota 

dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil 

Bupati 

43,384 Buah 

Kantong Plastik Kecil Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil 

Walikota, Bupati dan Wakil Bupati 

21,692 Buah 

Kantong Plastik Sedang Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota 

dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil 

Bupati 

10,846 Buah 
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Kantong Plastik Selongsong Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota 

dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil 

Bupati 

21,692 Buah 

Kantong Plastik Ziplock Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota 

dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil 

Bupati 

21,692 Buah 

Label Identitas Kotak Suara Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota 

dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil 

Bupati 

43,384 Buah 

Label Identitas Kotak Suara Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur 
21,692 Buah 

 

b. Pencegahan Tingkat Kabupaten/Kota 

Dalam hal pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu 

Kabupaten/Kota pelaksanaannya mengikuti arahan dan petunjuk dari 

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yaitu dengan membuat kegiatan 

bimbingan teknis pengawasan  logistik kepada seluruh jajaran internal 

serta jajaran adhoc. Selain itu juga melaksanakan pengawasan secara 

langsung baik saat pencetakan, maupun saat tahapan distribusi, serta 

pengawasan langsung ke gudang penyimpanan, termasuk juga 

pengawasan proses lipat suara. 

 

6.2.2. Penanganan Pelanggaran 

a. Penanganan Pelanggaran Tingkat Provinsi 

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada tahapan Pengawasan 

Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil 

Walikota Tahun 2024 tidak menemukan dugaan pelanggaran maupun 

laporan dugaan pelanggaran dari Masyarakat mengenai keterdiaan 

logistik. 
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b. Penanganan Pelanggaran Tingkat Kabupaten/Kota 

Bahwa pada tahapan Pengawasan Pengadaan dan Distribusi 

Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu 

Kabupaten Kota dan jajaran pengawas kecamatan tidak menerima 

adanya laporan dugaan pelanggaran dari masyarakat maupun 

menemukan dugaan pelanggaran pada distribusi maupun ketersediaan 

logistik. 

 

 

6.2.3. Penyelesaian Sengketa Pemilihan 

a. Penyelesaian Sengketa Tingkat Provinsi 

Bahwa pada tahapan Pengawasan Pengadaan dan Distribusi 

Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu 

Provinsi Sumatera Barat tidak menerima permohonan sengketa 

Pemilihan maupun penerusan permohonan penyelesaian sengketa dari 

Kabupaten/Kota dalam hal Pengadaan dan Distribusi Logistik 

Pemilihan Tahun 2024. 

 

b. Penyelesaian Sengketa Tingkat Kabupaten/Kota 

Bahwa pada tahapan Pengawasan Pengadaan dan Distribusi 

Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Jajaran 

Bawaslu Kabupaten/Kota dan Pengawas Adhoc se Sumatera Barat 

tidak menerima permohonan sengketa Pemilihan dalam hal 

Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilihan Tahun 2024. 

 

6.3. PUBLIKASI HASIL PENGAWASAAN 

Publikasi hasil pengawasan perlu dilaksanakan sebagai bentuk 

sosialisasi kegiatan pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi 



LAPORAN AKHIR PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 

212 
 

Sumatera Barat, sehingga Masyarakat dapat mengetahui kinerja Bawaslu 

Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan pada tahapan Pemilihan, serta 

mengetahui jalannya pengawasan logistik. Hal ini dapat menyanggah penilaian 

Masyarakat yang sering menganggap kerja Bawaslu hanyalah melakukan 

pengawasan pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara saja. Oleh karena 

itu perlu dilakukan publikasi terkait pengawasan Logistik Pemilihan ini.  

Pada mekanismenya, segala kegiatan pengawasan Logistik 

dipublikasikan secara online ke sosial media milik Bawaslu Provinsi Sumatera 

Barat, khususnya di platform Instagram Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Tim 

fasilitasi pengawasan Logistik yang telah melaksanakan pengawasan, 

melakukan sharing kegiatan di grup fasilitasi, dan memberikan bukti-bukti foto 

serta kronologi pengawasan secara pribadi kepada staf humas yang 

bertanggung jawab mempublikasi kegiatan Bawaslu di media sosial Bawaslu 

Provinsi Sumatera Barat. Staf Humas akan melakukan pengunggahan foto dan 

caption di platform Instagram Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. 
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Gambar 10 Publikasi Pengawasan Produksi Logistik 
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Sumber: Instagram Bawaslu Provinsi Sumatera Barat 
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6.4. INOVASI PENGAWASAN 

Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 Perbawaslu 12 Tahun 2023 

menjelaskan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota 

sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan tanggung jawab KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam 

pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara yang 

dilakukan melalui Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan 

sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dan 

serta Pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) termasuk Dukungan Perlengkapan Lainnya dan 

Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya.  

Inovasi pengawasan dilakukan dengan berkolaborasi dan berkoordinasi 

dengan KPU. Bawaslu Provinsi membentuk Tim Fasilitasi di awal untuk 

memudahkan administrasi pengawasan logistik yang ditandai dengan terbitnya SK, 

untuk memudahkan koordinasi sesama tim Bawaslu Provinsi dalam melakukan 

pengawasan logistik Pemilihan. Tim fasilitasi membagi tugas untuk penyusunan 

administrasi selama fasilitasi pengawasan logistik. Selain itu Tim Fasilitasi juga 

membagi jadwal secara objektik dalam penyusunan tim pengawasan logistik. 

Pelaksananaan pengawasan masih dilakukan secara manual dan melekat. Setelah 

selesai melaksanakan pengawasan, tim fasilitasi Menyusun laporan pengawasan ke 

dalam form model A, dan menguploadnya ke dalam link yang sudah disediakan 

sebelumnya. 

6.5. KONTROL DAN EVALUASI 

Kontrol dan evaluasi dilaksanakan melalui rapat Bersama secara daring 

maupun tatap muka di lingkungan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Kontrol juga 

dilakukan dengan permintaan data secara update di link yang telah disediakan oleh 

tim Fasilitasi Pengawasan Logistik. Tidak hanya data dari Bawaslu Provinsi 

Sumatera Barat, Tim juga meminta update data yang telah dilakukan oleh Bawaslu 

Kabupaten/Kota. Staf  yang telah ditugaskan di awal pembentukan tim faslitasi 

bertanggung jawab terhadap update data setiap tim fasilitasi selesai melakukan 

pengawasan. Staf yang bertugas akan melihat apakah data sudah diupdate atau 
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belum, jika belum diupdate, staf tersebut akan mengingatkan tim untuk melengkapi 

data yang harus diisi sebagai kewajiban pelaksana pengawasan. Saat data tersedia, 

tim dapat melakukan telaah dan evaluasi terhadap masalah yang ada dan dari data 

yang tersedia. Kemudian tim saling berkomunikasi dan berdiskusi untuk 

menemukan Solusi dalam menghadapi masalah tersebut. Tindak lanjutnya Bawaslu 

Provinsi Sumatera Barat melakukan koordinasi dengan KPU untuk memberikan 

saran dan menemukan jawaban dari masalah/ pertanyaan. 
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BAB VII PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA,  PENGHITUNGAN 

SUARA, DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA 

7.1 Persiapan Pengawasan 

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera 

Barat melakukan persiapan pengawasan pemungutan suara dan penghitungan suara 

hasil Pemilihan Tahun 2024 dengan terlebih dahulu menyiapkan Tim Fasilitasi 

Pengawasan Pemungutan dan penghitungan Suara. 

Tim Fasilitasi Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu di 

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Bawaslu 

Provinsi Sumatera Barat Nomor 100/HK.01.01/K.SB/11/2024 tertanggal 6 

November 2024 dengan susunan Tim  terdiri dari Pengarah yaitu Ketua dan 

Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Penanggungjawab yaitu Koordinator 

Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Sekretaris 

Pengarah Kepala Sekretariat, kemudian Ketua dan Wakil Ketua Tim Fasilitasi yaitu 

Kepala Bagian Pengawasan, Wakil Ketua I Kepala Bagian Penanganan 

Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Wakil Ketua II Kepala Bagian 

Administrasi, Wakil Ketua III Kepala Bagian Hukum, Humas dan Datin, Sekretaris 

dan Wakil Sekretaris yaitu Fungsional Analis Hukum Ahli Muda dan Staf masing-

masing Divisi yang ada di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. 

Tim Fasilitasi Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara ini 

mempunyai tugas sebagai berikut : 

- Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan dalam pelaksanaan 

pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dan mengawasi 

pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim 

Pengawasan. 

- Penanggungjawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan 

tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan 

- Ketua dan Wakil Ketua bertugas mengkoordinir seluruh pelaksanaan 

fasilitasi pengawasan mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan 

laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang 
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dilaksanakan oleh Tim Pengawasan, melaporkan seluruh hasil pengawasan 

fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan. 

- Sekretaris dan Wakil Sekretaris  bertugas memantua serta memfasilitasi 

seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh sitiap aktifitas Tim. 

- Anggota yang berasal dari Bagian Pengawasan bertugas mengidentifikasi 

kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan 

mengintegrasikan hasil Pengawasan Tahapan Pemungutan dan 

Penghitungan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu 

Provinsi Sumatera Barat secara menyeluruh. 

- Anggota yang berasal dari Bagian Penanganan Pelanggaran Pemilu 

bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaraan yang 

meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan 

administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Pemungutan dan 

Penghitungan Suara. 

- Anggota yang berasal dari Bagian Hukum, Humas dan Datin bertugas 

untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum dan 

menyusun publikasi hasil Pengawasan Tahapan Pemungutan dan 

Penghitungan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum serta 

mengelola Akun SIWASLU dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu 

Provinsi Sumatera Barat untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta 

mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIWASLIH oleh 

Anggota tim lainnya.  

 

Kemudian dalam rangka persiapan pengawasan pemungutan dan penghitungan 

saura Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 

Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara 

Pemilihan Tahun 2024 pada tanggal 13 s.d 14 November 2024 dengan mengundang 

Bawaslu Kabupaten/Kota, kegiatan ini menghadirkan Narasumber dari KPU 

Provinsi Sumatera Barat yang menjelaskan mekanisme pemungutan dan 

penghitungan suara Pemilu Tahun 2024 kemudian kegiatan  dilanjutkan dengan 

melaksanakan simulasi pemungutan dan penghitungan suara. 
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Selain persiapan pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara, Bawaslu 

Provinsi Sumatera Barat juga melaksanakan persiapan pengawasan Rekapitulasi 

Hasil Penghitungan Suara dengan membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan 

Rekapitulasi Hasil Pemilihan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan 

110/HK.01.01/K.SB/11/2024. 

 

7.2 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilu 

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera 

Barat dalam pelaksanaan tugas pengawasan pemungutan dan penghitungan suara 

Pemilihan Tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan 

Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan 

Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

serta Walikota dan Wakil Walikota. 

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beserta jajaran juga melakukan upaya-upaya 

pencegahan sebagaimana Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 

112  Tahun 2024 tentang Identifikasi TPS Rawan pada Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 

2024, kemudian Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 114 

Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Pemungutan  dan 

Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. 

Kemudian Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia juga 

mengintruksikan kepada Jajaran Pengawas melalui Instruksi Nomor 23 Tahun 2024 

tentang Patroli Pengawasan Masa Tenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 

2024. 

7.2.1 Pencegahan 

a. Pencegahan Tingkat Provinsi 

Dalam rangka pencegahan pelanggaran pada tahapan pemungutan dan 

penghitungan suara Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan identifikasi 

kerawanan pada proses pemungutan dan penghitungan suara, adapun identifikasi 

yang dilakukan sebagai berikut : 
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- Kerawanan Persiapan Pemungutan Suara : 

• Kerawanan pemberitauan pemungutan suara  

• Kerawanan Pendirian TPS  

• Kerawanan logistik pemungutan dan penghitungan suara  

• Kerawanan hak pilih 

- Kerawanan Pelaksanaan Pemungutan Suara : 

• Kerawanan pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara 

• Rapat pemungutan saura 

• Pelaksanaan pemberian suara 

- Kerawanan persiapan penghitungan suara 

- Kerawanan pelaksanan penghitungan suarakerawanan pasca penghitungan 

suara 

 

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beserta jajaran sampai dengan tingkatan 

Pengawas TPS melakukan pengawasan persiapan Pemungutan Suara pada 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota 

dan Wakil Walikota Tahun 2024, mulai dari tanggal 24 s.d 26 November 2024 

dengan membentuk Tim Supervisi Pengawasan untuk melakukan patroli 

pengawasan dimana salah satu yang menjadi fokus pengawasan adalah persiapan 

pemungutan suara yang meliputi : 

• Pemberitahuan Pemungutan Suara 

• Penyampaian C Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih 

• Penyiapan TPS 

• Persiapan KPPS 

• Pengumuman Daftar Pasangan Calon dan Daftar Pemilih  

• Pengecekan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan 

lainya dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainya 

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan masa tenang dan persiapan 

pemungutan dan penghitungan suara, masing masing tim pengawasan yang turun 

ke lapangan dengan metode sampling di TPS seluruh Provinsi Sumatera Barat. Pada 
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saat mengujungi TPS, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat didampingi oleh Bawaslu 

Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan. 

Bahwa terkait dengan pemberitahuan pemungutan suara, berdasarkan hasil 

pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS sudah dilakukan oleh KPPS 4 hari 

sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dilakukan, pemberitahuan ini 

dilakukan dengan berbagai cara seperti menempel pengumuman di balai-balai desa, 

menyampaikan pengumuman di masjid masjid sekitar TPS, melakukan 

pemberitahuan keliling pemukiman warga. 

Kemudian terhadap penyampaian C Pemberitahuan kepada Pemilih 

dilakukan oleh Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS pada tanggal 24 s.d 26 

November 2024 dengan diawasi secara melekat oleh Pengawas Tempat 

Pemungutan Suara (PTPS) dengan cara mengikuti secara langsung 1 Ketua atau 

Anggota KPPS, dari hasil  pengawasan yang dilakukan serta hasil rekap 

penyampaikan C Pemberitahuan yang diberikan oleh PPS dan PKK kepada 

Panwascam diketahui terdapat 312.117 C Pemberitahuan yang tidak terdistibusikan 

kepada Pemilih dari DPT 4.103.084 dengan rincian alasan sebagai berikut : 

• Pemilih yang meninggal dunia sebanyak 16.260 Pemilih 

• Pemilih pindah alamat domisili sebanyak 27.136 Pemilih 

• Pemilih pindah memilih sebanyak 8.390 Pemilih 

• Pemilih tidak dikenal sebanyak 104.103 Pemilih 

• Pemilih berubah status sebanyak 671 Pemilih 

• Pemilih yang tidak  berdara ditempat dan tidak terdapat keluarga / orang 

terpercaya yang dapat dititipkan sebanyak 155.557 Pemilih. 

  



LAPORAN AKHIR PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 

222 
 

Diagram  2 Kategori C Pemberitahuan yang tidak terdistribusikan 

 

Sumbar Data : Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Provinsi Sumbar 

 

Berdasarkan diagram di atas diketahui bahwa C Pemberitahuan yang tidak 

terdistribusikan paling banyak pada kategori Pemilih yang tidak berada di tempat  

dan tidak terdapat keluarga /orang terpercaya yang dapat dititipkan, hal ini  sudah 

dilakukan konfirmasi oleh PTPS dan juga pada saat Rekapitulasi Hasil 

Penghitungan Suara pada setiap tingkatan  , dimana KPU  Provinsi Sumatera Barat 

menyampaikan bahwa memang pemilih tersebut tidak dapat ditemui dan tidak bisa 

dititipkan  kepada Keluarga atau orang yang dapat dipercaya hal ini untuk 

mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan  C Pemberitahun oleh orang-orang yang 

tidak bertanggungjawab. 
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Tabel 28 Rekap Distribusi C Pemberitahuan Pemilih 

No Kabupaten-Kota 
Jumlah 

DPT 

Tidak 

Terdistribusi 

Persentase 

(%) 

Rincian 

Meninggal 

Dunia 

Pindah 

Alamat 

Domisili 

Pindah 

Memilih 

Tidak 

Dikenal 

Berubah 

Status 

Tidak Berada Di 

Tempat Dan 

Tidak Terdapat 

Keluarga/Orang 

Terpercaya yang 

dapat dititipkan 

1 Kab. Pesisir Selatan          377.596                32.622                  8,64  1.926 815 281 7.773 24 21.803 

2 Kab. Solok          290.111                15.424                  5,32  915 1.112 880 3.268 21 9.228 

3 Kab. Sijunjung          173.347                  7.845                  4,53  469 623 276 2.521 32 3.924 

4 Kab. Tanah Datar          280.326                20.766                  7,41  1.184 1.031 750 3.023 11 14.767 

5 Kab. Padang Pariaman          323.514                38.327                11,85  1.533 1.227 622 8.229 77 26.639 

6 Kab. Agam          382.405                25.316                  6,62  1.685 2.163 898 12.475 108 7.987 

7 Kab. Lima Puluh Kota          290.865                  8.770                  3,02  851 467 434 2.023 22 4.973 

8 Kab. Pasaman          218.980                12.239                  5,59  709 787 395 2.745 26 7.577 

9 Kab. Kep. Metawai            66.747                13.707                20,54  214 218 165 561 13 12.536 

10 Kab. Dharamasraya          168.913                11.288                  6,68  553 1.061 310 6.330 10 3.024 

11 Kab. Solok Selatan          127.527                  9.152                  7,18  445 736 504 4.983 16 2.468 

12 Kab. Pasaman Barat          311.171                28.314                  9,10  1.996 2.114 541 20.072 71 3.520 

13 Kota Padang          665.126                51.285                  7,71  2.734 10.362 1.153 16.409 176 20.451 

14 Kota Solok            58.076                  6.740                11,61  119 746 59 2.797 13 3.006 

15 Kota Sawahlunto            49.573                  1.906                  3,84  106 96 151 262 1 1.290 

16 Kota Padang Panjang            44.322                  2.425                  5,47  69 210 59 546 3 1.538 

17 Kota Bukittinggi            97.517                12.179                12,49  272 2.163 514 6.463 19 2.748 
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No Kabupaten-Kota 
Jumlah 

DPT 

Tidak 

Terdistribusi 

Persentase 

(%) 

Rincian 

Meninggal 

Dunia 

Pindah 

Alamat 

Domisili 

Pindah 

Memilih 

Tidak 

Dikenal 

Berubah 

Status 

Tidak Berada Di 

Tempat Dan 

Tidak Terdapat 

Keluarga/Orang 

Terpercaya yang 

dapat dititipkan 

18 Kota Payakumbuh          104.308                  7.446                  7,14  276 970 264 2799 17 3120 

19 Kota Pariaman            72.660                  6.366                  8,76  204 235 134 824 11 4.958 

TOTAL 4.103.084 312.117 7,61 % 16.260 27.136 8.390 104.103 671 155.557 

Sumbar Data : Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Provinsi Sumbar
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Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan 

berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Nomor 112 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi 

TPS Rawan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil  Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 

serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah melakukan pemetaan TPS rawan 

jelang pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 

2024. 

Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat petakan potensi Tempat Pemungutan 

Suara (TPS) rawan pada Pemilihan Tahun 2024 untuk mengantisipasi 

gangguan/hambatan di TPS pada hari pemungutan suara. Hasilnya, terdapat 18 

indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi dan 2 indikator yang tidak banyak 

terjadi namun tetap perlu diantisipasi. 

Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 20 indikator, diambil dari 

sedikitnya 1. 265 Kelurahan/Desa/Nagari di 12 Kabupaten dan 7 Kota di  Provinsi 

Sumatera Barat. Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 6 hari pada tanggal 10 

s.d 15 November 2024. 

Indikator potensi TPS rawan adalah sebagai berikut. Pertama, penggunaan hak pilih 

(DPT yang tidak memenuhi syarat, DPTb, potensi DPK, Penyelenggara Pemilihan di 

luar domisili, pemilih disabilitas terdata di DPT). Kedua, keamanan (riwayat 

kekerasan, intimidasi dan/atau penolakan penyelengaraan pemungutan suara). Ketiga, 

politik uang. Keempat, politisasi SARA. Kelima, netralitas (penyelenggara Pemilihan, 

ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa). Keenam, logistik (riwayat 

kerusakan, kekurangan/kelebihan,  dan/atau keterlambatan). Ketujuh, lokasi TPS (sulit 

dijangkau, rawan konflik, rawan bencana, dekat dengan lembaga 

pendidikan/pabrik/pertambangan, dekat dengan rumah Paslon/posko tim kampanye, 

dan/atau lokasi khusus). Kedelapan, jaringan listrik dan internet. Hasilnya sebagai 

berikut: 

18 (Delapan Belas ) Indikator Potensi TPS Rawan Yang Paling Banyak Terjadi 

1) 5.232 Jumlah TPS yang terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT; 
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2) 2.455 TPS terdapat pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat;  

3) 2.028 TPS yang terdapat Pemilih Pindahan (DPTb); 

4) 1.582 TPS yang Terdapat KPPS yang merupakan pemilih di luar domisili 

TPS tempatnya bertugas 

5) 905 TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS 

6) 272 Jumlah TPS yang terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS 

7) 258 TPS yang terdapat potensi Daftar Pemilih Tambahan (DPK) ; 

8) 249 Jumlah TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca); 

9) 152 Jumlah TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi 

memiliki hak pilih 

10) 128 TPS di wilayah rawan bencana (banjir, tanah longsor,dan/atau gempa). 

11) 113 Jumlah TPS yang memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan 

bahkan tidak tersedia sebagian logistik pemungutan dan penghitungan suara 

pada saat Pemilu; 

12) 99 Jumlah TPS yang memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian 

logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H-1) pada 

saat pemilu 

13) 68 Jumlah TPS yang didirikan di wilayah rawan konflik 

14) 60 Jumlah TPS yang memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS 

15) 58 Jumlah TPS yang terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi 

lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi 

TPS 

16) 52 Jumlah TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik) 

17) 47 Jumlah TPS yang memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada 

penyelenggara pemilihan 

18) 33 Jumlah TPS yang terdapat  ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau 

Perangkat Desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau 

merugikan pasangan calon. 
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2 (Dua) Indikator Potensi TPS Rawan yang Tidak Banyak Terjadi Namun 

Tetap Perlu Diantisipasi 

1) 3 TPS yang terdapat Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon; 

2) 1 TPS yang mendapat penolakan penyelenggaraan pemungutan suara. 

Pemetaan TPS rawan ini menjadi bahan bagi Bawaslu, KPU, Peserta 

Pemilihan/Pasangan Calon, Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, Pemantau 

Pemilihan, Media dan masyarakat di seluruh tingkatan untuk memitigasi agar 

pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang menghambat Pemilihan Kepala Daerah 

Tahun 2024 di Sumatera Barat yang demokratis. 

Terhadap data TPS rawan di atas, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan jajaran 

melakukan strategi pencegahan, di antaranya: 

1) Melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan; 

2) Koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait; 

3) Sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat,  

4) Kolaborasi dengan pemantau  Pemilihan, Pegiat Kepemilihan, Organisasi 

Masyarakat, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Profesi, Organisasi Hobi, 

Organisasi Mahasiswa Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama untuk 

Bersama-sama melakukan pencegahan secara partisipatif, dan; 

5) Menyediakan posko pengaduan masyarakat, patroli kawal hak pilih, pojok 

pengawasan, membentuk kampung/desa/nagari/kelurahan pengawasan, 

kampus pengawasan, lapau/kedai/pajak pengawasan, di setiap level yang bisa 

diakses masyarakat, baik secara offline maupun online. 

6) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat juga melakukan pengawasan langsung untuk 

memastikan ketersediaan logistik Pemilihan Tahun 2024 di TPS, pelaksanaan 

pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, serta akurasi data 

pemilih dan penggunaan hak pilih. 
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Tabel 29 Persebaran Potensi TPS Rawan dalam Satuan Kabupaten/Kota 

Indikator 
Jumlah 

TPS 

 

TPS Rawan Paling Banyak 

 

1. 
Terdapat pemilih disabilitas yang 

terdaftar di DPT 

5.232 

 

Tersebar di 19 Kabupaten/Kota di 

Sumatera Barat 

2. 

Terdapat pemilih DPT yang sudah 

Tidak Memenuhi Syarat 

(Meninggal Dunia, Alih Status 

TNI/Polri) 

2.455 
Tersebar di 19 Kabupaten/Kota di 

Sumatera Barat 

3. 
Terdapat Pemilih Pindahan 

(DPTb) 
2.028 

Tersebar di 19 Kabupaten/Kota di 

Sumatera Barat 

4. 
Terdapat KPPS yang merupakan 

pemilih di luar domisili TPS 

tempatnya bertugas 

1.582 

Tersebar di 19 Kabupaten/Kota di 

Sumatera Barat 
 

 

5. 
Terdapat kendala jaringan internet 

di lokasi TPS 
905 

Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, 

Kab. Solok, Sijunjung, Tanah Datar, 

Padang Pariaman, Agam, Lima Puluh 

Kota, Pasaman, Solok Selatan,  

Dharmasraya, Pasaman Barat, Padang, 

Sawahlunto, Payakumbuh, Pariaman 

6. 
Terdapat kendala aliran listrik di 

lokasi TPS 
272 

Kepulauan Mentawai, Kab. Solok, 

Sijunjung, Tanah Datar, Padang 

Pariaman, Pasaman, Solok Selatan,  

Dharmasraya, Pasaman Barat, Padang, 

Sawahlunto, Payakumbuh, 

7. 
Terdapat potensi Daftar Pemilih 

Tambahan (DPK) 
258 

Kepulauan Mentawai, Kab. Solok, 

Sijunjung, Tanah Datar, Padang 

Pariaman, Agam, Lima Puluh Kota, 

Pasaman, Solok Selatan,  Dharmasraya, 

Pasaman Barat, Padang, Sawahlunto, 

Payakumbuh, Pariaman, Bukittinggi, 

Padang Panjang 

 

 

 

8. 
TPS sulit dijangkau (geografis 

dan cuaca) 
249 

Kepulauan Mentawai, Kab. Solok, 

Sijunjung, Tanah Datar, Padang 

Pariaman, Agam, Lima Puluh Kota, 

Pasaman, Solok Selatan,  Dharmasraya, 

Pasaman Barat, Sawahlunto, 

Payakumbuh 
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Indikator 
Jumlah 

TPS 

 

TPS Rawan Paling Banyak 

 

9. 

TPS dekat lembaga pendidikan 

yang siswanya berpotensi 

memiliki hak pilih 

152 

Kepulauan Mentawai, Kab. Solok, 

Sijunjung, Tanah Datar, Padang 

Pariaman, Agam, Lima Puluh Kota, 

Pasaman, Solok Selatan,  Dharmasraya, 

Pasaman Barat, Padang, Sawahlunto, 

Payakumbuh, Pariaman, Bukittinggi, 

Padang Panjang, Kota Solok 

10. 

TPS di wilayah rawan bencana 

(banjir, tanah longsor,dan/atau 

gempa); 

128 

Kepulauan Mentawai, Sijunjung, Tanah 

Datar, Padang Pariaman, Agam, Lima 

Puluh Kota, Pasaman, Solok Selatan,  

Dharmasraya, Pasaman Barat, Padang, 

11. 

TPS yang memiliki riwayat 

kekurangan atau kelebihan dan 

bahkan tidak tersedia sebagian 

logistik pemungutan dan 

penghitungan suara pada saat 

Pemilu 

113 

Kepulauan Mentawai, Kab. Solok, 

Sijunjung, Tanah Datar, Padang 

Pariaman, Agam, Lima Puluh Kota, 

Pasaman, Solok Selatan, Pasaman Barat, 

Padang, Payakumbuh, Pariaman, 

Bukittinggi, Padang Panjang, 

12. 

TPS yang memiliki riwayat 

keterlambatan pendistribusian 

logistik pemungutan dan 

penghitungan suara di TPS 

(maksimal H-1) pada saat Pemilu 

99 

Kepulauan Mentawai, Sijunjung, Tanah 

Datar, Lima Puluh Kota, Pasaman, Solok 

Selatan, Pasaman Barat, Padang, Padang 

Panjang, 

13. 
TPS yang didirikan di wilayah 

rawan konflik 
68 

Kepulauan Mentawai, Kab. Solok, 

Sijunjung, Tanah Datar, Padang 

Pariaman, Agam, Solok Selatan,  

Dharmasraya, Pasaman Barat, Padang, 

Kota Solok, Bukittinggi, Padang 

Panjang, 

14. 
TPS yang memiliki riwayat terjadi 

kekerasan di TPS 
60 

Kepulauan Mentawai, Kab. Solok, , 

Sijunjung, Tanah Datar, Pasaman, Solok 

Selatan,  Dharmasraya, Padang, Kota 

Solok, Payakumbuh 

15. 

TPS yang terdapat riwayat praktik 

pemberian uang atau materi 

lainnya yang tidak sesuai 

ketentuan pada masa kampanye di 

sekitar lokasi TPS 

58 

Kepulauan Mentawai ,Bukittinggi, 

Payakumbuh, Sawahlunto, Pasaman 

Barat, Padang, Lima Puluh Kota, 

Sijunjung, Tanah Datar, Padang 

Pariaman, 

 

 

 

16. 
TPS di dekat wilayah kerja 

(pertambangan, pabrik); 
52 

Kab. Solok, Sijunjung, Padang Pariaman, 

Agam, Lima Puluh Kota, Solok Selatan,  

Dharmasraya, Pasaman Barat, Padang 
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Indikator 
Jumlah 

TPS 

 

TPS Rawan Paling Banyak 

 

17. 

 

TPS yang memiliki riwayat terjadi 

intimidasi kepada penyelenggara 

pemilihan 

47 

Kab. Solok, Sijunjung, Tanah Datar, 

Padang Pariaman, Agam, Lima Puluh 

Kota, Pasaman, Solok Selatan,  Pasaman 

Barat, Padang, Payakumbuh, Pariaman, 

Padang Panjang 

18. 

TPS yang terdapat  ASN, 

TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau 

Perangkat Desa melakukan 

tindakan/kegiatan yang 

menguntungkan atau merugikan 

pasangan calon 

33 
Sijunjung, Solok Selatan, Bukittinggi, 

Pariaman 

19. 

TPS yang terdapat Petugas KPPS 

berkampanye untuk pasangan 

calon 

3 Sijunjung, Agam, Padang 

20 

TPS yang mendapat penolakan 

penyelenggaraan pemungutan 

suara 

1 Tanah Datar 

Sumbar Data : Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Provinsi Sumbar 

 

Dengan adanya pemetaan TPS rawan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi 

Sumatera Barat beserta jajaran menjadi sangat penting dilakukan mengingat 

berdasarkan pemetaan kerawanan Pemilihan, pemungutan suara di TPS menjadi 

tahapan yang paling rawan dan berpotensi terjadi pelanggaran, pada sisi lain 

kompleksitasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan secara serentak 

untuk pertama kali memberikan tantangan bagi pengawas untuk mengantisipasi potensi 

terjadinya pelanggaran khususnya pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara. 

Bahwa berdasarkan pemetaan TPS rawan tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera 

Barat mengimbau kepada KPU Provinsi Sumatera Barat dan stakeholder untuk 

menginstruksikan kepada jajaran melakukan antisipasi terhadap indikator kerawanan 

yang telah dipetakan, kemudian berkoordinasi dengan seluruh stakeholder baik 

Pemerintah Daerah, Aparat penegak Hukum dan Tokoh Masyarakat untuk melakukan 

pencegahan terhadap indikator kerawanan TPS yang telah dirilis. 



LAPORAN AKHIR PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 

231 
 

Setelah melakukan pemetaan TPS rawan, fokus pengawasan selanjutnya adalah 

penyiapan TPS dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS paling lambat H-1 hari 

pemungutan suara yaitu tanggal 26 November 2024, dimana KPPS terlebih dahulu 

menentukan lokasi TPS yang akan dijadikan TPS pada Pemungutan dan Penghitungan 

Suara nantinya, Pengawasa TPS memastikan bahwa lokasi TPS sesuai dengan kategori 

sebagaimana Petunjuk Teknis KPU Nomor 1774 Tahun 2024 sebagai berikut : 

• Dibuat di tempat yang mudah dijangkau atau aksesibel 

• Dapat dibuat di ruang terbuka dan / atau ruang tertutup seperti ruang/gedung 

sekolah termasuk halamannya, balai pertemuan masyarakat, ruang / gedung tempat 

pendidikan, gedung atau kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk 

halamannya. 

• Tidak dibuat di dalam ruangan tempat ibadah 

 

Kemudian KPPS dalam pembuatan TPS menyiapkan sarana dan prasarana yang 

terdiri dari ruangan atau tenda, alat pembatas, papan pengumuman, tempat duduk dan 

meja KPPS, meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara, tempat duduk 

pemilih, saksi dan / atau pemantau pemilih terdaftar, Pengawas TPS dan alat 

penerangan yang cukup, bahwa dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas 

TPS seluruh Sumatera Barat terhadap penyiapan lokasi dan pembuatan TPS tidak 

ditemukan permasalahan, lokasi TPS dapat diakses dan ramah disabilitas. 

Bahwa terhadap distribusi Kotak Suara dan kelengkapan yang ada di dalam 

Kotak Suara sesuai ketentuan harus sampai H-1sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) 

PKPU 17/2024 menyatakan “Ketua KPPS memastikan perlengkapan pemungutan 

suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya 

yang digunakan di TPS dan diterima KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari 

dan tanggal pemungutan suara”. 

Bahwa dari hasil pengawasan yang dilakukan sebagaimana data yang dapat 

dilihat di Siwaslih terdapat 239 TPS yang tersebar di 9 Kabupaten/Kota yang tidak 

mendistribusikan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya 
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pada tanggal 26 November 2024, Pengawas TPS yang bertugas di TPS yang belum 

terdistribusikanya perlengkapan pemungutan suara tersebut kepada KPPS langsung 

mengkonfirmasi dan melakukan upaya pencegahan terhadap hal tersebut. 

Dari hasil pencegahan dan konformasi yang dilakukan oleh Pengawas TPS 

kepada Ketua KPPS setempat, diketahui bahwa berdasarkan arahan KPU 

Kabupaten/Kota disribusi perlengkapan suara akan dilakukan pada tanggal 27 

November 2024 pagi, hal ini dilakukan karena jarak yang dekat antara gudang logistik 

PPK ke TPS dan juga faktor keamanan jika perlengkapan pemungutan suara tersebut 

didisribusikan kepada KPPS pada tanggal 26 November 2024. 

Adapun sebaran Kabupaten/Kota yang terdapat TPS yang tidak didistribusikannya 

perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat tanggal 26 November 

2024 sebagai berikut : 

Tabel 30 Persebaran TPS Yang Tidak Terdistribusikan Perlengkapan Suara 

Pada tanggal 26 November 2024 

No Kabupaten/Kota Jumlah TPS Keterangan 

1 Kota Payakumbuh 91 TPS  

2 Kabupaten Lima Puluh Kota 1 TPS  

3 Kabupaten Solok 7 TPS  

4 Kabupaten Tanah Datar 23 TPS  

5 Kabupaten Sijunjung 31 TPS  

6 Kabupaten Solok Selatan 31 TPS  

7 Kota Bukittinggi 26 TPS  

8 Kabupaten Dharamasraya 26 TPS  

9 Kabupaten Padang Pariaman 3 TPS  

 Sumbar Data : Siwaslih 2024 

 

Kemudian dari hasil pengawasan terkait dengan kelengkapan perlengkapan 

pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan 

suara lainnya diketahui terdapat kekurangan, kerusakan dan kelebihan perlengkapan, 

terdapat kekurangan/kerusakan perlengkapan pemungutan suara yang terdapat di 158 
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TPS di Kabupaten/Kota dan terdapat kelebihan perlengkapan pemungutan suara yang 

tersebar di 115 TPS di Kabupaten/Kota. 

Bahwa terhadap ditemukannya kekurangan/kerusakan serta kelebihan 

perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan 

pemungutan suara lainnya yang ditemukan oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara, 

Pengawas TPS melakukan berkoordinasi kepada Ketua KPPS dan merekomendasikan 

secara lisan untuk melengkapi dan mengganti perlengkapan pemungutan suara dengan 

mengkoordinasikan hal tersebut kepada PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota. 

Adapun sebaran TPS kekurangan, kerusakan dan kelebihan perlengkapan 

pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan 

saura lainnya sebagai berikut : 

Tabel 31 Persebaran TPS Yang Terdapat Kekurangan/Kerusakan 

Perlengkapan Pemungutan Suara 

No Kabupaten/Kota Jumlah TPS Keterangan 

1 Kota Payakumbuh 68 TPS  

2 Kabupaten Lima Puluh Kota 12 TPS  

3 Kabupaten Solok 4 TPS  

4 Kabupaten Tanah Datar 24 TPS  

5 Kabupaten Agam 13 TPS  

6 Kabupaten Sijunjung 2 TPS  

7 Kabupaten Solok Selatan 1 TPS  

8 Kabupaten Pesisir Selatan 6 TPS  

9 Kota Bukittinggi 3 TPS  

10 Kabupaten Dharamasraya 6 TPS  

11 Kabupaten Pasaman Barat 7 TPS  

12 Kabupaten Padang Pariaman 3 TPS  

13 Kab. Kep.Mentawai 5 TPS  

14 Kota Padang  1 TPS  

15 Kota Sawahlunto 3 TPS  

          Sumbar Data : Siwaslih 2024 
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Tabel 32 Persebaran TPS Yang Terdapat Kelebihan Perlengkapan 

Pemungutan Suara 

No Kabupaten/Kota Jumlah TPS Keterangan 

1 Kota Payakumbuh 66 TPS  

2 Kabupaten Lima Puluh Kota 2 TPS  

3 Kabupaten Solok 3 TPS  

4 Kabupaten Tanah Datar 11 TPS  

5 Kabupaten Agam 6 TPS  

6 Kabupaten Sijunjung 12 TPS  

7 Kota Bukittinggi 4 TPS  

8 Kabupaten Dharmasraya 3 TPS  

9 Kabupaten Padang Pariaman 6 TPS  

10 Kab. Kep. Mentawai 2 TPS  

          Sumbar Data : Siwaslih 2024 

Pada hari pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu Provinsi Sumatera 

Barat datang di tempat TPS sebelum pelaksanaan pencoblosan dimulai. Hal ini 

bertujuan untuk memastikan seluruh pihak penyelenggara seperti KPPS, PTPS, 

keamanan serta Perlengkapan dan peralatan logistik Pemlihan Umum sudah lengkap, 

jumlahnya sesuai dan dapat digunakan. 

Pada saat pengawasan Hari Pemungutan, setiap tim yang sudah ditentukan masing-

masing Kabupaten/Kota, membawa Alat Kerja Pengawasan yang sudah dibuat 

sebelumnya. Masing-masing tim tersebut berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan 

dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengunjungi TPS yang dimungkinkan memiliki 

kerawanan yang tinggi. Hal ini bertujuan agar Bawaslu Provinsi Sumatra Barat dapat 

melakukan pengawasan melekat pada TPS-TPS rawan. Kebanyakan dari TPS-TPS 

rawan tersebut diakibatkan karena kondisi geografis, dimana TPSterletak pada daerah 

perbatasan dimana masyarakat berdekatan dengan daerah lain yang biasanya 

diakomodir dan dimobilisasi oleh pihak-pihak tertentu. Selain itu Faktor Sosial 

ekonomi menjadi penyebab praktik Politik Uang terjadi pada hari pencoblosan dengan 

beragam cara yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti 

Mobilisasi masyarakat untuk datang ke TPS dengan difasilitasi kendaraan gratis, 
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Pemberian Uang, Pemberian Sembako, dan Pemberian Barang lainya untuk 

mempengaruhi Keputusan dalam melakukan Pemilihan. Setelah itu pada saat waktu 

Pencoblosan telah selesai, Petugas KPPS melakukan Pemungutan dan Penghitungan 

Suara dengan Dihadiri oleh Petugas Pengawas TPS, Saksi Peserta Pemilu, Kepolisian 

dan masyaraat yang hadir. 

Bahwa dari hasil pengawasan pada proses pemungutan suara terdapat TPS yang 

belum memulai pembukaan pemungutan suara pada pukul 07.00 waktu setempat, dari 

pengawasan  yang dilakukan terdapat 294 TPS yang tidak melakukan pembukaan 

pemungutan suara pada pukul 07.00 waktu setempat dikarenakan adanya 

keterlambatan saksi dari Pasangan Calon, terdapat keterlambatan kedatangan 

perlengkapan pemungutan suara dari PPK ke TPS, terdapat KPPS yang belum lengkap, 

terhadap kejadian tersebut Pengawas TPS telah merekomendasikan dan mengingatkan 

Ketua KPPS untuk segera membuka pemungutan suara agar tidak terjadi penumpukan 

pemilih yang datang yang akan memberikan suaranya. 

Adapun sebaran 294 TPS yang belum memulai pembukaan pemungutan suara 

pada pukul 07.00 waktu setempat tersebar di Kabupaten/Kota sebagai berikut : 

Tabel 33 Persebaran TPS Yang Belum Membuka Pemungutan dan 

Penghitungan Suara pada Pukul 07.00 Waktu setempat 

No Kabupaten/Kota Jumlah TPS Keterangan 

1 Kabupaten Tanah Datar 59 TPS  

2 Kabupaten Lima Puluh Kota 32 TPS  

3 Kabupaten Padang Pariaman 30 TPS  

4 Kabupaten Solok 33 TPS  

5 Kabupaten Agam 50 TPS  

6 Kabupaten Pasaman Barat 11 TPS  

7 Kabupaten Sijunjung 14 TPS  

8 Kabupaten Pesisir Selatan 11 TPS  

9 Kab. Kep. Mentawai 5 TPS  

10 Kabupaten Dharamasraya 8 TPS  

11 Kota Padang 3 TPS  
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No Kabupaten/Kota Jumlah TPS Keterangan 

12 Kota Payakumbuh 10 TPS  

13 Kota Bukittinggi 13 TPS  

14 Kab. Solok Selatan 9 TPS  

15 Kota Sawahlunto 2 TPS  

16 Kota Padang Panjang 2 TPS  

17 Kota Pariaman 2 TPS  

          Sumbar Data : Siwaslih 2024 

Dari tabel di atas diketahui bahwa dari 294 TPS yang terlambat memulai 

Pemungutan suara pada pukul 07.00 Wib tersebar di 17 Kabupaten/Kota dengan TPS 

terbanyak berada di Kabupaten Tanah Datar dengan 59 TPS. 

Kemudian dari hasil pengawasan pada saat pemungutan suara ditemukan saksi 

yang menggunakan atribut yang memuat nomor, nama, foto calon/Pasangan calon, 

simbol/gambar Partai Politik atau menggunakan seragam dan/atau atribut lain yang 

memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan tertentu termasuk 

kolom kosong tidak bergambar, hal tersebut ditemukan pada 12 TPS yang tersebar di 

Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Solok, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten 

Sijunjung, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Kep. Mentawai, Kota Payakumbuh. 

Pengawas TPS yang mengawasi TPS yang terdapat saksi yang menggunakan 

atribut yang memuat nomor, nama, foto calon/Pasangan calon, simbol/gambar Partai 

Politik atau menggunakan seragam dan/atau atribut lain yang memberikan kesan 

mendukung atau menolak peserta Pemilihan tertentu termasuk kolom kosong tidak 

bergambar tersebut melakukan Langkah berkoordinasi dengan Ketua KPPS untuk 

menyampaikan kepada saksi agar mengganti atau mengeluarkan atribut dari TPS yang  

memuat keberpihakan kepada salah satu Pasangan Calon. 

Tabel 34 Persebaran TPS Yang Terdapat Saksi Yang 

Membawa/Menggunakan Atribut Salah Satu Pasangan Calon 

No Kabupaten/Kota Jumlah TPS Keterangan 

1 Kabupaten Lima Puluh Kota 1 TPS  

2 Kabupaten Solok  1 TPS  

3 Kabupaten Pasaman Barat 2 TPS  
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No Kabupaten/Kota Jumlah TPS Keterangan 

4 Kabupaten Sijunjung 1 TPS  

5 Kabupaten Pesisir Selatan 4 TPS  

6 Kabupaten Kep. Mentawai 2 TPS  

7 Kota Payakumbuh 1 TPS  

          Sumbar Data : Siwaslih 2024 

Kemudian dalam proses pengawasan yang dilakukan Pengawas Pemilihan 

menemukan persoalan terkait penggunaan hak pilih dimana terdapat pemilih yang 

tidak semestinya menggunakan hak pilihnya yang berpotensi terjadinya Pemungutan 

Suara Ulang, potensi tersebut meliputi adanya Pemilih yang termasuk Pemilih DPK 

yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili RT atau RW atau 

sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau biodata penduduk, 

terdapat DPTb yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan jumlah surat 

suara yang sebagaimana ketentuan dalam formulir Model A-Surat Pindah memilih, 

terdapat Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali. Berikut hasil 

pengawasan dan rekomendasi terhadap Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 

pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta 

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Sumatera Barat. 

Bahwa pengawasan persiapan penghitungan suara dilakukan secara melekat 

oleh Pengawas TPS sesuai wilayah kerjanya, dimana pengawas TPS memastikan 

persiapan pemungutan suara berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU dan 

Petunjuk Teknis Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan 

Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. 

Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS terkait dengan 

pelaksanaan persiapan penghitungan suara secara keseluruh berjalan sesuai dengan 

ketentuan dan prosedur yang berlaku, namun terdapat 1 TPS di Kabupaten Solok yang 

terlambat memulai penghitungan suara tetap pada pukul 13.00 Wib dikarenakan 

KPPS masih istirahat sholat dan makan siang, namun hal tersebut sudah diingatkan 
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oleh Pengawas TPS agar segera memulai proses penghitungan suara sesuai dengan 

ketentuan yang telah diatur didalam PKPU dan Petunjuk Teknis KPU. 

Sama halnya dengan pengawasan persiapan pengawasan penghitungan suara, 

proses penghitungan suara juga dilakukan pengawasan melekat oleh jajaran 

Pengawas TPS di 10.846 TPS yang ada di Seluruh Provinsi Sumatera Barat dimana 

pengawas dalam proses penghitungan suara memastikan pelaksanaan penghitungan 

suara yang dilakukan oleh KPPS sesuai dengan prosedur yang berlaku, ketepatan 

waktu pelaksanaan, ketepatan prosedur pelaksanaan penghitungan suara sehingga 

tidak terjadi kesalahan hitung yang berakibat merugikan salah satu peserta Pemilihan. 

Dalam melakukan pengawasan berdasarkan hasil supervisi yang dilakukan oleh 

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, bahwa pengawas TPS yang melakukan 

pengawasan telah diberi akses oleh KPSS setempat, dan jika terjadi persoalan dalam 

proses penghitungan pengawas TPS diberi kesempatan untuk menanggapi dan 

memberikan rekomendasi ataupun saran perbaikan seketika terjadinya persoalan 

terkait dengan proses penghitungan suara. 

Bahwa dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran pengawas TPS, 

diketahui sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku yang telah diatur 

didalam Peraturan KPU dan Petunjuk Teknis Nomor 1774 Tahun 2024 tentang 

Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil 

Walikota Tahun 2024. 

Pada Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera 

Barat terdapat 10.846 TPS yang di dalamnya terdapat 27 TPS Lokasi Khusus yang 

tersebar di 15 Kabupaten/Kota dengan sebaran sebagai berikut : 

Tabel 35 Sebaran TPS Lokasi Khusus 

NO KABUPATEN/KOTA KEC KEL/DES/

NAG 

JUMLAH  

LOKASI 

KHUSUS 

JUMLAH TPS 

LOKASI 

KHUSUS 

 
PEMILIH 

L P L+P 
1 PESISIR SELATAN 1 1 1 1 142 11 153 

2 SOLOK 1 1 1 1 110 4 114 

3 SIJUNJUNG 1 1 1 1 215 6 221 

4 AGAM 4 4 4 4 807 110 917 

5 LIMA PULUH KOTA 2 2 2 2 181 33 214 

6 PASAMAN 1 1 1 1 120 4 124 
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NO KABUPATEN/KOTA KEC KEL/DES/

NAG 
JUMLAH  

LOKASI 

KHUSUS 

JUMLAH TPS 

LOKASI 

KHUSUS 

 
PEMILIH 

L P L+P 
7 DHARMASRAYA 1 1 1 1 142 2 144 

8 SOLOK SELATAN 2  2 2 161 59 220 

9 PASAMAN BARAT 2 2 2 2 468 70 538 

10 KOTA PADANG 3 3 4 6 1.675 227 1.902 

11 KOTA SOLOK 1 1 1 1 274 2 276 

12 KOTA SAWAHLUNTO 1 2 2 2 615 10 625 

13 KOTA PADANG PANJANG 1 1 1 1 179 4 183 

14 KOTA PAYAKUMBUH 1 1 1 1 313 5 318 

15 KOTA PARIAMAN 1 1 1 1 519 2 521 

  23 22 25 27 5.921 549 6.470 

            Sumbar Data : Hasil Koordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Barat 

Dari tabel di atas terdapat 27 TPS Lokasi Khusus di 15 Kabupaten/Kota dengan 

rincian 23 TPS Lokasi Khusus yang terdapat di Lembaga Pemasyarakat dan Rumah 

Tahanan, 1 TPS Lokasi Khusus terdapat di Pesantren, 2 TPS Lokasi Khusus di 

Perusahaan dan 1 TPS Lokasi Khusus di Panti Sosial. 

Bahwa terhadap proses pengawasan di TPS Lokasi Khusus Bawaslu Provinsi 

Sumatera Barat menempatkan 1 Pengawas TPS yang bertugas melakukan 

pengawasan melekat di TPS Lokasi Khusus tersebut, dari hasil supervisi dan 

monitong Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pelaksanaan Pemungutan dan 

Penghitungan Suara di TPS Lokasi Khusus berjalan dengan lancar dimana dari hasil 

pengawasan diketahui bahwa pemilih yang ada di TPS Lokasi Khusus pada 

penyusunan Daftar Pemilih masuk kepada Daftar Pemilih Tetap sementara pada hari 

pemungutan dan penghitungan suara Pemilih yang ada di TPS Lokasi Khusus masuk 

kategori Pemilih pindahan.  

Bahwa terhadap proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Timgkat 

Provinsi, Bawaslu telah melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap proses 

Rekapitulasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan membentuk Tim 

Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi, hasil 

pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil 

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 yang dilakukan 

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tanggal 7 s.d. 8 Desember 2024 dituangkan dalam 

Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dengan nomor 261/LHP/PM.01.01/SB/12/2024 

dengan tujuan pengawasan tersebut sebagai berikut : 
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1) Memastikan KPU Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rekapitulasi Hasil 

Perhitungan Perolehan Suara sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam 

Peraturan Perundang-Undangan; 

2) Memastikan KPU Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rekapitulasi Hasil 

Perhitungan Perolehan Suara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; 

3) Memastikan KPU Provinsi Sumatera Barat menuangkan Rekapitulasi Hasil 

Perhitungan Perolehan Suara kedalam Formulir Model D hasil Provinsi. 

Dalam rapat pleno tersebut memuat hasil penghitungan perolehan suara 

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 di tingkat 

Kabupaten/Kota sebagai berikut : 

1) Kabupaten Pesisir Selatan 

KPU Kabupaten Peisisir Selatan dengan membacakan Jumlah Rekap C 

Pemberitahuan yang tidak terdistribusi dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 36 Rekap C Pemberitahuan yang tidak terdistribusi  

di Kab. Pesisir Selatan 

Meninggal 

Dunia 

Pindah 

Alamat 

Domisili 

Pindah 

Memilih 

Tidak 

Dikenal 

Berubah 

Status 

Tidak Berada 

Di Tempat Dan 

Tidak Terdapat 

Keluarga/Orang 

Terpercaya 

yang dapat 

dititipkan 

Total 

1,926 815 281 7,773 24 21,803 32.622 

  Sumber Data: Hasil Pengawasan Langsung 

Adapun Kejadian khusus di Kab Pesisir Selatan Nihil. Hasil Rekapitulasi Hasil 

Perolehan Penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera 

Barat Tahun 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut: 

Tabel 37 Rekap perolehan penghitungan suara Gubernur dan Wakil Gubernur 

Sumatera Barat di Kab. Pesisir Selatan 

No 

Urut 

Data Perolehan Suara Gubernur Dan 

Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat  
Jumlah  

Nomor, Nama Calon   

1 Mahyeldi - Vasko Ruseimy 150.665 
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2 Epyardi Asda - Ekos Albar 68.671 

Jumlah Seluruh Suara Sah 219.336 

Jumlah Suara Tidak Sah 6.432 

Jumlah Seluruh Suara Sah Dan Suara Tidak Sah 225.768 

      Sumber Data: Hasil Pengawasan Langsung 

 

2) Kabupaten Lima Puluh Kota 

Ketua KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dengan membacakan Jumlah Rekap C 

Pemberitahuan yang tidak terdistribusi dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 38 Rekap C Pemberitahuan yang tidak terdistribusi  

di Kab. Lima Puluh Kota 

Meningga

l Dunia 

Pindah 

Alamat 

Domisili 

Pindah 

Memilih 

Tidak 

Dikenal 

Berubah 

Status 

Tidak Berada 

Di Tempat Dan 

Tidak Terdapat 

Keluarga/Oran

g Terpercaya 

yang dapat 

dititipkan 

Total 

851 467 434 2.023 22 4.973 8770 

   Sumber Data: Hasil Pengawasan Langsung 

 

Adapun Kejadian khusus di Kabupaten Lima Puluh Kota Nihil. Hasil Rekapiitulasi 

Hasil Perolehan Penghitungan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Guberbur di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 39 Rekap perolehan penghitungan suara Gubernur dan Wakil Gubernur 

Sumatera Barat di Kab. Lima Puluh Kota 

No 

Urut 

Data Perolehan Suara Gubernur Dan 

Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat  
Jumlah  

 

Nomor, Nama Calon    

1 Mahyeldi - Vasko Ruseimy 118.329  

2 Epyardi Asda - Ekos Albar 34.408  

Jumlah Seluruh Suara Sah 152.737  

Jumlah Suara Tidak Sah 5.880  
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Jumlah Seluruh Suara Sah Dan Suara Tidak Sah 158617  

             Sumber Data: Hasil Pengawasan Langsung 

 

3) Kabupaten Sijunjung 

Ketua KPU Kabupaten Sijunjung membacakan Jumlah Rekap C Pemberitahuan 

yang tidak terdistribusi dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 40 Rekap C Pemberitahuan yang tidak terdistribusi di Kab. Sijunjung 

Meningga

l Dunia 

Pindah 

Alamat 

Domisili 

Pindah 

Memilih 

Tidak 

Dikenal 

Berubah 

Status 

Tidak Berada 

Di Tempat Dan 

Tidak Terdapat 

Keluarga/Oran

g Terpercaya 

yang dapat 

dititipkan 

Total 

469 623 276 2.521 32 3.924 7.845 

  Sumber Data: Hasil Pengawasan Langsung 

 

Adapun Kejadian khusus di Kabupaten Sijunjung Nihil. Hasil Rekapiitulasi Hasil 

Perolehan Penghitungan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Guberbur di 

Kabupaten Sijunjung adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 41 Rekap perolehan penghitungan suara Gubernur dan Wakil Gubernur 

Sumatera Barat di Kab. Sijunjung 

No 

Urut 

Data Perolehan Suara Gubernur Dan 

Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat  
Jumlah  

Nomor, Nama Calon   

1 Mahyeldi - Vasko Ruseimy 75.192 

2 Epyardi Asda - Ekos Albar 29.348 

Jumlah Seluruh Suara Sah 104.540 

Jumlah Suara Tidak Sah 2.922 

Jumlah Seluruh Suara Sah Dan Suara Tidak Sah 107.462 

              Sumber Data: Hasil Pengawasan Langsung 
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4) Kabupaten Solok 

Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Solok Despa Wandri 

dengan membacakan Jumlah Rekap C Pemberitahuan yang tidak terdistribusi 

dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 42 Rekap C Pemberitahuan yang tidak terdistribusi di Kab. Solok 

Meninggal 

Dunia 

Pindah 

Alamat 

Domisili 

Pindah 

Memilih 

Tidak 

Dikenal 

Berubah 

Status 

Tidak Berada di 

Tempat dan 

Tidak Terdapat 

Keluarga/Orang 

Terpercaya 

yang dapat 

dititipkan 

Total 

915 1.112 880 3.268 21 9.228 15.424 
  Sumber Data: Hasil Pengawasan Langsung 

 

Adapun Kejadian khusus di Kabupaten Solok yaitu terdapat pembukaan kotak 

Pemilihan Gubernur dan Wakiln Gubernur di TPS 11 Nagari Koto Gadang Guguak, 

Kec Gunung Talang untuk memastikan surat suara yang tidak digunakan/ surat 

suara keliru coblos dan sudah dilakukan renvoi di pleno tingkat Kabupaten (sudah 

diselesaikan pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat Kab. Solok). 

Adapun hasil Rekapiitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 43 Rekap perolehan penghitungan suara Gubernur dan Wakil Gubernur 

Sumatera Barat di Kab. Solok 

No 

Urut 

Data Perolehan Suara Gubernur Dan 

Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat  
Jumlah  

Nomor, Nama Calon   

1 Mahyeldi - Vasko Ruseimy 122.450 

2 Epyardi Asda - Ekos Albar 41.982 

Jumlah Seluruh Suara Sah 164.432 

Jumlah Suara Tidak Sah 3.836 

Jumlah Seluruh Suara Sah Dan Suara Tidak Sah 168.268 

                Sumber Data: Hasil Pengawasan Langsung  
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Kabupaten Tanah Datar 

Ketua KPU Kabupaten Tanah Datar membacakan Jumlah Rekap C Pemberitahuan 

yang tidak terdistribusi dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 44 Rekap C Pemberitahuan yang tidak terdistribusi di Kab. Tanah Datar 

Meninggal 

Dunia 

Pindah 

Alamat 

Domisili 

Pindah 

Memilih 

Tidak 

Dikenal 

Berubah 

Status 

Tidak Berada 

Di Tempat Dan 

Tidak Terdapat 

Keluarga/Orang 

Terpercaya 

yang dapat 

dititipkan 

Total 

1.184 1.031 750 3.023 11 14.767 20.766 

Sumber Data: Hasil Pengawasan Langsung 

 

Adapun hasil Rekapiitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara adalah sebagai 

berikut: 

 

Tabel 45 Rekap perolehan penghitungan suara Gubernur dan Wakil Gubernur 

Sumatera Barat di Kab. Tanah Datar 

No 

Urut 

Data Perolehan Suara Gubernur Dan 

Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat 
Jumlah 

Nomor, Nama Calon   

1 Mahyeldi - Vasko Ruseimy 122.214 

2 Epyardi Asda - Ekos Albar 39.594 

Jumlah Seluruh Suara Sah 161.808 

Jumlah Suara Tidak Sah 5.101 

Jumlah Seluruh Suara Sah Dan Suara Tidak Sah 166.909 

              Sumber Data: Hasil Pengawasan Langsung 

 

5) Kota Payakumbuh 

KPU Kota Payakumbuh Wizri Yasir membacakan Jumlah Rekap C Pemberitahuan 

yang tidak terdistribusi dengan rincian sebagai  berikut: 
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Tabel 46 Rekap C Pemberitahuan yang tidak terdistribusi di Kota Payakumbuh 

Meninggal 

Dunia 

 

Pindah 

Alamat 

Domisili 

Pindah 

Memilih 

Tidak 

Dikenal 

Berubah 

Status 

Tidak Berada 

Di Tempat Dan 

Tidak Terdapat 

Keluarga/Orang 

Terpercaya 

yang dapat 

dititipkan 

Total 

276  970 264 2.799 17 3.120 7.446 

Sumber Data: Hasil Pengawasan Langsung 

 

Adapun Kejadian khusus di Kota Payakumbuh nihil dan hasil Rekapitulasi Hasil 

Perolehan Penghitungan Suara adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 47 Rekap perolehan penghitungan suara Gubernur dan Wakil Gubernur 

Sumatera Barat di Kota Payakumbuh 

No 

Urut 

Data Perolehan Suara Gubernur Dan 

Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat  
Jumlah  

Nomor, Nama Calon   

1 Mahyeldi - Vasko Ruseimy 49.130 

2 Epyardi Asda - Ekos Albar 11.124 

Jumlah Seluruh Suara Sah 60.254 

Jumlah Suara Tidak Sah 2.577 

Jumlah Seluruh Suara Sah Dan Suara Tidak Sah 62.831 

             Sumber Data: Hasil Pengawasan Langsung 

 

6) Kota Solok 

Ketua KPU Kota Solok dengan membacakan Jumlah Rekap C Pemberitahuan yang 

tidak terdistribusi dengan rincian sebagai berikut: 
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Tabel 48 Rekap C Pemberitahuan yang tidak terdistribusi di Kota Solok 

Meninggal 

Dunia 

Pindah 

Alamat 

Domisili 

Pindah 

Memilih 

Tidak 

Dikenal 

Berubah 

Status 

Tidak Berada 

Di Tempat Dan 

Tidak Terdapat 

Keluarga/Orang 

Terpercaya 

yang dapat 

dititipkan 

Total 

119 746 59  13 3006 51.336 

  Sumber Data: Hasil Pengawasan Langsung 

 

Bahwa Kota Solok tidak terjadi kejadian khusus dan hasil Rekapitulasi Hasil 

Perolehan Penghitungan Suara adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 49 Rekap perolehan penghitungan suara Gubernur dan Wakil Gubernur 

Sumatera Barat di Kota Solok 

No 

Urut 

Data Perolehan Suara Gubernur Dan 

Wakil Gubernur Provinsi Sumatera 

Barat  

Jumlah  

Nomor, Nama Calon   

1 Mahyeldi - Vasko Ruseimy 30.689 

2 Epyardi Asda - Ekos Albar 6.848 

Jumlah Seluruh Suara Sah 37.537 

Jumlah Suara Tidak Sah 853 

Jumlah Seluruh Suara Sah Dan Suara Tidak Sah 38.390 

                   Sumber Data: Hasil Pengawasan Langsung 

 

7) Kota Bukittinggi 

Ketua KPU Kota Bukittinggi dengan membacakan Jumlah Rekap C Pemberitahuan 

yang tidak terdistribusi dengan rincian sebagai  berikut: 
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Tabel 50 Rekap C Pemberitahuan yang tidak terdistribusi di Kota Bukittinggi 

Meninggal 

Dunia 

Pindah 

Alamat 

Domisili 

Pindah 

Memilih 

Tidak 

Dikenal 

Berubah 

Status 

Tidak Berada Di 

Tempat Dan 

Tidak Terdapat 

Keluarga/Orang 

Terpercaya yang 

dapat dititipkan 

Total 

272 2.163 514 6.463 19 2.748 12.179 

Sumber Data: Hasil Pengawasan Langsung 

 

Adapun Kejadian khusus di Kota Bukittinggi Nihil dan hasil perolehan suara Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat di Kota Bukittinggi sebagai berikut: 

 

Tabel 51 Rekap perolehan penghitungan suara Gubernur dan Wakil Gubernur 

Sumatera Barat di Kota Bukittinggi 

No 

Urut 

Data Perolehan Suara Gubernur Dan 

Wakil Gubernur Provinsi Sumatera 

Barat  

Jumlah  

Nomor, Nama Calon   

1 Mahyeldi - Vasko Ruseimy 54.074 

2 Epyardi Asda - Ekos Albar 6.370 

Jumlah Seluruh Suara Sah 60.444 

Jumlah Suara Tidak Sah 1.359 

Jumlah Seluruh Suara Sah Dan Suara Tidak Sah 61.803 

                Sumber Data: Hasil Pengawasan Langsung 

 

8) Kota Sawahlunto 

Ketua KPU Kota Sawahlunto atas nama Hamdani dengan membacakan Jumlah 

Rekap C Pemberitahuan yang tidak terdistribusi dengan rincian sebagai berikut: 
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Tabel 52 Rekap C Pemberitahuan yang tidak terdistribusi di Kota Sawahlunto 

Meninggal 

Dunia 

Pindah 

Alamat 

Domisili 

Pindah 

Memilih 

Tidak 

Dikenal 

Berubah 

Status 

Tidak Berada Di 

Tempat Dan 

Tidak Terdapat 

Keluarga/Orang 

Terpercaya 

yang dapat 

dititipkan 

Total 

106 96 151 262 1 1.290 1.906 

  Sumber Data: Hasil Pengawasan Langsung 

 

Adapun Kejadian khusus di Kota Sawahlunto di kecamatan barangin, dokumen C 

Pemberitahuanya tidak didalam Kotak, Pleno Tingkat Kota Sawahlunto hanya dihadiri 

oleh Saksi Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 1 (satu). Adapun hasil 

Rekapiitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 53 Rekap perolehan penghitungan suara Gubernur dan Wakil Gubernur 

Sumatera Barat di Kota Sawahlunto 

No 

Urut 

Data Perolehan Suara Gubernur Dan 

Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat  
Jumlah  

Nomor, Nama Calon   

1 Mahyeldi - Vasko Ruseimy 32.783 

2 Epyardi Asda - Ekos Albar 5.784 

Jumlah Seluruh Suara Sah 38.567 

Jumlah Suara Tidak Sah 1.163 

Jumlah Seluruh Suara Sah Dan Suara Tidak Sah 39.730 

                  Sumber Data: Hasil Pengawasan Langsung 

 

9) Kabupaten Agam 

Ketua KPU Kabupaten Agam dengan membacakan Jumlah Rekap C 

Pemberitahuan yang tidak terdistribusi dengan rincian sebagai berikut: 
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Tabel 54 Rekap C Pemberitahuan yang tidak terdistribusi Kab. Agam 

Meninggal 

Dunia 

Pindah 

Alamat 

Domisili 

Pindah 

Memilih 

Tidak 

Dikenal 

Berubah 

Status 

Tidak Berada 

Di Tempat Dan 

Tidak Terdapat 

Keluarga/Orang 

Terpercaya 

yang dapat 

dititipkan 

Total 

1.685 2.163 898 12.490 108 7987 24.628 

 Sumber Data: Hasil Pengawasan Langsung 

 

Bahwa terdapat Kejadian khusus di Kabupaten Agam dan hal ini sudah 

terselesaikan di tingkat Kabupaten yaitu terdapat Pemilih Disbilitas di Kecamatan 

Ampek Nagari, Nagari Bawan TPS 35 untuk pemilihan Gubernur pada D hasil 

Kecamatan ditulis 1 (Perempuan) seharusnya Nol sesuai dengan Daftar Hadir 

Pemilih telah diselesaikan. Hal ini sudah direnvoi dan telah diselesaikan pada 

rekapitulasi hasil penghitungan suara  tingkat kabupaten. Adapun hasil 

Rekapiitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 55 Rekap perolehan penghitungan suara Gubernur dan Wakil Gubernur 

Sumatera Barat di Kab. Agam 

No 

Urut 

Data Perolehan Suara Gubernur Dan 

Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat  
Jumlah  

Nomor, Nama Calon   

1 Mahyeldi - Vasko Ruseimy 153.704 

2 Epyardi Asda - Ekos Albar 32.065 

Jumlah Seluruh Suara Sah 185.769 

Jumlah Suara Tidak Sah 5.994 

Jumlah Seluruh Suara Sah Dan Suara Tidak Sah 191.763 

            Sumber Data: Hasil Pengawasan Langsung 
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10) Kabupaten Pasaman 

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Pemilu KPU Kabupaten Pasaman Elvie 

Syafni dengan membacakan Jumlah Rekap C Pemberitahuan yang tidak 

terdistribusi dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 56 Rekap C Pemberitahuan yang tidak terdistribusi di Kab. Pasaman 

Meningga

l Dunia 

Pindah 

Alamat 

Domisil

i 

Pindah 

Memili

h 

Tidak 

Dikena

l 

Beruba

h Status 

Tidak Berada 

di Tempat dan 

Tidak Terdapat 

Keluarga/Oran

g Terpercaya 

yang dapat 

dititipkan 

Total 

709 787 395 2.745 26 7.577 
12.23

9 
  Sumber Data: Hasil Pengawasan Langsung 

 

Bahwa terdapat kejadian khusus di Kabupaten Pasaman yaitu dilakukan perbaikan 

pencatatan pada jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 

2.5% dari DPT dan jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai 

termasuk sisa surat suara cadangan pada TPS 013 Nagari Pauah Kecamatan Lubuk 

Sikaping. Hal tersebut dilakukan karena pada TPS lokasi khusus 901 Rumah 

Tahanan Kelas II B Lubuk Sikaping terdapat kekurangan surat suara untuk jenis 

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebayak 8 pemilih dan PPS Nagari Pauah 

menunjuk TPS 013 Pauah untuk memenuhi kekurangan surat suara tersebut., 

sehingga surat suara yang diterima pada TPS 013 dikurangi sebayak 8 surat suara 

untuk jenis pemilihan Gubernur, maka pada TPS 013 dilakukan perbaikan terhadap 

jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT 

semula dicatat 430 menjadi 422. Perbaikan jumlah surat suara yang tidak 

digunakan termasuk sisa surat suara cadangan semula 137 menjasi 129, sehingga 

surat suara yang diterima di Kecamatan Lubuk Sikaping semula berjumlah 38.869 

menjadi 38.861 dan jumlah surat suara yang tidak digunakan semula 11.930 
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menjadi 11.922. Adapun hasil Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara 

adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 57 Rekap perolehan penghitungan suara Gubernur dan Wakil Gubernur 

Sumatera Barat di Kab. Pasaman 

No 

Urut 

Data Perolehan Suara Gubernur Dan 

Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat  
Jumlah  

Nomor, Nama Calon   

1 Mahyeldi - Vasko Ruseimy 104.502 

2 Epyardi Asda - Ekos Albar 37.275 

Jumlah Seluruh Suara Sah 141.777 

Jumlah Suara Tidak Sah 4.429 

Jumlah Seluruh Suara Sah Dan Suara Tidak Sah 146.206 

               Sumber Data: Hasil Pengawasan Langsung 

 

11) Kabupaten Padang Pariaman 

Ketua KPU Kabupaten Kabupaten Padang Pariaman membacakan C 

Pemberitahuan yang tidak terdistribusikan dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 58 Rekap C Pemberitahuan yang tidak terdistribusi  

di Kab. Padang Pariaman 

Meninggal 

Dunia 

Pindah 

Alamat 

Domisili 

Pindah 

Memilih 

Tidak 

Dikenal 

Berubah 

Status 

Tidak Berada 

Di Tempat Dan 

Tidak Terdapat 

Keluarga/Orang 

Terpercaya 

yang dapat 

dititipkan 

Total 

1.533 1.227 622 8.229 77 26.639 38.327 

 Sumber: Hasil Pengawasan Langsung 
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Adapun hasil Rekapiitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara adalah sebagai 

berikut: 

 

Tabel 59 Rekap perolehan penghitungan suara Gubernur dan Wakil Gubernur 

Sumatera Barat di Kab. Padang Pariaman 

No 

Urut 

Data Perolehan Suara Gubernur Dan 

Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat  
Jumlah  

Nomor, Nama Calon  

1 Mahyeldi - Vasko Ruseimy  114.924 

2 Epyardi Asda - Ekos Albar 41.046 

Jumlah Seluruh Suara Sah 155.970 

Jumlah Suara Tidak Sah 5.037 

Jumlah Seluruh Suara Sah Dan Suara Tidak Sah 161.007 

                Sumber Data: Hasil Pengawasan Langsung 

 

12) Kota Padang 

Ketua KPU Kota Padang dengan membacakan Jumlah Rekap C Pemberitahuan 

yang tidak terdistribusi dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 60 Rekap C Pemberitahuan yang tidak terdistribusi di Kota Padang 

Meningga

l Dunia 

Pindah 

Alamat 

Domisil

i 

Pindah 

Memili

h 

Tidak 

Dikena

l 

Beruba

h Status 

Tidak Berada 

Di Tempat Dan 

Tidak Terdapat 

Keluarga/Oran

g Terpercaya 

yang dapat 

dititipkan 

Total 

2.734 10.362 1.153 16.409 176 20.451 
51.28

5 
   Sumber Data: Hasil Pengawasan Langsung 

 

Adapun Kejadian khusus di Kota Padang Nihil dan hasil Rekapitulasi Hasil 

Perolehan Penghitungan Suara adalah sebagai berikut: 
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Tabel 61 Rekap perolehan penghitungan suara Gubernur dan Wakil Gubernur 

Sumatera Barat di Kota Padang 

No 

Urut 

Data Perolehan Suara Gubernur Dan 

Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat  
Jumlah  

Nomor, Nama Calon   

1 Mahyeldi - Vasko Ruseimy 266.781 

2 Epyardi Asda - Ekos Albar 51.599 

Jumlah Seluruh Suara Sah 318.380 

Jumlah Suara Tidak Sah 9.021 

Jumlah Seluruh Suara Sah Dan Suara Tidak Sah 327.401 

              Sumber Data: Hasil Pengawasan Langsung 

 

 

13) Kabupaten Kepulauan Mentawai 

Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai membacakan Jumlah Rekap C 

Pemberitahuan yang tidak terdistribusi dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 62 Rekap C Pemberitahuan yang tidak terdistribusi di Kab. Kep. Mentawai 

Meninggal 

Dunia 

Pindah 

Alamat 

Domisili 

Pindah 

Memilih 

Tidak 

Dikenal 

Berubah 

Status 

Tidak Berada 

Di Tempat Dan 

Tidak Terdapat 

Keluarga/Orang 

Terpercaya 

yang dapat 

dititipkan 

Total 

2.142 218 165 561 13 12.536 13.707 

Sumber Data: Hasil Pengawasan Langsung 
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Hasil Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara adalah sebagai berikut: 

Tabel 63 Rekap perolehan penghitungan suara Gubernur dan Wakil Gubernur 

Sumatera Barat di Kab. Kep. Mentawai 

No 

Urut 

Data Perolehan Suara Gubernur Dan 

Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat  
Jumlah  

Nomor, Nama Calon   

1 Mahyeldi - Vasko Ruseimy 29.258 

2 Epyardi Asda - Ekos Albar 14.363 

Jumlah Seluruh Suara Sah 43.621 

Jumlah Suara Tidak Sah 1009 

Jumlah Seluruh Suara Sah Dan Suara Tidak Sah 44.630 

               Sumber Data: Hasil Pengawasan Langsung 

 

14) Kabupaten Dharmasraya 

Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya membacakan Jumlah Rekap 

C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi dengan rincian sebagai  berikut: 

 

Tabel 64 Rekap C Pemberitahuan yang tidak terdistribusi di Kab. Dharmasraya 

MD 

Pindah 

Alamat 

Domisili 

Pindah 

Memilih 

Tidak 

Dikenal 

Berubah 

Status 

Tidak 

Berada Di 

Tempat 

Dan Tidak 

Terdapat 

Keluarga/

Orang 

Terpercaya 

yang dapat 

dititipkan 

Total Ket. 

553 1061 310 6330 10 3024 11288 

Jumlah 

persentase  

yang tidak 

tersampaik

an adalah 

7% 
Sumber Data: Hasil Pengawasan Langsung 
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Adapun Kejadian khusus di Kabupaten Dharmasraya yaitu terdapat perubahan 

data pindahan laki-laki dan perempuan di Nagari Ampalu, sebenarnya didata 

adalah pemilih tambahan bukan pemilih pindahan. 

Adapun hasil Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 65 Rekap perolehan penghitungan suara Gubernur dan Wakil Gubernur 

Sumatera Barat di Kab. Dharmasraya 

No 

Urut 

Data Perolehan Suara Gubernur Dan 

Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat  
Jumlah  

Nomor, Nama Calon   

1 Mahyeldi - Vasko Ruseimy 68268 

2 Epyardi Asda - Ekos Albar 25093 

Jumlah Seluruh Suara Sah 93361 

Jumlah Suara Tidak Sah 3563 

Jumlah Seluruh Suara Sah Dan Suara Tidak Sah 96924 

   Sumber Data: Hasil Pengawasan Langsung 

 

15) Kabupaten Pasaman Barat 

Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat dengan membacakan Jumlah Rekap C 

Pemberitahuan yang tidak terdistribusi dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 66 Rekap C Pemberitahuan yang tidak terdistribusi di Kab. Pasaman Barat 

Sumber Data: Hasil Pengawasan Langsung 

MD 

Pindah 

Alamat 

Domisili 

Pindah 

Memilih 

Tidak 

Dikenal 

Berubah 

Status 

Tidak Berada 

Di Tempat Dan 

Tidak Terdapat 

Keluarga/Orang 

Terpercaya 

yang dapat 

dititipkan 

Total Ket. 

1996 2114 541 20072 71 3520 

 

28314 

Jumlah yang 

tidak 

tersampaikan 

adalah 9% 
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Adapun Kejadian khusus di Kab Pasaman Barat Nihil dan hasil Rekapiitulasi Hasil 

Perolehan Penghitungan Suara adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 67 Rekap perolehan penghitungan suara Gubernur dan Wakil Gubernur 

Sumatera Barat di Kab. Pasaman Barat 

No 

Urut 

Data Perolehan Suara Gubernur Dan 

Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat  
Jumlah  

Nomor, Nama Calon   

1 Mahyeldi - Vasko Ruseimy 135686 

2 Epyardi Asda - Ekos Albar 44857 

Jumlah Seluruh Suara Sah 180543 

Jumlah Suara Tidak Sah 5503 

Jumlah Seluruh Suara Sah Dan Suara Tidak Sah 186046 

    Sumber Data: Hasil Pengawasan Langsung 

 

16) Kabupaten Solok Selatan 

Ketua KPU Kabupaten Solok Selatan dengan membacakan Jumlah Rekap C 

Pemberitahuan yang tidak terdistribusi dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 68 Rekap C Pemberitahuan yang tidak terdistribusi di Kab. Solok Selatan 

Meninggal 

Dunia 

Pindah 

Alamat 

Domisili 

Pindah 

Memilih 

Tidak 

Dikenal 

Berubah 

Status 

Tidak 

Berada Di 

Tempat 

Dan Tidak 

Terdapat 

Keluarga/

Orang 

Terpercay

a yang 

dapat 

dititipkan 

Total 

445 736 504 4983 16 2468 9152 

 Sumber Data: Hasil Pengawasan Langsung 
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Adapun kejadian khusus di Kabupaten Solok Selatan nihil dan hasil Rekapitulasi 

Hasil Perolehan Penghitungan Suara adalah sebagai berikut: 

Tabel 69 Rekap perolehan penghitungan suara Gubernur dan Wakil Gubernur 

Sumatera Barat di Kab. Solok Selatan 

No 

Urut 

Data Perolehan Suara Gubernur Dan 

Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat  
Jumlah  

Nomor, Nama Calon  

1 Mahyeldi - Vasko Ruseimy 63.300 

2 Epyardi Asda - Ekos Albar 18.657 

Jumlah Seluruh Suara Sah 81.957 

Jumlah Suara Tidak Sah 2.718 

Jumlah Seluruh Suara Sah Dan Suara Tidak Sah 84.675 

      Sumber Data: Hasil Pengawasan Langsung 

 

17) Kota Pariaman 

Ketua KPU Kota Pariaman dengan membacakan Jumlah Rekap C Pemberitahuan 

yang tidak terdistribusi dengan rincian sebagai  berikut: 

 

Tabel 70 Rekap C Pemberitahuan yang tidak terdistribusi di Kota Pariaman 

Meninggal 

Dunia 

Pindah 

Alamat 

Domisili 

Pindah 

Memilih 

Tidak 

Dikenal 

Berubah 

Status 

Tidak Berada Di 

Tempat Dan 

Tidak Terdapat 

Keluarga/Orang 

Terpercaya yang 

dapat dititipkan 

Total 

204 235 134 824 11 4958 6366 

Sumber Data: Hasil Pengawasan Langsung 

 

Adapun Kejadian khusus di Kota Pariaman Bawaslu nihil dan hasil Rekapitulasi 

Hasil Perolehan Penghitungan Suara adalah sebagai berikut: 
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Tabel 71 Rekap perolehan penghitungan suara Gubernur dan Wakil Gubernur 

Sumatera Barat di Kota Pariaman 

No 

Urut 

Data Perolehan Suara Gubernur Dan 

Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat  
Jumlah  

Nomor, Nama Calon  

1 Mahyeldi - Vasko Ruseimy 41.107 

2 Epyardi Asda - Ekos Albar 7.844 

Jumlah Seluruh Suara Sah 48.951 

Jumlah Suara Tidak Sah 1.730 

Jumlah Seluruh Suara Sah Dan Suara Tidak Sah 50.681 

         Sumber Data: Hasil Pengawasan Langsung 

 

18) Kota Padang Panjang 

Ketua KPU Kota Padang Panjang membacakan Jumlah Rekap C Pemberitahuan 

yang tidak terdistribusi dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 72 Rekap C Pemberitahuan yang tidak terdistribusi di Kota Padang Panjang 

Meningga

l Dunia 

Pindah 

Alamat 

Domisili 

Pindah 

Memilih 

Tidak 

Dikenal 

Berubah 

Status 

Tidak Berada 

Di Tempat Dan 

Tidak Terdapat 

Keluarga/Oran

g Terpercaya 

yang dapat 

dititipkan 

Total 

69 210 59 546 3 1.538 2.425 

Sumber Data: Hasil Pengawasan Langsung 

 

Adapun Kejadian khusus di Kota Padang Panjang nihil dan hasil Rekapiitulasi 

Hasil Perolehan Penghitungan Suara adalah sebagai berikut: 
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Tabel 73 Rekap perolehan penghitungan suara Gubernur dan Wakil Gubernur 

Sumatera Barat di Kota Padang Panjang 

No 

Urut 

Data Perolehan Suara Gubernur Dan 

Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat  
Jumlah  

Nomor, Nama Calon   

1 Mahyeldi - Vasko Ruseimy 24.556 

2 Epyardi Asda - Ekos Albar 4.520 

Jumlah Seluruh Suara Sah 29.076 

Jumlah Suara Tidak Sah 882 

Jumlah Seluruh Suara Sah Dan Suara Tidak Sah 29.958 

         Sumber Data: Hasil Pengawasan Langsung  

 

b. Pencegahan Tingkat Kabupaten/Kota 

Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan 

suara pada Pemilihan Tahun 2024 dengan terlebih dahulu memetakan potensi rawan 

yang mungkin terjadi pada proses pemungutan dan penghitungan suara, dari hasil 

pemetaan tersebut dilakukan upaca pencegahan dengan menyampaikan imbauan 

kepada KPU dan peserta Pemilu, memberi pembekalan kepada Jajaran ad hoc 

tertutama Pengawas Tempat Pemungutan Suara. 

Bawalu Kabupaten/Kota juga melakukan patroli pengawasan dari awal masa 

tenang sampai dengan proses pemungutan dan penghitungan suara, mendirikan posko 

aduan masyarakat yang berfungsi menjadi tempat bagi masyarakat untuk melaporkan 

adanya dugaan pelanggaran yang ditemukan pada proses pemungutan dan 

penghitungan suara. 

Dalam melaksanakan fungsi pencegahan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah 

menginstruksikan kepada jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota dan untuk diteruskan ke 

jajaran dibawahnya terkait membuat surat himbauan kepada KPU Kabupaten/Kota dan 

jajarannya tentang pelaksanaan tahapan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil 



LAPORAN AKHIR PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 

260 
 

Penghitungan Suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

melakukan pengawasan melekat terhadap setiap prosesnya. 

Bawaslu Kabupaten/Kota juga melakukan koordinasi secara langsung kepada 

KPU Kabupaten/Kota terkait potensi-potensi pelanggaran dalam tahapan 

Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara. Bawaslu Provinsi 

Sumatera Barat dalam memberikan intuksinya dengan melaksankan rapat koordinasi 

kepada jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota dengan tujuan penyamaan persepsi terkait 

proses Pencegahan dan pengawasan pada tahapan Penghitungan Suara dan 

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara. 
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Tabel 74 Rekomendasi dan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) 

No Kabupaten/Kota Kecamatan 

Rincian Jenis 

Pemilihan Yang 

diulang 

Jenis Yang 

diulang 
Sebaran 

Alasan dilakukan 

PSU 
Tindaklanjut Pelaksanaan 

1 
Kabupaten Tanah 

Datar 
Sungayang 

Pemilihan 

Gubernur/Wakil 

Gubernur dan 

Pemilihan 

Bupati/Wakil 

Bupati 

PSU 

Nagari 

Sungayang 

TPS 09 

Terdapat dua orang 

pemilih yang 

memiliki KTP diluar 

Kab. Tanah Datar, 

yang pertama ber-

KTP di Kota Padang, 

dan Yang Kedua ber-

KTP di Kab. 

Dharmasraya 

dan menggunakan 

hak suaranya di TPS 

009 Nagari 

Sungayang 

Kabupaten Tanah 

Datar dengan 

mendapatkan 2 (dua) 

Ditindaklanjuti 
1 Desember 

2024 
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No Kabupaten/Kota Kecamatan 

Rincian Jenis 

Pemilihan Yang 

diulang 

Jenis Yang 

diulang 
Sebaran 

Alasan dilakukan 

PSU 
Tindaklanjut Pelaksanaan 

Surat Suara yaitu 

Pilgub dan Pilbup 

 

2 
Kabupaten 

Dharmasraya 

Pulau 

Punjung 

Pemilihan 

Gubernur/Wakil 

Gubernur dan 

Pemilihan 

Bupati/Wakil 

Bupati 

PSU 

Nagari IV 

Koto Pulau 

Punjung 

TPS 008 

terdapat 2 orang 

pemilih yang bukan 

pemilih DPT, Daftar 

pemilih pindahan dan 

bukan kategori 

pemilih tambahan 

pada TPS 008 yang 

menggunakan hak 

pilihnya di TPS 008 

dengan mendapatkan 

2 (dua) surat suara 

pilgub dan pilbup 

 

Ditindaklanjuti 
3 Desember 

2024 
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No Kabupaten/Kota Kecamatan 

Rincian Jenis 

Pemilihan Yang 

diulang 

Jenis Yang 

diulang 
Sebaran 

Alasan dilakukan 

PSU 
Tindaklanjut Pelaksanaan 

3 Kota Padang 
Padang 

Selatan 

Pemilihan 

Gubernur/Wakil 

Gubernur dan 

Pemilihan 

Walikota/Wakil 

Walikota 

PSU 

Kelurahan 

Mato aia, 

TPS 022 

terdapat satu pemilih 

menggunakan hak 

pilih lebih dari satu 

kali pada tempat 

pemungutan suara 

yang sama atau 

tempat pemungutan 

saura yang berbeda 

yang dibuktikan 

dengan jumlah 

pemilih dalam daftar 

pemilih TPS 22 Mata 

Air sebanyak 331 

sementara jumlah 

penggunaan surat 

suara di pemilihan 

Gubernur dan Wakil 

Gubernur sebanyak 

Ditindaklanjuti 
5 Desember 

2024 
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No Kabupaten/Kota Kecamatan 

Rincian Jenis 

Pemilihan Yang 

diulang 

Jenis Yang 

diulang 
Sebaran 

Alasan dilakukan 

PSU 
Tindaklanjut Pelaksanaan 

330 dan pengguanaan 

surat suara di 

pemilihan walikota 

dan wakil walikota 

sebanyak 332 

4 
Kabupaten Kep. 

Mentawai 

Siberut 

Tengah 

Pemilihan 

Gubernur/Wakil 

Gubernur dan 

Pemilihan 

Bupati/Wakil 

Bupati 

PSU 

Desa 

Cimpungan 

TPS 1 

Karena adanya 

beberapa mahasiswa 

yang pada saat 

pemilihan kepala 

daerah di tanggal 27 

November 2024 tidak 

berada dan tidak 

memberikan hak 

suaranya di TPS dia 

terdaftar dan hak 

suaranya digunakan 

oleh orang lain di 

TPS dia terdaftar 

Ditindaklanjuti 
5 Desember 

2024 
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No Kabupaten/Kota Kecamatan 

Rincian Jenis 

Pemilihan Yang 

diulang 

Jenis Yang 

diulang 
Sebaran 

Alasan dilakukan 

PSU 
Tindaklanjut Pelaksanaan 

5 
Kabupaten 

Kepulauan Mentawai 

Siberut 

Tengah 

Pemilihan 

Gubernur/Wakil 

Gubernur dan 

Pemilihan 

Bupati/Wakil 

Bupati 

PSU 

Desa 

Cimpungan 

TPS 1 

Karena adanya 

beberapa mahasiswa 

yang pada saat 

pemilihan kepala 

daerah di tanggal 27 

November 2024 tidak 

berada dan tidak 

memberikan hak 

suaranya di TPS dia 

terdaftar dan hak 

suaranya digunakan 

oleh orang lain di 

TPS dia terdaftar 

Ditindaklanjuti 
5 Desember 

2024 

6 Kabupaten Sijunjung 
Sumpur 

Kudus 

Pemilihan 

Gubernur/Wakil 

Gubernur dan 

Pemilihan 

PSU 

TPS 

002 

Jorong 

Aur 

Seriau, 

Adapun 

rekomendasi PSU 

dikarenakan 

terdapat 1 (satu) 

orang pemilih 

Tidak 

ditindaklanjuti 

PSU 

berdasarkan 

telaah hukum 
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No Kabupaten/Kota Kecamatan 

Rincian Jenis 

Pemilihan Yang 

diulang 

Jenis Yang 

diulang 
Sebaran 

Alasan dilakukan 

PSU 
Tindaklanjut Pelaksanaan 

Bupati/Wakil 

Bupati 

Nagari 

Tanjung 

Bonai 

Aur 

Selatan 

 

yang menggunakan 

hak pilih lebih 

dari satu kali di TPS 

yagn berbeda 

PPK 

Kecamatan 

Sumpur 

Kudus 

 

Sumbar Data : Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Provinsi Sumbar  
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7.2.2 Penanganan Pelanggaran 

a. Tingkat Provinsi  

Pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 terdapat proses penanganan 

pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota, yaitu di Kabupaten Kepulauan Mentawai terdapat laporan dugaan 

pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten 

Kepulauan Mentawai dan Panwascam Siberut Barat Daya yang dilaporkan oleh 

Drs. Iqbal Ramadani, namun setelah dilakukan dilakukan kajian terhadap laporan 

tersebut didapati hasilnya tidak memenuhi syarat formil dan materil laporan.  

Bahwa pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat tidak menemukan dan 

menerima laporan terkait dugaan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur di Sumatera Barat. 

b. Tingkat Kabupaten/Kota 

Bahwa pada tahapan Pemungutan dan penghitungan Suara Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat tidak ditemukan dan 

menerima laporan terkait dugaan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024. 

Bahwa pada jajaran Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota pada tahapan 

Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak menemukan 

dan menerima laporan terkait dugaan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur di Sumatera Barat. 

7.3 Publikasi Hasil Pengawasan 

Dalam setiap proses pelaksanaan pengawasan pemungutan dan penghitungan 

suara yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beserta Bawaslu 

Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat pada tahapan pemungutan dan penghitungan 

hasil pengawasan dilakukan dipublikasikan kepada masyarakat melalui akun akun 

resmi lembaga baik itu di website, Instagram, Facebook, yaitu :  

- melakukan rilis hasil Pemetaan Kerawanan Pemilu pada tahapan pemungutan 

dan pengitungan suara 
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- melakukan rilis pemetaan TPS rawan  

- melakukan rilis hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara 

- publikasi dokumentasi pelaksanaan pengawasan oleh jajaran Pengawas 

 

7.4 Inovasi Pengawasan 

Dalam pelaksanaan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, 

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat 

menggunakan teknologi informasi beruka aplikasi Sistem Pengawasan Pemilihan 

(Siwaslis),  

Siwaslih adalah sistem pengawasan pemilihan yaitu perangkat yang digunakan 

sebagai sarana informasi dalam pengawasan proses dan hasil pemungutan suara dan 

penghitungan suara serta penetapan hasil pemilu, pengawasan melalui sistem 

pengawasan pemilihan ini adalah menyampaikan informasi hasil pemungutan dan 

penghitungan suara serta hasil pengawasan rekapitulasi suara berjenjang melalui 

sistem daring yang cepat terkonsolidasi secara nasional.  

adapun latar belakang penggunaan Siwaslih ini yaitu  

- adanya kebutuhan proses pelaporan online yang lebih cepat dibandingkan 

proses manual dengan mengirimkan hard copy 

- hasil pelaporan yang kurang akurat dikarenakan proses rekap yang manual dan 

sulitnya melampirkan alat bukti pelaporan 

- kurangnya keamanan data, laporan dalam bentuk hard copy bila tercecer data 

laporan tersebut dapat terekspos 

- data pelaporan dalam bentuk hard copy membuat pencarian data dan proses 

analisis hasil laporan menjadi sulit 

- berkembangnya kebutuhan informasi pelaporan pengawasan proses pemilu 

beserta hasilnya yang lebih cepat dan akurat serta dapat diandalkan. 

 

Adapun tujuan program dari penggunaan Siwaslih ini adalah memaksimalkan 

penyajian data dan informasi serta mempermudah pengambilan keputusan oleh 

Pimpinan juga untuk meningkatkan kinjerja Pengawasan, kemudian memenuhi 

kebutuhan proses pelaporan dan pelayanan informasi terkini dalam proses Pemilu 

Tahun 2024 beserta hasilnya. 
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Dalam pelaksanaan penggunaan Siwaslih pada pelaksanaan pengawasan 

khususnya pengawasan pemungutan suara banyak terjadi kendala, paling banyak 

kendala yang ditemua adalah kendala jaringan dan server yang tidak bisa diakses 

oleh jajaran pengawas. 

Kemudian untuk tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara inovasi yang 

dilakukan adalah membuat Alat kerja berupa tabel rekap penghitungan suara 

menggunakan exel yang memuat seluruh perolehan suara mulai dari tingkat TPS 

sampai dengan Tingkat Kabupaten/Kota untuk memudahkan melakukan 

pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Tingkat Provinsi. 

  

7.5 Kontrol dan Evaluasi 

Dalam pelaksanaan pengawasan pemungutan dan penghuitungan suara 

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan fungsin kontrol terhadap proses 

pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota sampai dengan jajaran 

ad hoc dengan cara : 

- Menurunkan Alat Kerja Pengawasan (AKP), baik yang diintruksikan oleh 

Bawaslu Republik Indonesia maupun Alat Kerja Pengawasan (AKP) yang 

dibuat oleh Bawaslu Provinsi Sumatera berdasarkan kebutuhan dan dinamika 

yang terjadi dilapangan saat melakukan proses pengawasan. 

- Menghimpun permasalahan dan kejadian-kejadian khusus secara cepat dari 

secara berjenjang dari Pengawasan Tempat Pemungutan Suara, Pengawas Desa 

dan Kelurahan, Panwascam dan Bawaslu Kabupaten/Kota. 

- Melakukan Rapat Evaluasi secara berkala secara daring berdasarkan kebutuhan 

untuk menginventarisir persoalan dan merespon dengan cepat jika terdapat 

kejadian khusus. 
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BAB VIII PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)  

PASCA PUNGUT HITUNG 

 

8.1 Persiapan Pengawasan 

Pelaksanaan Pilkada serentak, Rabu 27 November 2024 telah 

menyelesaikan tahapan pungut hitung. Meski demikian, pasca pungut 

hitung terdapat Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan ketentuan Pasal 

372 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum;  

“ Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilakukan apabila terjadi bencana 

alam dan atau kerusuhan yang berakibat hasil pemungutan suara tidak 

dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan”.  

Pemungutan Suara Ulang (PSU) merupakan proses mengulang kembali 

pemungutan suara atau penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara 

(TPS). Ketentuan ini lebih rinci dituangkan dalam Peraturan KPU Nomor 

25 Tahun 2023 Tentang Pemnungutan dan Penghitungan Suara dalam 

Pemilihan Umum, Pasal 80 Ayat 1 dan 2. 

Adapun jangka waktu pelaksanaan PSU di TPS paling lama 10 

(Sepuluh) hari setelah Pemugutan suara dilakukan. Bawaslu Provinsi 

Sumatera Barat melalui Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemungutan 

dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur dna Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 

Nomor : 100/HK.01.01/K.SB/11/2024 tanggal 6 November 2024 

melakukan Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Pengawasan 

Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di 

Provinsi Sumatera Barat melalui Nota Dinas Nomor : 

110/PM.00.01/11/2024 yang tersebar di 4 Kabupaten Kota Se-Sumatera 

Barat yakni : 

1. Kabupaten Tanah Datar 

2. Kabupaten Dharmasraya 

3. Kabupaten Kepulauan Mentawai 

4. Kota Padang 
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Supervisi dan Monitoring (Sumon) yang dilakukan dalam rangka 

memastikan sejauh mana persiapan yang telah dilakukan baik dalam 

mendistribusikan formular C-Pemberitahuan yang harus disampaikan 

paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara Ulang  (PSU), 

logistik Pemungutan dan Penghitungan suara yang harus diterima sebelum 

hari H Pemungutan Suara Ulang (PSU). 

Pada tahapan persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Ketua 

KPPS membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 07.00 waktu setempat. 

Lalu Ketua KPPS memimpin pelaksanaan sumpah atau janji seluruh 

anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS, kemudian Ketua KPPS dibantu 

anggota KPPS membuka kotak suara dan memeriksa perlengkapan 

pemungutan dan penghitungan suara serta mengeluarkan dan menghitung 

surat suara. Ketua KPPS menjelaskan kepada Pemilih, Saksi dan Pengawas 

TPS mengenai Tata Cara Pemberian Suara.  

8.2 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilu 

8.2.1 Pencegahan 

a. Pencegahan Tingkat Provinsi 

Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan 

pelanggaran dan sengketa proses Pemilu berdasarkan ketentuan 

Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum. Bawaslu berkewajiban mengidentifikasi potensi 

kerawanan pada setiap tahapan Pemilu sebagaimana Pasal 94 ayat 

(1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maupun Pasal 4 

huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu terutama 

dalam ranah pencegahan. 

Bentuk pencegahan yang dilakukan adalah dengan 

mengeluarkan surat himbauan serta melakukan Supervisi dan 

Monitoring disetiap tahapan yang dilakukan untuk memastikan agar 

pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) telah sesuai dengan 

yang diatur dalam Undang-Undang.  
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Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Provinsi 

Sumatera Barat dilakukan pada tanggal 30 November  s.d 06 

Desember  2024 yang tersebar di 4 Kabupaten Kota diantaranya 

yaitu : 

1) Kabupaten Tanah Datar 

Melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar 

Nomor 782 Tahun 2024, KPU Kabupaten Tanah Datar 

Melaksanakan PSU di TPS 09 Nagari Sungayang Kecamatan 

Sungayang pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024.  

Pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan karena 

adanya pemilih lebih dari satu yang tidak terdaftar di TPS 9 

Nagari Sungayang, karena yang bersangkutan memiliki KTP 

di luar Kabupaten Tanah Datar atas rekomendasi dari 

Bawaslu Kabupaten Tanah Datar. 

Adapun jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap 

197 orang, Pemilih Pindahan 2 orang dan Pemilih Tambahan 

2 orang. 

2) Kabupaten Dharmasraya  

Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat bersama Staf 

Bagian Pengawasan melaksanakan Supervisi dan Monitoring 

Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 

Pemilihan serentak Tahun 2024 di Kabupaten Dharmasraya 

yang dilaksanakan pada tanggal 3 November 2024 sebagaimana 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharamasraya 

Nomor 862 Tahun 2024. 

Bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara (PSU) yang 

dilaksanakan di TPS 008 Nagari IV Koto Kecamatan Pulau 

Punjung Kabupaten Dharamasraya diawali dengan 

ditemukannya 2 orang Pemilih yang bukan pemilih yang 

terdapat di dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih 

Pindahan dan juga bukan termasuk kedalam Daftar Pemilih 

Tambahan Dimana  Pemilih tersebut mendapatkan 2 Surat Suara 
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yaitu Surat Suara Pemilih Gubernur dan Wakil Gubernur, dan 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharamasraya. 

Panwascam Kecamatan Pulau Punjung menyampaikan 

Rekomendasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) 

kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Pulau Punjung dengan 

Nomor  Surat 020/PP.00.02/K.SB-02.02/11/2024 tanggal 28 

November 2024 dimana Panwascam Kecamatan Pulau Punjung 

menyampaikan hasil pengawasan terhadap adanya Pemilih yang 

bukan termasuk di dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih 

Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan yang menggunakan hak 

pilih di TPS 008 Nagari IV Koto Kecamatan Pulau Punjung, 

berdasarkan hal tersebut Panwascam Kecamatan Pulau Punjung 

merekomendasikan untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara 

Ulang (PSU) untuk 2 jenis Pemilihan yaitu Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Dharmasraya. 

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 

008 Nagari IV Koto Kecamatan Pulau Punjung dilaksanakan 

pada tanggal 3 Desember 2024, berdasarkan monitoring Tim 

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pelaksanaan Pemungutan 

Suara Ulang (PSU) dimulai pada pukul 7.30 Wib dikarenakan 

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 

menunggu kehadiran dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur, dari Pukul 7.30 Wib s.d pukul 13.00 Wib 

dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari 510 Pemilih 

yang terdapat di TPS 008 pemilih yang hadir sebanyak 272 

Pemilih dengan rincian 271 Pemilih yang masuk ke dalam 

Daftar Pemilih Tetap (DPT) 1 Pemilih yang masuk ke dalam 

Daftar Pemilih Pindahan (DPTb). 

Pada proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang 

berlangsung di TPS 008 Nagar IV Koto Kecamatan Pulua 

Punjung tersebut diawasi oleh Pengawas TPS, Panwaslu 
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Kecamatan Pulau Punjung, Bawaslu Kabupaten Dharmasraya 

dan Bawaslu Provinsi yang hadir untuk memonitoring 

pelaksanaan pengawasan, sedangkan penyelenggaraan 

Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilaksanakan oleh KPPS dan 

dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pulau Punjung serta 

hadir memonitoring pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang 

(PSU) Ketua dan Ketua Divisi Teknis KPU Provinsi Sumatera 

Barat, kemudian juga hadir dari Pihak Keamanan  yaitu pihak 

Kepolisian dan TNI. 

Pelaksanaan Penghitungan Suara dilakukan pada pukul 

14.00 Wib dengan dihadiri oleh Pengawas TPS, Saksi Pasangan 

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Saksi Pasangan 

Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pemantau Pemilu dari KIPP 

dan Masyarakat pemilih yang antusian menyaksikan 

penghitungan suara. 

Penghitungan Suara selesai dibacakan pada pukul 17.30 

Wib dengan hasil perolehan suara sebagai berikut : 

a. Perolehan Suara Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur 

Provinsi Sumatera Barat : 

Nomor 

Urut 
Pasangan Calon Perolehan Suara 

1 
H. Mahyeldi, SP dan Vasko Ruseimy, 

ST 
218 Suara 

2 
Capt. H. Epyardi Asda, M.Mar dan H. 

Ekos Albar, S.E, M.M 
49 Suara 

 

b. Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Dharamasraya 

Nomor 

Urut 
Pasangan Calon Perolehan Suara 

1 Kolom Kosong 9 Suara 
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2 
Annisa Suci Ramadhani, S.H dan 

Leliarni, S.Pd, M.Si 
262 Suara 

 

c. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih  

Uraian L P Jumlah 

A 
Jumlah Pemilih dalam DPT, DPTb 

dan DPK 
256 254 510 

B Pengguna Hak Pilih 

 1. Jumlah pengguna hak pilih DPT 128 143 271 

 
2. Jumlah pengguna hak pilih 

DPTb 
0 1 1 

 3. Jumlah pengguna hak pilih DPK 0 0 0 

 
4. Jumlah pengguna hak pilih 

B.1+B.2+B.3 
128 144 272 

 

d. Data Penggunaan Surat Suara 

Uraian Jumlah 

1 
Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Cadangan 2,5 

% 
523 

2 Jumlah Surat Suara yang digunakan pemilih  272 

3 
Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih 

karena rusak atau keliru coblos 
0 

4 
Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan / tidak terpakai 

termasuk sisa surat suara cadangan 
251 
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3) Kabupaten Kepulauan Mentawai 

Sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan 

Mentawai nomor 413 Tahun 2024, dilaksanakan PSU di 2 

(dua) TPS di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pelaksanaan 

PSU ini dilaksanakan atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten 

Kepulauan Mentawai. PSU ini dilaksanakan dikarenakan 

adanya 2 orang Pemilih yang terdaftar dalam DPT namun 

yang bersangkutan sedang berada di Kota Padang dan Hak 

Suaranya dipakai oleh Orang lain. 

Pelaksanaan PSU di 2 (dua) TPS ini diantaranya TPS 1 dan 

TPS 2 Desa Cimpungan Kecamatan Siberut Tengah 

Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dilaksanakan pada 

tanggal 6 Desember Tahun 2024. 

4) Kota Padang 

Berdasarkan hasil supervise dan monitoring yang 

dilakukan oleh Bawaslu Kota Padang pada pungut hitung 

adanya perbedaan jumlah surat suara antara wali kota dan 

gubernur yang kemudin KPU Provinsi Sumatera Barat 

memutuskan untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) 

di TPS 22 Mata Air, Kecamatan Padang Selatan. PSU ini 

dilakukan setelah KPU Kota Padang mendapatkan rekomendasi 

dari Bawaslu Kota Padang terkait adanya dugaan pelanggaran 

di TPS 22 Mata Air Padang Selatan. 

Adapun pelanggaran yang dimaksud adalah adanya satu 

orang pemilih mendapat dua surat suara yang sama, yakni kertas 

suara wali kota. Temuan surat suara yang sama yang dicoblos 

satu orang ini ditemukan oleh panwascam kemudian Bawaslu 

Padang melakukan rapat pleno dan mengeluarkan rekomendasi 

PSU yang diterima KPU Padang pada 30 November sehingga 

dilaksanakan PSU pada 5 Desember, baik itu untuk wali kota 

dan gubernur.  
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Berdasarkan monitoring Tim Bawaslu Provinsi 

Sumatera Barat Pada saat PSU, pelaksanaan Pemungutan Suara 

Ulang (PSU) dimulai pada pukul 7.30 s.d pukul 13.00 Wib 

dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari terdapat 

penurunan minat pemilih di TPS yang mana jumlah pemilih 

tetap adalah 594 sedangkan yang datang ke TPS untuk 

memberikan suara pada PSU hanya berjumlah 230 pemilih. 

Pada proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang 

berlangsung di TPS 22 Mata Air tersebut diawasi oleh 

Pengawas TPS, Panwaslu Kecamatan Padang Selatan, Bawaslu 

Kabupaten Kota Padang dan Bawaslu Provinsi yang hadir untuk 

memonitoring pelaksanaan pengawasan, sedangkan 

penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilaksanakan 

oleh KPPS dan dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kecamatan 

Pulau Punjung serta hadir memonitoring pelaksanaan 

Pemungutan Suara Ulang (PSU) Ketua dan Ketua Divisi Teknis 

KPU Provinsi Sumatera Barat, kemudian juga hadir dari Pihak 

Keamanan  yaitu pihak Kepolisian dan TNI. 

 

b. Pencegahan Tingkat Kabupaten/Kota 

Selama tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk 

pemilhan Gubernur dan WakBawaslu Kabupaten Kota juga telah 

melakukan upaya pencegahan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya yakni dengan membuat surat imbauan dan melakukan 

supervisi dan monitoring untuk memastikan tahapan 

Pemungutan Suara Ulang (PSU) telah berjalan sesuai dengan 

peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. 

8.2.2 Penanganan Pelanggaran 

a. Penangganan Pelanggaran Tingkat Provinsi 

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan ketentuan 

di dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang 
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Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan 

Umum Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memiliki kewenangan 

dan kewajiban dalam nenindaklanjuti temuan hasil pengawasan 

dan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu di setiap 

tahapannya.  

Pada Pemilu Tahun 2024 khususnya tahapan Pemungutan 

Suara Ulang (PSU), di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tidak 

laterdapat dugaan pelanggaran baik berupa temuan ataupun 

laporan yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi. 

b. Penangganan Pelanggaran Tingkat Kabupaten/Kota 

Penangganan Pelanggran pada Bawaslu Kabupaten/Kota pada 

Pemilu Tahun 2024 khususnya pada tahapan Pemungutan Suara 

Ulang (PSU) tidak ditemukan pelanggaran baik berupa temuan 

ataupun laporan. 

8.3 Publikasi Hasil Pengawasan 

Seluruh kerja-kerja yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi 

Sumatera Barat di setiap tahapannya termasuk pada Tahapan Pemungutan 

Suara Ulang (PSU) pada Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 23 s.d 25 Februari 

2024 tersebut di telah di publikasikan dimedia sosial Bawaslu Provinsi 

dengan tujuan agar Masyarakat mengetahui segala bentuk kegiatan yang 

telah dilakukan oleh Bawaslu di setiap tahapannya. 

8.4 Inovasi Pengawasan 

Pada Dasarnya Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah brkomitmen 

untuk meningkatakan kualitas pengawasan pada setiap tahapan terutama 

baik di Pemilu tahun 2024 maupun pada tahapan Pilkada Serentak 2024 

yaitu dengan memastikan proses pencalonan yang transparan, akuntabel dan 

partisipatif.  

Beberapa Inovasi pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu 

untuk menarik minat Pemilih agar mau mensukseskan PSU yang dilakukan 

hingga saat ini adalah : 
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1. Adanya himbauan/ajakan untuk melakukan pemilihan dengan cara 

mempublikasikan di media sosial baik di instagram, whatsapp pribadi 

penyelenggara serta facebook. 

2. Mengaktifkan kembali kampung pengawasan serta kampus 

pengawasan dan mengajak seluruh masyarakat untuk ikut serta memilih 

jika terjadi PSU. 

8.5 Kontrol dan Evaluasi  

Pengawasan secara menyeluruh terhadap pemungutan suara ulang 

(PSU) sudah secara maksimal sesuai dengan peraturan perundang undangan 

yang berlaku. Mengenai jumlah personil pengawasan pada setiap tingkatan 

yang masih dianggap belum memadai disiasati dengan strategi pengawasan, 

salah satu cara dengan melakukan pembagian tugas pengawasan agar dapat 

berjalan maksimal. Upaya pencegahan merupakan salah satu upaya untuk 

memaksimalkan proses pengawasan yang dilakukan dengan melibatkan 

masyarakat, organisasi kepemudaan dan mahasiswa dalam pengawasan 

partisipatif dirasakan berjalan dengan baik. Untuk itu kedepannya perlu 

ditingkatkan dan turut juga melibatkan partisipasi dari Organisasi 

Masyarakat, OKP, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan semua pihak 

dalam mengawal proses pemilu sehingga pencegahan dapat dioptimalkan. 

Adapun berdasarkan pelaksanaan PSU pada tahapan Pemilihan 

Serentak 2024 terdapat beberapa hal yang menjadi evaluasi penyelenggaran 

di antaranya: 

1. Agar dalam pelaksanaan pengawasan PSU adanya kesiapan terhadap 

Alat Kerja Pengawasan dari Bawaslu RI sehingga memaksimalkan 

kerja-kerja Jajaran Bawaslu Provinsi sampai dengan Jajaran adhoc 

dikarenakan waktu pelaksanaan yang mepet dan saling beririsan dengan 

tahapan pemilihan 2024; 

2. Agar ketersediaan anggaran pelaksanaan PSU menjadi perhatian 

khusus sehingga keterlambatan terhadap proses pembayaran honor 

Jajaran adhoc khususnya Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 

tidak terjadi lagi; 
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3. Terkait dengan teknis penyelenggaraan agar KPU beserta jajaran 

perbanyak melakukan koordinasi kepada stakeholder terutama kepada 

Bawaslu dan jajaran TNI, Polri serta kesbangpol yang mewakili 

pemerintah daerah; 

4. Agar KPU kedepannya lebih giat melakukan sosialisasi kepada 

masyarakat baik sosialisasi terkait tahapan PSU maupun sosialisasi 

terkait dengan Calon yang akan dipilih, sehingga penurunan partisipasi 

pemilih pada PSU dapat dihindari; 

5. Diharapkan kedepannya jajaran KPU lebih terbuka kepada Bawaslu 

dalam setiap tahapan yang akan dilaksanakan. 

6. Bahwa Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu agar dapat 

melakukan upaya pencegahan yang maksimal sebelum dan selama 

tahapan berlangsung yang mana bertujuan untuk mengingatkan KPU 

dan/atau peserta pemilu untuk dapat menjalankan setiap tahapannya 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya. 
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BAB IX PENGAWASAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN 

9.1. Persiapan Pengawasan 

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sebagai pemegang tanggung jawab akhir atas 

pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan 

penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera 

Barat Tahun 2024. 

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan 

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 

berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor 

110/HK.01.01/K.SB/11/2024 tanggal 27 November 2024 tentang Tim 

Fasilitasi Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan 

Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera 

Barat Tahun 2024. 

Tim Fasilitasi Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara 

dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi 

Sumatera Barat Tahun 2024 dibentuk sebagai persiapan untuk melakukan 

pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan 

hasil Pemilihan yang akan dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat. 

9.2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilihan  

9.2.1. Pencegahan 

a. Pencegahan Tingkat Provinsi 

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan upaya 

pencegahan dalam tahapan penetapan hasil Pemilihan Tahun 

2024. Beberapa upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh 

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam mengawasi tahapan 

penetapan hasil Pemilihan Tahun 2024 adalah dengan mengajak 

segenap kelompok Masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi 

pengawasan setiap tahapannya. Keterlibatan Masyarakat dalam 
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pengawalan suara tidak sekadar datang dan memilih, tetapi juga 

melakukan pengawasan atas potensi adanya kecurangan yang 

terjadi, serta melaporkan kecurangan tersebut kepada Bawaslu 

sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses Pemilihan dan 

menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilihan. 

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan 

pengawasan penetapan hasil Pemilihan yang dilaksanakan oleh 

KPU Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 8 Desember 2024 di 

Hotel Pangeran Beach Padang. Dalam hal ini, KPU Provinsi 

Sumatera Barat menetapkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 berdasarkan hasil 

rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara yang tertuang dalam 

formulir MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR dengan 

perolehan suara sebagai berikut : 

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama H. Mahyeldi, SP dan 

Vasko Ruseimy, S.T dengan perolehan suara sah sebanyak 

1.757.612 (satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam 

ratus dua belas); 

2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Capt. H. Epyardi 

Asda, M.Mar dan H. Ekos Albar, S.E., M.M. dengan 

perolehan suara sah sebanyak 521.448 (lima ratus dua puluh 

satu ribu empat ratus empat puluh delapan). 

Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi 

Sumatera Barat Tahun 2024 ditetapkan oleh KPU Provinsi 

Sumatera Barat pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 

pukul 12.38 Wib berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi 

Sumatera Barat Nomor 88 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera 

Barat Tahun 2024 tanggal 8 Desember 2024. 

 



LAPORAN AKHIR PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 

283 
 

b. Pencegahan Tingkat Kabupaten/Kota  

Bawaslu Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat telah melaksanakan 

upaya pencegahan dalam tahapan penetapan hasil Pemilihan 

Tahun 2024. Beberapa upaya pencegahan yang telah dilakukan 

oleh Bawaslu Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat dalam 

mengawasi tahapan penetapan hasil Pemilihan Tahun 2024 

adalah dengan mengajak segenap kelompok Masyarakat untuk 

terlibat dalam partisipasi pengawasan setiap tahapannya. 

Pengawasan partisipatif yang dilakukan untuk memujudkan 

warga negara yang aktif dalam mengikuti perkembangan 

pembangunan demokrasi. Bagi masyarakat, dengan terlibat 

dalam pengawasan Pemilihan secara langsung, mereka dapat 

mengikuti dinamika politik yang terjadi, dan secara tidak 

langsung belajar tentang penyelenggaraan Pemilihan dan semua 

proses yang berlangsung. Bagi penyelenggara, kehadiran 

pengawasan masyarakat yang massif secara psikologis akan 

mengawal dan mengingatkan mereka untuk senantiasa berhati-

hati, jujur dan adil dalam menyelenggarakan Pemilihan.  

1) Bawaslu Kabupaten Tanah Datar 

Bawaslu Kabupaten Tanah Datar telah melakukan 

pengawasan penetapan hasil Pemilihan yang dilaksanakan 

oleh KPU Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 5 Desember 

2024. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Tanah Datar 

menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat 

pleno rekapitulasi penghitungan suara yang tertuang dalam 

formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-

BUPATI/WALIKOTA dengan perolehan suara sebagai 

berikut : 

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Richi Aprian dan 

Donny Karsont dengan perolehan suara sah sebanyak 
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77.595 (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh 

lima); 

2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Eka Putra dan 

Ahmad Fadly dengan perolehan suara sah sebanyak 

85.692 (delapan puluh lima ribu enam ratus sembilan 

puluh dua). 

Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah 

Datar Tahun 2024 ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tanah 

Datar pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 10.51 

Wib berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tanah 

Datar Nomor 784 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar 

Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024. 

2) Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan 

Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan 

pengawasan penetapan hasil Pemilihan yang dilaksanakan 

oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 4 

Desember 2024. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Pesisir 

Selatan menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 berdasarkan hasil 

rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara yang tertuang 

dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-

BUPATI/WALIKOTA dengan perolehan suara sebagai 

berikut : 

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Drs. Rusma Yul 

Anwar, M.Pd dan Nasta Oktavian, S.H., M.Kn dengan 

perolehan suara sah sebanyak 87.661 (delapan puluh tujuh 

ribu enam ratus enam puluh satu); 

2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama H. Hendrajoni, 

SH, M.H dan DR. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag, M.M., M.H 

dengan perolehan suara sah sebanyak 133.835 (seratus 

tiga puluh tiga ribu). 
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Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir 

Selatan Tahun 2024 ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pesisir 

Selatan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 10.41 

Wib berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Pesisir 

Selatan Nomor 2214 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir 

Selatan Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024. 

3) Bawaslu Kota Padang 

Bawaslu Kota Padang telah melakukan pengawasan 

penetapan hasil Pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU Kota 

Padang pada tanggal 6 Desember 2024. Dalam hal ini, KPU 

Kota Padang menetapkan hasil Pemilihan Walikota dan 

Wakil Walikota Kota Padang Tahun 2024 berdasarkan hasil 

rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara yang tertuang 

dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-

BUPATI/WALIKOTA dengan perolehan suara sebagai 

berikut : 

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Fadly Amran dan 

Maigus Nasir dengan perolehan suara sah sebanyak 

176.648 (seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat 

puluh delapan); 

2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Dr. H. 

Muhammad Iqbal, Psikolog dan H. Amasrul, S.H dengan 

perolehan suara sah sebanyak 54.685 (lima puluh empat 

ribu enam ratus delapan puluh lima); 

3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama H. Hendri Septa 

B.BUS (Acc). M.IB dan H. Hidayat, S.S., M.H dengan 

perolehan suara sah sebanyak 88.859 (delapan puluh 

delapan ribu delapan ratus lima puluh sembilan). 

Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang 

Tahun 2024 ditetapkan oleh KPU Kota Padang pada hari 

Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 11.17 Wib berdasarkan 
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Surat Keputusan KPU Kota Padang Nomor 1693 Tahun 2024 

tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil 

Walikota Kota Padang Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024. 

4) Bawaslu Kota Solok 

Bawaslu Kota Solok telah melakukan pengawasan penetapan 

hasil Pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU Kota Solok 

pada tanggal 3 Desember 2024. Dalam hal ini, KPU Kota 

Solok menetapkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil 

Walikota Kota Solok Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat 

pleno rekapitulasi penghitungan suara yang tertuang dalam 

formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-

BUPATI/WALIKOTA dengan perolehan suara sebagai 

berikut : 

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Nofi Candra, S.E 

dan Leo Murphy, S.H., M.H dengan perolehan suara sah 

sebanyak 17.956 (tujuh belas ribu sembilan ratus lima 

puluh enam); 

2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Dr. H. 

Ramadhani Kirana Putra, S.E., MM dan H. Suryadi 

Nurdal, S.H dengan perolehan suara sah sebanyak 19.601 

(sembilan belas ribu enam ratus satu). 

Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Solok 

Tahun 2024 ditetapkan oleh KPU Kota Solok pada hari Selasa 

tanggal 3 Desember 2024 pukul 15.17 Wib berdasarkan Surat 

Keputusan KPU Kota Solok Nomor 278 Tahun 2024 tentang 

Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 

Kota Solok Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024. 

5) Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman 

Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan 

pengawasan penetapan hasil Pemilihan yang dilaksanakan 

oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 4 
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Desember 2024. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Padang 

Pariaman menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 berdasarkan 

hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara yang 

tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-

BUPATI/WALIKOTA dengan perolehan suara sebagai 

berikut : 

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Suhatri Bur, S.E., 

M.M Datuak Putiah dan Yosdianto, S.Pd., M.Si dengan 

perolehan suara sah sebanyak 66.378 (enam puluh enam 

ribu tiga ratus tujuh puluh delapan); 

2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama 

H. John Kenedy Aziz, S.H., M.H dan Rahmat Hidayat, 

S.E., M.M dengan perolehan suara sah sebanyak 90.801 

(Sembilan puluh ribu delapan ratus satu). 

Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang 

Pariaman Tahun 2024 ditetapkan oleh KPU Kabupaten 

Padang Pariaman pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 

pukul 13.05 Wib berdasarkan Surat Keputusan KPU 

Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1463 Tahun 2024 

tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 tanggal 4 Desember 

2024. 

6) Kabupaten Lima Puluh Kota 

Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan 

pengawasan penetapan hasil Pemilihan yang dilaksanakan 

oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 5 

Desember 2024. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Lima Puluh 

Kota menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 berdasarkan hasil 

rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara yang tertuang 

dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-
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BUPATI/WALIKOTA dengan perolehan suara sebagai 

berikut : 

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Deni Asra, S.Si 

Dt. Rajo Simarajo dan Riko Febrianto, S.H dengan 

perolehan suara sah sebanyak 43.413 (empat puluh tiga 

ribu empat ratus tiga belas); 

2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Safarudin Dt. 

Bandaro Rajo, S.H dan Darman Sahladi, S.E., M.M 

dengan perolehan suara sah sebanyak 43.422 (empat 

puluh tiga ribu empat ratus dua puluh dua); 

3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Safni dan Ahlul 

Badrito Resha, S.H dengan perolehan suara sah sebanyak 

52.951 (lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh 

satu); 

4. Pasangan Calon nomor urut 4 atas nama Rizki Kurniawan. 

N – Ferizal Ridwan dengan perolehan suara sah sebanyak 

14.220 (empat belas ribu dua ratus dua puluh) 

Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima 

Puluh Kota Tahun 2024 ditetapkan oleh KPU Kabupaten 

Lima Puluh Kota pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 

pukul 10.56 Wib berdasarkan Surat Keputusan KPU 

Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1017 Tahun 2024 

tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 tanggal 5 Desember 

2024. 

7) Bawaslu Kabupaten Solok Selatan 

Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah melakukan 

pengawasan penetapan hasil Pemilihan yang dilaksanakan 

oleh KPU Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 4 Desember 

2024. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Solok Selatan 

menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat 
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pleno rekapitulasi penghitungan suara yang tertuang dalam 

formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-

BUPATI/WALIKOTA dengan perolehan suara sebagai 

berikut : 

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama H. Khairunas, 

S.I.P., M.Si. dan Ir. H. Yulian Efi, M.M. dengan 

perolehan suara sebanyak 45.326 (empat puluh lima ribu 

tiga ratus dua puluh enam); 

2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Armen 

Syahjohan, S.I.P. dan Boy Iswarmen dengan perolehan 

suara sebanyak 36.869 (tiga puluh enam ribu delapan 

ratus enam puluh Sembilan). 

Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok 

Selatan Tahun 2024 ditetapkan oleh KPU Kabupaten Solok 

Selatan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 14.30 

Wib berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Solok 

Selatan Nomor 848 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan 

Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024. 

8) Bawaslu Kabupaten Solok 

Bawaslu Kabupaten Solok telah melakukan pengawasan 

penetapan hasil Pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU 

Kabupaten Solok pada tanggal 5 Desember 2024. Dalam hal 

ini, KPU Kabupaten Solok menetapkan hasil Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2024 

berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara 

yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-

KWK-BUPATI/WALIKOTA dengan perolehan suara 

sebagai berikut : 

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama H. Budi Satriadi, 

SKM, MM dan Dr. H. Hardinalis Kobal, SE, MM dengan 
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perolehan suara sah sebanyak 28.053 (dua puluh delapan 

ribu lima puluh tiga) suara; 

2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Hj. Emiko, S.P 

dan Irwan Afriadi dengan perolehan suara sah sebanyak 

45.810 (empat puluh lima ribu delapan ratus sepuluh) 

suara; 

3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Jon Firman 

Pandu SH dan H. Candra, S. HI dengan perolehan suara 

sah sebanyak 88.615 (delapan puluh delapan ribu enam 

ratus lima belas) suara. 

Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok 

Tahun 2024 ditetapkan oleh KPU Kabupaten Solok pada hari 

Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 13.37 Wib 

berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 

911 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati 

dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2024 tanggal 5 

Desember 2024. 

9) Kabupaten Pasaman Barat 

Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat telah melakukan 

pengawasan penetapan hasil Pemilihan yang dilaksanakan 

oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 3 

Desember 2024. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Pasaman 

Barat menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 berdasarkan hasil 

rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara yang tertuang 

dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-

BUPATI/WALIKOTA dengan perolehan suara sebagai 

berikut : 

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama H. Yulianto, 

S,H., M.M dan H. M. Ihpan dengan perolehan suara sah 

sebanyak 59.551 (lima puluh sembilan ribu lima ratus 

lima puluh satu); 
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2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama H. Daliyus K. 

S.Si., M.M dan Heri Miheldi dengan perolehan suara sah 

sebanyak 57.121 (lima puluh satu ribu seratus dua puluh 

satu); 

3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama H. Hamsuardi, 

S.Ag dan H. Kusnadi Datuak Rajo Batuah dengan 

perolehan suara sah sebanyak 50.792 (lima puluh ribu 

tujuh ratus sembilan puluh dua) 

4. Pasangan Calon nomor urut 4 atas nama Jailani AD, SM., 

M.Ak dan Syamsul Bahri dengan perolehan suara sah 

sebanyak 15.526 (lima belas ribu lima ratus dua puluh 

enam). 

Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 

Pasaman Barat Tahun 2024 ditetapkan oleh KPU Kabupaten 

Pasaman Barat pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 

pukul 20.52 Wib berdasarkan Surat Keputusan KPU 

Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1275 Tahun 2024 tentang 

Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 tanggal 3 Desember 

Tahun 2024. 

10) Bawaslu Kabupaten Dharmasraya 

Bawaslu Kabupaten Dharmasraya telah melakukan 

pengawasan penetapan hasil Pemilihan yang dilaksanakan 

oleh KPU Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 5 Desember 

2024. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Dharmasraya 

menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat 

pleno rekapitulasi penghitungan suara yang tertuang dalam 

formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-

BUPATI/WALIKOTA dengan perolehan suara sebagai 

berikut : 
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1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Kolom Kosong 

dengan perolehan suara sah sebanyak 28.895 (dua puluh 

delapan ribu delapan ratus sembilan puluh lima); 

2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Annisa Suci 

Ramadhani dan Leliarni dengan perolehan suara sah 

sebanyak 65.922 (enam puluh lima ribu sembilan ratus 

dua puluh dua). 

Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 

Dharmasraya Tahun 2024 ditetapkan oleh KPU Kabupaten 

Dharmasraya pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 

pukul 17.30 Wib berdasarkan Surat Keputusan KPU 

Kabupaten Dharmasraya Nomor 867 Tahun 2024 tentang 

Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 tanggal 5 Desember 

Tahun 2024. 

11) Kota Bukittinggi 

Bawaslu Kota Bukittinggi telah melakukan pengawasan 

penetapan hasil Pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU Kota 

Bukittinggi pada tanggal 4 Desember 2024. Dalam hal ini, 

KPU Kota Bukittinggi menetapkan hasil Pemilihan Walikota 

dan Wakil Walikota Kota Bukittinggi Tahun 2024 

berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara 

yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-

KWK-BUPATI/WALIKOTA dengan perolehan suara 

sebagai berikut : 

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Marfendi dan 

Fauzan Hafiz dengan perolehan suara sah sebanyak 3.673 

(tiga ribu enam ratus tujuh puluh tiga); 

2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Ir. Nofil Noverta 

dan Frisdoreja dengan perolehan suara sah sebanyak 

1.890 (seribu delapan ratus sembilan puluh); 
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3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama ⁠Erman Safar dan 

Heldo Aura dengan perolehan suara sah sebanyak 23.863 

(dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tiga); 

4. Pasangan Calon nomor urut 4 atas nama Ramlan 

Nurmatias dan Ibnu Asiz dengan perolehan suara sah 

sebanyak 31.480 (tiga puluh satu ribu empat ratus delapan 

puluh); 

Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota 

Bukittinggi Tahun 2024 ditetapkan oleh KPU Kota 

Bukittinggi pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 

17.58 Wib berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota 

Bukittinggi Nomor 408 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil 

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bukittinggi 

Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024. 

12) Kota Sawahlunto 

Bawaslu Kota Sawahlunto telah melakukan pengawasan 

penetapan hasil Pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU Kota 

Sawahlunto pada tanggal 3 Desember 2024. Dalam hal ini, 

KPU Kota Sawahlunto menetapkan hasil Pemilihan Walikota 

dan Wakil Walikota Kota Sawahlunto Tahun 2024 

berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara 

yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-

KWK-BUPATI/WALIKOTA dengan perolehan suara 

sebagai berikut : 

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Riyanda Putra, 

S.IP dan Jeffry Hibatullah dengan perolehan suara sah 

sebanyak 30.628 (tiga puluh ribu enam ratus dua puluh 

delapan); 

2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama H. Deri Asta, S.H 

dan Desni Seswinari, S.H dengan perolehan suara sah 

sebanyak 8.097 (delapan ribu sembilan puluh tujuh) 
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Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota 

Sawahlunto Tahun 2024 ditetapkan oleh KPU Kota 

Sawahlunto pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 

14.04 Wib berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota 

Sawahlunto Nomor 579 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil 

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sawahlunto 

Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024. 

13) Kota Padang Panjang 

Bawaslu Kota Padang Panjang telah melakukan pengawasan 

penetapan hasil Pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU Kota 

Padang Panjang pada tanggal 2 Desember 2024. Dalam hal 

ini, KPU Kota Padang Panjang menetapkan hasil Pemilihan 

Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang Tahun 

2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan 

suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL 

KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA dengan perolehan 

suara sebagai berikut : 

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Dr. H. Edwin dan 

H. Albert, S.Pd., M.M., Datuk Bilang dengan perolehan 

suara sah sebanyak 5.045 (lima ribu empat puluh lima); 

2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Drs. Nasrul dan 

Drs. Eri dengan perolehan suara sah sebanyak 11.439  

(sebelas ribu empat ratus tiga puluh sembilan); 

3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama H. Hendri Arnis, 

BSBA dan Allex Saputra dengan perolehan suara sah 

sebanyak 12.684 (dua belas ribu enam ratus delapan puluh 

empat). 

Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang 

Panjang Tahun 2024 ditetapkan oleh KPU Kota Padang 

Panjang pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul 

11.42 Wib berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Padang 

Panjang Nomor 265 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil 
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Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang 

Panjang Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024. 

14) Kota Payakumbuh 

Bawaslu Kota Payakumbuh telah melakukan pengawasan 

penetapan hasil Pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU Kota 

Payakumbuh pada tanggal 4 Desember 2024. Dalam hal ini, 

KPU Kota Payakumbuh menetapkan hasil Pemilihan 

Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 

berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara 

yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-

KWK-BUPATI/WALIKOTA dengan perolehan suara 

sebagai berikut : 

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Supardi, S.H dan 

Tri Venindra, S.E dengan perolehan suara sah sebanyak 

15.459 (lima belas ribu empat ratus lima puluh sembilan); 

2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Ir. H. Almaisyar, 

AAAIK., M.M dan Joni Hendri, S.Kom., M.M dengan 

perolehan suara sah sebanyak 9.794 (sembilan ribu tujuh 

ratus sembilan puluh empat); 

3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Dr. dr. Zulmaeta, 

Sp.OG., KFM dan Elzadaswarman, S.K.M., MPPM 

dengan perolehan suara sah sebanyak 21.207 (dua puluh 

satu ribu dua ratus tujuh). 

Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota 

Payakumbuh Tahun 2024 ditetapkan oleh KPU Kota 

Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 

12.06 Wib berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota 

Payakumbuh Nomor 636 Tahun 2024 tentang Penetapan 

Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota 

Payakumbuh Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024. 
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15) Bawaslu Kota Pariaman 

Bawaslu Kota Pariaman telah melakukan pengawasan 

penetapan hasil Pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU Kota 

Pariaman pada tanggal 3 Desember 2024. Dalam hal ini, KPU 

Kota Pariaman menetapkan hasil Pemilihan Walikota dan 

Wakil Walikota Kota Pariaman Tahun 2024 berdasarkan hasil 

rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara yang tertuang 

dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-

BUPATI/WALIKOTA dengan perolehan suara sebagai 

berikut : 

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Dr. H. Genius 

Umar, S.Sos., M.Si dan H. Muhamad Ridwan, S.IP dengan 

perolehan suara sah sebanyak 17.687 (tujuh belas ribu enam 

ratus delapan puluh tujuh); 

2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Drs. Mardison 

Mahyuddin, M.M. dan Dr. Ir. Bahrul Anif, M.T dengan 

perolehan suara sah sebanyak 6.800 (enam ribu delapan 

ratus); 

3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Yota Balad, 

S.STP., M.Si. dan Mulyadi, S.AP. dengan perolehan suara 

sah sebanyak 24.961 (dua puluh empat ribu sembilan ratus 

enam puluh satu). 

Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pariaman 

Tahun 2024 ditetapkan oleh KPU Kota Pariaman pada hari 

Selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 14.47 Wib berdasarkan 

Surat Keputusan KPU Kota Pariaman Nomor 726 Tahun 2024 

tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil 

Walikota Kota Pariaman Tahun 2024 tanggal 3 Desember 

2024. 

16) Bawaslu Kabupaten Sijunjung 

Bawaslu Kabupaten Sijunjung telah melakukan pengawasan 

penetapan hasil Pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU 
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Kabupaten Sijunjung pada tanggal 1 Desember 2024. Dalam 

hal ini, KPU Kabupaten Sijunjung menetapkan hasil 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung 

Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi 

penghitungan suara yang tertuang dalam formulir MODEL 

D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA dengan 

perolehan suara sebagai berikut : 

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Benny Dwifa 

Yuswir, S.STP., M.Si dan H. Iraddatillah, S.Pt dengan 

perolehan suara sah sebanyak 57. 348 (lima puluh tujuh 

ribu tiga ratus empat puluh delapan); 

2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama H. Hendri 

Susanto dan H. Mukhlis, S.HI dengan perolehan suara sah 

sebanyak 47.796 (empat puluh tujuh ribu tujuh ratus 

Sembilan puluh enam). 

Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 

Sijunjung Tahun 2024 ditetapkan oleh KPU Kabupaten 

Sijunjung pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 pukul 

16.30 Wib berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten 

Sijunjung Nomor 915 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung 

Tahun 2024 tanggal 1 Desember Tahun 2024. 

17) Bawaslu Kabupaten Pasaman 

Bawaslu Kabupaten Pasaman telah melakukan pengawasan 

penetapan hasil Pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU 

Kabupaten Pasaman pada tanggal 2 Desember 2024. Dalam 

hal ini, KPU Kabupaten Pasaman menetapkan hasil 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman 

Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi 

penghitungan suara yang tertuang dalam formulir MODEL 

D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA dengan 

perolehan suara sebagai berikut : 
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1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Welly Suhery, 

ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.IKom dengan 

perolehan suara sah sebanyak 51.828 (lima puluh satu ribu 

delapan ratus dua puluh delapan); 

2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Drs. H. Mara 

Ondak MM dan Desrizal, SKM., M.Kes dengan perolehan 

suara sah sebanyak 49.126 (empat puluh sembilan ribu 

seratus dua puluh enam); 

3. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Sabar AS, S.Ag., 

M.Si dan Sukardi, S.Pd., M.M dengan perolehan suara sah 

sebanyak 42.689 (empat puluh dua ribu enam ratus 

delapan puluh sembilan). 

Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 

Pasaman Tahun 2024 ditetapkan oleh KPU Kabupaten 

Pasaman pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul 

21.48 Wib berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten 

Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman 

Tahun 2024 tanggal 2 Desember Tahun 2024. 

Namun Surat Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor 

851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati 

dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 tanggal 2 

Desember Tahun 2024 dinyatakan batal berdasarkan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 

02/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diucapkan pada hari Senin 

tanggal 24 Februari 2025. 

18) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai 

Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melakukan 

pengawasan penetapan hasil Pemilihan yang dilaksanakan 

oleh KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tanggal 6 

Desember 2024. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Kepulauan 
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Mentawai menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 

berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara 

yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-

KWK-BUPATI/WALIKOTA dengan perolehan suara 

sebagai berikut : 

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama DR. Rijel 

Samaloisa, S.Sos.,M.Si dan Yosep Sarogdok, S.Ak 

dengan perolehan suara sah sebanyak 17.403 (tujuh belas 

ribu empat ratus tiga); 

2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Maru, S.H dan 

Binsar Saleleubaja, S.E dengan perolehan suara sah 

sebanyak 8.047 (delapan ribu empat puluh tujuh); 

3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama DR. Rinto 

Wardana, S.H.,M.H dan Jakop Saguruk, S.E dengan 

perolehan suara sah sebanyak 18.686 (delapan belas ribu 

enam ratus delapan puluh delapan). 

Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 

Kepulauan Mentawai Tahun 2024 ditetapkan oleh KPU 

Kabupaten Kepulauan Mentawai pada hari Jumat tanggal 6 

Desember 2024 pukul 19.36 Wib berdasarkan Surat 

Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 416 

Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 

tanggal 6 Desember Tahun 2024. 

19) Bawaslu Kabupaten Agam 

Bawaslu Kabupaten Agam telah melakukan pengawasan 

penetapan hasil Pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU 

Kabupaten Agam pada tanggal 4 Desember 2024. Dalam hal 

ini, KPU Kabupaten Agam menetapkan hasil Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Agam Tahun 2024 

berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara 
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yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-

KWK-BUPATI/WALIKOTA dengan perolehan suara 

sebagai berikut : 

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Drs, H. Guspardi 

Gaus, M.Si dan Yogi Yolanda, S.Hum dengan perolehan 

suara sah sebanyak 49.015 (empat puluh sembilan ribu 

lima belas); 

2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Ir. H. Benny 

Warlis, M.M., Dt. Tan Batuah dan Muhammad Iqbal, S.E 

dengan perolehan suara sah sebanyak 55.749 (lima puluh 

lima ribu tujuh ratus empat puluh sembilan); 

3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Dr. H. Andri 

Warman, M.M dan Dr. (H.C) Drs. H. Martias Wanto, 

M.M., Dt. Maruhun dengan perolehan suara sah sebanyak 

41.940 (empat puluh satu ribu sembilan ratus empat 

puluh); 

4. Pasangan Calon nomor urut 4 atas nama Irwan Fikri, S.H 

dan Drs. H. Asra Faber, M.M dengan perolehan suara sah 

sebanyak 39.184 (tiga puluh sembilan ribu seratus 

delapan puluh empat). 

Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Agam 

Tahun 2024 ditetapkan oleh KPU Kabupaten Agam pada hari 

Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 00.19 Wib berdasarkan 

Surat Keputusan KPU Kabupaten Agam Nomor 1494 Tahun 

2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Kabupaten Agam Tahun 2024 tanggal 4 Desember 

Tahun 2024. 
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9.2.2. Penanganan Pelanggaran 

a. Penanganan Pelanggaran Tingkat Provinsi 

Pada tahapan pengawasan penetapan hasil Pemilihan Tahun 

2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tidak ada memproses 

temuan dan/atau laporan penanganan pelanggaran Pemilihan. 

b. Penanganan Pelanggaran Tingkat Kabupaten/Kota 

Pada tahapan pengawasan penetapan hasil Pemilihan Tahun 

2024, Bawaslu Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat tidak ada 

memproses temuan dan/atau laporan penanganan pelanggaran 

Pemilihan. 

9.3. Publikasi Hasil Pengawasan 

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan publikasi hasil pengawasan 

penetapan hasil Pemilihan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

Tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat.  

Selama pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan 

Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera 

Barat Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat, 

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan publikasi hasil pengawasan 

yang telah dilaksanakan setiap harinya melalui website dan media sosial 

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. 
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Gambar 11 Dokumentasi Pengawasan Rekapitulasi Hasil Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 
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9.4. Inovasi Pengawasan 

Inovasi dalam pengawasan tahapan penetapan hasil Pemilihan sangat penting 

untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas proses 

demokrasi. Beberapa inovasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan 

pengawasan ini antara lain: 

a. Penggunaan Teknologi Digital 

• Sistem Penghitungan Elektronik (e-Voting) 

Penggunaan sistem penghitungan suara elektronik yang dapat 

mempercepat dan mempermudah proses penghitungan suara. 

Dengan ini, proses penetapan hasil Pemilihan dapat dilakukan lebih 

cepat dan akurat, mengurangi potensi kesalahan manusia. 

• Platform Transparansi Hasil Pemilihan 

Membuat aplikasi atau platform yang memungkinkan publik untuk 

memantau proses penghitungan suara dan verifikasi hasil Pemilihan 

secara langsung. Hal ini memberikan akses lebih besar kepada 

masyarakat untuk memeriksa hasil Pemilihan secara transparan. 

b. Pemanfaatan Blockchain untuk Keamanan Data 

Menggunakan teknologi blockchain untuk mendokumentasikan dan 

menyimpan hasil Pemilihan secara aman. Blockchain dapat memastikan 

bahwa data yang sudah terinput tidak dapat diubah atau dimanipulasi, 

sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil Pemilihan. 

c. Peningkatan Kapasitas SDM Pengawas  

Menyediakan pelatihan yang lebih baik untuk pengawas agar mereka 

dapat memanfaatkan teknologi dan alat pengawasan dengan maksimal. 

Pengawas yang terlatih dengan baik dapat menangani lebih baik dalam 

mengidentifikasi dan menangani pelanggaran. 

d. Kolaborasi dengan Media Massa 

Media massa dapat berperan dalam menyiarkan proses penghitungan dan 

penetapan hasil Pemilihan secara langsung. Ini memberikan jaminan 

kepada publik bahwa proses berjalan dengan adil dan terbuka. 
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9.5. Kontrol dan Evaluasi 

Kontrol dan evaluasi dalam pengawasan tahapan penetapan hasil Pemilihan 

sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan dengan 

transparan, akuntabel, dan adil. Beberapa langkah penting dalam kontrol dan 

evaluasi pengawasan tersebut antara lain: 

1. Kontrol terhadap Proses Penghitungan dan Penetapan Hasil Pemilihan 

Dilakukan dengan cara : 

- Pengawasan Berlapis 

Pengawasan yang dilakukan secara berlapis, baik oleh penyelenggara 

maupun masyarakat. Setiap tahap penghitungan dan penetapan hasil 

harus diawasi dengan ketat untuk mencegah potensi kecurangan. 

- Pemantauan Teknologi Penghitungan 

Dengan adanya sistem elektronik, pengawasan terhadap penghitungan 

suara secara real-time bisa dilakukan. Teknologi seperti e-Rekap dan e-

Voting harus terus diawasi oleh pengawas independen untuk 

memastikan tidak ada manipulasi data selama proses penghitungan. 

2. Evaluasi Terhadap Proses Pengawasan 

- Penyusunan Laporan Pengawasan: 

Setelah proses Pemilihan selesai, evaluasi harus dilakukan melalui 

penyusunan laporan yang mendetail mengenai hasil pengawasan pada 

setiap tahapan. Laporan ini bisa mencakup masalah yang ditemukan, 

rekomendasi perbaikan, dan langkah-langkah tindak lanjut yang harus 

dilakukan. 

- Audit Independen 

Penggunaan audit yang dilakukan oleh pihak independen, baik dari 

kalangan akademisi, organisasi masyarakat sipil, atau lembaga audit 

yang memiliki kredibilitas tinggi untuk memastikan keakuratan dan 

keadilan dalam proses penetapan hasil Pemilihan. 

3. Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran 

- Saluran Pengaduan yang Efektif 
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Menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat 

untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi selama tahapan 

penetapan hasil Pemilihan.  

- Sistem Respons Cepat 

Memiliki mekanisme respons cepat yang dapat menanggapi laporan 

pelanggaran, baik yang berhubungan dengan manipulasi data, 

ketidakcocokan hasil suara, atau pelanggaran lainnya. 

4. Kolaborasi dengan Lembaga Pengawas dan Pemangku Kepentingan 

- Koordinasi antara Lembaga Pengawas 

Ada baiknya bekerja sama dengan lembaga lain yang relevan, seperti 

lembaga hukum dan penyelidik independen, untuk mengawasi dan 

mengevaluasi setiap tahapan penetapan hasil Pemilihan. 

- Peran Media dalam Evaluasi 

Media massa juga memegang peranan penting dalam pengawasan. 

Mereka dapat membantu menyebarkan informasi yang transparan 

mengenai proses penghitungan suara dan penetapan hasil, serta 

melakukan evaluasi terhadap prosedur yang ada. 

5. Transparansi dalam Proses Evaluasi 

- Publikasi Laporan Evaluasi 

Semua laporan evaluasi pengawasan yang dihasilkan harus 

dipublikasikan secara terbuka agar masyarakat bisa mengakses 

informasi tersebut dan mengetahui seberapa efektif pengawasan yang 

dilakukan. 

- Forum Diskusi Publik 

Mengadakan forum atau diskusi publik setelah proses Pemilihan untuk 

mengevaluasi hasil Pemilihan -bersama Masyarakat dan pemerintah. 

Ini bisa memberikan masukan untuk perbaikan dalam Pemilihan 

mendatang. 
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BAB X PENUTUP 

 

10.1 KESIMPULAN 

Pada pelaksaaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Pemilihan Serentak 

Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota beserta jajaran Pengawas adhoc telah melaksanakan tugas, 

wewenang serta kewajibanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang,  Peraturan Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Peraturan Perundang Undangan 

lainnya secara maksimal. 

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beserta jajaran telah melaksanakan tugas-

tugas pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan yang telah ditentukan mulai dari 

Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih, Pengawasan Pencalonan baik Provinsi 

dan Kabupaten/Kota, Pengawasan Kampanye dan Dana Kampanye, Pengawasan 

Pengadaan dan Pendistribusian Logistik, Pengawasan Pemungutan Suara dan 

Pengihtungan Suara, Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 

Suara, Pengawasan Pemungutan Suara Ulang, dan Pengawasan Penetapan Hasil 

Pemilihan. 

Hasil-hasil yang dicapai dari pelaksanaan pencegahan dan pengawasan, 

penindakan pelanggaran, penyelesaian sengketa maupun tata kelola sumber daya 

manusia dan organisasi pada pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024 tidak lepas dari 

dukungan Sekretariat yang kuat dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas dan 

kewenangan yang besar ini. 
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10.2 SARAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN 

Dalam pelaksanaan tugas, kewenangan serta kewajiban yang dilakukan oleh 

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beserta jajaran pada Pemilihan Tahun 2024 pada 

setiap tahapan dapat berjalan dengan baik, namun tidak bisa dipungkuri masih 

terdapat catatan perbaikan dan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan Pemilu 

dan Pemilihan yang akan datang, adapun rekomendasi yang ingin disampaikan 

sebagai berikut : 

1. Regulasi/atau aturan terkait pelaksanaan pengawasan tahapan agar dapat 

diterbitkan sebelum berlangsungnya tahapan dilaksanakan; 

2. Perlu dilakukan bimbingan teknis yang berkelanjutan untuk peningkatan 

kapasitas jajaran pengawas; 

3. Perlu adanya regulasi/aturan yang lebih jelas yang mengatur tentang 

pemutakhiran data pemilih agar Bawaslu mendapatkan akses terhadap data 

pemilih khususnya terkait DP4 dan Model A Daftar Pemilih; 

4. Perlu adanya regulasi/aturan terkait akses Jajaran Pengawas terhadap SILON 

Komisi Pemilihan Umum agar bisa dilihat secara detail dan melakukan 

pencermatan dokumen persyaratan sari bakal calon; 

5. Agar Komisi Pemilihan Umum membuat regulasi perihal proses 

pendisgtribusian C Pemberitahuan kepada Pemilih dengan waktu dan jadwal 

pendistribusian yang lebih panjang sehingga C Pemberitahuan dapat 

didistribusikan kepada seluruh Pemilih; 

6. Dalam penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengawaasan 

harus ditunjang dengan perangkat yang baik agar dalam penggunaan 

aplikasinya tidak terjadi permasalahan; 

7. Agar ada pengaturan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah 

untuk dibedakan tahun pelaksanaanya sehingga penyelenggara Pemilu 

khususnya pengawas Pemilu dapat fokus melaksanakan tugas-tugas 

kepengawasan; 

8. Perlu ditingkatkan lagi partisipasi politik yang merupakan perwujudan 

kedaulatan rakyat dalam proses demokrasi 
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LAMPIRAN 

https://s.id/LaporanAKHIRPemilihanSerentak2024  

https://s.id/LaporanAKHIRPemilihanSerentak2024



